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Demokrasi, Islam, Indonesia: 
Dari Socrates Sampai Gus Dur 


Yudhistira ANM Massardi 

ISLAM dan demokrasi —apakah bagaikan langit dan bumi? 

Islam adalah agama langit, yang diwahyukan Tuhan kepada 
Muhammad, melalui Al-Guran (vox Dei, suara Tuhan, bukan vox populi, 
suara umat), dan harus diimani sebagai rahmat bagi seluruh alam semes- 
ta. Secara vertikal/teologis, ia bersifat dogmatis, tapi secara 
horizontal/sosial bersifat lentur, dan terbuka ruang ijtihad bagi para ahli. 

Demokrasi adalah hasil akal budi manusia di bumi yang, perta- 
ma-tama, bersandar pada asas vox populi vox Dei. Merupakan sebuah 
bentuk/sistem pengelolaan pemerintahan yang pertama kali dikem- 
bangkan di negara kota Athena zaman Pericles di abad kelima dan keem- 
pat sebelum Masehi. 

Demokrasi merupakan wacana terbuka dan terus berkembang. 
Bahkan, di tahap awal, dikritik sendiri oleh “bapak” sekaligus “korban”-nya 
yang pertama, Socrates: “Demokrasi, yang merupakan bentuk pemerintahan 
yang menggairahkan, penuh dengan variasi dan kekacauan,... dan hasratnya 
yang tak bisa dikenyangkan bisa membawa kepada kehancuran.” 

Dalam perkembangan berbilang abad, demokrasi diperkaya oleh 
Magna Carta (1215): membatasi dan membagikan hak-hak kaum feodal kepada 


rakyat: John Locke (1690): semua pemerintahan harus konstitusional dan men- 
dapatkan persetujuan dari yang diperintah: Montesguieu (1748): pemisahan 
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kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif: Deklarasi Hak Manusia dan Warga 
Negara Prancis (liberte, egalite, fraternite), serta Bill of Rights Amerika (1789): 
kebebasan berbicara, berserikat, berekspresi, dan seterusnya. 

Tetapi, belakangan, demokrasi diklaim dan dipromosikan ke seluruh 
dunia sebagai “American idea” —dalam gerbong-gerbong kapitalisme, liber- 
alisme, dan sekularisme— dan akhirnya berbenturan dengan fasisme, komu- 
nisme, dan belakangan ini mengobarkan “perang peradaban” dengan... Islam! 

Demokrasi akhirnya memang terbaca sebagai 
“Amerika/Barat/Kristen/Kapitalis/Liberal/Sekuler”. Oleh karena itu, 
demokrasi dianggap merupakan “ancaman” bagi peradaban di luarnya, 
khususnya “dunia Islam” —dan sebaliknya. 

Dalam konteks holistik, itu menegaskan kembali kontras funda- 
mental “awal kejadian”-nya: Islam yang merupakan vox Dei berhadapan 
dengan demokrasi yang mengagungkan vox populi. Daulat Tuhan vis a vis 
daulat umat. 

Sesungguhnya, asas-asas demokrasi dalam formatnya yang awal 
(sampai Bill of Rights) juga merupakan nilai-nilai utama di dalam Islam — 
sebagiannya tercermin dengan indah di dalam silaturahmi Idul Fitri, ritu- 
al salat dan haji. Tetapi Islam selalu dipersepsi sebagai “antidemokrasi” 
melalui contoh-contoh yang ekstrem: kaum perempuannya dieksploitasi 
dan ditindas (poligami dan jilbab), ketidakadilan (hak waris), memiliki 
hukum yang kejam (potong tangan, rajam, pancung), tidak toleran 
(melarang perkawinan antaragama, yang meninggalkan agama Islam 
wajib dibunuh, nonmuslim dianggap kafir), haus darah/teroris (jihad). 

Dalam konteks Indonesia, negara dengan populasi pemeluk Islam 
terbesar di dunia, semua ketegangan tadi relatif hanya muncul di ruang-ruang 
“terbatas”. Pertanyaan-pertanyaan seperti: “Apakah seorang muslim tidak 
bisa demokratis?”, “Apakah seorang demokrat tidak bisa Islami?”, tidak rele- 
van. Pengalaman bangsa ini memberikan jawaban mencengangkan. 

Khususnya di Jawa dengan tradisi agraris/pedalaman yang kuat, 
ada kelenturan luar biasa dalam beradaptasi dengan kebudayaan dari luar. 
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Animisme menyerap Hinduisme/Buddhisme tanpa konflik, bahkan 
melahirkan sinkretisme. Kedatangan Islam diterima baik dan melahirkan 
format asimilasi yang unik: Kejawen. Begitu juga ketika 
modernisme/Barat/Kristen dibawa ke sini oleh penjajah Portugis dan 
Belanda, tidak terjadi resistensi keras. 

Perdebatan yang gaduh justru terjadi tatkala ada upaya pemilahan 
dan pemihakan atas konsep Barat-Timur (polemik kebudayaan), Islam tra- 
disionalis-modernis (debat NU-Muhammadiyah). Pertumpahan darah 
memang sempat terjadi, tetapi itu ketika demokrasi jatuh-bangun, Partai 
Komunis Indonesia bertarung dengan TNI, dan umat Islam yang lama terp- 
inggirkan unjuk gigi (1965). 

Proses akulturasi dan asimilasi yang panjang itu akhirnya memberikan 
jawaban unik atas pertanyaan tadi. Sebuah jawaban yang indah dan khas 
Indonesia: “Seorang Indonesia bisa menjadi seorang muslim sekaligus de- 
mokrat, dan sekuler.” Itu menggumpal dalam sosok-sosok historikal: Tjokro- 
aminoto, Soekarno, Hatta, Ahmad Dahlan, dan profil-profil kontemporer seper- 
ti Abdurrahman Wahid, Nurcholish Madjid, Amien Rais, Akbar Tandjung... 
pemilu, sebagai perwujudan vox populi, berlangsung aman dan damai. 

Jadi, dialektika antara demokrasi, Islam, dan Indonesia berlang- 
sung “fine, fine saja & cool”, meskipun sempat diklaim telah memakan 
“korban” pula, yakni Gus “Socrates” Dur! 
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Model Kolosal 
Harmoni Islam dan Demokrasi 


Asrori S. Karni 
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“Sebuah tonggak sejarah bagi kita, pemilu ini juga merupakan langkah 
penting bagi demokrasi di seluruh dunia. Rakyat Indonesia sedang 
memberikan contoh dramatik tentang perubahan politik yang damai, 
dan dengan kukuh menafikan klaim bahwa masyarakat Islam bersifat 
antidemokratik.” 


Jimmy Carter 
International Herald Tribune (IHT), 15 Juli 2004 


CATATAN apresiatif Jimmy Carter, presiden ke-39 Amerika 
Serikat (1977-1981), itu sangat tepat melukiskan makna mendasar Pemilu 
2004 di Indonesia. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar 
sedunia (193 jutaan), pemilu Indonesia memiliki dimensi strategisnya 
sendiri. Selama ini, persepsi yang berkembang adalah bahwa demokrasi, 
salah satunya ditandai dengan adanya pemilu bebas, sulit berurat akar di 
negeri muslim. 

Dalam sekian kali survei tahunan Freedom House, misalnya, 
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tingkat kebebasan politik di negara-negara mayoritas muslim, khususnya 
Timur Tengah, paling memprihatinkan. “Kesenjangan kebebasan paling 
besar terjadi di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim, khususnya 
di dunia Arab,” tulis survei Freedom House 2003 —survei terakhir sebelum 
Pemilu 2004 di Indonesia. 

Tiap tahun, lembaga itu meneliti tingkat kebebasan sipil (civil li- 
berties) dan akomodasi hak-hak politik (political rights) di 192 negara. 
Rentang nilai yang dipakai adalah 1 (terbaik) sampai 7 (terburuk). 
Sejumlah pertanyaan terukur telah disusun untuk merumuskan nilai akhir 
tersebut. Hasilnya disimpulkan dalam tiga kategori: “bebas” (peraih nilai 1 
dan 2) , “semi-bebas” (partly free —peraih nilai 3, 4, dan 5) , dan “tidak- 
bebas” (peraih nilai 6 dan 7). Makin bebas suatu negara, diasumsikan 
demokrasi semakin terjamin. 

Dari 47 negara mayoritas muslim, menurut survei 2003, hanya 
dua negara (496) yang bersatus bebas: Mali dan Senegal —keduanya berte- 
tangga di Afrika Barat dan sama-sama merdeka dari Prancis pada 1960. 
Sedangkan 17 negara (3696) berperingkat semi-bebas, seperti Indonesia, 
Malaysia, Turki, dan Maroko. Adapun jumlah terbesar, 28 negara (6046), 
masuk kategori tidak-bebas, antara lain Aljazair, Mesir, Arab Saudi, Iran, 
Afghanistan, dan Pakistan. 

Yaman berhasil naik tingkat, dari tidak-bebas menjadi semi- 
bebas. Karena terjadi peningkatan partisipasi warga dalam proses politik 
di negara yang sering dituding jadi tempat pelarian aktivis Al-Gaeda itu. 
Sedangkan Azerbaijan dan Mauritania melorot dari semi-bebas ke tidak- 
bebas. Peta status ini tidak berubah hingga akhir 2004. Yang terjadi hanya 
perubahan skor (lihat tabel :Peta Kebebasan). 

Tren tingkat kebebasan negara mayoritas muslim sangat kontras 
dengan peta kebebasan negara sedunia. Bila jumlah terbanyak negara 
muslim masih berstatus tidak-bebas, sebagian besar negara sedunia justru 
ramai-ramai masuk peringkat bebas. Dari total 192 negara yang disurvei 
pada 2003, 88 negara (46X) berstatus bebas, 55 negara (299) semi-bebas: 
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dan 49 negara (2546) tidak-bebas. Dengan demikian, negara muslim hanya 
menyumbang 2,34 (2 dari 88 negara) pada deretan negara bebas, dan 
memasok sangat besar, 579 (28 dari 49 negara), pada barisan negara 
tidak-bebas. 

Faktanya, memang masih banyak negeri muslim berada di bawah 
rezim militer (Pakistan dan Libya), otoriter (Mesir dan Sudan), serta feo- 
dal (Arab Saudi, Kuwait, dan Brunei Darussalam). Sehingga pemilu bebas- 
jujur-adil masih sulit terwujud. Indonesia pun baru tahun 1998 bebas for- 
mal dari rezim Soeharto. Malaysia malah baru pada awal 2004 lepas resmi 
dari rezim Mahathir. Sedangkan Afghanistan dan Irak harus dipaksa impe- 
rialis George W. Bush untuk menjalani demokrasi. Wajar bila kebebasan 
politik masih jadi barang antik di negeri berpenduduk mayoritas muslim. 


Peta Kebebasan 47 Negara Mayoritas Muslim 
Survei Global Freedom House 2004 
1 Januari 2003 - 30 November 2004 


ara (PR-CL) | 17 negara (PR-CL) 28 negara (PR-CL) 


2neg 

2 ak ”—— 

Mali (2-2), Albania(3-3), Bahrain (5-5), Afghanistan (5-6), Aljazair (6-5), 
Sinegal (2-3). Bangladesh (4-4), Burkina Faso (5-4), | Azerbaijan (6-5), Brunei (6-5), 


Comoros (4-4), Djibouti (5-5), Chad (6-5), Mesir (6-5), 
Zambia (4-4), Indonesia (3-4), Eritrea (7-6), Guinea (6-5), 
Kuwait (4-5), Malaysia (4-4), Iran (6-6), Irak (7-5), 


Maroko (5-4), Niger (3-3), Kazakhstan (6-5), 

Nigeria (4-4), Sierra Leone (4-3), Kyrgyzstan (6-5), Lebanon (6-5), 
Turki (3-3), Yaman (5-5), Libya (7-7), Maldives (6-5), 
Yordania (5-4). Mauritania (6-5), Oman (6-5), 
Pakistan (6-5), Oatar (6-5), 

Arab Saudi (7-7), Somalia (6-7), 

Sudan (7-7), Suriah (7-7), 

Tajikistan (6-5), Tunisia (6-5), 

Turkmenistan (7-7), 

Uni Emirat Arab (6-6), 

Uzbekistan (7-6). 


Sumber: Siaran Pers Freedom House, 20 Desember 2004 
“) Angka dalam kurung, sebelah kiri menunjukkan nilai PR (political rights), sebelah kanan nilai CL (civil liberties). 
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Islam dan Demokrasi 

HUBUNGAN antara Islam dan demokrasi sudah lama jadi menu 
debat akademik di kalangan para ahli. Apakah Islam sejalan (compatible) 
dengan demokrasi atau malah jadi ganjalan? Pakar seperti Samuel P. 
Huntington, profesor hubungan internasional Harvard University, 
Bernard Lewis, profesor emeritus sejarah Islam Princeton University, 
ataupun Seymour Martin Lipset, Presiden Asosiasi Sosiologi Amerika, 
berpendapat bahwa penyebab langkanya demokrasi di dunia Islam adalah 
justru kultur politik kaum muslim sendiri. 

Tidak hanya Islam, menurut Huntington (1993), Katolik, Kristen 
Ortodoks, dan Konfusianisme dalam sejarahnya juga memiliki hubungan 
negatif dengan demokrasi. Hanya Protestan yang berhubungan baik dengan 
demokrasi. Sebelum tahun 1970-an, Katolik menopang rezim antidemokrasi 
di Amerika Latin dan Eropa Timur. Begitu pula Kristen Ortodoks di Rusia. 
Bila pada periode 1974-1990 (gelombang ketiga demokratisasi) negara- 
negara Katolik banyak menerima demokrasi, kata Martin Lipset (1994), itu 
karena ada perubahan besar pada doktrin gereja Katolik. 

Dalam pada itu, Adrian Karatnycky, ilmuwan senior Freedom 
House, berpendapat sebaliknya. “Bahwa ekstremisme keagamaan bisa 
membahayakan kebebasan individu adalah benar. Tetapi latar belakang 
agama sebuah masyarakat tidak menentukan eksistensi kebebasan dalam 
masyarakat itu,” tulis Karatnycky (Gains for Freedom Amid Terror and 
Uncertainty, 2004). “Demokratisasi telah berlangsung di berbagai 
masyarakat dengan beragam latar belakang agama.” Termasuk Islam. 

Siaran pers Freedom House Desember 2003 menyatakan, “Survei 
menunjukkan, tidak ada hubungan kuat antara Islam dan represi politik. 
Separuh dari 1,5 milyar umat Islam sedunia terbukti hidup di bawah 
pemerintahan yang dipilih secara demokratis, seperti di Bangladesh, India, 
Indonesia, Nigeria, dan Turki.” 

Pandangan optimistis tentang hubungan Islam dengan demokrasi 
juga dianut sejumlah ilmuwan. Seperti John L. Esposito, profesor studi 
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Islam, dan John O. Voll, profesor sejarah Islam —keduanya pimpinan 
Center for Muslim-Christian Understanding, Georgetown University. 
Mereka meneliti praktek demokrasi di enam negara muslim: Aljazair, 
Mesir, Iran, Sudan, Pakistan, dan Malaysia. Kesimpulannya, negeri mus- 
lim bisa berdemokrasi dengan caranya sendiri, tidak selalu mengekor ske- 
nario Barat. 

Cara pandang demikianlah yang mendapat penegasan Jimmy 
Carter di atas. Bahwa rakyat Indonesia, sebagai negeri muslim terbesar, 
telah menafikan klaim bahwa masyarakat Islam bersifat antidemokrasi. 
Saat Pemilu 2004, pendiri The Carter Center itu terlibat dalam peman- 
tauan langsung. Tentu pendapatnya yang dilansir sepuluh hari sesudah 
pemilu presiden putaran pertama itu tidak mengada-ada. 


Mencari Model 

SUKSES tiga kali pemilu dalam setahun: legislatif (5 April 2004), 
presiden putaran pertama (5 Juli 2004), dan presiden putaran kedua (20 
September 2004), adalah prestasi politik putra-putri bangsa yang patut 
dihargai. Di tengah “paceklik demokrasi” (democracy deficit) di negara- 
negara muslim, Indonesia justru menuai panen raya demokrasi. Hanya 
dalam tempo enam tahun, transisi dari rezim otoriter mampu dilewati 
secara mengesankan. 

Perhelatan politik itu cukup melelahkan. Tapi rakyat Indonesia 
menjalaninya dengan antusias dan tingkat partisipasi tinggi: 764-844. 
Masyarakat muslim (88X) menjadi bagian utama proses itu. Pesta 
demokrasi berlangsung semarak di kantong-kantong muslim religius, 
seperti pesantren, pusat tarekat, atau basis ormas Islam. Tak kalah 
semarak dengan peringatan hari besar keagamaan. Bentrok antarwarga, 
yang pernah mewarnai Pemilu 1999, pada Pemilu 2004 menurun: damai. 

Tingkat penyimpangan juga menyusut. Begitulah kesimpulan exit 
poll LP3ES yang memantau 1.909 tempat pemungutan suara (TPS) —di- 
pilih acak di seluruh provinsi— pasa pilpres putaran kedua. Kecurangan 
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hanya terjadi pada 1,096 TPS. Intimidasi terhadap pemilih dan petugas 
KPPS hanya terjadi pada 1,756 TPS. Petugas KPPS yang merusak surat 
suara sehingga tidak sah hanya 1,396 TPS. Sebagian besar petugas KPPS 
(97,44) memeriksa dan menunjukkan kotak dan surat suara secara terbu- 
ka sebelum pemungutan suara. Proses pemungutan dan perhitungan suara 
juga berlangsung transparan di 98,64 TPS. 

Capaian Indonesia ini sampai menghangatkan perbincangan 
dalam lokakarya bertajuk “Asian Islam at a Crossroads” di East-West 
Center University of Hawaii, akhir September 2004. Prof. Azyumardi Azra, 
yang jadi peserta lokakarya, mengisahkan bahwa Prof. Dr. Vali Nasr, guru 
besar Perguruan Tinggi Angkatan Laut Amerika, menyatakan, “Indonesia 
kini semakin menjadi model yang sangat baik dalam hal hubungan antara 
Islam dan demokrasi.” 

“Model Indonesia dapat menjadi alternatif bagi model Turki yang 
kian tidak menarik untuk banyak kaum muslim,” Vali menambahkan. 
“Indonesia telah memberikan contoh kepada dunia Islam lainnya tentang 
bagaimana demokrasi relevan bagi Islam.” Pandangan demikian diamini 
banyak peserta lokakarya, yang terdiri dari para ahli terkemuka, seperti 
John Esposito, John Voll, M.C. Ricklefs, Anthony Reid, Osman Bakar, 
Mutalib Hussin, dan Carmen Abubakar. 

Azyumardi menandaskan, sejauh ini belum ada model ideal 
demokrasi di negara muslim. Yang sering disebut adalah Turki. Tetapi 
negara ini menganut demokrasi sekuler yang cenderung bermusuhan den- 
gan agama. “Berbeda dengan Turki,” kata Azyumardi, “Demokrasi 
Indonesia tidak bermusuhan terhadap agama, tetapi pada saat yang sama, 
Indonesia bukanlah negara agama.” Kasus Indonesia, bagi Azyumardi, 
bisa menjadi model alternatif bagi kompatibilitas Islam dengan demokrasi. 

Apresiasi lain ditunjukkan harian The Asian Wall Street Journal 
(ASWJ), 21 September 2004, sehari setelah pilpres putaran kedua. Dalam 
Review & Outlook-nya, ASWJ menulis judul: Indonesia's Golden 
Opportunity. “Dari Beijing ke Baghdad, gambaran tentang lebih dari 100 
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juta warga Indonesia memberikan suaranya dalam pilpres kemarin memi- 
liki implikasi penting,” tulis ASWJ. 

“Hanya enam tahun silam negara muslim terbesar di dunia ini meru- 
pakan negara otoriter, di mana pemilu adalah pertunjukan tanpa makna. Kini 
rakyat Indonesia telah memberikan suara untuk pengalihan kekuasaan secara 
damai.” Menurut ASWJ, sukses Pemilu 2004 telah mematahkan argumen 
kaum pesimistis bahwa memboyong demokrasi ke dunia muslim hanya jadi 
saluran eksploitasi kalangan ekstrem-radikal. Kemenangan SBY-JK adalah 
bukti kekalahan kalangan ekstrem dan keunggulan kelompok moderat. 

Sebelum ASWJ, sanjungan serupa diberikan minguan The 
Economist (10 Juli 2004), yang beredar beberapa hari setelah pilpres 
putaran pertama. Majalah ini memajang judul “Indonesia's Shining 
Muslim Democracy”. Indonesia dibandingkan dengan Cina yang masih 
takut bahwa demokrasi akan menciptakan kekacauan. “Indonesia telah 
memperlihatkan kepada dunia suatu “contoh balik yang dahsyat' (a power- 
ful counter-example) tentang proses demokratisasi yang damai,” tulis The 
Economist. 

Dalam skala global, Jimmy Carter mencatat bahwa Indonesia 
adalah negara demokrasi terbesar ketiga setelah India dan Amerika 
Serikat. “Yang menarik dicatat, mayoritas penduduk ketiga negara itu 
berasal dari agama yang berbeda,” tulis Carter dalam artikelnya yang 
berjudul Surprisingly fair elections in Indonesia di IHT, sepuluh hari sete- 
lah pilpres putaran pertama. 

India dengan penduduk 1,068 milyar, 8196 beragama Hindu (865 
jutaan). Amerika berpenduduk 290 juta, 56X beragama Protestan (162 
jutaan). Sedangkan Indonesia berpenduduk 220 juta, 88X beragama 
Islam (193 jutaan). “Ini pesan yang baik untuk diserap orang Amerika,” 
Carter melanjutkan. 

Fakta ini meneguhkan tesis bahwa demokrasi bisa diserap 
masyarakat dengan bebagai latar belakang agama. Tergantung bagaimana 
si pemeluk agama memaknai doktrin agamanya dalam merespons 
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demokrasi. Islam pun bisa berwajah ganda: sebagai kekuatan kontra atau 
pro-demokrasi. Rezim Taliban di Afghanistan, misalnya, menjadi bukti 
penggunaan Islam sebagai sandaran pemerintahan anti-demokrasi. 
Sementara muslim Indonesia —paling tidak sepanjang Pemilu 2004— 
menyajikan bukti lain bahwa Islam bisa dijadikan payung gerakan pro- 
demokrasi. 

Islam Indonesia, menurut sejumlah riset, memang beda dengan 
Islam Timur Tengah. Islam Indonesia —bahkan Asia Tenggara— lebih 
moderat, toleran, dan lebih akomodatif menerima sistem nilai dari luar, 
termasuk demokrasi, sejauh relevan dengan kebutuhan. Islam sendiri, 
awalnya, bagi masyarakat Nusantara juga produk asing, tapi akhirnya bisa 
diterima secara luas. Menilik karakter khas masyarakat Nusantara yang 
demikian ini, bisa dimengerti bila muslim Indonesia bisa menyerap 
demokrasi secara kolosal. 

Citra khas muslim Indonesia itu sempat ternodai oleh serang- 
kaian aksi teror, sejak bom Bali (2002) sampai bom Kuningan yang 
meledak hanya sebelas hari sebelum pemilu presiden putaran kedua. Tapi 
aksi itu hanya mewakili segelintir kalangan. Tidak terusiknya proses 
pemilu oleh aksi bom justru membuktikan bahwa mayoritas muslim 
Indonesia bukanlah penganut Islam garis keras, bahkan mengutuknya 
keras-keras. 

Sebelum test case Pemilu 2004 ini, sudah banyak penjajakan ilmi- 
ah tentang peluang implementasi demokrasi di Indonesia. Seperti 
dilakukan Masykuri Abdillah (profesor politik Islam UIN Jakarta) yang 
menulis disertasi di Universitas Hamburg (1995) tentang “Respons 
Intelektual Muslim Indonesia terhadap Demokrasi (1966-1993)”. 

Hasilnya, berbeda dengan intelektual muslim di luar Indonesia 
(seperti Pakistan) yang masih memperdebatkan sistem demokrasi, intelektu- 
al muslim Indonesia relatif utuh menerima demokrasi. Ada dua alasan utama. 
Pertama, nilai demokrasi sejalan dengan nilai Islam dalam kehidupan sosial, 
khususnya konsep syura. Kedua, demokrasi adalah instrumen paling tepat 
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untuk mengartikulasikan aspirasi Islam, sebagai penduduk mayoritas. 

Bila Masykuri membidik level elite sosial, Robert W. Hefner, pro- 
fesor antropologi Boston University, meneliti lapis bawah. Selama tujuh 
tahun terakhir rezim Soeharto (1991-1998), Hefner meneliti secara 
antropologi-sosial tentang dinamika gerakan pro-demokrasi di Indonesia. 
Hasilnya dibukukan dengan judul Civil Islam: Islam dan Demokratisasi di 
Indonesia. Hefner mengoreksi pandangan bahwa dunia Islam berlawanan 
dengan demokrasi. Islam, katanya, punya modal sosial yang bisa menyum- 
bang demokratisasi. 


Tiga Kategori Kantong Muslim 

MELALUI buku yang dikembangkan dari Edisi Khusus Lebaran 
2004 ini, GATRA bermaksud memonumenkan prestasi praktek demokrasi 
muslim Indonesia itu dalam “dokumen jurnalistik”. Tentu dengan gaya sajian 
khas GATRA. Reportase lapangan yang warna-warni, informatif, dan men- 
dalam. Gaya penulisan yang renyah, inspiratif, serta jenaka. Bila para 
ilmuwan telah menyumbangkan banyak teori, wacana, dan asumsi-spekulatif, 
GATRA berusaha melengkapi dengan suguhan potret dan peta lapangan. 

Unit reportase GATRA adalah kantong-kantong muslim religius. 
Yakni komunitas yang pandangan dan praktek hidupnya dipengaruhi Islam 
secara kuat. Sengaja kami pilih komunitas semacam itu sehingga bisa dipan- 
tau apakah keislaman seseorang berpengaruh atau tidak pada partisipasi poli- 
tiknya. Secara sederhana, komunitas ini dicirikan oleh masih kentalnya 
nuansa kepatuhan pada ritual keagamaan. Seperti komunitas pesantren, 
jaringan tarekat, pengikut ormas keagamaan, dan sekte Islam pinggiran. 

Dari penelusuran lapangan selama musim pemilu, GATRA 
memetakan kantong-kantong itu pada tiga kategori. Pertama, “Pro- 
Demokrasi”. Yakni komunitas yang paling luas menerima nilai-nilai 
demokrasi nyaris tanpa reserve. Seperti prinsip persamaan, kebebasan, 
toleransi, dan pluralisme. Spektrum komunitas ini merata, baik kalangan 
tradisionalis, modernis, maupun pengikut tarekat yang dikenal paling 
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ketat menganut sistem patronase spiritual (bernuansa feodal). Komunitas 
demikian merupakan arus utama muslim Indonesia. Dua ormas Islam 
terbesar, NU dan Muhammadiyah, termasuk garis ini. 

Kedua, “Demokrasi dengan Opsi”. Mereka yang menerima 
demokrasi tetapi dengan catatan tertentu. Misalnya, menerima proses 
pemilu tapi mengharamkan pencalonan pemimpin perempuan dan 
pemimpin non-Islam. Ada juga kelompok yang mau mengikuti pemilu 
sejauh proses itu menjamin formalisasi syariat Islam. Bila pemilu diperki- 
rakan tidak menghasilkan wakil rakyat atau pemimpin yang berkomitmen 
menerapkan syariat Islam, mereka menolak ikut pemilu. Pandangan itu 
memberi pembenaran terbatas pada tesis Huntington bahwa partisipasi 
politik dalam masyarakat muslim hanya terjadi bila proses politiknya 
memiliki kaitan dengan kepentingan Islam. 

Namun sebagian penganut pandangan ini tetap menyisakan kom- 
promi. Bila calon pemimpin perempuan ternyata terpilih, misalnya, mere- 
ka tidak sampai membangkang atau bahkan memberontak. “Kalau sudah 
terpilih, presiden perempuan kami terima dengan alasan darurat,” kata 
KH Mas Subadar, seorang kiai asal Pasuruan, Jawa Timur, yang termasuk 
garda depan penentang presiden perempuan. “Yang haram itu 
mencalonkan dan memilih. Kalau sudah terpilih, ya, kami terima. Islam itu 
fleksibel,” Subadar menambahkan. 

Ketiga, “Kontra-Demokrasi”. Mereka secara terbuka menolak 
demokrasi dan berbagai variabelnya, termasuk pemilu. Iklim kebebasan di 
Indonesia memungkinkan komunitas anti-demokrasi tetap eksis dan 
bahkan bebas menyuarakan aspirasinya, selama mereka tidak bertindak 
anarkis dan menempuh cara kekerasan. Jumlah mereka minoritas, tetapi 
teriakannya lantang. Misalnya pengikut Hizbut Tahrir yang tak kenal lelah 
mengampanyekan sistem khilafah. Begitu pun eks Laskar Jihad yang 
menilai demokrasi tidak Islami. Ada pula pesantren yang seumur-umur 
golput karena memandang proses demokrasi sebagai biang disintegrasi. 

Beragam aliran kantong Islam di Indonesia itu telah meng- 
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hadirkan berbagai model titik temu antara Islam dan demokrasi dengan 
kreativitas lokalnya masing-masing. Bukan hanya totalitas Indonesia yang 
bisa menjadi “buku pelajaran” pada dunia Islam lain tentang harmoni 
Islam dan demokrasi. Tapi tiap pernik keunikan lokal muslim Indonesia 
dalam berdemokrasi juga bisa menjadi “bab-bab” pelajaran tersendiri 
dalam buku besar tadi. 

Implementasi demokrasi memang variatif. Kata Hefner, “Variasi 
ini bukanlah penyimpangan dari rencana demokrasi, melainkan bukti 


” 


realisasi kontekstual demokrasi itu sendiri.” Pengalaman empirik 
demokrasi di Indonesia ini diharapkan bisa menjadi pionir “gelombang 


keempat demokratisasi” yang diikuti negara-negara muslim lain. 


Pionir Tanpa Tanda Jasa 

Iklim pemilu bebas-adil di Indonesia 2004 ternyata juga dibaren- 
gi dinamika positif di sejumlah negara muslim yang menunjukkan pe- 
ningkatan mutu kebebasan sipil sepanjang 2004. Bila survei Freedom 
House 2003 memprihatinkan kebebasan sipil di negeri-negeri muslim, 
survei lembaga ini pada periode berikutnya (1 Januari 2003 -— 30 
November 2004) yang dilansir 20 Desember 2004 mengapresiasi geliat 
positif di negara-negara muslim yang banyak berderet di Timur Tengah 
dan Afrika Utara itu. 

Dinamika itu memang masih terlalu mewah untuk dilabeli 
“gelombang keempat demokratisasi”. Bahkan mereka belum mampu men- 
dongkrak status dari “tidak-bebas” menjad “semi-bebas” atau dari “semi- 
bebas” menjadi “bebas”. Mereka baru sebatas meningkatkan skor satu 
angka. Maka, Freedom House menyebutnya sebagai tren yang sedang- 
sedang saja, tapi positif (modest, but positive trends). Hal itu, misalnya, 
ditemukan di dua negara berstatus tidak-bebas: Mesir dan Oatar, serta dua 
negara berstatus semi-bebas: Yordania dan Maroko. 

Di Mesir, skor civil liberties (CL) naik dari 6 jadi 5 akibat membesarnya 
aktivitas kelompok advokasi perempuan. Angka CL di Oatar terkerek dari 6 ke 5 
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disebabkan meningkatnya kebebasan akademik. Skor CL di Yordania melam- 
bung dari 5 jadi 4 karena peningkatan pengakuan hak perempuan dan kebe- 
basan pers. Sedangkan rating CL di Maroko terdongkrak dari 5 jadi 4 karena 
adopsi salah satu hukum keluarga yang paling liberal di dunia Arab. 

Penting dicatat bahwa capaian itu baru terkonsentrasi di areal 
kebebasan sipil yang dipicu oleh peningkatan aktivisme warga (civic 
activisme) yang mengoreksi kebijakan pemerintah. Capaian itu belum 
menyentuh wilayah political rights —elemen kedua yang dinilai dalam 
survei Freedom House selain civil liberties. “Belum ada negara di Timur 
Tengah yang mengadopsi liberalisasi signifikan atas sistem politiknya,” 
tulis laporan berjudul Civic Power and Electoral Politics itu. 

Kemajuan di wilayah political rights (PR) banyak ditemukan 
Freedom House pada negeri-negeri muslim di luar Timur Tengah. Di 
Malaysia, pasca-lengsernya rezim Mahathir, awal 2004, berlangsung kon- 
testasi pemilu yang lebih terbuka. Skor PR negeri jiran itu pun naik dari 5 
ke 4. Angka PR Comoros, negara kepulauan di pantai timur Afrika, juga 
naik dari 5 ke 4 karena pemilu legislatifnya lebih terbuka. Di Afghanistan, 
pemilu presiden yang berlangsung bebas-adil telah mengangkat skor PR- 
nya dari 6 ke 5. Niger malah mendongkrak skor PR dan CL sekaligus, ma- 
sing-masing dari 4 ke 3, karena meningkatkan status perempuan dan per- 
wakilan minoritas di pemerintahan. 

Peningkatan skor dan pertimbangannya di berbagai negeri ma- 
yoritas muslim ini sengaja ditampilkan panjang lebar. Itu diperlukan seba- 
gai bahan perbandingan untuk menganalisis skor yang diraih Indonesia 
pasca-sukses Pemilu 2004 yang disanjung berbagai kalangan tadi. 
Diperoleh gambaran, betapa dinamika yang biasa saja (istilah Freedom 
House, modest, but positive trends) mulai di Mesir, Yordania, Niger, 
Afghanistan, hingga Malaysia, mendapat “tanda jasa” berupa peningkatan 
skor dalam laporan Freedom House. 

Anehnya, tidak ditemukan apresiasi proporsional pada capaian 
spektakuler Indonesia. Secara kuantitatif, skor PR Indonesia pada akhir 
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2004 tetap 3, angka CL-nya masih 4. Nilai ini sudah bertahan selama lima 
kali laporan tahunan Freedom House (2000-2004). Bandingkan ketika 
usai Pemilu 1999 —pemilu multipartai bebas-adil pertama pasca-rezim 
Orde Baru— skor PR Indonesia melonjak dua tingkat langsung, dari 6 ke 4. 
Setahun kemudian (2000), naik lagi jadi 3. 

Sementara Pemilu 2004, selain merupakan pemilihan presiden 
langsung pertama di Indonesia, yang diakui pemantau domestik dan asing 
telah berlangsung jujur-adil, juga mencerminkan independensi pemilih, 
tanpa ada kekuatan dominan yang mampu mendikte. Pasangan SBY-JK 
yang memenangkan pilpres bukanlah penguasa incumbent, juga tidak 
didukung dua parpol terbesar, Golkar dan PDI Perjuangan. Ia menjadi 
simbol pilihan bebas rakyat. 

Capaian demokrasi demikian ini, anehnya, tak mendapat perhat- 
ian memadai dari Freedom House. Laporan tertulis Freedom House 2004 
setebal 21 halaman sama sekali tidak menyajikan ulasan kualitatif tentang 
kemajuan demokrasi di Indonesia. Laporan itu hanya berhenti di Malaysia 
ketika menyorot kawasan Asia Tenggara. Lembaga ini mungkin lupa pada 
sanjungan Jimmy Carter bahwa Indonesia negara demokrasi terbesar keti- 
ga setelah India dan Amerika Sertikat. Bila India dan Amerika sudah lama 
berstatus “bebas”, alih-alih Indonesia naik tingkat dari “semi-bebas” ke 
“bebas”, peningkatan skor di area “semi-bebas” saja tidak diperoleh. 


Bukan Sekadar Pemilu 

Dalam country report Freedom House 2005 tentang Indonesia, 
ada pengakuan bahwa Indonesia telah meneguhkan diri sebagai negara 
demokrasi terbesar ketiga. Karena kemampuannya menggelar tiga kali 
pemilu langsung secara bebas, adil, dan damai dalam setahun. Padahal, 
pemilu legislatif, April 2004, dinyatakan sebagian kalangan sebagai 
“pemilu sehari paling rumit sedunia” (the world's most complicated one- 
day elections). Karena lebih dari seratus juta orang pergi ke TPS untuk 
memilih empat hal sekaligus: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan 
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Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, DPRD kabupaten, dan 
Dewan Perwakilan Daerah (DPD). 

Namun, selain apresiasi, laporan itu juga menyebutkan sejumlah 
kritik pada iklim kebebasan sipil dan hak politik. Sebagian regulasi pemilu 
dinilai memberi keistimewaan pada partai-partai besar dan mapan. 
Cenderung memangkas akses partai baru. Tidak boleh ada pencalonan 
presiden dan kepala daerah secara independen. Harus lewat pintu partai. 
Itu pun partai dengan jumlah kursi parlemen minimal 159 atau akumulasi 
suara minimal 159. Dalam pemilu legislatif, pemilih tidak langsung 
memilih calon, tapi mencoblos gambar partai. 

Angka korupsi dan kebebasan pers juga jadi sorotan. Dalam 
survei Transparansi Internasional 2004, indeks persepsi korupsi 
Indonesia berada di peringkat ke-133 dari 146 negara. Sedangkan situasi 
kebebasan pers, menurut survei Reporters Sans Frontieres 2002, 
Indonesia berada di posisi ke-57. Tapi pada 2004 jatuh ke peringkat 117. 
Faktor yang paling berpengaruh adalah adanya serangan dan pem- 
bunuhan wartawan di Aceh. Lalu adanya kriminalisasi pers. Wartawan 
didakwa dengan KUHP, bukan dengan Undang-Undang Pers. 

Ulasan kebebasan beragama difokuskan pada nasib penganut 
agama-agama yang tidak diakui negara, seperti Baha'i, animisme, aliran 
kepercayaan, yang mengalami kesulitan dalam registrasi kelahiran, perkaw- 
inan, dan perceraian. Maraknya simpul masyarakat sipil penopang hak asasi 
manusia (HAM) pun jadi perhatian. Termasuk pembunuhan aktivis HAM: 
Munir. Persepsi yang hendak dibangun country report ini adalah bahwa de- 
rajat kebebasan sipil dan akomodasi hak politik tidak semata diukur dari 
adanya pemilu langsung yang bebas-adil-damai, tapi banyak faktor. 

Sukses menggelar pemilu besar secara bebas-adil tidak otomatis 
menunjukkan bahwa kondisi kebebasan sipil dan akomodasi hak politik di 
negara tersebut berstatus “bebas”. Karena pemilu baru menyangkut prose- 
dur rekrutmen kepemimpinan nasional. Masih banyak elemen lain yang 
perlu ditilik untuk mengukur kualitas civil liberties dan political rights. 
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Pemilu memang langkah awal strategis untuk masuk jadi negara 
“demokrasi yang otentik”. Tapi belum tentu. Negara penyelenggara pemilu 
ada yang sekadar menjadi negara “demokrasi-semu” (pseudo-democracy) 
atau “demokrasi non-liberal” (illiberal democracy). Demikian pernah 
diingatkan Fareed Zakaria, editor majalah Newsweek, dan Larry Diamond, 
profesor ilmu politik dan sosiologi di Stanford University. 

Dalam negara demokrasi-semu, partai dominan memelihara kon- 
trol penuh di tengah sistem semi-otoriter. Pemilu hanya formalitas. 
Indonesia zaman Orde Baru masuk kriteria ini. Sedangkan negara 
demokrasi-illiberal, menurut Fareed Zakaria (The Rise of Illiberal 
Democracy, November 1997), diakibatkan ketiadaan konstitusi yang kuat 
dan kerangka hukum. Sehingga pemilu kerapkali memberi jalan bagi ma- 
yoritas yang picik untuk menindas minoritas. Inilah fenomena yang dise- 
but Zakaria sebagai demokrasi-illiberal. 

Negara yang sukses menggelar pemilu secara “bebas dan adil”, dalam 
penilaian Freedom House, baru mendapat gelar negara “demokrasi elektoral” 
(electoral democracies). Pada 2004, ada 119 negara dari 192 negara yang di- 
survei (6296) berkualifikasi sebagai negara demokrasi elektoral. 

Tapi, dari negara penyelenggara pemilu bebas-adil itu, 89 negara 
(754) berstatus “bebas” dan 30 negara (2596) bersatatus “semi-bebas”, ter- 
masuk Indonesia. Karena negara-negara itu dinilai masih memiliki prob- 
lem serius dalam hal hak asasi manusia, penegakan hukum, dan korupsi. 
Di negara model ini, bukan hanya pembenahan proses pemilu yang pen- 
ting disorot, melainkan juga penegakan hukum, media independen, dan 
civil society yang kuat. 

Selepas sukses tiga pemilu 2004 skala nasional, masuk 2005, 
hajatan pemilihan langsung pemimpin publik di Indonesia, masih marak 
berlangsung. Kali ini dalam skala lokal. Lewat ajang pemilihan kepala 
daerah (pilkada): gubernur, bupati, dan wali kota. Buku ini merekam 
dinamika pilkada di tiga kawasan yang warna keislamannya kental: Nusa 
Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Para 
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pemimpin Islam lokal dan sentimen keislaman banyak mewarnai proses 
demokrasi lokal di ketiga kawasan itu. Tiap daerah memiliki keunikan dan 
konteks lokalnya sendiri. Semarak pilkada membuat Indonesia makin 
akrab dengan prosedur demokrasi. 

Apresiasi Freedom House pada kemajuan demokrasi Indonesia 
baru muncul pertengahan 2006. Rating Indonesia meningkat, dari “semi- 
bebas” menjadi “bebas”. Skor political rights Indonesia, yang sebelumnya 
3, naik ke angka 2. Nilai civil liberties, yang sebelumnya 4, naik ke angka 
3. Survei Global Freedom House 2006 itu merangkum dinamika pada 1 
Desember 2004 — 30 November 2005. Pergeseran posisi Indonesia ini 
juga dibarengi pergeseran peta kebebasan di negara-negara mayoritas 
muslim. Ada empat negara muslim yang semula berstatus “tidak-bebas” 
naik tingkat jadi “semi-bebas”. Yaitu Afghanistan, Kyrgyzstan, Lebanon, 
dan Mauritania. Lihat peta baru berikut: 


Peta Kebebasan 47 Negara Mayoritas Muslim 
Survei Global Freedom House 2004 
1 Desember 2004 - 30 November 2005 


Partly Free Not Free 
3 negara (PR-CL) | Onegara (PR-CL) 24 negara (PR-CL) 
5190 


Indonesia (2-3) 
Mali (2-2), 
Senegal (2-3). 


Afghanistan (5-5), Albania(3-3), 
Bahrain (5-5), Bangladesh (4-4), 
Burkina Faso (5-3), Comoros (4-4), 


Djibouti (5-5), Zambia (5-4), 
Kuwait (4-5), Kyrgyzstan (5-4), 
Lebanon (5-4), Malaysia (4-4), 
Maroko (5-4), Mauritania (6-4), 
Niger (3-3), Nigeria (4-4), 
Sierra Leone (4-3), Turki (3-3), 
Yaman (5-5), Yordania (5-4). 


Sumber: Siaran Pers Freedom House, HYPERLINK 

"http://www.freedomhouse.org/uploads/pdf/Charts2006.pdf 
“http://www.freedomhouse.org/uploads/pdf/Charts2006.pdf ada perbedaan angka persentase dan jumlah negara 
dengan rilis dari Freedom House 


Aljazair (6-5), Azerbaijan (6-5), 
Brunei (6-5), Chad (6-5), 

Mesir (6-5), Eritrea (7-6), 
Guinea (6-5), Iran (6-6), Irak (6-5), 
Kazakhstan (6-5), Libya (7-7), 
Maldives (6-5), Oman (6-5), 
Pakistan (6-5), Oatar (6-5), 
Arab Saudi (7-6), Somalia (6-7), 
Sudan (7-7), Suriah (7-7), 
Tajikistan (6-5), Tunisia (6-5), 
Uni Emirat Arab (6-6), 
Uzbekistan (7-6). 
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Sejak medio 2006, sebagai “negara demokrasi terbesar ketiga”, 
Indonesia setara dengan India dan Amerika, negara demokrasi terbesar 
pertama dan kedua. Ketiganya sama-sama berstatus “bebas”. Rupanya, 
Fredom House perlu waktu setahun lebih untuk yakin memberi status 
“bebas” pada Indonesia. Ini apresiasi sekaligus tantangan. Status ini bisa 
melorot bila tanpa perawatan memadai. 
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KANTONG NU: 
(BunTET, CipAsUNG, KAJEN) 


Ayunan Politik Kiai 
di Kantong Santri 


Heddy Lugito, Taufik Abriansyah, 


dan Wisnu Wage Pamungkas 


Sikap politik kiai sangat mempengaruhi pandangan politik santrinya. 
Namun para santri menjadi bingung ketika para kiai ikut bersaing menjagokan 


tokoh politik masing-masing. Golput menjadi pilihan yang menarik. 


Ba 


SEPANJANG malam, Saeful Hadi gelisah. Santri berumur 18 
tahun dari Pondok Pesantren Buntet, Cirebon, ini merasa sulit mengambil 
pilihan. Ia sulit memejamkan mata. Pukul 01.05, Saeful keluar dari bangsal 
tidurnya menuju ruang tamu pondoknya. “Seperti ada beban menindih di 
kepala,” ujarnya, saat kepergok Gatra di ruang tamu Asrama Putra Pondok 
Pesantren Buntet, dini hari, menjelang pemilu presiden (pilpres) putaran 
kedua, 20 September 2004, itu. 

Saeful mengaku gamang. Berbeda dengan pilpres putaran perta- 
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ma, 5 Juli 2004, dengan mantap ia menjatuhkan pilihan kepada pasangan 
Wiranto-Salahudin Wahid. Alasannya sederhana saja, Salahudin adik kan- 
dung KH Abdurrahman “Gus Dur” Wahid, tokoh yang dikaguminya. Kini 
Saeful tak punya pilihan, lantaran Wiranto-Wahid tak masuk putaran 
kedua, dan dari pihak pondok tak memberi referensi yang jelas. 

Pada awalnya, seperti kebanyakan santri lain di Buntet, Saeful men- 
jagokan Gus Dur. Ada sentuhan emosi untuk berpihak pada diri cucu pendiri 
Nahdlatul Ulama (NU), KH Hasyim Asyari, itu. Acuannya pun jelas: tokoh 
panutannya, KH Abdullah Abbas (lahir 1918), pengasuh utama Pesantren 
Buntet, juga menjagokan Gus Dur. 

Bahkan KH Abdullah Abbas yang akrab dipanggil Kiai Dullah itu 
sempat memobilisasi para kiai khos di lingkungan NU di pesantrennya, 
awal Maret 2004. Hasilnya, halagah bertajuk “Silaturahmi Ulama Khos 
Se-Indonesia” itu mengukuhkan Gus Dur sebagai calon presiden yang 
didukung ulama NU. 

Ternyata Gus Dur gagal masuk bursa calon presiden karena ter- 
ganjal aturan main. Komisi Pemilihan Umum menyatakan, Gus Dur tak 
bisa terjun ke arena kontes calon presiden karena kesehatannya. 
Buntutnya, suara para kiai di kantong NU kawasan pantai utara Jawa 
Barat ini bercabang. 

Sejumlah kiai Buntet mendukung pasangan Megawati 
Soekarnoputri-Hasyim Muzadi. Alasannya, KH Hasyim Muzadi adalah 
Ketua Umum Pengurus Besar NU. Tapi tak sedikit kiai yang menyokong 
pasangan Wiranto-Wahid. Kiai Abbas sendiri memilih netral. “Daripada 
pondok pecah, lebih baik diam dan netral,” kata KH Ayip Abbas, putra ter- 
tua KH Abbas, mengutip sang ayah. 

Sikap netral Kiai Dullah itu seolah memberi lampu hijau bagi para 
kiai senior menggalang dukungan untuk jago masing-masing. “Tapi itu 
hanya sikap politik pribadi mereka. Kalau pondok, sih, tetap netral,” Ayip 
Abbas menegaskan. 

Baku klaim lantas terjadi. Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan 
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Islam Pondok Pesantren Buntet, KH Adib Rofi'uddin, sempat secara terbu- 
ka menyampaikan dukungan kepada KH Hasyim Muzadi, pendamping 
Megawati. Pernyataan itu, katanya, untuk mengakhiri pelbagai klaim yang 
mengatasnamakan Pesantren Buntet. “Saya tegaskan, pernyataan ini sifat- 
nya final. Ini hasil pertemuan ulama dan pengasuh pesantren NU se- 
Wilayah III Cirebon,” ujar KH Adib Rofi 'uddin, usai menerima kehadiran 
Taufig Kiemas, suami Megawati, di pondoknya. 

Kiai sepuh lainnya, seperti KH Fuad Hasyim —kini sudah 
almarhum— secara terbuka menyatakan medukung duet Wiranto-Wahid. 
“Gus Solah (Salahudin Wahid) sudah direstui Gus Dur untuk maju,” kata 
KH Fuad Hasyim. Ada juga kiai di Buntet yang diam-diam mendukung 
Susilo Bambang “SBY” Yudhoyono. 

Semua calon presiden sowan ke Buntet, dan itu mendatangkan 
berkah bagi para santri. Ada yang membantu membangun ruang belajar, 
ada yang menyumbang pompa air, ada pula yang membawa barang jadi, 
seperti SBY atau Agum Gumelar (calon wakil presiden pasangan Hamzah 
Haz). “Dari Pak SBY, saya dapat kain. Pak Agum ngasih sarung,” tutur 
Saeful. 

Toh, hiruk-pikuk pilpres itu hanya terjadi pada tahap pertama. 
Pada tahap kedua, aksi-aksi penggalangan itu mendadak sepi. Para kiai 
pendukung Mega-Hasyim tak banyak bergerak. Pendukung SBY juga 
diam. Kegairahan politik di Buntet tiba-tiba berhenti seperti mobil 
kehabisan bensin. Para santri seperti Saeful bingung menentukan pilihan. 

KH Abdullah Abbas sendiri memilih tidak mencoblos alias golput. 
“Saya pikir, pemilihan presiden ini tidak terlalu penting buatnya. Bapak 
memilih netral,” kata Ayip Abbas. Boleh jadi, golput-nya Kiai Abbas itu 
merupakan bentuk solidaritas atas sikap golput Gus Dur. 

Sikap politik Kiai Abdullah Abbas tampaknya diikuti oleh seba- 
gian santri. Angka pemilih yang tak datang mencoblos di pesantren itu 
mencapai 404. Sebagian dari mereka memang pulang kampung, mencob- 
los di kampung halaman masing-masing. Pada pilpres putaran pertama 
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dan kedua, Mega-Hasyim menang tipis di empat tempat pemungutan 
suara (TPS) di Pesantren Buntet. 

Toh, hasil akhir di se-Desa Mertapada Kulon, yang mem- 
bawahkan Pondok Buntet, menunjukkan SBY-Kalla menang tipis dengan 
meraup 1.238 suara, unggul 20 suara dari Mega-Hasyim. Ada 239 suara 
tidak sah di desa itu. 

Pada pemilu presiden putaran pertama, pasangan Wiranto-Wahid 
unggul atas Mega-Hasyim dan SBY-Kalla. Baik itu di dalam Pesantren Buntet 
maupun di Desa Mertapada Kulon. Di desa ini, mereka meraih suara 1.172, 
diikuti Mega-Hasyim 1.119, SBY-Kalla 437, Hamzah-Agum 85, dan Amien Rais- 
Siswono 72 suara. 

Dari 4.202 pemilih yang terdaftar pada pilpres putaran kedua di Desa 
Mertapada Kulon, hanya 2.695 yang menggunakan hak pilihnya. “Hampir 509 
yang tidak menggunakan hak pilih atau golput,” kata M. Yusuf, Kepala Desa 
Mertapada Kulon. Angka golput sekitar 5046 juga terjadi desa ini pada pilpres 
putaran pertama. 

Besarnya golput di Buntet ini mungkin karena pengaruh Kiai 
Abdullah Abbas yang tidak menggunakan hak pilihnya. “Pak Kiai menjadi 
rujukan warga Buntet dan sekitarnya,” M. Yusuf menegaskan. Kiai Dullah 
sendiri tidak secara terbuka menganjurkan warga dan santrinya untuk golput. 

Angka golput tergolong besar juga tercatat di Desa Kajen, kantong 
NU wilayah Kabupaten Pati, kawasan pantai utara Jawa Tengah. Dari total 
4.551 jumlah pemilih yang terdaftar di Desa Kajen pada pilpres putaran 
kedua, sebanyak 2.225 pemilih tidak menggunakan haknya, hampir 505 
golput. 

“Soal golput itu masalah pilihan pribadi warga, tidak ada kiai di 
sini yang menganjurkan golput,” kata Kepala Desa Kajen, Muhadi. Di desa 
ini, ada 36 pondok pesantren dan 20 lembaga pendidikan dari tingkat 
taman pendidikan Al-Guran, madrasah ibtidaiyah, tsanawiyah, hingga 
aliyah. Jumlah santri tetap sekitar 10.000 orang dan santri tidak tetap 
alias “santri kalong” mencapai 25.000 orang. 
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Salah satu pesantren besar di Kajen adalah Maslakul Huda, yang 
diasuh KH Sahal Mahfudz, Rais Aam NU. Jumlah santrinya mencapai se- 
kitar 1.000 orang. Di TPS 13 Kajen, tempat para santri Maslakul Huda 
mencoblos, jumlah golput mencapai 4056. Dari 296 pemilih yang terdaftar, 
hanya 184 yang muncul ke TPS memberikan suara. Sebanyak 112 pemilih, 
sebagian besar santri Maslakul Huda, tak tampak batang hidungnya. 

Sikap para santri ini tak bisa dibaca sebagai cerminan politik 
Pondok Maslakul Huda. Karena Kiai Sahal menggunakan hak pilihnya. 
Bahkan ia datang ke TPS pagi-pagi bersama istrinya, Ny. Nafisah Sahal. 
Walau begitu, seorang ustad muda, Muhammad Wakhrodi, 26 tahun, yang 
dikenal dekat dengan Kiai Sahal, memilih golput. 

“Saya tidak mendampingi Pak Kiai ke TPS karena saya tidak menggu- 
nakan hak pilih,” kata Wakhrodi. Kiai Sahal sendiri, katanya, tidak merisaukan 
sikap politik santrinya. Ia juga tidak pernah mengarahkan santrinya untuk 
memillih calon presiden tertentu. “Jadi, wajar kalau banyak santri yang golput, 
termasuk saya. Pak Kiai memang memberi kekebasan agar para santri berpikir 
dan bertindak mandiri,” tutur Wakhrodi (baca: Guru Demokrasi Para Santri). 

Kiai Sahal memang selalu menjaga sikap netralnya. Hanya saja, 
pada pemilu presiden lalu, ia dijadikan “payung politik” para tokoh NU 
yang masuk bursa calon wakil presiden. KH Hasyim Muzadi menyem- 
patkan diri sowan ke Kiai Sahal, saat ia akan mencalokan diri mendampin- 
gi Megawati. 

Hasyim menyatakan berani maju sebagai calon wakil presiden 
setelah mendapat restu Kiai Sahal, selaku Rais Aam NU. Namun Kiai Sahal 
sendiri tak pernah menyatakan secara terbuka menanggapi klaim ini. 
Bukan hanya Kiai Hasyim, klaim serupa dikemukakan Salahudin Wahid, 
calon wakil presiden yang berpasangan dengan Wiranto. 

Menjelang kampanye presiden putaran pertama, Gus Solah sowan 
ke Kiai Sahal, minta dukungan. “Beliau itu paman saya, tentu saja mendukung 
saya dan Pak Wiranto,” kata Gus Solah, usai menemui Kiai Sahal di Pesantren 
Maslakul Huda. Kiai Sahal menanggapi ucapan keponakannya dengan 
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senyum penuh arti. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. 

Pada pilpres putaran pertama di TPS 13 Kajen —dekat Pesantren 
Maslakul Huda— pasangan Wiranto-Salahudin menang tipis, mengung- 
guli Mega-Hasyim dan kandidat lainnya. Di putaran kedua, Mega-Hasyim 
menang di TPS tersebut. Pasangan calon presiden itu meraih 107 suara, 
SBY-Kalla meraih 71 suara. Jumlah golputnya mencapai 404 lebih. 

Namun hasil di seluruh Desa Kajen yang sebagian besar pen- 
duduknya warga NU itu memberikan kemenangan pada SBY-Kalla dengan 
1.349 suara. Mega-Hasyim hanya 855 suara. Sebanyak 122 suara tidak sah. 
“Meskipun Pak Hasyim berasal dari NU, para kiai di Kajen semuanya 
netral,” ujar Muhadi. 

Suhu politik di desa santri NU itu relatif sejuk ketika para kiainya 
tak bermain politik. Berbeda dengan Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, 
pondok terbesar di Jawa Barat, yang sempat dilanda demam menjelang 
pilpres putaran pertama. Di Cipasung, beberapa kiai senior menjadi tim 
sukses Mega-Hasyim. 

Mereka adalah KH Ubaidillah Ruchiyat (Sekretaris Pondok 
Pesantren Cipasung), KH Dudung Abdul Halim (Ketua Yayasan Pondok 
Pesantren Cipasung), dan KH Abun Bunyamin (Ketua NU Tasikmalaya). 
Tiga pengasuh pesantren yang masih kerabat dekat Kiai Ilyas Ruchiyat itu 
sempat mendeklarasikan bahwa Pondok Pensantren Cipasung mendukung 
Mega-Hasyim. Namun, diam-diam, pemimpin Pesantren Cipasung 
sendiri, KH Ilyas Ruchiyat, mendukung pasangan Wiranto-Wahid, meski 
ia tak mengungkapkan secara terbuka. 

Di pilpres putaran kedua, Kiai Ilyas mengaku netral. Alasannya, 
Wiranto-Wahid gagal masuk final. “Karena saya ini orang PKB (Partai 
Kebangkitan Bangsa),” kata KH Ilyas Ruchiyat. Maksudnya, ia netral 
mengikuti anjuran Ketua Dewan Syuro PKB, Gus Dur, yang meminta 
jajaran partainya tak memihak. 

Sementara KH Ubaidillah, Dudung, dan Abun Bunyamin tanpa 
kendur terus mendukung Mega-Hasyim sampai putaran kedua. Selama 
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musim kampanye, mereka sempat mendatangkan KH Hasyim Muzadi ke 
pesantrennya hingga tiga kali. Alasannya, menggelar pengajian dan 
istighotsah. “Tapi intinya, ya, kampanye,” kata H. Acep Zamzam Noor, 
putra tertua Kiai Ilyas. 

Acep sendiri merasa gerah oleh gerakan politik para kiai Cipasung 
pendukung Mega-Hasyim, yang dianggapnya berlebihan. Maka, ia membuat 
selebaran dan poster yang menyindir para kiai itu: “Dijual segera NU. Yang 
berminat segera hubungi tim sukses capres.” 

Gerakan trio kiai Cipasung (Ubaidillah, Dudung, dan Abun) gagal 
menjadikan jagonya sebagai pemenang di Cipasung pada pilpres putaran 
pertama. Di Pesantren Cipasung yang dihuni sekitar 4.000 santri itu, ada 
empat TPS, semuanya dimenangkan pasangan Wiranto-Wahid. Mega- 
Hasyim menduduki peringkat kedua, disusul SBY-Kalla. 

Hasil di seluruh Desa Cipakat, lokasi Pondok Cipasung, duet 
Wiranto-Wahid juga menang dengan meraih 1.718 suara. Urutan kedua 
malah direbut SBY-Kalla dengan 950 suara. Mega-Hasyim juga dikalahkan 
SBY-Kalla di Cipakat pada putaran kedua. Namun mereka bisa menang 
tipis di tiga TPS di dalam kompleks Pesantren Cipasung. 

Perbedaan sikap politik para kiai Cipasung pada pemilihan presi- 
den tak bisa dipisahkan dari nuansa pesantren yang kental warna poli- 
tiknya. Bahkan, menurut Kiai Ilyas, Cipasung tak pernah lepas dari 
dinamika politik NU. Ketika NU sebagai partai politik berafiliasi ke 
Masyumi, “Kami juga ikut Masyumi,” kata Kiai Ilyas. 

Saat partai-partai Islam, termasuk Partai NU, berfusi ke Partai 
Persatuan Pembangunan (PPP), para kiai di pesantren ini juga ikut hijrah ke 
PPP. “Masuk Golkar kami juga pernah,” ujar Kiai Ilyas. Ke mana arus utama 
NU mengayunkan langkah, ke sana pula orientasi politik Cipasung bergeser. 

Hanya saja, pada pemilu presiden 2004, sejumlah Kiai Cipasung 
menjadi anggota tim sukses calon presiden. Pimpinan tertinggi pesantren 
tak kunjung memberi fatwa, sementara kampanye para calon presiden 
menggebu-gebu. Para santri pun jadi bingung. 
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Guru Demokrasi Para Santri 


Heddy Lugito dan Imung Yuniardi 


Ba Dg 


KIAI karismatik dari Kajen, Pati, ini amat bersahaja. Tubuhnya yang kerempeng 
selalu dibalut kain sarung, kemeja putih, dan jas terbuka warna gelap. Bicaranya tenang 
api lugas dan tak terasa menggurui. Ia adalah KH Sahal Mahfudz, Rais Aam Syuriyah 
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU). 

la tumbuh dan berkembang dalam tradisi pesantren. Lahir pada 17 
Desember 1937 di Kajen, Pati, sebuah desa yang dijejali pesantren di pantai utara Jawa 


Tengah. Putra kedua KH Mahfudz ini memiliki jalur nasab dengan Kiai Ahmad 


utamakin, ulama legendaris di era Mataram awal abad ke-17. 

Sejak kecil, Kiai Sahal dididik oleh orangtuanya untuk menguasai dan men- 
dalami ilmu agama. Sang ayah dikenal sebagai “kiai ampuh", sepupu almarhum KH Bisri 
Syamsuri, Rais Aam NU 1972-1980. Setelah Sahal muda belajar di Pesantren Maslakul 
Huda yang diasuh ayahnya, ia nyantri ke Pesantren Bendo, Pare, Kediri, Jawa Timur. 

Kemudian belajar pada Kiai Zubair di Pesantren Sarang, Rembang. Pada 
pertengahan 1960, Sahal belajar ke Mekkah, di bawah asuhan Syaikh Yasin al-Fadani. Tak 
mengherankan jika Kiai Sahal kemudian menjadi jawara fikih dalam usia muda. 

“Ketika usianya belum nencapai 40 tahun, ia telah menunjukkan kemampuan 
tinggi dalam forum-forum fikih,” tulis KH Abdurrahman Wahid dalam bukunya, Melawan 
Melalui Lelucon. Kiai Sahal, dalam catatan Gus Dur, tampil cemerlang dalam pelbagai 


sidang bahtsul masail NU, membahas berbagai masalah di tengah masyarakat. 


Pemikiran yang paling menonjol dari Kiai Sahal adalah tentang fikih sosial- 
kontekstual. Ia berupaya menggali fikih sosial dari pergulatan nyata, antara kebenaran 


agama dan realitas sosial yang senantiasa timpang. Kiai Sahal memperoleh geral doctor 
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honoris causa bidang ilmu fikih dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. 

Kiai yang berpengetahuan luas ini telah mengembangkan kehidupan 
demokrasi di lingkungan pesantrennya. Ia memberi kebebasan santri Maslakul Huda 
mengatur dirinya. Seluruh program pesantren dirancang dan diusulkan oleh para santri. 
Perencanaan program disusun lewat “konferensi kamar" sebuah rapat yang melibatkan 
satu kamar yang terdiri dari 15 orang santri. 

Hasil konferensi kamar ini kemudian dibawa ke dalam pleno santri yang meli- 
batkan seluruh santri. Program kegiatan yang ditetapkan oleh pleno santri lantas dia- 
jukan ke pengasuh pensantren. “Hampir semua usulan pleno santri dijalankan oleh 
pengasuh pesantren,” kata Muhammad Wakhrodi, 26 tahun, seorang pengasuh 
Pesantren Maslakul Huda. 


Begitu demokratisnya suasana yang dikembangkan Maslakul Huda, sehingga 


tak aneh jika ada santri yang berani protes bila Kiai Sahal tidak datang mengajar sesuai 
dengan jadwal.“Dalam kesehariannya, Kiai Sahal selalu membuka diri untuk dikritik” kata 
Wakhrodi pula. Para santrinya menyebut dia sebagai guru demokrasi. 

Lebih dari itu, kredibilitas keulamaan Kiai Sahal juga diakui oleh hampir selu- 
ruh kalangan. Di lingkungan NU, ia terbukti terpilih sebagai Rais Aam dua kali, pada 1999 
dan 2004. Pada tataran nasional, Kiai Sahal dipercaya memegang jabatan Ketua Umum 
Majelis Ulama Indonesia, juga dua kali: tahun 2000 dan 2005. Dialah kiai yang mampu 


menempatkan diri sebagai ulama milik semua orang. 
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Bebas Bicara dan Bersuara 


Wisnu Wage Pamungkas 


Ba Dg 


CIPASUNG, 7 September 2004. Malam kian dingin. Usai salat isya di masjid, 
sebagian besar santri menuju asrama. Istirahat. Beberapa orang mampir ke warung 
jajanan. Semarak. Namun masih ada ruang kelas yang menunjukkan aktivitas. Tampak 
dua kubu santri tengah berdebat seru. Satu kubu terdiri puluhan santri perempuan. 
Kubu lain, santri laki-laki, bisa dihitung dengan jari. Keduanya hanya dipisahkan papan 


kayu warna biru. 


Mereka perwakilan 20 asrama se-Pesantren Cipasung, Desa Cipakat, 
Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Malam itu, mereka tengah membedah 
buku berjudul Remaja dan Cinta karya Abu Al-Ghifari. Tema yang dekat dengan mereka. 
“Ini acara dua minggu sekali” kata Asep Suwendi, 22 tahun, santri asal Bandung. 

Dua kubu beradu argumen. Dari soal bolehnya berpacaran kala remaja, pen- 
didikan seks, hingga tayangan pornografi di televisi. Bebas bersuara. "Asal sumber argu- 
mennya berasal dari buku,” papar Asep. Jika sudah agak melantur, “Kita lihat sejauh mana 
pertentangan itu dari sudut Al-Ouran dan hadis, lanjut mahasiswa Sekolah Tinggi Teknik 


Cipasung, Jurusan Manajemen Industri, ini. Acaranya menarik. Sayang, santri pria kurang 


antusias.” Memang tidak ada kewajiban santri untuk ikut" tukas Asep." Paling tidak, ada 


perwakilan dari tiap asrama" 


Acara ini terkesan bebas. Santri laki-laki tak segan mengepulkan asap rokok 
atau menenteng segelas kopi." Ini ajang santri mengungkapkan pikiran, mengekspre- 
sikan pendapat, kata Iskandar Sulaeman, santri yang jadi pembimbing asrama. Diskusi 
buku itu berakhir pukul 11 malam. Namun kegiatan belum berakhir. Para santri lelaki 


masih melanjutkan acara lain di asrama. Latihan nasyid pakai rebana." Kami lagi persia- 
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pan Isra Mi'raj,” kata Iskandar, santri asal Karawang. 

Diselingi gelak tawa, formasi tarian, harmonisasi lagu, dan pukulan rebana 
adalah menu latihan mereka. Acara ini berakhir pukul satu dini hari. Tidur, nanti dulu. Ada 
warung kopi yang buka 24 jam di luar pesantren. Ke sanalah langkah kaki para santri 
menuju. 
Itulah gambaran sehari-hari para santri di Cipasung. Setiap malam Kamis ada 
ajang transfer informasi antarsantri. Mereka menyebutnya Thamrinatul Muballighin atau 
ajang belajar dakwah. Pada tiap malam Jumat pekan keempat ada acara bertajuk baht- 
sul masail. Isinya diskusi fenomena terbaru atau kajian Islam. Lalu ada acara mingguan 


bertajuk Nadwah Lughoh, momen belajar ilmu bahasa. Inggris dan Arab dijadikan alat 


komunikasi wajib antarsantri pada malam itu. Di ujung acara, dilanjutkan dengan lomba 
bikin lirik lagu dari kedua bahasa tersebut. “Nantinya kami tandingkan, kata Asep yang 
sejak 1995 nyantri di sana. 

“Saya betah di sini” kata Eva Nur Latifah, santri perempuan. " Di sini ketat 
nggak, bebas juga nggak, ujar mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Cipasung, Jurusan 
Tarbiyah, ini. Santri perempuan juga didorong untuk maju. Tak kalah dengan santri laki. 
Eva sendiri pernah menjadi juara pertama puitisasi Al-Ouran tingkat nasional dan juara 
kedua lomba dakwah dalam Pekan Olahraga dan Seni Pesantren Tingkat Nasional." Di 
sini tidak ada sekat. Perempuan boleh saja melakukan kegiatan laki-laki” kata dara asa 
Tasik itu. 

Afiliasi politik santri saat pemilu juga diberi keleluasaan. “Tidak ada instruksi 


harus memilih salah satu kandidat” kata Iskandar, seorang santri. Sikap pengasuh 


pesantren, KH Ilyas Ruchiyat, dalam konteks Pemilu 2004, cenderung netral. Menuru 

Acep Zamzam Noor, putra KH Ilyas, abahnya telah memberi pendidikan politik. 
“Beliau la tidak pernah mendeklarasikan mendukung calon anu. Ia selalu 

bersikap netral,” ujar Acep. Ketika banyak kandidat datang, Ilyas selalu menerima dengan 


baik.” Kalau kami ngotot mendukung salah satu calon yang rakyat tak mempercayainya, 


jika kalah, bukan lagi merugikan Cipasung, tapi memalukan, kata Acep. 
Sikap netral Kiai Ilyas adalah jalan agar kondisi Cipasung tetap dingin. 
Pesantren Cipasung adalah keluarga besar. Alumninya tersebar di beberapa partai. 


“Kami tidak ingin silaturahmi antaralumni terganggu gara-gara partai,” papar Acep. 
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KOTA SANTRI JOMBANG 


Politik Seribu Pintu 


Asrori S. Karni, dan Arif Sujatmiko (Surabaya) 


Jombang adalah kantong empat pesantren legendaris NU. Netralitas khitah 
NU diadopsi dalam sikap politik pesantren. Kiai yang mencoba mengarahkah 


pilihan politik justru diabaikan santri. 


Ba Dg 


KEBEBASAN memilih di Pesantren Darul Ulum, Rejoso, 
Jombang, Jawa Timur, bukan sekadar slogan. Relasi patron-klien antara 


kiai dan santri tidak dimanfaatkan untuk menggiring afiliasi politik para 
santri. Empat tempat pemungutan suara (TPS) yang disediakan di kom- 
pleks pesantren dengan 4.000-an santri itu, saat pemilihan presiden (pil- 
pres) putaran pertama 5 Juli 2004, memberikan bukti sahih. Masing-ma- 
sing TPS menyumbang kemenangan pada pasangan capres-cawapres yang 
berbeda. 
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Duet Wiranto-Salahudin Wahid menang di TPS 8. Megawati- 
Hasyim Muzadi unggul di TPS 21. Amien Rais-Siswono berjaya di TPS 12, 
sedangkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla menang di TPS 7. 
Kalau saja ada satu TPS lagi, bisa jadi pasangan Hamzah Haz-Agum Gumelar 
juga kebagian kemenangan. “Kami memberi kebebasan berpolitik kepada 
santri,” kata KH Zulfikar As'ad, putra KH As'ad Umar, pengasuh Darul Ulum. 
“Karena itu, jika seorang capres mencari dukungan ke Darul Ulum, akan 
rugi.” 
Keragaman pilihan itu masih terjaga hingga pilpres ronde kedua, 
20 September 2004. Kali itu, Darul Ulum cuma menyediakan dua TPS. Di 
TPS 21, tempat Zulfikar As'ad menyalurkan suara, Mega unggul dengan 89 
suara (554), SBY meraih 57 suara (354). Di TPS 7 yang hanya berjarak 30 
meter dari TPS 21, SBY menang dengan 65 suara (559), Mega memperoleh 
46 suara (394). 


Terobosan Luar Pakem 

PERSINGGUNGAN Darul Ulum —biasa disebut Pesantren 
Rejoso— dengan tradisi “kebebasan politik” bukan hal baru. Menjelang 
Pemilu 1977, pengasuh Darul Ulum, kala itu KH Musta'in Romly, sudah 
membuat gebrakan di luar pakem dengan mendukung Golkar. Langkah ini 
menggemparkan jagat NU karena KH Musta'in adalah tokoh papan atas 
NU. 

Ia pemimpin Jam'iyah Ahli Tharigah al-Mu'tabarah, organisasi 
bentukan NU 1957, untuk mengoordinasi sejumlah tarekat mu'tabar 
(diakui) versi NU. Pondok Rejoso sendiri adalah pusat tarekat Gadiriyah 
wa Nagsabandiyah di Jawa Timur. Lima mursyid terakhir tarekat ini 
berasal dari Rejoso. Harap diingat, tarekat adalah salah satu simpul utama 
pengikat basis NU, di samping lembaga pesantren. 

Sebelumnya, pada Pemilu 1971, Golkar menjadi lawan utama 
Partai NU di Jawa Timur. “Restrukturisasi” politik 1973 membuat NU 
harus berfusi ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bersama Partai 
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Muslimin Indonesia (Parmusi), Persatuan Tarbiyah Islamamiyah (Perti), 
dan Partai Sarikat Islam. Pada Pemilu 1977, warga nahdliyyin diarahkan ke 
PPP, yang dikatakan sebagai satu-satunya jalan “perjuangan umat Islam”. 

Rais Aam NU waktu itu, KH Bisri Syansuri (pengasuh Pesantren 
Denanyar Jombang), sampai mengeluarkan fatwa: umat Islam wajib memilih 
partai Islam PPP. Tentu, hijrah-politik KH Musta'in ke Golkar dinilai 
menyimpang dari “perjuangan umat Islam”. 

Risikonya, KH Musta'in menerima banyak sanksi sosial-politik. 
Sejumlah pengikut tarekatnya menarik dukungan dan membentuk tarekat 
Oadiriyah wa Nagsabandiyah tandingan di bawah mursyid KH Adlan Ali 
asal Cukir, Jombang. Sebagian orangtua menarik anaknya yang sedang 
nyantri di Darul Ulum. 

Muktamar NU Semarang (1979) bahkan mendirikan organisasi 
tarekat baru bernama Jam'iyah Ahli Tharigah al-Mu'tabarah an- 
Nahdhiyah, dipimpin KH Adlan Ali. Organisasi tarekat pimpinan KH 
Musta'in tak diakui lagi sebagai bagian dari NU. Derajat toleransi politik 
warga NU, bahkan umat Islam umumnya, pada waktu itu memang masih 
minim. Sikap politik masih dianggap sebagai wujud ketaatan beragama. 

Toh, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Endang 
Turmudi, yang menulis disertasi tentang kepemimpinan kiai Jombang, 
menilai langkah KH Musta'in sebagai terobosan menuju “tafsir lain” poli- 
tik Islam. Bahwa “perjuangan umat Islam” tidak harus lewat PPP, bisa juga 
lewat partai lain, termasuk Golkar. “Alasan utama KH Musta'in, ia ingin 
bekerja di “ladang” yang tidak dikerjakan kiai lain,” tulis Turmudi. “Masih 
banyak umat Islam kurang saleh di partai lain yang kurang terurus kiai.” 

KH Musta'in telah melakukan desakralisasi politik Islam. Ini 
pararel dengan pluralisme politik Nurcholish Madjid, pemikir asal 
Jombang yang juga pernah nyantri di Rejoso (1953). Tahun 1971, Cak Nur 
meringkaskan gagasannya dengan adagium: “Islam yes, partai Islam no!” 
Di tubuh NU, corak pikiran demikian kemudian terlembaga lewat keputu- 
san kembali ke “khitah 1926” pada Muktamar NU Situbondo (1984). 
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Secara formal, sejak kembali ke khitah, NU bukan hanya tidak 
mewajibkan umat Islam memilih partai tertentu, bahkan tak mendorong 
warganya memilih kekuatan politik tertentu. Malah, barang siapa menco- 
ba-coba memperalat NU untuk transaksi politik akan disemprit “telah 
melanggar khitah”. 


Seruan Kurang Manjur 

SIKAP KH Musta'in, yang dulu dipandang menyimpang, kini spir- 
itnya diteladani banyak pesantren: memberikan kebebasan politik. 
Fenomena ini secara empirik terlihat di “kota santri” Jombang sepanjang 
tiga kali musim Pemilu 2004. Tidak hanya di Rejoso, tren pemberian 
otonomi memilih juga mulai tampak di Pesantren Tebuireng, Desa Cukir, 
Kecamatan Diwek, 7 kilometer selatan pusat kota Jombang. 

“Saya nyoblos SBY!” kata Achmad Buchori, seorang santri 
Tebuireng, saat keluar dari TPS 20 dekat pondoknya, 20 September lalu. 
Pilihan pemuda yang yang sudah enam tahun nyantri di Tebuireng ini 
agak mengejutkan karena pada pilpres putaran pertama, pengasuh 
Tebuireng KH Yusuf Hasyim menggalang gerakan menolak SBY. Putra 
bungsu KH Hasyim Asy'ari, pendiri NU, itu menyerukan warga NU untuk 
bersikap “asal bukan SBY” 

“SBY pribadi yang baik. Sayang, ia lemah. Dia dikendalikan orang 
sekitarnya yang kebanyakan Kristen garis keras,” kata Pak Ud, panggilan 
Yusuf Hasyim, pertengahan Mei lalu, kepada Gatra. Rupanya, pada 
putaran kedua ini, Pak Ud berubah sikap. Sehari sebelum coblosan, santri 
putra-putri dikumpulkan di halaman pondok. Pak Ud menjelaskan: pim- 
pinan pondok bersikap netral pada pilpres putaran kedua, dan santri 
diserukan untuk tidak golput. 

Sikap Pak Ud wajar berubah. Hasil pilpres putaran pertama 
menunjukkan, seruannya tidak manjur. SBY justru keluar sebagai peme- 
nang se-Kabupaten Jombang dengan 395 suara, disusul Megawati 
(27,64) dan Wiranto (21,429). Seruan Pak Ud hanya bergaung se-Desa 
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Cukir, di mana Wiranto yang berduet dengan keponakan Pak Ud, 
Salahudin Wahid, menang (45,54). Pada tingkat Kecamatan Diwek, seru- 
an Pak Ud luntur. SBY bertengger di peringkat teratas dengan 41,19. 

Pak Ud rupanya menyadari, seruannya pada putaran pertama 
didasarkan pada berbagai isu yang simpang siur, selain memang ia ingin 
menguatkan dukungan pada Salahudin Wahid, keponakannya. “Gus Solah 
kan orang NU, jadi akan kami dukung sebagai keluarga besar NU,” 
katanya. “Seruan ini tidak harus dipatuhi karena bukan perintah.” Ia tahu, 
masyarakat tak bisa lagi didikte. “Saat ini, rakyatlah penguasa sebe- 
narnya,” ujar mantan Ketua Umum Partai Kebangkitan Umat itu. 


Jangan Satu Pintu 

DI lingkungan Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, 3 kilome- 
ter sebelah utara pusat kota Jombang, kebebasan afiliasi politik tak hanya 
dianut para santri. Bahkan pimpinan pesantrennya bebas memilih partai. 
KH Hasib Wahab, salah satu pengasuh, membuat kejutan dengan 
bergabung ke PDI Perjuangan dan terpilih sebagai anggota DPR pada 
pemilu 5 April lalu. Namun, karena kultur politik kaum nahdliyyin sudah 
bergeser pasca-kembali ke khitah, langkah KH Hasib tak menimbulkan 
daya kejut seperti KH Musta'in. 

Hal itu juga bukan zig-zag politik pertama KH Hasib. Tahun 1997, 
ia pernah jadi caleg Golkar, tapi gagal. Sebelumnya, 1992, menjadi anggota 
DPRD Jombang dari PPP. Partai politik, bagi putra KH Wahab Chasbullah 
(seorang pendiri NU) ini, bukan barang sakral. “Dakwah bisa dilakukan di 
mana saja,” kata Hasib. 

“Saya ikut seruan Nabi Yagub pada anaknya, la tadkhulu min 
babin wahid wadkhulu min abwabin mutafarrigah, jangan masuk satu 
pintu, masuklah dari beragam pintu!” ia berdalil. Kakak Hasib, 
Mahfudhoh Ali Ubaid, jadi anggota DPR dari PPP. Keponakannya, 
Taufigurrohman Fatah, jadi anggota DPRD Jombang dari Partai 
Kebangkitan Bangsa (PKB). “Kalau saya di PPP atau PKB, antrean caleg- 
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nya masih panjang,” kata Hasib sambil terbahak. Jadi, dengan bekal spirit 
NU, kata Gus Hasib, para santri dipersilakan memilih jalur politik mana 
saja, bahkan ibarat melalui seribu pintu. 

Perbedaan afiliasi politik memang sempat menimbulkan persai- 
ngan antarelite Tambak Beras. “Perebutan pengaruh ada, tapi tidak vulgar. 
Kami mengemasnya sebagai kampanye yang santun,” kata Hasib. Tapi 
wilayah perebutan mereka bukan santri Tambak Beras yang berjumlah 
3.000-an saja. Masing-masing mencari dukungan di luar pesantren, kare- 
na afiliasi politik santri Tambak Beras sendiri tidak bisa diarah-arahkan. 

Lagi pula, kebanyakan santri yang punya hak pilih mencoblos di 
kampung masing-masing, sekalian bertemu keluarga. “Mereka kami 
izinkan pulang,” kata Fatkhullah, Sekretaris Yayasan Bahrul Ulum. Di 
Tambak Beras tidak tersedia TPS seperti di Rejoso. Sehingga suara 
penghuni pondok sulit ditebak. Namun, secara umum, di Desa Tambak 
Beras, pada pilpres putaran kedua, kemenangan telak diraih SBY dengan 
2.547 suara (63,94). Mega mendapat 947 suara (36,146). 

Ada satu lagi pesantren besar Jombang yang bersikap netral: 
Pesantren Mambaul Ma'arif, Denanyar, 2 kilometer sebelah barat pusat kota 
Jombang. “Pondok tidak menginstruksikan santri untuk memilih kandidat 
tertentu. Kami netral,” ujar KH Mujib Sohib, salah satu pengasuh pesantren 
dengan 2.500-an santri itu. Padahal Salahudin Wahid, seorang cawapres, 
adalah cucu pendiri Pesantren Denanyar, KH Bisri Syansuri, dari garis ibu. 

Hanya saja, karena kedekatan emosional itu, para santri secara 
sukarela banyak mendukung Gus Solah pada pilpres putaran pertama. 
Pendamping Wiranto ini menang mutlak di 11 TPS sekitar pesantren de- 
ngan 1.229 suara (9496). SBY hanya memperoleh 50 suara (3,896), Mega 15 
suara (1,296), Hamzah 7 suara (0,59), dan Amien kebagian 2 suara (0,24). 
Pada putaran kedua, se-Desa Denanyar, SBY unggul 70X (3.463 suara), 
Mega mendapat 304 (1.469 suara). 

Pesantren Rejoso, yang sejak 1977 memberi dukungan formal ke 
Golkar, kini juga ikut arus netral. Desember 2003, KH As'ad Umar, pengasuh 
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Pesantren Rejoso, menyatakan keluar dari Golkar. Sepekan setelah keluar, 
pada 25 Desember, ia mengumpulkan ribuan santri, wali santri, dan jamaah 
tarekat Oodiriyah wa Nagsyabandiyah di pondoknya. Meski dikemas dalam 
acara halalbihalal, kegiatan itu menjadi ajang deklarasi sikap politik sang kiai. 

KH As'ad berpidato dan mengingatkan ribuan jamaahnya agar tak 
salah memilih parpol. “Saya tidak membawa jamaah kepada salah satu 
parpol. Tapi saya perlu memberitahukan, Pemilu 2004 tidak sekadar men- 
coblos gambar partai, tapi memilih orang, baik sebagai anggota DPR 
maupun calon presiden,” katanya kepada pers usai acara. 

“Keluarga kami tidak sama dalam menyalurkan aspirasi politik,” 
Zulfikar As'ad melengkapi. Ia sendiri tetap di Golkar. “Ada yang ke PKS, 
Golkar, PKB, PAN, dan PDI Perjuangan.” Sebagai kiai-politikus, langkah 
As'ad Umar meninggalkan Golkar bukan tanpa kalkulasi. Dua kali pemilu 
pasca-reformasi, pamor Golkar di Jombang makin suram. Pada Pemilu 
1999, kursi DPRD Jombang terbesar disabet PDI Perjuangan (16) dan PKB 
(12). Golkar hanya 4 kursi. Pemilu 2004, Golkar malah dikagetkan oleh 
kehadiran Demokrat yang sama-sama meraih enam kursi. Jatah terbanyak 
diraih PKB (15) dan PDI Perjuangan (12). 

Toleransi politik yang dikembangkan pimpinan Rejoso juga 
berimbas ke masyarakat sekitar pondok. Begitulah pengakuan Winarsih, 
47 tahun, penjual soto dan rawon di dekat pesantren. “Kiai sini tidak per- 
nah mempengaruhi pilihan politik masyarakat sekitar,” katanya. Kalaupun 
kiai berkunjung, paling-paling menanyakan keadaan penduduk. Ketika KH 
As'ad Umar mampir ke warung Winarsih, selain beli rawon, juga bertanya, 
“Sekarang masak apa, Bu Win? Laris tidak?” 

Dulu, ketika menyeberang ke Golkar, KH Musta'in juga memberi to- 
leransi pada istrinya yang tetap menjadi pendukung kuat PPP. Bahkan sejum- 
lah jamaah tarekatnya masih banyak yang ke PPP, dan KH Musta'in meng- 
izinkan. Pimpinan Rejoso juga tidak memasalahkan pemimpin perempuan. 
Meski jadi pilar kaum tradisional, pesantren-pesantren terkemuka Jombang 
menunjukkan akselerasi kesadaran politik modern yang mengesankan. 
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“Ibu Kota” Kaum Nahdliyyin 


Asrori S. Karni 


Ba Dg 


JOMBANG identik dengan NU. Banyak pendiri dan tokoh besar NU berasal 
dari kota di bagian tengah Jawa Timur ini. Puluhan pesantren bertebaran di sana. Ada 
empat yang terbesar dan menorehkan peran penting dalam sejarah NU. Lokasinya seo- 
lah membentengi pusat kota Jombang. 


Sebelah utara: Pesantren Tambak Beras (Bahrul Ulum). Di selatan: Pesantren 


Tebuireng. Sebelah timur: Pesantren Rejoso (Darul Ulum). Sebelah barat: Pesantren 
Denanyar (Mambaul Ma'arif). Selama lebih dari setengah abad, NU dipimpin tokoh asal 
pesantren-pesantren Jombang itu. 

KH Hasyim Asy'ari (Tebuireng) menjadi Rais Akbar NU sejak berdiri (1926) 
sampai dia meninggal (1947). Diteruskan KH Wahab Chasbullah (Tambak Beras), saudara 
mindo (sepupu dua kali) KH Hasyim, sebagai Rais Aam Syuriyah (1947-1972). Disambung 
KH Bisri Syansuri (Denanyar), adik ipar KH Wahab dan besan KH Hasyim (1972- 
1980).Empat tahun setelah itu, KH Abdurrahman Wahid (cucu KH Bisri dan KH Hasyim) 
menjadi Ketua Umum Tanfidziyah PBNU (1984-1999). Praktis, baru sejak 1999 posisi ter- 
tinggi Syuriyah dan Tanfidziyah NU tak diduduki orang Jombang. 

Para kiai Jombang sejak awal kemerdekaan terlibat aktif dalam proses politik 
dan demokrasi, sebagai pemimpin partai, anggota parlemen, maupun kabinet. 
Mungkin karena pengalaman panjangnya dalam politik, pada musim Pemilu 2004, 
Jombang menunjukkan kematangan lebih ketimbang kantong NU lainnya dalam tole- 
ransi dan kebebasan politik. 

Saat basis NU yang lain terbelah antara memilih Hasyim Muzadi (di-back-up 
tokoh NU struktural) atau Salahudin Wahid (didukung Gus Dur, PKB, dan jaringan kiai 
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Langitan), pada pilpres putaran pertama, Jombang tidak terseret dalam aksi dukung- 
mendukung secara mencolok pada dua tokoh yang berebut predikat “wakil NU paling 
sah" itu. 

Jombang berbeda dengan basis NU lainnya, seperti pondok-pondok di Kediri 
(Lirboyo-Ploso) yang getol —bahkan sampai pasang iklan— mendukung Hasyim 
Muzadi. Juga berbeda dengan Pasuruan-Tuban (Besuk-Sidogiri-Langitan) yang berapi- 
api menolak presiden perempuan demi mendukung Salahudin. 

Ketika Kediri memenangkan Hasyim (plus Mega) dan Pasuruan meme- 
nangkan Solah (plus Wiranto) pada pilpres putaran pertama, Jombang bikin kejutan: 
memenangkan SBY. Pilihan otonom warga NU Jombang tampaknya telah me- 


ngalahkan keterikatan komunal ke-NU-annya. 
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DDI MAKASSAR 


Pecah Membawa Syukur 


Anthony Djafar (Makassar) 


Terseret ke kancah politik demi menyelamatkan pesantren. Memihak Golkar 


memantik perpecahan. Menjadi dua kelompok dengan pilihan berbeda. 


Ba Da 


TAK beda dengan tempat pemungutan suara (TPS) lainnya, 
suasana bergairah juga tampak di TPS 3 yang berlokasi di Desa Mangkoso, 
Kecamatan Soppengriaja, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Di TPS inilah 
terdaftar para pemilih yang umumnya santri dan keluarga pengurus Darud 
Da'wah Wal Irsyad (DDI). Mereka antusias menjalankan hak politik dalam 
pemilihan presiden putaran kedua, 20 September 2004. 

Dalam penghitungan suara di TPS itu, pasangan Susilo Bambang 
“SBY” Yudhoyono-Jusuf Kalla menang telak dengan merebut 253 suara. 
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Duet Megawati-Hasyim Muzadi hanya mendulang sembilan suara. Hasil 
yang hampir sama juga terjadi di TPS 2, persis di belakang Pesantren DDI. 
Di sini SBY-Kalla mendapat 226 pendukung, sedangkan Mega-Hasyim 
cukup tiga suara. 

Uniknya, dalam mencoblos tanda gambar, nyaris semua pemilih 
hanya menusuk wajah Jusuf Kalla. “Itu-itu tonji pilihan kita. Pasti mi Deng 
Ucu,” kata Musnity, seorang warga setempat. Artinya, semua itu pilihan kita dan 
pasti pilih Deng Ucu. Deng Ucu adalah logat Bugis untuk ucapan Daeng Jusuf. 

Berkibarnya Jusuf Kalla di kalangan warga DDI bukan hal aneh 
dan tidak pula terjadi tiba-tiba. Alasannya pun tidak semata-mata Deng 
Ucu kelahiran Sulawesi Selatan, melainkan juga sebagai kelanjutan sejarah. 
Sejak Pemilu 1977, pendiri dan Ketua Umum DDI kala itu, KH Abdul 
Rahman Ambo Dalle, memang lebih condong mendukung Golkar. 

Ambo Dalle, begitu KH Abdul Rahman Ambo Dalle akrab dipang- 
gil, terbuka mendukung beringin. Padahal, ketika itu sebagian besar 
pengikut DDI alergi terhadap mesin politik Orde Baru ini. “Pilihan ke 
Golkar terpaksa dilakukan Ambo Dalle untuk menyelamatkan pesantren,” 
kata Dr. Mustari Bosra, sejarawan dari Universitas Negeri Makassar, yang 
menulis disertasi tentang DDI. 

Dalam sejarahnya, warga DDI lebih condong memihak partai 
Islam. Pilihannya pada Pemilu 1955 dan 1971 adalah Partai Syarikat Islam 
Indonesia. Setelah terjadi fusi partai politik menjelang Pemilu 1977, warga 
DDI lebih cenderung mendukung PPP. 

Pilihan berbeda itu kemudian membuat DDI “pecah”. Tersebutlah 
KH Abduh Pa'bajjah, tokoh terkemuka DDI yang kemudian bergabung pada 
PPP. Tapi pilihan ini justru menaikkan “gengsi” DDI. Sebab tokoh- 
tokohnya berhasil duduk di parlemen lewat partai berbeda. “Dua pilihan itu 
justru patut disyukuri. Tujuan mereka sama, untuk menjaga eksistensi 
DDI,” kata Mustari. 

Toh, Mustari tak memungkiri bahwa beda pilihan itu membuat DDI 
terbelah menjadi dua kubu. Yang satu mengusung nama DDI Anregurutta 
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Ambo Dalle, yang kerap disingkat DDI AD. Kelompok ini juga disebut DDI 
Mangkoso karena berlokasi di Desa Mangkoso, Kabupaten Barru, 120 kilome- 
ter sebelah utara Makassar. Kelompok lainnya disebut DDI Kaballangang di 
Pinrang, 170 kilometer utara Makassar (lihat: Niat Hidupkan Masjid). 

Dalam pemilihan presiden putaran kedua lalu, DDI Mangkoso 
mendukung Jusuf Kalla, sedangkan DDI Kaballangang lebih condong pada 
pasangan Mega-Hasyim. DDI, organisasi Islam terbesar di Sulawesi Selatan 
ini, sejak berdiri memang tak pernah lepas dari singgungan dunia politik. 

Seiring dengan makin bertambahnya anggota, tak pelak DDI 
diperebutkan sebagai tambang suara dalam setiap pelaksanaan pemilu. 
Pada era Orde Baru, seperti halnya hampir semua organisasi yang ada, DDI 
juga menjadi target Golkar. Toh, masih ada yang “berani” menyempal, 
seperti KH Abduh Pa'bajjah. 

DDI termasuk organisasi Islam tradisionalis moderat yang pro- 
demokrasi dan ikut aktif dalam proses demokratisasi tanpa perdebatan. 
Tapi keterlibatan DDI dalam politik berbeda dengan Nahdlatul Ulama di 
Jawa. DDI berpolitik sebagai praktek para tokohnya secara individual, 
bukan organisasinya. Itu pun, kata mereka, bukan dengan pertimbangan 
mencari kekuasaan. 

Seperti dikatakan Mustari Bosra, Ambo Dalle bergabung dengan 
Golkar di era Orde Baru untuk menyelamatkan pesantrennya. “Tak ada niat 
ingin terlibat dalam pemerintahan atau mencari kekuasaan,” katanya. 
Karena itu, dalam setiap pemilu, pengurus DDI tidak pernah mengarahkan 
warganya untuk memilih partai tertentu. 

Tapi, seperti halnya organisasi keagamaan, pimpinan atau tokoh 
penggeraknya selalu jadi panutan. Bila tokoh yang jadi patronnya memilih 
Golkar, misalnya, para santrinya akan mengikuti. Pendukungnya akan lebih 
besar bila pilihan itu juga menjadi keinginan masyarakat secara umum. 

Hal itulah yang bisa menjelaskan mengapa SBY-Jusuf Kalla bisa 
memang telak di Sulawesi Selatan. “Saya sudah lama kenal Jusuf Kalla,” kata 
KH M. Faried Wadjedy, Ketua DDI Mangkoso. Tak mengherankan, dalam 
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kampanye pemilihan presiden lalu, Faried secara terbuka mendukung pasa- 
ngan SBY-Jusuf Kalla, suatu hal yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. 

Dukungan ini sejalan dengan aspirasi warga DDI dan masyarakat 
Sulawesi Selatan umumnya, sehingga tidak menimbulkan konflik internal. 
Apalagi, dengan sistem pemilihan langsung, partisipasi warga DDI makin 
tinggi. “Pemilihan ini harus dinikmati rakyat karena bisa langsung menen- 
tukan pilihan mereka,” kata KH Sanusi Baco, Ketua Majelis Mustasyhar 
DDI Mangkoso. 

Sanusi Baco adalah seorang kiai yang punya pengaruh besar di 
Sulawesi Selatan. Tak salah bila tim sukses SBY-Jusuf Kalla menggan- 
dengnya. Sanusi menerima ajakan itu dengan tangan terbuka. Jusuf Kalla 
dikenal sangat dekat dengan ulama di daerah itu. Apalagi, keluarga Kalla 
adalah warga Nahdlatul Ulum di Sulawesi Selatan. 

Pilihan DDI Mangkoso berseberangan dengan DDI Kaballangang 
yang dipimpin Prof. Dr. H. Muiz Oabry. “Kami tidak akan mendukung Jusuf 
Kalla,” katanya. Bahkan, ketika membuka Kongres Fatayat DDI di Pinrang, 
11 September 2004, Muiz menyatakan dukungannya pada pasangan Mega- 
Hasyim. “Sesuai dengan hasil rapat pleno DDI, yang didukung adalah Ibu 
Presiden Megawati berpasangan dengan Hasyim Muzadi,” katanya lantang. 

Pernyataan itu ditentang oleh pengurus DDI Mangkoso. 
“Pernyataan itu tidak bisa mengatasnamakan seluruh warga DDI di 
Indonesia,” kata Abdul Rasyid, tokoh DDI Mangkoso. Apalagi, DDI Mangkoso 
tidak terlibat dalam Musyawarah Besar DDI, 20-24 Juli 2004. Menurut Muiz 
Oabry, dalam musyawarah yang berlangsung di Pondok Pesantren Al-Badar 
DDI Belalang, Pare-pare, itulah diputuskan mendukung Mega-Hasyim. 

Perselisihan dua kubu DDI itu, dalam pandangan Mustari Bosra, 
tidak mengurangi partisipasi politik warga DDI. “Jalannya berbeda tapi 
tujuan sama, yaitu demi DDI,” katanya. Satu hal yang patut dicatat, kata 
Mustari, DDI sangat mendukung demokrasi. Tak mengherankan bila warga 
DDI antusias terlibat dalam proses pemilu. Sampai-sampai mereka 
mengikuti perjalanan kotak suara hingga ke kantor kecamatan. 
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Niat Hidupkan Masjid 


Anthony Djafar (Makassar) 
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SEPULANG dari Tanah Suci pada 1928, KH Muhammad As'ad dan muridnya 
yang sekaligus sahabatnya, KH Abdul Rahman Ambo Dalle, mendirikan Madrasah 
Arabiyah Islamiyah (MAI) di Sengkang, Wajo, Sulawesi Selatan. Pusat pendidikan Islam ini 
cepat menjadi terkenal dan menarik minat calon santri. Masjid, yang sebelumnya hanya 
ramai saat waktu salat, kini penuh kegiatan sepanjang hari. 

Model pendidikan yang dikenalkan dua ulama itu rupanya menarik perhatian 
ulama-ulama lainnya. Pada 1938, sejumlah ulama besar di Sulawesi Selatan menggelar 
pertemuan akbar di Soppeng Riaja, sekarang Kabupaten Barru, yang kala itu dipimpin 
Andi Yusuf Andi Dagong Petta Soppeng. Dari pertemuan ini disepakati untuk 
“menghidupkan” masjid. Masjid bukan hanya untuk salat, melainkan juga pusat pen- 
didikan Islam. 

Para pengurus masjid itu kemudian berhimpun ke dalam Darud Da'wah Wal 
Irsyad (DDI). Ketua umum pertama DDI KH Abdul Rahman Ambo Dalle, dan wakilnya KH 
Daud Ismail Abdullah Pa'bajjah. DDI diresmikan pada 29 Syawal 1357 Hijriah atau Rabu 
21 Desember 1939. Toh, nama MAI tetap lebih berkibar dan lebih dikenal masyarakat 
dibandingkan dengan DDI. Karena itu, pada 1947 diadakan “promosi” besar-besaran dan 
dipusatkan di pesantren yang ada di Desa Mangkoso. 

Pada muktamar pertama 1949, pusat DDI dipindahkan ke Pare-pare. Saat 
muktamar berikutnya pada 1952 diputuskan Ambo Dalle sebagai ketua umum seumur 
hidup. Kala itu, Sekretaris Umum DDI adalah KH Ali Yafie. Perkembangan DDI sangat luar 
biasa, dan pengikutnya makin bertambah. Pada Pemilu 1955, Ambo Dalle yang punya 


pengaruh besar dan mampu menggerakkan massa menjadi incaran. 
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Tak dinyana, gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia menculik dan 
menyandera Ambo Dalle hingga delapan tahun. Selama itu, DDI dipimpin KH Abduh 
Pa'bajjah hingga 1961. Pada 1962, KH Ali Yafie ditunjuk sebagai Ketua Umum DDI. Tapi, 
setahun kemudian, Ambo Dalle “keluar” dari hutan dan kembali didudukkan sebagai 
Ketua Umum DDI. 

Dalam kurun 1970-an, DDI sangat eksis sebagai sebuah organisasi Islam yang 
besar. Pada Pemilu 1971, warga DDI mendukung Partai Syarikat Islam Indonesia. Setelah 
partai politik digabung dan hanya menjadi tiga, DDI “dirangkul” Golkar pada Pemilu 1977. 

Pilihan Ambo Dalle mendukung Golkar memunculkan pertentangan. KH 
Abdullah Pa'bajjah memilih mendukung PPP. Warga DDI kemudian terbelah. 
Perpecahan kembali terjadi pada 1984. Ketika itu, Prof. Dr. H. Muiz Oabry, murid kesa- 
yangan Ambo Dalle, diangkat sebagai Ketua Umum DDI. Sedangkan Ambo Dalle 
memilih menjadi Rais Majelis A'la, majelis tertinggi DDI. 

Rupanya kepemimpinan Muiz Oabry membuat pemerintah dan Golkar tidak 


nyaman. Akhirnya Ambo Dalle kembali mengambil alih pimpinan DDI. “Pergantian itu 


sangat kental nuansa politiknya” kata Dr. Mustari Bosra, sejarawan dari Universitas 
Negeri Makassar yang menulis disertasi tentang DDI. 

Perselisihan di tubuh DDI mencapai puncaknya setelah Ambo Dalle mening- 
gal pada 29 November 1996. Pada Muktamar ke-19 DDI 2003, dua calon kuat sebagai 
pengganti Ambo Dalle adalah Muiz Oabry dan KH M. Faried Wadjedy. Sebagian peserta 


menginginkan Muiz, murid kesayangan Ambo Dalle, menjadi ketua. 
Tapi sejumlah tokoh DDI, pejabat pemerintah, dan pengusaha berpengaruh 
di Sulawesi Selatan terang-terangan minta Muiz tidak mencalonkan diri. Akhirnya Muiz 


tersingkir. Ketua Umum DDI terpilih adalah Faried Wadjedy. Muiz yang sangat kecewa 


kemudian memisahkan diri. la mendirikan Pondok Pesantren Manahil Ulum, DDI 
Kaballangang di Kabupaten Pinrang. Karena itu, di Sulawesi Selatan sekarang dikenal 


ada DDI Mangkoso dan DDI Kaballangang. 
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Rukun dalam 
Banyak Pilihan 


Aslan Laeho (Palu) 


Pro-republik sejak berdiri. Membebaskan anggotanya memilih partai politik. 


Pendirinya pengagum berat Bung Karno. 


Ba Dg 


Wahai bendera kehormatan dan kebesaran bangsa, berkibarlah 


di angkasa Nusantara yang bumi dan gunung-gunungnya menghijau 
kaya dan jaya. 

Setiap bangsa mempunyai lambang kemuliaan dan kebesaran- 
nya masing-masing, dan lambang kebesaran kami bangsa Indonesia 
adalah Merah-Putih. 

Wahai Bung Karno, Anda bahagia dan jaya dengan kebijakanmu 
dan kearifanmu, jayalah bangsa dan terhindar dari malapetaka dan derita. 
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Dengan pena dan senjata, dengan perjuangan politik dan fisik, 
Anda berhasil mengentaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan. 


SYAIR yang aslinya berbahasa Arab itu diciptakan oleh AL Alimul 
Allamah Habib Sayed Idrus bin Salim Aldjufrie. Pendiri Perguruan Islam 
Alkhairaat ini adalah seorang keturunan Arab yang menyebarkan Islam di 
kawasan timur Indonesia. Sehari-hari, ia biasa dipanggil Guru Tua. 

Guru Tua dikenal sangat mengagumi Bung Karno. Syair di atas 
diciptakan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan. 
Sampai sekarang, syair itu masih dikenang seluruh Abnaul Khairaat 
(pengikut Alkhairaat). Ketika Presiden Megawati membuka Rapat Kerja 
Nasional (Rakernas) Alkhairaat, 7 September 2004 di Palu, syair warisan 
Guru Tua itu pun dibacakan. 

Dalam sejarahnya, Alkhairaat tidak pantang berpolitik. Hanya 
saja, kader Alkhairaat yang terjun ke dunia politik tidak membawa simbol- 
simbol organisasi. Secara organisatoris, Alkhairaat menyatakan tetap 
netral. Meskipun saat naskah ini ditulis Yayasan Alkhairaat dipimpin 
Fadel Muhammad, tokoh Golkar yang juga Gubernur Gorontalo, tak serta- 
merta organisasi Islam ini langsung berlindung di bawah pohon beringin 
Golkar. 

Tak sedikit anggota Alkhairaat yang memilih partai lain. 
Misalnya, H.S. Abdillah Aldjufrie adalah Pengurus DPW Partai Keadilan 
Sejahtera Sulawesi Tengah. Almarhum KH Idrus Al-Habsy, pengurus PB 
Alkhairaat, pernah menjadi Ketua DPW Partai Bulan Bintang Sulawesi 
Tengah. Juga Rendy Lamadjido yang menjadi anggota DPR-RI dari PDI 
Perjuangan. 

Dalam pemilihan presiden putaran kedua, 20 September 2004, 
pasangan Megawati-Hasyim Muzadi kalah telak di TPS sekitar kompleks 
Alkhairaat. Padahal, ketika membuka Rakernas Alkhairaat, dicetuskan 
mendukung putri Bung Karno itu. 
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Pada pemilihan presiden putaran pertama, 5 Juli 2004, setiap 
pasangan capres/cawapres mendapat dukungan berimbang. Urutan 
tertinggi diraup Wiranto-Gus Solah, disusul SBY-MJK, baru Mega- 
Hasyim, dan diikuti Amien Rais-Siswono. Pasangan Hamzah Haz-Agum 
Gumelar tidak mendapat satu suara pun. Tapi, pada pemilihan putaran 
kedua, SBY-MJK menang telak di TPS di sekitar dua pesantren tersebut. 

Lihat di TPS 9 kompleks Perguruan Alkhairaat, Kelurahan 
Siranindi, Kecamatan Palu Barat. Di sini, SBY-MJK meraih 129 suara, dan 
Mega-Hasyim hanya 69. Di TPS 6, dekat dengan kompleks Pesantren 
Alkhairaat Dolo, SBY-MJK mendapat 111 suara, sedangkan Mega-Hasyim 
hanya 27 suara. Begitu juga di TPS 7, masih di sekitar kompleks Pesantren 
Alkhairaat Dolo, SBY-MJK mendapat 204 suara, dan Mega-Hasyim 21 
suara. 

Di Sulawesi Tengah, massa Abnaul Khairaat memang besar. Tidak 
mengherankan bila menjadi incaran partai politik dan calon presiden. 
Hampir semua tim sukses pernah bertandang ke pesantren itu. Misalnya 
Siti Hardiyanti Rukmana alias Mbak Tutut, calon presiden dari Partai 
Karya Peduli Bangsa, yang datang menjelang pemilu legislatif. 

Lalu Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung bersama sejum- 
lah petinggi Golkar. Selain itu, Wiranto, Alwi Shihab, Jusuf Kalla, Agum 
Gumelar, dan Megawati juga berkunjung pada masa kampanye yang lalu. 
Tiga partai, PBB, PKS, dan Golkar, saling mengalahkan di sejumlah TPS 
sekitar Pesantren Alkhairaat dalam pemilu legislatif. 

Meskipun berbeda pilihan, toh kerukunan antaranggota 
Alkhairaat tetap terjaga. Karena, tradisi beda pendapat dan beda pilihan 
memang ditumbuhkan sejak awal oleh Guru Tua. Tradisi demokratis juga 
tumbuh. “Kami bebas menentukan pilihan dalam soal politik,” kata 
Hamid, seorang jamaah Alkhairaat. 

Cuma sekali Guru Tua pernah mengeluarkan fatwa yang melarang 
pengikutnya berbuat sesuatu. Peristiwa itu terjadi saat munculnya pem- 
berontakan DI/TII di Sulawesi Selatan, Permesta di Sulawesi Utara, dan 
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RMS di Ambon. Guru Tua mengeluarkan fatwa agar pengikutnya tidak ter- 
jebak atau ikutan-ikutan dengan para pemberontak yang saat itu mengua- 
sai kawasan timur Indonesia. 

Guru Tua mengutus dua murid keprcayaannya, Jafar Lapasere 
dan Aksa Tombolutu, menyampaikan fatwa itu ke seluruh pengikut 
Alkhairaat. Bunyi fatwa itu: “Kita harus tetap berdiri di belakang Bung 
Karno untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. 
Jangan terjebak oleh bujukan dan rayuan gerakan separatis dari utara 
(Permesta) dan selatan (DI/TII). Kita tetap berkiblat ke Jakarta.” 


Warisan Guru Tua 


Aslan Laeho (Palu) 
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BERMULA dari sebuah madrasah di Palu, Perguruan Islam Alkhairaat kini 
berkembang pesat. Didirikan di kota Palu, pada 30 Juni 1930, oleh Al'Alimul Allamah 
Habib Sayed Idrus bin Salim Aldjufrie, yang akrab dipanggil Guru Tua. Dalam usia 74 
tahun, perguruan itu memiliki 1.557 madrasah/sekolah, mulai taman kanak-kanak hing- 


ga aliyah/SMA. Selain itu, juga ada 35 pondok pesantren. 
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Sekolah dan pesantren itu tersebar di sejumlah daerah di Indonesia Timur, 
seperti Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan beberapa daerah 
di Kalimantan. Di kota Palu, sebagai pusatnya, terdapat perguruan tinggi, rumah sakit 
umum, toko, koran mingguan Alkhairaat, dan radio Alkhairaat. 

Perguruan Alkhairaat sebagai lembaga yang besar ditopang oleh organisasi 
pendukung lengkap sampai ke tingkat ranting. Misalnya Pengurus Besar (PB) Alkhairaat, 
sekarang diketuai H.S. Abdillah Aldjufrie, adik kandung Ustad Saggaf, Wanita Islam 
Alkhairaat (WIA) dengan ketua umumnya Hj. Sa'adia Aldjufrie, juga adik kandung Ustad 
Saggaf. Yayasan Alkhairaat diketuai Fadel Muhammad, Himpunan Pemuda Alkhairaat dike- 
tuai Farid Nasar, SH, dan Ikatan Alumni Alkhairaat dengan ketua Drs. Abd. Basir Mardjudo. 


Organisasi itu juga memiliki perwakilan di Malyasia, Brunei Darussalam, dan 


beberapa negara lain. Dari sejumlah organisasi itu, WIA dinilai luar biasa. WIA sudah 
memiliki cabang di 11 provinsi di Indonesia. Dalam bidang pendidikan, WIA mengelola 
156 taman kanak-kanak/raudhatul athfal dan 85 TK/taman pengajian Al-Ouran, dengan 
sekitar 5.000 santri. 

Selama Guru Tua memimpin (1930-1969), Perguruan Alkhairaat berkembang 
pesat, hingga memiliki 25 cabang di seluruh Indonesia, khususnya bagian timur. Guru 
Tua wafat pada Senin 22 Desember 1969 (12 Syawal 1389 Hijriah) sekitar pukul 24.00 


Wita. Jenazahnya dimakamkan di sisi barat serambi Masjid Alkhairaat Palu. 


Makam Guru Tua selalu didatangi para peziarah, tak terkecuali pejabat atau 
tokoh politik yang berkunjung ke Alkhairaat. Setelah Guru Tua tiada, kepemimpinan 
Perguruan Alkhairaat dilanjutkan seorang putranya, Habib Muhammad bin Idrus 
Aldjufrie. Setelah Habib Muhammad wafat, perguruan itu dipimpin, hingga sekarang, 


oleh H.S. Saggaf bin Muhammad Aldjufrie, putra Habib Muhammad, atau cucu Guru 
Tua. 
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NAHDLATUL WATHAN NTB 


Di Bawah Tarikan 
Pancor dan Anjani 


Hernawardi (Mataram) 


Jamaah Nahdlatul Wathan, organisasi massa terbesar di Nusa Tenggara Barat 


masih terpecah dalam dua kubu. Pemilihan Presiden menambah perpecahan? 


Ba 


LANTUNAN bait syair menggema di udara ketika Gatra memasu- 


ki Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Lombok Timur, September 2004. 
Lewat musik kasidah yang diiringi suara gendang, bait syair tadi begitu 
menyayat hati. 


Di Desa Anjani tempat berhijrah 
tempat tertanam butiran hikmah. 
Di Kalijaga tempat berbenah. 
Diumpamakan Kuba ba'da Makkah. 
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Beribu santri berjalan kaki, 
memenuhi jalan menuju Anjani. 
Apakah mungkin akan terjadi? 


Setiap hari kutipan lagu kasidah semacam itu berkumandang di 
desa itu lewat stasiun radio Dewi Anjani, pemancar yang belum lama 
berdiri. Stasiun radio ini digagas serta didanai barisan Hizbullah, pasukan 
pengawal keamanan bentukan Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PB 
NW) hasil muktamar ke-10 di Praya, Lombok Tengah. 

Sebagaimana tersirat dalam syair itu, di Desa Anjani, Lombok 
Timur, memang sedang terjadi perubahan luar biasa. Di lokasi yang luas- 
nya mencapai 75 hektare ini sedang dan akan dibangun Pondok Pesantren 
Syaikh Zainuddin Nahdlatul Wathan. Boleh jadi, ini akan menjadi pondok 
pesantren terbesar di kawasan Indonesia Timur. 

Pembangunan kompleks pesantren itu seolah tak pernah berhen- 
ti. Di kanan-kiri Jalan Raya Labuhan, Lombok, yang membelah areal pon- 
dok, pendirian satu bangunan dengan bangunan lain saling membuntuti. 
“Rampung satu, bergegas bangun yang lain,” kata Saleh Sabirin, 35 tahun, 
pedagang bakso yang setiap hari mangkal di area pondok. 

Menurut Sekretaris Jenderal Nahdlatul Wathan hasil Muktamar 
Praya, Hayyi Nu'man, saat ini Pondok Pesantren Syekh Zainuddin di 
Anjani telah mampu menampung 6.052 santri dengan 248 pengasuh. 
Pesatnya pembangunan pesantren Anjani merupakan salah satu bukti 
mengakarnya gerakan Nahdlatul Wathan di Lombok. 

Organisasi yang didirikan oleh Tuan Guru KH Zainuddin Abdul 
Madjid pada era 1940-an ini tak bisa dimungkiri merupakan organisasi massa 
terbesar di Nusa Tenggara Barat. Organisasi besar yang berkonsentrasi bidang 
pendidikan, sosial, dan dakwah ini memiliki berbagai jenis sekolah, pesantren, 
bahkan juga perguruan tinggi. 

Pola pendidikan di Nahdlatul Wathan sebagaimana dijelaskan 
Hayyi Nu man, menganut pola tradisional dan modern. Agidah Nahdlatul 
Wathan menganut ajaran yang dirumuskan Imam Asyari, tokoh Ahli 
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Sunnah Waljamaah. Dalam bidang figih, yang diikuti mazhab Imam Syafii. 
Dalam bidang tasyauf, mengikuti taregat Hizib Nahdlatul Wathan. 

Slogan khas Nahdlatul Wathan, “Pokoknya NW, Pokok NW Iman 
dan Tagwa...” juga telah menjadi pekik yang sangat dikenal di Lombok. 
Setiap kali digelar pengajian, ratusan hingga ribuan jamaah akan bersama- 
sama mengumandangkan slogan yang diperkenalkan Tuan Guru 
Zainuddin Abdul Madjid sejak penutupan Muktamar ke-8 di Pancor, 
Lombok, pada 1986, itu. 

Keberadaan lembaga pendidikan, sosial, dan dakwah di bawah 
bendera Nahdlatul Wathan malah sudah menjangkau berbagai provinsi 
lain di seluruh Indonesia. Ketua PB Nahdhatul Wathan hasil Muktamar 
ke-10 di Praya, Hj. Siti Raihanun A.M., menyebutkan NW berkembang 
pesat di Jawa, Kalimantan dan Sulawesi, serta memiliki perwakilan hing- 
ga Papua, Kepulauan Riau, dan Batam. 

Menurut catatan PB NW yang bermarkas di Anjani, organisasi itu 
kini telah memiliki 870 lembaga pendidikan dari tingkat TK/RA (Raudatul 
Atfal) hingga Perguruan Tinggi, di seluruh Indonesia. Padahal pada 1953, 
baru ada ada 66 cabang Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah dan 
Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah (sekolah perempuan NW) di seluruh 
Lombok. 

Selain lembaga pendidikan, NW juga memiliki banyak lembaga 
sosial, seperti pusat layanan kesehatan ibu anak, dan berbagai panti 
asuhan, yang jumlahnya telah ada sekitar 23. Tapi, semua angka versi PB 
NW Anjani itu masih harus dilengkapi dengan angka lain versi PB NW 
Reformasi. PB NW saingan PB Anjani ini mengklaim telah “memiliki” 714 
buah lembaga pendidikan NW. 

Hingga kini, organisasi besar ini memang masih terbelah menja- 
di dua kubu. Pertama, kubu Pengurus Besa NW yang berpusat di Anjani. 
Kubu ini diawaki oleh PB Nahdlatul Wathan hasil mukhtamar ke-10, Juli 
1998 di Praya, Lombok Tengah. Kubu ini berpusat di Anjani, dan di ketuai 
Hj. Siti Raihanun Abdul Madjid. 
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Kubu lainnya adalah Pengurus Besar NW Reformasi, yang dimo- 
tori Hj. Siti Rauhun, kakak Hj. Siti Raihanun. Dua tokoh ini, Siti Rauhun 
dan Hj. Siti Raihanun adalah anak kandung pendiri NW, Tuan Guru KH 
Zainuddin Abdul Madjid. PB NW Reformasi kini lebih dikenal sebagai 
kubu NW Pancor — karena bermarkas di Pancor. Kubu NW Pancor diket- 
uai Tuan Guru KH Zainul Majdi, biasa disapa Tuan Guru Bajang (Muda), 
putra Hj. Siti Rauhun, atau cucu langsung dari pendiri NW. 

Perpecahan ini bermula ketika muktamar ke-10 Nahdlatul 
Wathan di Praya memilih Hj. Siti Raihanun Abdul Madjid sebagai ketua 
umum. Keputusan ini menimbulkan rasa tidak puas pada kubu Hj. Siti 
Rauhun Abdul Madjid, yang menganggap muktamar itu tidak sah dan 
penuh rekayasa. Kubu yang kecewa ini pun membentuk PB NW Reformasi 
sebagai tandingan. 

Selain karena merasa berhak mewarisi lembaga yang ditinggalkan 
sang ayah, kubu Siti Rauhun juga menyoal tak dibolehkannya perempuan 
memimpin organisasi Islam. Ketua PB NW Pancor, Tuan Guru Bajang, 
menyatakan mazhab Syafi'i yang menjadi acuan jamaah NW tidak mem- 
bolehkan pemimpin wanita. 

Sebaliknya, menurut Siti Raihanun, alasan itu terlalu dicari-cari. 
“Ayahannda Maulana Syaikh saja tak pernah melarang wanita memimpin 
organisasi. Padahal ayahanda adalah penganut mazhab Syafi'i yang terke- 
muka,” katanya. Apa pun, pecahnya NW jelas menyisakan kekisruhan. 

Masing-masing kubu berupaya keras menanamkan pengaruh. 
Apalagi, untuk memperkuat barisan, Rauhun membentuk Satgas 
Hamzanwadi. Tak mau kalah, Raihanun juga membentuk barisan 
Hizbullah. Di lapangan, kekuatan massa kedua kelompok ini hampir seim- 
bang. Tak jarang terjadi benturan antarmassa dari kedua kubu. Beberapa 
kali jatuh korban. Berbagai upaya rekonsiliasi oleh polisi dan pemda belum 
memberikan hasil sesuai harapan. 

“Kami, jamaah NW sebenarnya tidak menginginkan konflik ini terus 
berlanjut. Kami inginkan kedamaian diantara dua ummi (sebutan untuk 
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Rauhun dan Raihanun),” kata Amag Rianun, penganut majlis taklim Tarekat 
Nahdlatul Wathan asal Desa Rensing, Kecamatan Sakra, Lombok Timur. 

Sikap serupa juga dimiliki Haji Makmun Ilyas, pengikut setia 
Tuan Guru KH Zainuddin Abdul Madjid. Meski Makmun mengaku lebih 
condong ke PB NW Anjani hasil Muktamar ke-10 Praya, toh, petani di Desa 
Suralaga, Lombok Timur, ini berharap kedua kubu bisa bersatu secepat- 
nya. “Maulana Syaikh dulu berpesan agar memperkuat kesatuan dalam 
membangun Nahdlatul Wathan,” kata Makmun. 

Makmun, yang juga menjadi guru di Madrasah Tsanawiyah NW 
Suralaga, tidak ingin kebesaran NW jatuh ke jurang karena sengketa para 
petinggi. “Sebaiknya Ummi Rauhun dan Ummi Raihanun kembali 
berjuang bersama-sama di Pancor, sesuai dengan wasiat Maulana Syaikh,” 
katanya. 

Tapi belakangan, hiruk-pikuk pemilihan umum anggota legislatif 
dan pemilihan umum presiden justru menegaskan lagi perbedaan antara 
dua kubu ini. Sebagaimana dituturkan Hayyi Nu'man, dalam Pemilu legis- 
latif 2004, PB NW Anjani menyatakan diri mendukung Partai Bintang 
Reformasi (PBR) pimpinan Kyai sejuta ummat, KH Zainuddin MZ. 

Alhasil, pada pemilu presiden putaran pertama PB NW Anjani 
mematuhi perintah DPP PBR yang menginstruksikan kadernya merapat ke 
pasangan Amien Rais-Siswono. Keputusan politik PBR pada pemilu presi- 
den putaran kedua, yang menganjurkan kadernya lebih memilih pasangan 
Mega-Hasyim, juga dipatuhi PB NW Anjani. 

Di pihak lain, PB NW Pancor di bawah komando Tuan Guru 
Bajang KH Zainul Majdi jelas-jelas menyatakan aspirasi politiknya dis- 
alurkan ke Partai Bulan Bintang (PBB) pimpinan Yusril Ihza Mahendra. 
Tak mengherankan, pada pemilu legislatif lalu, suara PBB di Lombok 
Timur terdongkrak cukup besar. 

Partai berlambang bulan dan bintang ini di DPRD Lombok Timur 
mendapat lima kursi. Di DPRD Nusa Tenggara Barat, PBB malah berhasil 
meraup enam kursi. Selama pemilihan presiden putaran pertama dan 
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kedua, PB NW Pancor juga terang-terangan mendukung Susilo Bambang 
Yudhoyono sebagai calon presiden, sesuai garis kebijakan DPP PBB. 

Dukungan penuh Tuan Guru Bajang, yang kandidat doktor di 
Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, kepada pasangan SBY-Kalla dituturkan 
salah satu jamaahnya, Muhammad Anwar, 48 tahun. “Tiap kali turun pen- 
gajian di Desa Tempos, Lombok Barat, Tuan Guru selalu mengajak jamaah 
berdoa bersama untuk kemenangan pasangan SBY-Kalla,” kata Anwar. 

Bahkan SBY bersama istrinya turut hadir pada peringatan hari 
ulang tahun Nahlatul Wathan Diniyah Islamiyah yang digelar kubu PB NW 
Pancor pada 22 Agustus 2004. Di hadapan 500.000-an warga NW yang 
berkumpul di Pancor, Tuan Guru Bajang meminta doa jamaah agar pa- 
sangan SBY-Kalla dimudahkan langkahnya dalam memimpin bangsa ini. 

“Hasilnya memang luar biasa. Alhamdulillah, pasangan SBY- 
Kalla di NTB meraih suara jauh meninggalkan pasangan Mega-Hasyim,” 
kata H. Syahdan Ilyas, anggota terpilih DPD NTB yang juga jamaah NW 
kubu Pancor. Entah karena kampanye Tuan Guru Bajang sedemikian 
ampuh, atau pesona SBY yang besar, pasangan SBY-Kalla memang tak ter- 
tahan. Sebanyak 33 TPS di Kelurahan Pancor, yang merupakan basis 
utama PBB, dan kompleks Pondok Pesantren NW Kubu Tuan Guru 
Bajang, semuanya dimenangkan pasangan SBY-Kalla. 

Di pesantren kelahiran pendiri NW ini, pasangan SBY-JK 
menangguk suara cukup besar: 5.501 suara, sementara pasangan Mega 
Hasyim harus rela hanya memperoleh 546 suara. “Kemenangan SBY-JK di 
Pancor, jauh sebelumnya sudah diperkirakan. Karena bagaimanapun juga 
NW Pancor mendukung sepenuhnya pasangan SBY-Kalla,” kata H. 
Syaifiul, Lurah Pancor. 

Jika di Pancor SBY-Kalla menang mutlak, bagaimana hasil pero- 
lehan suara di basis PBR di Desa Anjani? Secara teoretis, wilayah di 
Kecamatan Suralaga, Lombok Timur, ini seharusnya menjadi basis bagi 
pasangan Mega-Hasyim, karena pasangan kandidat ini didukung sepenuh- 
nya oleh jamaah NW kubu Anjani pimpinan Hj. Siti Raihanun Abdul Madjid. 


62 HAJATAN DEMOKRASI 


Tradisionalis Moderat IE | 


Berkat dukungan PB NW Anjani, persentase perolehan suara 
pasangan Mega Hasyim di wilayah ini memang jauh lebih baik daripada 
hasil di Pancor. Mega-Hasyim bisa memperoleh suara 2.563. Tapi, itu 
ternyata belum cukup untuk melampaui popularitas SBY yang meraih 2. 
889 suara. “Ini hasil dari 29 TPS yang ada di Anjani,” ujar Fatamawardi, 
Kepala Desa Anjani. 

Pemilihan umum presiden telah usai. Jamaah NW, meski berbe- 
da kubu, terbukti berhasil melalui pemilu tanpa sengketa. Mudah-muda- 
han ini isyarat kecil bahwa meski berbeda pendapat, masih ada peluang 
bagi PB NW kubu Anjani dan PB NW kubu Pancor untuk bersatu. 
Bukankah Maulana Syaikh selalu berpesan agar “Jamaah NW harus tetap 
dalam satu aren (piring, bahasa Sasak —Red.)?” 


Kiai Genius Tanah Lombok 


Hernawardi (Mataram) 


Ba — Dg 


TUAN Guru KH Zainuddin Abdul Madjid selalu mengatakan, kemerdekaan yang 
direbut dari tangan penjajah Belanda adalah untuk membangkitkan Tanah Air. Karena itu- 
lah Maulana menamakan gerakan dakwahnya dengan nama Nahdlatul Wathan 
(Kebangkitan Tanah Air). 


Selain dirinya, ada juga tokoh pendiri lain, seperti ayahnya sendiri Tuan Guru 
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Haji Abdul Madjid, Tuan Guru Zainuddin lah yang paling popular. Selain dijuluki Maulana 
Syaikh, ia juga digelari Hamzanwadi, singkatan dari namanya dan nama madrasah yang 
didirikannya: Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid dan Nahdlatul Wathan Diniyah 
slamiyah. 

Zainuddin Abdul Madjid lahir di Desa Pancor, pada 17 Rabiul Awwal 1324 
ijriah (1906 M). Versi lain menyebut, ia lahir pada 17 Rabi'ul Awal 1315 H (1904 M). Ia lahir 


dari rahim seorang ibu salehah bernama Hajjah Halimatussya'diyah. Adapun sang bapak, 


aji Abdul Madjid, adalah pemuka masyarakat yang sangat disegani. 


Pada masa kecilnya, nama Maulana Syaikh adalah Muhammad Syagaf. Setelah 
menunaikan ibadah haji, namanya diubah oleh ayahandanya menjadi Haji Muhammad 
Zainuddin, diambil dari nama ulama besar kota Mekkah asal Melayu, Syeikh Zainuddin 
Serawak. 


Semasa hidup Syekh Zainuddindikenal tergila-gila pada ilmu. Sebelum melan- 


jutkan studi ke tanah suci Mekkah, ia menamatkan SR (sekolah rakyat) empat tahun di 
Selong, Lombok Timur, pada 1919, sambil belajar agama Islam pada ayahandanya dan 
ulama terkemuka Lombok lainnya. 

Syekh Zainuddin ke Mekkah pada usia 17. Di Mekkah, ia belajar pada ulama 


terkemuka selama 12 tahun. la selalu lulus dengan predikat mumtaz (summa cum laude). 


Prestasi santri Lombok ini memang selalu lebih tinggi dari standar penilaian. 

Gurunya, Al-Allmah as-Syaikh Salim Rahmatullah, juga sangat kagum pada 
Syekh Zainuddin. “Madrasah Ash-Shaulatiyah tidak perlu memiliki murid banyak, cukup 
satu orang saja, asalkan memiliki prestasi dan kualitas seperti Zainuddin," katanya. 

Ulama terkemuka Maulana As-Syaikh Hasan Muhammad al-Massyath juga 
menyatakan hal yang sama. "Aku tidak akan berdoa kehadlirat Allah SWT kecuali 
mengikutsertakan Zainuddin muridku dalam doaku, katanya. 

Sebagai ulama, Syekh Zainuddin telah menulis puluhan buku agama dalam 
bahasa Indonesia, Arab, dan Sasak. Di bidang politik pun kiprah Syekh Zainuddin men- 
corong. Kiprah politik Syekh Zainuddin dimulai pada 1942, ketika ia rajin menggalang 
kekuatan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan pasca-Perang Dunia II. 

Pada 1948, Zainuddin dipercaya sebagai anggota delegasi RI menghadap ke 


Raja Arab Saudi untuk mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Setelah itu, Syekh 
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Zainuddin bergiat di Partai Masyumi. Meski ia mengizinkan santri-santrinya 
lain. 
Pada Pemilu 1971 dan 1977, Syekh Zainuddin bersama seluruh 


masuk partai 


pengikutnya 


menyalurkan aspirasi politik melalui Golongan Karya. Pertimbangannya, Presiden 


Soeharto telah berjasa besar menumpas Partai Komunis Indonesia, yang merupakan 


musuh Islam. Maulana Zainuddin terjun langsung sebagai juru kampanye. 


Kemenangan 


mutlak pun diraih partai berlambang beringin ini. Maulana Zainuddin terpilih menjadi 


anggota MPR untuk periode 1971-1977 dan 1977-1982. Belakangan, Sye 


merasa Golkar sulit dipakai untuk memperjuangkan umat. 


h Zainuddin 


Maka, pada Pemilu 1982, Syekh Zainuddin bersikap "diam" tak lagi terlibat lang- 


sung sebagaimana pemilu sebelumnya. “Maulana berpendapat, arah politi 


sesuai dengan perjuangan Islam. Meskipun “intimidasi” Golkar begitu kuat. 


sudah tidak 


Maulana saat 


m 


Zainuddin pun makin jelas pada 1987. Ia tegas menyatakan bahwa NW bersi 


den. Jamaah bebas memilih. Sejak itulah Maulana menjauhi dunia politik 
hayatnya, 21 Oktober 1997. 
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itu tetap teguh dan 'membisus tutur Hayyi, Sekretaris Jenderal PB NW Anjani. 
Pada 1983, NW menyatakan kembali ke khittah, yakni lebih berkonsentrasi 


pada kerja kultural, seperti pendidikan, sosial, dan dakwah. Keputusan politik Maulana 


kap indepen- 
hingga akhir 
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DOK. GATRA/RIZAL HARAHAP 


ai Moderat 


Suryalaya Tasikmalaya 
Bambu Runcing Temanggung 
Babussalam Langkat HI 

Guru Ijai Martapura HH 


pa Dg 
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Tarekat Moderat MI 


SURYALAYA TASIKMALAYA 


Kekuatan Tanbih 
Merajut Harmoni 


Hidayat Gunadi, 


dan Wisnu Wage Pamungkas (Bandung) 


Wasiat Abah Sepuh membuat Golkar tanpa rintangan masuk 
ke Pesantren Suryalaya. Tak larut dalam politik praktis. Membesarkan ikhwan 


menjatuhkan pilihan. 


Ba Da 


POSISI duduknya tak lagi tegak. Usianya yang sepuh, mendekati 
90 tahun, memang membuat Abah Anom tidak setegap dan segagah dulu 


lagi. Namun karismanya belum sirna. Ia masih jadi tokoh panutan. Setiap 
hari, puluhan orang dari beragam lapisan masyarakat dan berbagai 
pelosok Tanah Air silih berganti menyambanginya. Tapi tak semua tamu 
bisa menemuinya secara langsung. 

Pada 5 September 2004, Megawati Soekarnoputri dan Akbar 
Tandjung termasuk yang bersua dengan Abah. Setelah terbang dengan 
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helikopter, dua elite politik ini bertamu ke kediaman Abah yang sederhana 
di tengah kompleks Pondok Pesantren (Ponpres) Suryalaya di Kampung 
Godebag, Desa Tanjung Kerta, Pagerageung, Tasikmalaya, Jawa Barat. 
Waktu itu, Mega dan Akbar masih menjadi presiden dan Ketua DPR. 
Keduanya bergiliran mencium telapak tangan Abah yang sudah lemah. 

Mega, yang tampil berbusana muslim terusan kelir cokelat tua 
dipadu kerudung warna cokelat susu, mengatakan bahwa kehadirannya tak 
terkait dengan urusan politik. “Kedatangan saya dalam rangka silaturahmi,” 
katanya. Pihak Abah Anom juga mengelak mendukung pencalonan Mega. 
“Ibu Mega datang untuk minta doa. Masak kita tolak,” kata KH Zaenal Abidin 
Anwar, yang dipercaya sebagai pengurus harian Ponpres Suryalaya. 

Namun, melihat waktu pertemuan yang 15 hari menjelang pemi- 
lihan presiden putaran kedua itu, kehadiran Mega sepertinya sulit 
dilepaskan dari urusan pencalonannya. Apalagi, di tengah pertemuan, 
mereka sempat melakukan pembicaraan tertutup selama 20 menit. 
Apakah dalam percakapan itu Mega minta dukungan Abah? Wallahualam. 
Hingga kunjungan usai, kedua pihak tetap tutup mulut. 

Yang pasti, ketika hari pencoblosan tiba, 20 September 2004, 
pasangan Mega-Hasyim menang telak di tiga tempat pemungutan suara 
(TPS) di sekitar Suryalaya. Misalnya, di TPS 3, pasangan capres-cawapres 
besutan Koalisi Kebangsaan Golkar ini mengoleksi 126 suara. Unggul jauh 
dari rivalnya, duet Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Muhammad Jusuf 
Kalla (MJK) yang hanya mendapat 58 suara. 

Kemenangan Mega lebih telak di TPS 4, yang lokasinya 
berdekatan dengan makam Abah Sepuh. Di sini, Mega-Hasyim mendapat 
170 suara, sedangkan SBY-MJK cukup 39 suara. Di TPS 2, hasilnya sami 
mawon. Suara yang dikumpulkan Mega, 170 pemilih, sulit terkejar oleh 
SBY yang harus puas dengan 75 suara saja. 

Perolehan ini boleh dibilang fantastis. Sebab, pada putaran pertama, 
nama Mega betul-betul tak laku di Pesantren Suryalaya. Kala itu, duet Wiranto- 
Salahudin Wahid terlalu tangguh bagi lawan-lawannya. Pasangan ini rata-rata 
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menyabet hampir 8046 suara di seluruh TPS. Kalau ditelisik, sukses Wiranto itu 
juga tak lepas dari dua kali kunjungannya ke Suryalaya. Yakni pada 19 Januari 
2004 dan 29 Juni 2004 atau hanya lima hari sebelum pencoblosan. 

Melihat hasil di dua putaran pilpres yang berbeda, sekilas sangat 
sulit melihat sesungguhnya sikap politik Pesantren Suryalaya ini ke mana? 
Kok, terkesan tak konsisten. Tapi jangan salah. Kalau melihat kekuatan 
politik mana yang berada di belakang kedua pasangan itu, Suryalaya justru 
istikamah. Ya, faktor Golkarlah yang membuat Wiranto dan Mega diterima 
oleh mayoritas pemilih di Suryalaya. 

Wiranto sudah jelas merupakan calon presiden hasil konvensi Golkar. 
Malah sedikit orang yang tahu, ternyata pensiunan jenderal bintang empat ini 
tak lain ikhwan alias murid Abah Anom, kakek mertua Jenderal (purna- 
wirawan) Subagyo HS, bekas Kepala Staf Angkatan Darat. Sedangkan Megawati 
mendapat dukungan Golkar di putaran kedua, lewat Koalisi Kebangsaan. 

Bagi Suryalaya, partai berlambang pohon beringin ini sudah lama 
akrab di telinga. “Dari dulu daerah ini boleh dibilang basis Golkar,” kata 
Iyed Tarya, petugas di TPS 2, kepada Nanik Mustika dari Gatra. Dari pemilu 
ke pemilu, Golkar selalu unggul di Suryalaya. Bahkan, ketika pemilu masih 
memakai sistem proporsional murni, KH A. Syohibulwafa Tajul “Arifin — 
nama lengkap Abah Anom— kerap menjadi vote getter Golkar. Nomor urut- 
nya pun selalu di atas. Di Golkar, Abah Anom dipercaya menjadi pini sepuh. 

Walau demikian, sebenarnya sulit juga kalau memosisikan 
Suryalaya larut dalam urusan politik. Apalagi kalau dibilang Abah Anom 
main politik guna mengejar kekuasaan. Buktinya, walau selalu nongol di 
daftar calon, Abah Anom sekali pun tak pernah melenggang ke Senayan. 
Lantas, apa yang membuat Suryalaya “dekat” dengan Golkar? 


Pro-Negara Kesatuan RI 

JAWABNYA tak lepas dari sejarah panjang berdirinya Suryalaya. 
Berawal dari sebuah masjid di Kampung Godebag, Pesantren Suryalaya 
didirikan oleh Syekh Abdullah Mubarok bin Nur Muhammad pada 5 
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September 1905. Berdasarkan tempat asal-muasal berdirinya pesantren inilah, 
Abdullah Mubarok dikenal dengan panggilan Mama Ajengan Kiai Godebag. 
Suryalaya sendiri diambil dari dua suku kata bahasa Sunda, yakni surya yang 
berarti matahari dan laya yang berarti tempat terbit. Inti ajarannya, melatih 
murid untuk selalu ingat kepada Allah (zikir) dalam keadaan apa pun. 

Pada awal kiprahnya, murid Syekh Tholhah bin Talabudin 
Kalisapu Cirebon, salah satu ulama pembawa tarekat Oodiriyyah 
Nagsyabandiyyah ke Indonesia, itu mendapat rintangan dari Pemerintah 
Kolonial Belanda. Gangguan ini bukannya menjadi hambatan, justru 
memupuk rasa nasionalisme Mama Ajengan. Perlawanan kiai kelahiran 
tahun 1836 ini dilakukan secara tidak langsung, yakni lewat pendidikan 
kepada para santrinya. 

Tatkala proklamasi kemerdekaan yang diteruskan dengan revo- 
lusi, Mama Ajengan —kala itu berusia 110 tahun— turut serta mengusir 
Belanda yang hendak kembali menjajah. Waktu itu, Pesantren Suryalaya 
menjadi tempat berlindung gerilyawan dari kejaran tentara NICA. Bahkan, 
ketika tentara Republik harus hijrah ke Yogyakarta, salah satu Divisi 
Siliwangi pimpinan Letnan Untung menyembunyikan sebagian persen- 
jataannya di Suryalaya. Harapannya, jika kelak Siliwangi kembali ke tatar 
Pasundan untuk berjuang, tak kesulitan lagi mendapatkan senjata. 

Peran Mama Ajengan pada keutuhan negara kesatuan RI kembali 
terlihat kala Negara Pasundan didesak melebur kembali ke Republik. 
Tercatat, ia melayangkan surat kepada Wali Negara Pasundan RAA 
Wiranatakusumah, yang dikenalnya sangat dekat. Isinya, meminta agar 
Wiranatakusumah bijaksana membantu proses pengembalian wilayah 
Jawa Barat ke pangkuan Republik. Hasilnya, Negara Pasundan pun mele- 
bur tanpa harus ada pertumpahan darah. 

Ujung fase perjuangan Mama Ajengan terjadi ketika Darul 
Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) membuat kekacauan di seantero 
Priangan Timur. Pesantren Suryalaya termasuk sasaran gerombolan bersen- 
jata DI/TII pimpinan Kartosuwiryo ini karena emoh bergabung. “Terhitung 
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lebih dari 38 kali Suryalaya diserang,” kata H. Enjen, sapaan akrab Zainal 
Abidin. Mama Ajengan dan Suryalaya selamat hingga DI/TII dilumpuhkan. 

Di tengah perlawanan terhadap DI/TII, Mama Ajengan yang 
sudah berusia 116 tahun pada 1952 merasa perlu memilih satu muridnya 
untuk jadi penerus. Pilihan jatuh kepada putra kelimanya, Ahmad 
Shohibulwafa Tajul Arifin. Sejak itu, Shohibulwafa yang baru berusia 35 
tahun menjalani proses “magang”. Untuk memudahkan penyebutan, calon 
sang penerus mendapat panggilan Abah Anom (Kiai Muda), sedangkan 
sang ayah dipanggil Abah Sepuh. 


Ajaran Agama dan Negara 

ABAH Anom memimpin penuh Suryalaya ketika Abah Sepuh 
wafat pada 25 Januari 1956. Kiai mursyid yang dimakamkan di lingkungan 
Suryalaya ini ternyata tak hanya mewariskan pesantren beserta ajaran 
tarekatnya. Juga meninggalkan wasiat atau lebih dikenal dengan tanbih, 
yang isinya meminta kepada segenap murid Suryalaya untuk taat pada 
ajaran agama (Islam) dan tak melanggar aturan negara. 

Hingga kini, tanbih selalu dibacakan pada setiap managiban atau 
pengajian bulanan ikhwan Suryalaya, baik managiban yang berlangsung di 
Suryalaya maupun di komunitas ikhwan lain di pelosok Tanah Air. Berikut 
kutipan tanbih yang naskah aslinya berbahasa Sunda: 


?.. Jeungna sim kuring nu jadi pananyaan Thorigat Godiriyyah 
Nagsyabandiyyah, ngahaturkeun kagegelan wasiat ka sadaya murid- 
murid poma sing hade-hade dina sagala laku lampah, ulah aya carekeun 
agama jeung nagara....” 

(“... Dan saya sebagai tempat orang bertanya tentang tarekat 
Oodiriyyah Nagsyabandiyyah, dengan tulus ikhlas menyampaikan wasiat 
kepada seluruh murid, hendaknya berhati-hati dalam bertindak, jangan 
sampai berbuat sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama maupun 
peraturan negara....”) 
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Wasiat inilah yang menempatkan Suryalaya sebagai pesantren 
moderat, menganut paham Sunni yang tak alergi pada pemerintah. 
Bahkan boleh dibilang, Suryalaya tak pernah jadi carekeun (mengundang 
marah) pemerintah. Malah kiprahnya justru sering mendapat pujian 
pemerintah. Tanbih menjadi kekuatan terjalinnya hubungan harmonis 
antara Suryalaya dan pemerintah. 

Di bawah kepemimpinan Abah Anom, Suryalaya tak semata men- 
gajarkan tarekat. Pesantren seluas 35 hektare ini juga menjadi pusat 
pengembangan ekonomi dan pendidikan masyarakat. Ketika pemerintah 
menggalakkan SSB (self supporting beras) atau swasembada pangan, 
Abah Anom membangun irigasi guna mengairi persawahan. 

Kincir air, memanfatkan air sungai yang mengalir tepat di sam- 
ping pesantren, dibangun untuk menghasilkan listrik. Maka, ketika desa 
lain masih gelap gulita, Suryalaya sudah bisa menikmati terangnya sinar 
lampu. Kepeloporan Abah Anom membetot perhatian Suparyogi, kala itu 
Menteri Kesejahteraan Rakyat, dan Jenderal A.H. Nasution, untuk 
berkunjung ke Suryalaya pada 1958. 

Untuk mengembangkan program-program “modern”-nya, 
didirikanlah Yayasan Serba Bhakti Pondok Pesantren Suryalaya, tahun 
1961. Pemrakarsanya, almarhum Sewaka, Menteri Pertahanan RI (1952- 
1953), yang juga murid Abah Anom. Yayasan inilah yang membidani 
lahirnya Sekolah Menengah Islam Pertama, Pendidikan Guru Agama, 
Diniyah Awwaliyah, hingga Perguruan Tinggi Da'wah Islam. Pada 1986, 
perguruan tinggi ini berubah nama menjadi Perguruan Tinggi Latifah 
Mobarokiyah. 

Lantas, ketika generasi muda bangsa ini terlanda wabah narkoba, 
di penghujung 1970-an Abah Anom tergerak untuk turun tangan. Ia 
mendirikan Inabah, pusat penanggulangan korban narkoba. Dengan 
metode tasawuf, banyak “alumni” Inabah yang bisa kembali ke 
masyarakat. Saking sohornya program ini, sampai-sampai Inabah 
menenggelamkan ajaran inti tarekat ini. Atas semua kiprahnya itu, Abah 
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Anom meraih berbagai penghargaan dari pemerintah. Mulai penghargaan 
dari Menteri Lingkungan Hidup hingga Satya Lencana Kebaktian Sosial. 

Sikapnya yang moderat membuat Suryalaya terbuka ketika 
pemerintahan Orde Baru meng-”Golkar”-kan seluruh sendi kehidupan, 
tahun 1970-an. Abah Anom pun tak keberatan menjadi penyokong partai 
penguasa saat itu. Hubungan ini tak hanya menguntungkan Golkar. 
Suryalaya mendapat ruang untuk mengembangkan ajarannya. Tak sedikit 
elite Golkar, pejabat pemerintah, dan petinggi militer yang di-talkin men- 
jadi muridnya. Termasuk Jenderal (purnawirawan) Yoga Soegama, yang 
kala itu jadi Kabakin. 

Walau berdiri di belakang Golkar, bukan berarti Abah Anom 
memaksakan sikap politiknya kepada seluruh murid. Banyak juga di 
antara ikhwannya yang justru “berseberangan” dengan Golkar. Satu di 
antaranya, Dudi Singadilaga, tokoh PDI tulen asal Jawa Barat. Sekali 
waktu, Abah Anom pernah mengingatkan Aang Kunaefi, muridnya yang 
bekas Gubernur Jawa Barat dan tentunya pentolan Golkar, agar tidak 
menyoal pilihan politik Dudi yang berbeda. 

Kini, setelah iklim reformasi berembus dan semua partai punya 
kesempatan sama untuk berkuasa, Abah Anom tidak lagi terang-terangan 
mendukung satu partai. Namanya juga tidak lagi nongol di daftar caleg 
Golkar. Begitu pula ketika Wiranto dan Megawati sowan ke Suryalaya, tak 
satu patah pun keluar kata “mendukung” dari Abah Anom. 

Sikap terbuka Abah Anom ini membuat para santrinya lebih 
demokratis lagi. Mereka menanggapi kehadiran elite politik di Suryalaya 
sebagai hal biasa. Sedikit pun tak mempengaruhi pilihannya. “Kami sudah 
menentukan pilihan sendiri, kok,” kata K. Rosadi, SE, MM, santri 
Suryalaya asal Bandung, yang dalam kedua putaran pilpres tak memilih 
Wiranto maupun Megawati. 
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BAMBU RUNCING TEMANGGUNG 


Terngiang Rambu 
Mbah Kiai 


Sigit Indra dan Puguh Windrawan (Yogyakarta) 


Sebagai pusat tarekat di Jawa Tengah, Pesantren Kiai Parak Bambu Runcing 
memiliki pengaruh kuat di kalangan nahdliyyin. Tak lepas dari sosok pemimpin 


pesantren. 


Ba Da 


DI bilik suara, Muhamad Muklis merenung sesaat. Tangannya 


memegang paku siap mencoblos. Cukup lama remaja berusia 18 tahun itu 
memelototi gambar pasangan calon presiden yang terpampang di kertas 
suara. Sampai akhirnya Muklis memantapkan pilihannya. Ia mencoblos 
pasangan calon presiden nomor empat, Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf 
Kalla (SBY-JK). 

Santri Pondok Pesantren Kiai Parak Bambu Runcing di Parakan, 
Temanggung, Jawa Tengah, itu memang belum mantap menentukan pili- 
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han saat mendatangi TPS 24 di Kecamatan Parakan. TPS ini berada dekat 
Pondok Pesantren Bambu Runcing. Sekitar 150 santri nyoblos di tempat ini 
dan di TPS 25, yang juga dekat dengan pondok pesantren. 

Pilihan Muklis baru ditetapkan saat berada di bilik suara. “Saya 
ingat pesan Mbah Kiai,” kata Muklis. Meski pesan itu tak menyebut nama 
capres, Muklis ingat Mbah Kiai menyarankan tak memilih presiden wanita. 
Sebelumnya Muklis mengaku bingung menjatuhkan pilihan. “Soekarno 
idola saya, tapi mau pilih anaknya... gimana gitu,” kata pria asal Desa Selo, 
Boyolali, Jawa Tengah, itu. 

Muklis merasa bakal ada yang tak beres jika ia mencoblos Mega- 
Hasyim. Meski pada paket ini ada Hasyim Muzadi, wakil kalangan 
Nahdlatul Ulama (NU), Muklis tetap kurang sreg. “Lagi pula, melihat hasil 
kerja Megawati selama ini rasanya kurang bagus,” katanya. Akhirnya, ya itu 
tadi, Muklis pun menjatuhkan pilihan sesuai rambu yang disarankan 
“guru”-nya. 

Pilihan politik ini juga dilakukan santri lain. Hasilnya mudah dite- 
bak. SBY-JK memenangkan perolehan suara di TPS sekitar pesantren pada 
pemilihan presiden putaran kedua, 20 September 2004. Hasil ini berbeda 
dengan putaran sebelumnya. Saat putaran pertama digelar, 5 Juli 2004, 
pasangan Wiranto-Salahudin Wahid unggul mutlak di TPS sekitar 
pesantren. 

Banyak yang menduga, hasil putaran pertama ini lantaran 
kedekatan pimpinan Pesantren Kiai Parak Bambu Runcing, KH 
Muhaiminan Gunardho, 70 tahun, dengan Partai Kebangkitan Bangsa 
(PKB). Dalam NU, Muhaiminan termasuk kiai khos yang disegani. Ia memi- 
liki hubungan harmonis (setidaknya saat itu) dengan Ketua Dewan Syuro 
PKB, KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. 

Ketika pemilu legislatif digelar, 5 April 2004, Muhaiminan turut 
berjuang bagi PKB. Ia berperan menggelar tasmiyatus shufuf atau mera- 
patkan barisan di kalangan warga NU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 
(PBNU), dan PKB. Salah satu kegiatannya adalah ikut dalam pertemuan 
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350 kiai dari seluruh pondok pesantren di 35 Kabupaten di Jawa Tengah. 

Acara yang digelar di Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam 
(API) Tegalrejo, Magelang, pada 3-4 Maret itu membahas strategi peme- 
nangan pemilu bagi PKB. Sejumlah kiai khos, termasuk Muhaiminan, me- 
minta PBNU membuat semacam keputusan agar warga NU memilih PKB 
pada pemilu legislatif. 

Para kiai sepuh, petinggi PKB, dan NU juga diminta memberikan 
tausiah kepada warga nahdliyyin. Dalam pertemuan itu, para kiai diminta 
memberikan pengarahan kepada para santri dan warga di daerah masing- 
masing untuk melaksanakan keputusan Muktamar NU di Lirboyo, Kediri, 
Jawa Timur, 1999, serta Mukernas PKB yang mencalonkan Gus Dur seba- 
gai calon presiden. 

Pesan itu, melalui berbagai cara, sampai juga di lingkungan santri. 
Saat pemilu legislatif berlangsung, PKB unggul mutlak, meraup separuh 
suara pemilih di Kecamatan Parakan, lokasi Pesantren Bambu Runcing. 
Namun suaranya tak cukup mengalahkan perolehan PDI Perjuangan untuk 
Temanggung. Meski begitu, tak diragukan lagi, Muhaiminan memiliki pe- 
ngaruh di lingkungan pondok pesantren dan sekitarnya. 

Sosok Muhaiminan begitu lekat di mata para santri. Semua murid 
mutlak patuh terhadap segala ucapannya. Posisi Muhaiminan sebagai 
mursyid (guru) tarekat Syadziliyah, di mana pondok pesantrennya menjadi 
pusat pengajian Jama'ah Thorigoh Al Mu'tabaroh Asy-Syadziliyah, juga 
ikut memperbesar pengaruhnya. Di luar pesantren, pengaruh Muhaiminan 
juga luas karena ia menjabat sebagai Ketua Jam'iyah Ahli Thorigoh al- 
Mu'tabarrah an-Nahdhiyah. 

Aktivitas Muhaiminan ini membuat Bambu Runcing masuk dalam 
jajaran pesantren elite di Jawa Tengah. Pesantren Kiai Parak Bambu 
Runcing terletak di Jalan Coyudan, Parakan, Kabupaten Temanggung. Di 
sini bernaung sekitar 300 santri putra dan 200 santri putri. Muhaiminan 
mendirikan pesantren ini ketika berusia 21 tahun, pada 1955. 

Muhaiminan adalah putra KH Sumomihardo, ulama di 
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Temanggung yang juga sahabat kental Ketua Sarekat Islam H.O.S. 
Tjokroaminoto. Sumomihardo, yang punya nama kecil Raden Gunardho 
alias Abu Hasan, merupakan orang nomor satu Sarekat Islam di Parakan. 

Sebagai putra ulama, Muhaiminan sudah mendalami ilmu agama 
sejak kecil. Pada usia 12 tahun, ia berguru pada ahli tarekat Syadziliyah, KH 
Dalhar, di Watucongol, Muntilan, Magelang. Selanjutnya Muhaiminan 
memperdalam ilmu agama kepada kiai terpandang di Payaman, Magelang, 
dan Lasem. Selesai di sini, ia melanjutkan belajar mengaji di Pesantren 
Bendo Pare, Kediri, lalu Tebuireng di Jombang dan Dresmo di Surabaya. 

Di sela-sela memperdalam ilmu agama, Muhaiminan juga berlatih 
bela diri pencak silat. Setelah cukup ilmu, ia kembali ke Parakan dan mulai 
mengamalkan ilmunya. Ia menggelar pengajian sambil mengajar silat. 
Suatu ketika, keandalan silat Muhaiminan kandas saat berlatih tanding 
dengan H. Anwari, murid ulama Parakan, KH Nahrowi. 

Muhaiminan lantas berguru kepada KH Nahrowi, seorang mursyid 
Thorigoh Oodiriyah. Ia dilatih bela diri oleh H. Anwari. Kemudian 
Muhaiminan menikah dengan Jayyidah, putri Anwari. Sejak ia berguru 
pada Nahrowi, santri Muhaiminan semakin bertambah. Apalagi setelah 
Muhaiminan dibaiat menjadi Kholifah Sughro Thorigoh Godiriyah 
Nagsabandiyah oleh KH Mandur Mujahidin Temanggung. 

Beberapa waktu kemudian, Muhaiminan juga dibaiat sebagai 
Kholifah Kubro Thorigoh Syadziliyah. Makin lama jumlah santri yang 
berguru pada Muhaiminan makin banyak. Kini seluruh santri menempati 
dua bangunan bertingkat yang memisahkan santri putra dan putri. Di sini, 
seluruh santri diarahkan mengkaji literatur Islam klasik, fikih, tasawuf, juga 
latihan pencak silat. 

Ketika pemilihan presiden putaran pertama, Muhaiminan ikut 
memberi dukungan kepada pasangan Wiranto-Salahudin Wahid. Ia 
bersama sejumlah kiai dalam Forum Langitan memberikan restu kepada 
sejumlah kader PKB dan PBNU, di antaranya Salahudin Wahid, untuk di- 
pinang Wiranto. Sikap ini diambil pada pertemuan di Pondok Pesantren 
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Langitan pimpinan KH Abdullah Fagih di Tuban, Jawa Timur, 9 Mei 2004. 
Keputusan ini, seperti tausiah saat pemilu legislatif, juga dianut 
para santri Bambu Runcing. Hasilnya, Wiranto-Salahudin Wahid menang 
di sekitar TPS di pesantren. Pasangan ini meraih lebih dari separuh jumlah 
pemilih di Parakan tapi tak bisa mengungguli perolehan SBY-JK se- 
Kabupaten Temanggung. Hasil ini mengecewakan komunitas Bambu 
Runcing. Muhaiminan memilih netral pada pemilu presiden kedua. 

Setiap aktivitas pesantren, seperti pengajian, Muhaiminan selalu 
menyampaikan sikap netralnya. “Tapi bagi para santri saya silakan memil- 
ih sesuai hati nurani,” kata Muhaiminan. Sistem pemilihan presiden lang- 
sung, menurut Muhaiminan, merupakan wujud demokrasi terbaik yang 
pernah dianut Indonesia. “Jadi, jangan sampai salah pilih presiden,” 
katanya. 

Agar tak salah, Muhaiminan memberikan rambu kepada pengikut- 
nya. Dalam ajaran Islam, kata Muhaiman, pemimpin sebuah bangsa 
layaknya bukan seorang wanita. “Pemimpin wanita tak akan mengun- 
tungkan dan kurang memadai,” ujarnya. Arahan KH Muhaiminan tentang 
kepemimpinan wanita seakan terbukti di lapangan. Simak baik-baik tebel 
berikut: 


Peta Dukungan Pada Tempat Pemungutan Suara 
Sekitar Pesantren Bambu Runcing 


Lokasi SBY-JK Mega-Hasyim — Suara Pemilih Jumlah 
Tak Sah Tak Hadir 


TPS 22 122 (45,590) 69 (25,790) 28 (10,490) 49 (18,290) 268 
TPS 23 121 (48,490) 57 (22,890) 32 (12,890) 40 (1690) 250 
TPS 24 161 (53,690) 66 (2290) 24 (890) 49 (16,390) 300 
TPS 25 162 (5490) 51 (1790) 30 (1090) 57 (1990) 300 


Jumlah 566 (50,60) 243 (21,790) 114(10960) 195 (17,490) 1.118 
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Hasil pilpres putaran kedua pada empat TPS di sekitar pesantren, 
suara Megawati jeblok. Kebanyakan santri memilih di TPS 24 dan 25. seba- 
gian lagi di TPS 22 dan 23. Pada empat TPS itu, SBY meraup persentase 
suara 45X (TPS 22) sampai 549 (TPS 25) dari total daftar pemilih tetap. 

Megawati hanya mendapat 1796 (TPS 25) sampai 2546 suara (TPS 
22). Suara tidak sah sebesar 896 sampai 12,84. Pemilih yang tidak mencob- 
los, entah golput atau alasan lain, adalah 1696 sampai 1996. Bila dihitung 
dari suara sah, persentase kemenangan SBY lebih besar lagi, 63,896 (TPS 
22) sampai 764 (TPS 25). Sebaliknya, persentase Megawati makin 
mengempis: 23,95 sampai 364. 

Rambu yang dipesankan KH Muhaiminan amat terngiang di benak 
para santri, termasuk Muhammad Muklis, saat hendak memberikan hak 
pilihnya di bilik suara. 
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BABUSSALAM LANGKAT 


Tuan Guru 


Bukan Tuan Politik 


Dani Hamdani, dan M. Rizal Harahap (Medan) 


Sekitar 4 juta pengikut tarekat Nagsyabandiah taat dan berkiblat untuk urusan 
agama pada Tuan Guru di Kampung Babussalam, Langkat, Sumatera Utara. 
Walau didekati para politisi, Tuan Guru tak penah memakai senjata itu untuk 


kepentingan politik. 


Ba Dg 


ZAMAN berganti, penguasa berubah, raja demi raja berlalu. 


Meneer Belanda bercokol, berganti Tuan Matahari Terbit, masa revolusi 
berakhir, era pembangunan lima tahun lewat, reformasi bergolak, dan kini 
muncul penguasa baru di republik ini. Namun ada tradisi rakyat Kampung 
Babussalam yang tak tergoyahkan: tidak pernah membayar pajak! 
Padahal, Babussalam yang berada di Desa Besilam, Langkat, 
cuma sekitar 70 kilometer dari Medan, Sumatera Utara. Kenapa bisa begi- 
tu? Syahdan, pembebas pajak bagi rakyat Babussalam adalah Raja 
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Langkat. Itu dilakukan pada 13 Syawal 1300 Hijriah, karena Syekh Abdul 
Wahab Rokan, pendiri Tarekat Nagsyabandiah, mewakafkan pertapakan 
Babussalam kepada Raja Langkat. 

Hingga kini, rakyat Babussalam bebas dari pungutan pajak. 
Kampung Babussalam terbagi atas tiga dusun: Tembusay, Hulu, dan Jawa. 
Semua penduduk di ketiga dusun itu masih mewarisi keistimewaan yang 
dinikmati buyut moyang mereka dari Raja Langkat. “Kecuali pajak 
kendaraan bermotor,” kata Kepala Desa Besilam, Affan Harahap. 

Namun perlakuan khusus itu tidak melepaskan hak dan kewa- 
jiban warga Babussalam sebagai warga negara. Jika menyangkut persoalan 
bangsa, mereka tetap berpartisipasi. Pada Pemilu 2004, misalnya, warga 
Babussalam berbondong-bondong ke tempat pemungutan suara (TPS) 
untuk menyampaikan aspirasi politik mereka. Dari 1.557 pemilih terdaftar 
di Babussalam, sekitar 70X hadir di TPS. 

Partisipasi ini tak jauh berbeda dengan dusun-dusun di seki- 
tarnya. Dari 2.937 pemilih terdaftar di Desa Besilam, 7046 ikut mencoblos 
pada setiap tahapan Pemilu 2004. Sisanya berhalangan karena bekerja 
atau pergi merantau. “Daripada golput, lebih bagus milih. Lagi pula, nggak 
bayar, kan?” ujar seorang ibu, warga Babussalam, begitu memasuki TPS 
pada putaran kedua pemilihan presiden, 20 September 2004. 

Gegap gempita pemilu di Babussalam tak ubahnya di pelosok lain di 
negeri ini. Pada masa kampanye, berbagai isu berseliweran tak jelas juntrungan- 
nya. Syukurlah, kedewasaan warga sudah mengental hingga tidak terjadi 
gesekan.Juga tidak ada pihak yang memaksakan kehendak kepada warga. Semua 
tahapan pemilu dilalui dengan lancar dan aman. Proses perhitungan suara pun 
berlangsung transparan dan fair. “Tidak pernah ada petunjuk agar warga me- 
milih partai atau kandidat tertentu,” kata Bakhtiar, seorang warga Babussalam. 


Yang Penting Ikut Nyoblos 


UNTUK urusan agama, Tuan Guru Babussalam memang kiblat bagi 
warga Babussalam dan seluruh pengikut tarekat Nagsyabandiah. Di seluruh 
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Indonesia, pengikut tarekat ini diperkirakan berjumlah sekitar 4 juta orang. 
Namun, untuk urusan politik, pusat tarekat itu tidak menjadi referensi. 
Keturunan Syekh Abdul Wahab Rokan dan jamaah tarekat Nagsyabandiah 
bebas mengekspresikan hasrat politik masing-masing. Setidaknya ada empat 
partai politik —Golkar, PPP, PAN, dan PKB— yang mendirikan sekretariat di 
Babussalam. “Terserah cocoknya mau ke mana,” ujar Bakhtiar. 

Ungkapan penarik ojek tersebut teruji di lapangan. Pada pemilu leg- 
islatif lalu, semua partai bertanding secara jujur. Jika akhirnya Golkar 
menang telak di Besilam, itu bukan kebetulan. Sebab, pada Pemilu 1999, “par- 
tai beringin” itu pun menang mutlak di sana. Memang ada keterikatan emo- 
sional warga dengan seorang calon anggota DPRD Sumatera Utara asal 
Golkar yang menetap di Besilam. “Dari dulu memang Golkar yang menang di 
sini,” kata Bakhtiar. 

Pada pilpres putaran pertama, pasangan Wiranto-Salahudin ung- 
gul hampir di semua 13 TPS di Besilam. Mega-Hasyim berada di posisi 
kedua, disusul oleh SBY-Kalla yang perolehan suaranya beda tipis dengan 
Amien-Siswono. Boleh jadi, Wiranto menangguk banyak suara di Besilam 
karena sempat berkunjung ke Babussalam sebelum coblosan dilakukan. 

Namun kedewasaan sikap politik warga bisa dinilai dari tidak 
adanya gunjingan atau penyesalan setelah hasil pemilu diumumkan. 
“Berapalah kekuatan suara dari sini. Kalau toh Wiranto kalah, mau bilang 
apa,” tutur Bakhtiar. 

Pada pilpres putaran kedua, warga Babussalam pun bebas 
mengekpresikan hak pilihnya. Meski di tingkat elite partai sudah merapat 
ke Mega, mayoritas pendukung Golkar di Babussalam kesengsem pada 
SBY. Buktinya, SBY unggul di tujuh TPS. Selisih suara pemilih SBY lebih 
dari dua kali lipat perolehan Mega. Untuk seluruh Desa Besilam, SBY tetap 
mengungguli Mega. (lihat tabel). “Kami tidak mengenal siapa pun calon- 
calon itu. Yang penting ikut nyoblos,” kata Bakhtiar. 
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Peta Hasil Pilpres Putaran Kedua 2004 
di Pusat Tarekat Nagsyabandiah Babussalam 


Lokasi SBY-JK Mega-Hasyim Suara Sah 
Kampung Babussalam 724 (68,490) 334 (31,690) 1.058 
Desa Besilam 1.158 (62490) 697 (37,6X0) 1.855 


Sepanjang sejarah, pengikut tarekat Nagsyabandiah tidak pernah 
memboikot pemilu. Syekh Abdul Wahab Rokan sendiri, kabarnya, adalah 
orang yang melek politik. Berdasar riwayat, Tuan Guru Babussalam perta- 
ma itu pernah mengutus seorang anaknya menemui tokoh sentral PSII, 
H.O.S. Tjokroaminoto. 

Walau begitu, pengikut tarekat ini tak pernah dimobilisasikan 
untuk kepentingan politik tertentu. “Tak pernah ada pembicaraan politik 
di sini. Tarekat ini hanya acuan untuk beribadah kepada Allah, bukan 
untuk lain-lain,” kata Tuan Guru Babussalam ke-10, Syekh H. Hasyim Al- 
Syarwani. Menurut Hasyim, tarekat Nagsyabandiah mengajarkan tawadu 
atau menghampirkan diri kepada Allah dengan berzikir. 


Rakyat yang Jadi Hakim 

“KITA mohon supaya zat dan asma Allah bersatu dalam tubuh 
kita,” katanya. Menghampirkan diri itu dilakukan dengan wirid yang bisa 
dilaksanakan kapan saja —kala terlelap atau terjaga, siang atau malam— 
dan di mana saja. “Yang dilatih berzikir tidak cuma hati. Tubuh juga dilatih 
agar senantiasa mengingat Allah,” kata cucu Syekh Abdul Wahab Rokan 
itu. 

Meski orientasinya hanya beribadah, pengikut tarekat ini selalu 
dianjurkan untuk tidak mengabaikan urusan dunia seperti pemilu. “Kami 
mengikuti fatwa ulama yang mewajibkan pemilu,” ujar Hasyim. Bahwa 
belum semuanya paham siapa yang layak dipilih, itu cerita lain. “Kadang 
yang ditengok orang cuma luarnya. Apa boleh buat, baru sampai di situ 
taraf kita,” ia menambahkan. 
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Namun, apa pun penilaian orang, setidaknya rakyat sudah betul- 
betul bisa bersuara. “Yang dicita-citakan pejuang 45 adalah rakyat yang 
menjadi hakim. Itu yang kita lihat sekarang,” katanya. 

Menurut Hasyim, ada dua kriteria pokok yang harus dipenuhi 
seorang pemimpin. Pertama, harus seorang mukmin yang bertakwa, cer- 
das, dan berilmu. Islam saja tidak cukup karena hanya orang mukminlah 
yang mampu melaksanakan syariat Islam sebaik-baiknya. Syarat kedua, 
seorang pemimpin harus bisa mengoreksi diri terlebih dahulu. “Karena dia 
akan menjadi panutan orang banyak,” kata ayah enam anak dan kakek 
empat cucu itu. 

Bagaimana dengan jenis kelamin? Menurut Hasyim, tidak ada 
larangan perempuan jadi pemimpin negara. Beberapa negara Islam di dunia 
pernah dipimpin perempuan. Dulu Siti Aisyah, istri Rasulullah, juga pernah 
memimpin Perang Jamal (Unta). Di belakang Aisyah berdiri Abu Hurairah, 
seorang periwayat hadis, sebagai panglima perang. “Orang sudah lupa 
barangkali. Perempuan memang mutlak tidak boleh jadi pemimpin laki-laki 
dalam salat, tapi tidak untuk urusan lain,” tutur Hasyim. 

Meski sudah mengantongi kriteria orang yang layak dipilih, 
Hasyim tidak pernah mengeluarkan tausiah kepada pengikut tarekat terse- 
but. Ia tidak mau berfatwa karena menilai para calon memiliki kekurangan 
dan kelebihan masing-masing. “Di tarekat ini, bila saya ngomong 
“demikian”, orang wajib ikut apa pun yang terjadi. Tapi saya menggunakan 
pengaruh hanya untuk ibadah, bukan untuk kepentingan lain-lain,” kata 
Hasyim. 


Bersatu dalam Zikir 

TIDAK sedikit petinggi partai politik di negeri ini yang datang ke 
Babussalam untuk meminta dukungan. Dari segi jumlah, pengikut tarekat 
itu memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Permintaan dukungan itu 
selalu disertai beragam iming-iming. Namun Hasyim selalu menolak. 
“Saya terang-terangan bilang, kami bersatu dalam zikir, bukan dalam 
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menentukan pilihan. Saya harus tetap berdiri di tengah karena jamaah 
tidak sedikit,” katanya. 

Hasyim mengaku tak ambil pusing bila jamaahnya berbeda pili- 
han. “Memang mesti diberi kebebasan memilih. Untuk urusan dunia, 
jamaah tidak harus ikut saya,” ujarnya. Karena prinsip itulah, tidak sedikit 
jamaah tarekat Nagsyabandiah aktif di beberapa partai politik. Hasyim 
hanya berpesan agar nama tarekat tidak digunakan untuk kepentingan 
partai. “Orang ikut partai mungkin karena sumber rezekinya di situ. 
Kenapa harus dilarang,” katanya. 

Apalagi, perbedaan pendapat sudah lumrah di Besilam. 
Pemilihan kepala desa berlangsung terbuka tanpa campur tangan pemuka 
tarekat. Tarekat Nagsyabandiah juga memandang demokrasi sebagai hal 
yang Islami. Penentuan syekh sebagai pemimpin tertinggi tarekat tersebut, 
misalnya, dilakukan lewat pemilihan demokratis. Satu dari beberapa calon 
yang memenuhi persyaratan dipilih oleh Dewan Zuriat (keturunan Syekh 
Abdul Wahab Rokan) sebelum disahkan oleh Dewan Khalifah. “Tak bisa 
saya duduk begitu saja menjadi tuan guru,” kata Hasyim, yang menjadi 
tuan guru sejak tahun 1998. 

Karena prinsip-prinsip demokrasi yang mengakui keberagaman 
itu pula, menurut Hasyim, Indonesia tidak bisa dipaksakan menjadi 
negara Islam. Soalnya, yang mendirikan negara ini bukan orang Islam saja. 
“Negara ini hak bersama, tak boleh main paksa,” katanya. Menurut dia, 
konsep Pancasila sudah bagus karena mengakomodasi semua komponen 
bangsa. “Tinggal membuat peraturan yang baik supaya tidak saling me- 
nyinggung antarumat beragama dan tidak ada yang memaksakan suatu 
agama pada pemeluk agama lain,” ujarnya. 

Hasyim juga memandang perlunya penegakan syariat Islam bagi 
umat Islam. “Supaya lebih aman,” katanya. Beragam kelompok muslim 
garis keras, menurut dia, muncul karena syariat Islam diartikan macam- 
macam. “Islam mengajarkan kasih sayang. Kalau orang berjiwa Islam, 
tidak ada teroris,” tuturnya. 
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Alasan tidak tegaknya syariat itu pulakah yang membuat 
Indonesia menjadi sekuler? “Itu karena umat Islam kurang pengetahuan 
tentang dasar-dasar hukum Islam. Tapi soal sekuler bukan urusan kami. 
Itu tugas MUI. Kami cuma beribadah, tidak berpikir untuk merombak 
negara ini,” kata pensiunan guru agama SMP Negeri Sawit Seberang yang 
mendalami Al-Oismul “Ali dan Al-Takassus —ilmu yang khusus mempela- 
jari hukum-hukum Islam— di Universitas Al-Washliyah, Medan, itu. 
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GURU IJAI MARTAPURA 


Intan Guru Sekumpul 


Zain Alhakim (Banjarmasin) 


Guru Ijai mendorong jamaahnya ikut memilih dalam pemilu. 


Berharap syariat Islam diterapkan di Martapura. 


Ba Da 


SEJUMLAH bangunan berjejer di areal seluas sekitar dua hektare 
di Kampung Jawa, Martapura. Musala Ar-Raudhah berdiri megah. Di 
sampingnya berderet tujuh rumah. Tujuh rumah lainnya berada di 


seberang musala. Ada tiga unit rumah lain di kompleks itu, sehingga 
berjumlah 17 unit. Seluruh bangunan itu beratap genteng warna hijau de- 
ngan teras persegi panjang. 

Inilah kompleks Ar-Raudhah di Kabupaten Banjar, Kalimantan 
Selatan, yang jadi pusat majelis taklim dan pengajian rutin Guru Ijai. Aulia 
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karismatik “Alimul Allamah Al-Arif Billah Asy-Syekh H. Zaini Abdul Ghani 
ini keturunan ulama besar Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary 
(almarhum). 

Makam Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary di Desa 
Kelampayan, Astambul, Kabupaten Banjar, tiap hari diziarahi ribuan umat 
muslim dari berbagai pelosok Kalimantan. Semasa hidupnya, Syekh 
Muhammad banyak menulis kitab terkenal. Salah satunya, Sabil Al- 
Muhtadin, yang termasyhur hingga negeri jiran Malaysia dan Brunei. 

Ada ungkapan: “Ulama dilahirkan untuk waktu dan tempat yang 
tepat.” Tampaknya, itu tepat disematkan pada peran ulama di Martapura. 
Di daerah ini, hingga sekarang ulama memegang posisi penting dalam 
membina dan menuntun umatnya. Sejak Kerajaan Banjar berdiri hingga 
era reformasi kini, pengaruh ulama masih kuat. 

Sebagai gudangnya aulia, tradisi keulamaan di Martapura tetap 
lestari. Sebutlah Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary, ulama 
besar setempat yang memiliki tujuh putra, yang kemudian mengikuti jejak 
ayahandanya menjadi ulama besar. Mereka tersebar di beberapa daerah 
Indonesia, bahkan hingga ke Sabah, Malaysia. 

Citra Martapura mashyur sampai menembus batas regional de- 
ngan adanya sosok “Alimul Allamah Al-Arif Billah Asy-Syekh H. Zaini 
Abdul Ghani. “Beliau itu intan di “kota intan”,” kata seorang jamaah. Ulama 
yang populer dengan sapaan akrab Guru Sekumpul ini ibarat maestro di 
kota yang terkenal dengan perajin intannya itu. 

Setiap ada pengajian yang digelar di kediamannya, kompleks Ar- 
Raudhah seakan berubah jadi lautan manusia. Puluhan ribu jamaah dan 
pengikutnya berdatangan dari berbagai pelosok Kalimantan Selatan, 
Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. 

Kelompok pengajian dengan komunitas puluhan ribu jamaah 
umat muslim ini awalnya, pada 1980-an, digelar di Musala Darul Aman, 
Jalan Sasaran, Kelurahan Keraton, Martapura. Baru pada 1989 dipin- 
dahkan ke Sekumpul, sekaligus menandai era baru syiar Islam di bekas 


94 HAJATAN DEMOKRASI 


Te 3 
Pan 


(PER 
29 


Tarekat Moderat MI aa 


pusat Kerajaan Banjar ini. 

Aktivitas kelompok pusat tarekat ini biasanya berupa pengajian atau 
kegiatan peribadatan, seperti pembacaan Maulid Al-Habsyi, Dalailul 
Khairat, dan Shalawat Bardah. Jadwal pengajian dilakukan sekali dalam 
sepekan. Pada awalnya digelar empat kali sepekan. Kemudian, seiring dengan 
menurunnya kesehatan Guru Sekumpul, jadwal pengajian pun dikurangi. 

Guru Sekumpul dua kali sepekan harus menjalani cuci darah. 
Karena itu, kegiatan pengajian hanya bisa berlangsung sekali dalam 
sepekan. Itu pun hanya untuk kaum pria pada tiap Ahad sore. Sedangkan 
untuk jamaah wanita ditiadakan. 

KH Zaini Ghani memang figur ulama yang benar-benar men- 
jalankan dakwah tanpa kenal lelah. Di saat sakit mendera, misalnya, dia 
tetap berusaha sekuat tenaga memimpin pengajian. Bahkan sang aulia 
tetap memberi pengajian kendati harus dari dalam kamar pribadinya. 
Kemudian disiarkan via televisi lokal ke sekitar kawasan Sekumpul, hing- 
ga radius tiga kilometer. 

Dalam memimpin pengajian, terkadang ia isi dengan berceramah. 
Meski kondisinya terus melemah, Guru tetap memimpin komunitas ini, 
walau tak lebih dari 40 menit. Kehadiran Guru memang selalu ditunggu 
jamaahnya. Bagi muslim di daerah ini, sosoknya dikenal sebagai simbol 
penerang dan sumber pencerahan. Karismanya membuat jamaah selalu 
meneladani segala sikap dan perilakunya. 

Apa pun ucapannya menjadi dasar dalam menyikapi berbagai 
aktivitas keseharian di daerah ini. Ia menjadi panutan kaum muslimin dari 
berbagai kalangan. Bukan hanya dalam soal agama. Masalah-masalah 
sosial kemasyarakatan, politik, dan pemerintahan pun dikuasainya. 

Puluhan ribu jamaahnya berasal dari berbagai kalangan, mulai 
kelas bawah sampai atas. Tak terhitung pejabat, pengusaha, elite politik, 
serta kaum bangsawan, lokal dan tokoh nasional, bertandang ke rumah- 
nya. Dalam proses demokrasi, sejak pemilu legislatif sampai pemilihan 
presiden putaran kedua, Guru memilih bersikap netral. 


HAJATAN DEMOKRASI 95 


Pe Ri 


Sae Ce) PRO-DEMOKRASI 


Kenetralan itu dibuktikan dengan menerima semua tokoh partai 
yang berkunjung ke rumahnya. Toh, jamaahnya tetap antusias ikut dalam 
proses pemilu. Cuma, tidak semuanya menggunakan hak pilih. Dalam tiga 
kali pemilihan itu, hanya 8596 yang mencoblos. Dalam komunitas ini, ter- 
catat 300.692 pemilih, tapi hanya sekitar 260.000 yang menggunakan hak 
pilihnya. 

Dalam sejarah republik ini, masyarakat di sini tidak pernah 
menolak pemilu. Keikutsertaan mereka memilih pun bukan karena ajakan 
ulama, melainkan semata-mata menjalankan hak dan kewajiban politik 
sebagai warga negara. Secara resmi, Guru tidak pernah mengeluarkan 
pernyataan politik, mendukung atau menolak. “Guru menyerahkan pada 
kami masing-masing,” kata Zainuddin, seorang jamaah. 

Sikap ini penting karena hampir semua pengurus partai meng- 
hadap Guru untuk minta doa restu. Kehadiran tokoh-tokoh elite politik 
dan capres tertentu memang mendapat perhatian dari jamaah dan 
masyarakat sekitar. Kunjungan ini sekaligus dipakai sebagai arena kampa- 
nye, meski tak terang-terangan. “Kami jadi tahu politik karena tokoh- 
tokohnya sering berkunjung ke sini,” kata Zainuddin lagi. 

Dalam berpolitik, Guru Ijai memberi toleransi bagi perempuan 
untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Tak pernah Guru Ijai melontarkan 
pernyataan menolak calon pemimpin perempuan, termasuk sebagai presi- 
den. Toh, hal itu tidak mampu memenangkan pasangan Megawati-Hasyim 
di daerah ini. 

Padahal, sebelum pencoblosan, isu negatif tentang SBY marak di 
wilayah ini. Ternyata “kampanye hitam” itu tak mampu membendung niat 
jamaah Guru Sekumpul memilih SBY. Dan, akhirnya SBY-Jusuf Kalla ung- 
gul mutlak. “Guru tak menganjurkan memilih salah satu di antara mereka. 
Guru hanya menekankan agar kami menggunakan hak pilih,” ujar Zainal 
Muarif, seorang pengikut Guru Ijai. 

Di TPS Kampung Jawa, Martapura, sekitar kompleks Ar- 
Raudhah, SBY meraih 4.268 suara, sedangkan Megawati hanya 731 suara. 
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Secara keseluruhan, di Martapura, pasangan SBY-JK mengungguli Mega- 
Hasyim dengan 1.096.637 suara (73,30X) berbanding 399.528 suara 
(26,704) dari 2.137.008 total pemilih. 


Hasil Pilpres Putaran Kedua 2004 
di Basis Pengikut Guru Ijai 


Lokasi SBY-JK Mega-Hasyim Suara Sah 
Kampung Jawa 1268 (85,496) 731 (14,690) 4.999 
Martapura 1.096.637 (73,390) 399.528 (26,790) 1.496.165 


Jamaah Ar-Raudhah berharap, dengan terpilihnya presiden baru, 
akan ada perubahan. Perubahan yang sangat mereka inginkan adalah 
diberlakukannya syariat Islam di daerah mereka yang juga disebut sebagai 
“Serambi Mekkah” itu. Alasannya, hukum yang berlaku sekarang tidak 
mampu meredam berbagai aksi kejahatan. “Hanya dengan penerapan 
hukum Islam akan bisa menekan kejahatan,” kata Zainal Muarif. 

Dengan mengusung cita-cita itulah, mereka ikut aktif dalam 
pemilu. Mereka menilai proses demokrasi ini sebagai bentuk pelaksanaan 
hak dan kewajiban sebagai warga negara. “Itu merupakan hal yang Islami. 
Tidak menyimpang dari ajaran Islam. Guru juga mendorong kami untuk 
ikut memilih,” tutur Zainal. 

Guru Ijai tutup usia pada Rabu subuh 5 Agustus 2005, setelah 
dirawat selama sepuluh hari di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura. 
Pada Selasa malam 9 Agustus 2005, sang Guru dipulangkan dengan 
pesawat carter F-28. Esok paginya wafat. 

Begitu kabar duka itu tersiar lewat pengeras suara di seluruh 
masjid dan musala, selepas salat subuh, masyarakat dari seantero 
Kalimantan Selatan berdatangan ke Sekumpul Martapura. Pasar 
Martapura yang biasa ramai pada pagi hari, Rabu pagi itu sepi. Hampir 
semua kios dan toko tutup. Kantor pemerintahan juga tampak sepi. 
Pengaruh kuat Guru Ijai masih melekat hingga di akhir hayat. 
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KAUMAN 


Jaringan Ketib 
di Tanah Gaduhan 


Sigit Indra dan Sawariyanto (Yogyakarta) 


Mayoritas warga Kauman golput pada pemilihan presiden putaran kedua. 


Coblos semua calon, kosongkan kertas suara, atau tak usah ke TPS. 


Ba Da 


INGAR-bingar hajatan pemilihan presiden putaran kedua tak 
terasa di wilayah Kauman, Kelurahan Ngupasan, Kecamatan 
Gondomanan, Yogyakarta. Obrolan politik di warung, masjid atau musala, 
dan setiap pertemuan warga tak lagi panas. Warga umumnya tak terlalu 
antusias menyambut pemilu putaran terakhir, 20 September 2004. 
Maklum, jago mereka, Amien Rais, sudah kandas di putaran sebelumnya. 

Segala perbincangan yang berbau pemilu mengalir biasa-biasa saja. 


Pasangan calon presiden yang tersisa, Megawati Soekarnoputri-Hasyim 
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Muzadi (Mega-Hasyim) dan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY- 
JK), tak bisa memincut hati. Poster kedua calon ini juga tak banyak terlihat. 
Sebaliknya, gambar dan spanduk berisi ajakan mencoblos Amien Rais- 
Siswono Yudohusodo masih melekat di sekujur Kauman, daerah basis 
Muhammadiyah. 

Meski begitu, warga tak berniat memboikot final hajatan demokrasi 
lima tahunan ini. “Kami punya kesadaran mengikuti pemilu sebagai bentuk 
partisipasi warga negara,” kata Budi Haiban, 54 tahun, Kepala Lingkungan 
Kauman. Kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) tetap sibuk menyiap- 
kan tempat pemungutan suara (TPS). Warga masih rela mendatangi TPS, 
meski tak lagi bersemangat. 

Kekecewaan warga tak terlalu terbuka. Mereka menumpahkan- 
nya hanya ketika beraksi di bilik suara. Kebanyakan pemilih yang terdaftar 
di Kauman memilih menjadi golput. Sikap itu ditunjukkan dengan men- 
coblos dua gambar pasangan calon presiden, membiarkan kertas suara 
kosong, atau tak sudi datang ke TPS. “Seharusnya di Kauman tak dibikin 
TPS,” kata Royhan, 20 tahun, warga Kauman. 

Mahasiswa sebuah perguruan tinggi swasta di selatan Yogyakarta 
itu mengaku mencoblos dua gambar pasangan calon presiden. Ia bahkan 
selalu berkoar kepada rekan seusianya agar bersikap golput. “Kami wajib 
ikut pemilu dan kami punya hak menentukan pilihan,” Royhan mem- 
berikan argumennya. Jika calon yang tersedia tak ada yang cocok, “Nggak 
salah, kan, kalau kami bersikap begitu,” katanya. 

Di Kauman terdapat tujuh TPS. Pada semua TPS itu terdaftar 1.891 
pemilih. Dari jumlah itu, yang datang ke TPS cuma 1.208 (6496) pemilih. 
Sisanya, sebanyak 683 (3696) pemilih, ogah nyoblos. Jumlah ini, jika ditam- 
bah dengan suara tidak sah di Kauman yang mencapai 495 suara, maka ada 
1.178 (629) pemilih yang golput. Jumlah ini mendekati perolehan suara 
Amien Rais, yakni 7596, pada pemilihan presiden putaran pertama. 

Pada pemilihan presiden putaran pertama, calon presiden dari 
Partai Amanat Nasional (PAN) itu unggul mutlak di Kauman. Warga 
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bersemangat menyambut putaran ini. Melalui berbagai kegiatan keaga- 
maan, seperti tadarus, kajian subuh, atau pengajian remaja, selalu terselip 
imbauan mencoblos Amien-Siswono. Keunggulan pasangan yang 
didukung Muhammadiyah ini tak habis-habisnya diperbincangkan. 

Begitu pula saat menghadapi pemilu legislatif. PAN merajai per- 
olehan suara di Kauman. Ulama dan pengurus Muhammadiyah yang 
mukim di daerah ini secara tak langsung menjadi juru kampanye PAN. 
Imbauan memilih partai ini muncul di segala aktivitas warga, mulai pen- 
gajian di masjid atau langgar, arisan ibu-ibu, hingga rapat-rapat RT. 

Pengajian merupakan media paling mujarab untuk menjalin 
dukungan. “Di Kauman, ulama dan cendekiawan Muhammadiyah menja- 
di figur teladan masyarakat,” kata Ahmad Adaby Darban, 52 tahun, ahli 
sejarah Kauman. Mereka biasanya memberikan penjelasan politik di sela 
kegiatan keagamaan. Ini bukan tanpa sebab. Sejak dulu, ulama memiliki 
peran penting dalam kehidupan warga. 

Kauman berasal dari kata pakauman, yang artinya tempat para 
ulama dan penegak agama. Daerah ini diniatkan oleh Keraton Yogyakarta 
sebagai tempat bermukim ulama. Para ulama, biasa disebut ketib, bertugas 
membantu penghulu, mengurusi Masjid Agung Yogyakarta. Pada masa 
lampau, Keraton Yogyakarta mengangkat sembilan ketib. Mereka menda- 
pat tanah gaduhan di sekitar Masjid Agung, yang oleh warga setempat 
disebut Masjid Gedhe. 

Di atas tanah milik keraton itu, para ketib kemudian membangun 
langgar. Kegiatan keagamaan dipusatkan di langgar sehingga pada 
perkembangannya langgar ini menjadi pusat ritual warga. Ketika KH 
Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, melakukan gerakan pemurnian 
Islam di Kauman pada 1912, ia juga memakai fungsi ketib. 

Ahmad Dahlan, yang juga seorang ketib, menggunakan ketib 
sebagai corong gerakan mengubah pola Islam sinkretisme. Pola ini 
berhasil. Langgar tetap menjadi pusat ritual. Cara pandang warga terhadap 
pendidikan bergeser. Warga lebih sreg menyekolahkan anaknya ke sekolah 
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umum yang memasukkan kurikulum agama Islam daripada ke pesantren. 
Kecenderungan ini makin besar saat mahasiswa dari berbagai daerah 
bermukim di Kauman pada awal berdirinya Universitas Gadjah Mada 
(UGM) pada 1949. 

Ketika itu, UGM masih memakai bangunan milik keraton. 
Mahasiswa perantauan banyak yang tinggal di Kauman. Warga muda 
Kauman juga tak sedikit yang kuliah di UGM. Iklim pendidikan ini berim- 
bas pada perkembangan Kauman. Warga yang menganut Muhammadiyah 
jadi melek politik. “Setiap kali ada aktivitas politik, warga Kauman selalu 
memperhatikan peran Muhammadiyah,” ujar Adaby. 

Selanjutnya, jabatan ketib mulai lenyap. Namun langgar sebagai 
sarana ibadah dan pendidikan tetap berjalan. Kedudukan ketib sebagai 
ulama digantikan warga Kauman yang juga pengurus Muhammadiyah. 
“Merekalah yang kemudian menjadi panutan masyarakat,” kata Adaby. 
Menurut penulis buku Sejarah Kauman ini, peran itu berlanjut hingga 
sekarang. “Gerakan politik warga Muhammadiyah selalu menggunakan 
jaringan ini,” katanya. 

Tak mengherankan bila saat pemilihan presiden putaran kedua 
lalu, warga Kauman bingung menentukan pilihan. Meski begitu, bukan tak 
ada yang memilih pasangan lain. Di Kauman, suara SBY-JK mengungguli 
Mega-Hasyim. Umumnya suara untuk pasangan ini berasal dari warga 
pendatang. “Putaran pertama saya milih Amien, tapi sekarang nyoblos 
SBY,” kata seorang warga Kauman asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 

SBY ia nilai lebih baik dibandingkan dengan calon lainnya. Sedangkan 
warga asli Kauman kebanyakan golput karena merasa tak ada calon dari warga 
Muhammadiyah. “Orang Kauman dari dulu cenderung memilih partai atau 
sosok berbau Muhammadiyah,” ujar Adaby. 

Menurut Ketua Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya UGM, itu, 
sejak pemilu pertama, 1955, seluruh warga Kauman memilih Masyumi 
yang dianggap sebagai representasi Muhammadiyah. Pemilu berikutnya, 
1971, giliran Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) —pengganti Masyumi— 
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yang dipilih. “Suaranya juga seratus persen,” kata Adaby, yang juga warga 
Kauman. 

Hal berbeda terjadi pada Pemilu 1978. Suara Kauman saat itu ter- 
pecah. Perkiraannya, 755 ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan 
sisanya nyemplung ke Golongan Karya (Golkar). “Ini disebabkan tekanan 
pemerintah terhadap pegawai negeri,” kata Adaby. Saat reformasi bergulir, 
mayoritas suara Kauman masuk ke PAN. Saat itu, Amien Rais, mantan 
Ketua PP Muhammadiyah, menjadi ketua umumnya. 

Hanya sedikit suara Kauman yang lari ke partai lain, meski di 
dalamnya juga terdapat orang Muhammadiyah, seperti PPP, Partai Bulan 
Bintang, dan Partai Keadilan (sekarang Partai Keadilan Sejahtera). Tak 
mengherankan jika dalam putaran terakhir, sebagian besar warga, baik 
yang sudah sepuh maupun pemilih awal, memilih golput. 
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PESANTREN SIPIROK 


Makmum Pilihan Pusat 


Rosul Sihotang (Medan) dan Rohmat Haryadi 


Pasangan Amien-Siswono menang hingga 8596 pada putaran pertama. 


Setelah itu, SBY-Kalla yang menang. 


Ba Dg 


NAMANYA Pondok Pesantren KH Ahmad Dahlan. Menilik 
namanya, gampang diduga, pesantren ini berkiblat ke Muhammadiyah. 


Padepokan ini terletak di Kampung Setia, Sipirok, Tapanuli Selatan. 
Muridnya 415 orang, diasuh 45 guru. Pesantren ini berdiri di atas lahan 8 
hektare. Sayang, sebagian bangunan tidak digunakan hingga telantar. 
Temboknya kusam memudar. Sebagian atapnya nyaris roboh. Meja-kursi 
di ruang kelas tampak tua dan lapuk. 

Masa kejayaan pesantren ini memang telah lewat. Pada 1980-an, 


HAJATAN DEMOKRASI 107 


Pe Ri 


Sae Ce) PRO-DEMOKRASI 


murid yang mondok mencapai 800 orang lebih. Ketika itu, orangtua santri 
seperti berlomba-lomba menitipkan anaknya ke Pesantren Ahmad Dahlan. 
Meski demikian, Direktur Pesantren, M. Damrin Hasibuan, LC, 37 tahun, 
tak berkecil hati. “Sekarang banyak saingan. Tapi untuk Sipirok, kami 
masih terbaik,” katanya. Kini Ahmad Dahlan memiliki 415 santri, yang di- 
bina 45 staf pengajar. 

Damrin Hasibuan adalah lulusan Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam 
dan Arab, Jakarta. Ia juga alumnus Pesantren Ahmad Dahlan. Sebentar lagi ia 
diganti karena terpilih menjadi anggota DPRD Tapanuli Selatan periode 2004- 
2009 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). “Pimpinan pesantren tak 
dibenarkan terlibat partai politik, karena pesantren ini milik organisasi 
Muhammadiyah,” kata Damrin. 

Sebagai pesantren milik organisasi “matahari bersinar”, Ahmad 
Dahlan menjadi lahan subur bagi berkembangnya Partai Amanat Nasional 
(PAN). Pada Pemilihan Umum 1999, PAN menjadi juara. Sebelumnya, 
selama tiga kali pemilihan umum di era Orde Baru, kampiunnya adalah 
Partai Persatuan Pembangunan (PPP). “PPP kami anggap sebagai wakil 
suara Islam,” ujar Damrin. Pada 2004, PAN menang untuk pemilihan le- 
gislatif tingkat provinsi dan pusat. Untuk tingkat kabupaten, PKS jadi 
juara pertama. 

Perolehan suara partai politik itu senapas dengan aspirasi warga 
pesantren terhadap calon presidennya. “Sikap politik kami adalah cerminan 
kebijakan pusat,” katanya. Dalam pemilihan umum, Muhammadiyah pusat 
mendukung Amien Rais. “Sebagai orang Muhammadiyah, kami ikut keputusan 
organisasi,” ia menambahkan. 

Sikap itu terlihat dalam perolehan suara. Pada pemilihan presiden 
putaran pertama, Amien-Siswono mendapat 854 suara. Setelah Amien gagal 
melaju ke babak kedua, sebagian besar warga pesantren mengalihkan suara 
ke SBY-Kalla. Duet ini mendapat 754. 

Pilihan terhadap SBY-Kalla ini sama dengan sikap PKS, partai pi- 
lihan Damrin Hasibuan. 
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PESANTREN Ahmad Dahlan berdiri pada 1962, untuk menjalankan amanat 
Musyawarah Tabligh Muhammadiyah di Bandung, 1961. Kala itu, setiap daerah 
direkomendasikan memiliki pesantren. Kabupaten Tapanuli Selatan menjadi perhatian 
karena warga Muhammadiyahnya terbilang banyak. Mereka adalah keturunan para 
pemuda Tapanuli Selatan yang pada 1920-an nyantri ke Pesantren Thawalib, 
Padangpanjang, Sumatera Barat. Thawalib dikenal sebagai pesantren Wahabiyah yang 
seide dengan Muhammadiyah. 

Maka, didirikanlah pesantren di Sipirok. Wilayah ini berbatasan langsung den- 
gan Tapanuli Utara, yang mayoritas beragama Kristen. Dalam sejarah, Sipirok merupakan 
pertahanan terakhir Islam dari serbuan penjajah Belanda di utara dengan misi zend- 
ingnya. Hingga kini, penduduk Sipirok mayoritas beragama Islam. 

Perkembangan Ahmad Dahlan tersendat hingga pertengahan 1970-an. 
Kondisi itu menggugah Kolonel (purnawirawan) Amiruddin Siregar, putra Sipirok, di 
Jakarta. Di Angkatan Darat, Amiruddin dikenal sebagai ustad, bahkan sebagai pengurus 
Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan. Pernah menjadi Ketua Pengurus Wilayah 
Muhammadiyah DKI Jakarta. 


Amiruddin disokong para perantau Tapanuli Selatan di Jakarta dan pengurus 


pusat Muhammadiyah. Baginda Syarif, Bupati Tapanuli Selatan, meletakkan batu perta- 
ma pembangunan Ahmad Dahlan, 15 Juli 1978. Sejak itu, Amiruddin mengomandani 
Ahmad Dahlan. Pesantren ini berkembang pesat dan berjaya pada 1980-an. Amiruddin 


meninggal tahun 2000. Damrin Hasibuan, salah satu muridnya, menggantikannya. 
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GoNTOR 


Keluar dari 
Sekat Mazhab 


Lugman Hakim Arifin, dan Mujib Rahman (Surabaya) 


Demokrasi belum sepenuhnya diterapkan. Tapi sikap politik Gontor konsisten 


dan netral. Harmoko pernah dipaksa ganti baju. 
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KENANGAN ber-tajammu' sepuluh tahun silam itu berkelebat 
dalam diri Imam Ratrioso, 29 tahun. Kopi, rokok, cemilan, dan diskusi. 


“Ngangenin, pokoknya,” Imam mengenang. Meski di Pondok Modern 
“Darussalam” Gontor tajammu' adalah kegiatan “indisipliner”, hampir 
setiap malam, Imam —yang kini berprofesi sebagai psikolog— selalu ber- 
tajammu' bersama teman-temannya. 

Bagi Imam, tajammu' —artinya “berkumpul bersama”— tak sela- 
manya negatif. Acaranya juga bukan semata-mata makan dan minum 
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ramai-ramai, yang membuatnya dilarang di Gontor. Justru di tajammu- 
lah Imam, yang alumnus tahun 1995, merasa banyak belajar tentang arti 
kebebasan dan perbedaan. “Di tengah minimnya ruang demokrasi di 
Gontor, tajammu' adalah ruang yang paling mengasyikkan. Saya baru 
menyadarinya ketika sudah di luar,” ujar Imam. 

Selain tajammu', ruang lain yang memungkinkan santri belajar 
berdemokrasi adalah munagosyah dan muhadhoroh. Munagosyah 
(diskusi) diwajibkan untuk santri kelas V (setingkat SLTA kelas II), sedan- 
gkan muhadhoroh (latihan berpidato) diwajibkan untuk santri kelas I-IV 
(setingkat SLTP-SLTA kelas I). Di dua kegiatan itulah santri juga bisa 
bebas beradu pendapat dan argumentasi dalam tiga bahasa (Arab, Inggris, 
atau Indonesia). 

Di luar itu, Imam menggelengkan kepala. Sebab bisa dikatakan, 
hampir semua kegiatan santri di Gontor sesungguhnya sangat terkontrol. 
Demokrasi adalah hal yang tampak jauh di sini. Jaros atau bel, yang 
dentingannya terdengar hampir setiap jam ke seantero Gontor, adalah per- 
tanda penting betapa ketat dan disiplinnya kehidupan sehari-hari santri 
Gontor. Dari bangun tidur, masuk kelas, salat, olahraga, belajar bersama, 
hingga tidur lagi! 

Pendapat lebih keras disampaikan alumnus Gontor yang lain: 
Faisal Hag dan Anis Maftuhin. Menurut Faisal, jika ukuran demokrasi 
adalah kebebasan, partisipasi, dan keterbukaan, maka Gontor belum 
sepenuhnya melaksanakan demokrasi. “Yang ada justru budaya oligarki. 
Elite-elitenya saja yang main,” ucap Faisal. 

Faisal mencontohkan prosesi pemilihan Ketua OPPM (Organisasi 
Pelajar Pondok Modern), semacam OSIS-nya santri. Menurut alumnus 
1977 asal Palembang ini, pemilihan itu masih sangat ditentukan oleh 
“restu” pimpinan pondok (sebutan untuk kiai tertinggi di Gontor) dan 
bukannya suara santri sendiri —meskipun sudah ada pemilihannya. 
“Seharusnya itu diubah. Organisasi santri seharusnya bisa lebih 
demokratis,” Faisal menegaskan. 
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Bagi Anis Maftuhin, alumnus tahun 1996 asal Salatiga, “Tak ada 
demokrasi di Gontor. Yang ada hanyalah pembelajaran demokrasi”. 
Tajammu', munagosyah, dan muhadhorah, ia menambahkan, hanyalah 
saluran kecil untuk para santri belajar berdemokrasi. Karena selesai 
kegiatan itu, santri mesti kembali dihadapkan pada ketatnya waktu dan 
peraturan yang tak bisa ditawar-tawar lagi. 

Pimpinan Pondok Modern Gontor bukan tidak menyadari belum 
totalnya pelaksanaan demokrasi di Gontor ini. KH Imam Badri, salah seo- 
rang dari tiga pimpinan pondok, beralasan: “Demokrasi dalam alam pen- 
didikan sulitlah disamakan dengan demokrasi di alam bebas.” Sebabnya, 
santri masih belajar berdemokrasi dan sedang dalam pendidikan. 
Sehingga perlu dipandu dan diarahkan ke rel Al-OGuran dan sunah. 

Pendapat itu bukan tanpa eksperimen. Pada 1950-an hingga 
1960-an, santri Gontor ternyata pernah menerapkan “demokrasi liberal” 
dengan memilih langsung Ketua OPPM-nya. “Semuanya memilih. Anak- 
anak... berjejer, memasukkan suara ke kotak suara. Sore langsung diu- 
mumkan. Wah, rame...” kenang KH Hasan Abdullah Sahal, seorang pim- 
pinan pondok yang lain. 

Lalu, kenapa sekarang berubah? Jawab Ustad Hasan, demikian 
panggilan akrab KH Hasan Abdullah Sahal, “Karena disalahgunakan. 
Terjadi grup-grupan (antarsantri) dan itu merusak pendidikan.” 

Menurut Ustad Hasan, Gontor melaksanakan demokrasi dengan 
cara dan cirinya sendiri. “Kata “demokrasi itu “dicarai' Gontor dan “dicirii' 
Gontor. Cara-cara dan ciri-ciri demokrasi di Gontor tidak sama dengan 
yang ada di luar,” ia menjelaskan. 

Contohnya bagaimana Gontor menetapkan pimpinan pon- 
doknya. Jika di pondok pesantren lain posisi kiai sebagian besar bersifat 
keturunan, di Gontor, orang bukan keturunan pendiri pun bisa mendu- 
duki posisi pimpinan pondok. Syaratnya, asal dipilih dan disetujui oleh 
Badan Wakaf Pondok Modern “Darussalam” Gontor. KH Shoiman 
Lugmanul Hakim (almarhum) dan KH Imam Badri adalah dua pimpinan 


HAJATAN DEMOKRASI 113 


Pa 


1 Tea 3 


Pe Ri 


Sae Ce) PRO-DEMOKRASI 


pondok yang bukan keturunan pendiri. 

Badan Wakaf adalah majelis tertinggi di Gontor yang berdiri sejak 
pondok yang didirikan oleh Trimurti (KH Abdullah Sahal, KH Zainuddin 
Fannani, dan KH Imam Zarkasyi) ini diwakafkan kepada umat Islam pada 
1958. Tugas Badan Wakaf mirip MPR pada zaman Orde Baru. Salah satu- 
nya, memilih pimpinan pondok sekaligus meminta pertanggungjawaban- 
nya setiap lima tahun. “Pemilihan dilakukan dengan cara musyawarah 
mufakat,” kata Ustad Ma 'ruf C.H., seorang guru senior. 

Lain di santri, lain pula Gontor menyikapi demokrasi dari luar. 
Meski secara praktis dan teoretis “demokrasi” belum sepenuhnya diterap- 
kan. Sikap pondok yang dihuni 4.500 santri ini terhadap proses dan pelak- 
sanaan demokrasi di Indonesia sangat konsisten dan netral. Tak pernah 
ada cerita Gontor atau pimpinan pondoknya melarang santri dan gurunya 
untuk mengikuti pemilu. Atau sebaliknya, meminta santri dan gurunya 
memilih partai atau capres tertentu. 

Dalam Pemilu 2004, para santri dan guru bebas mempunyai pen- 
dapat dan pilihannya sendiri-sendiri. “Tidak ada instruksi atau wejangan 
khusus dari atas. Kami memilih sesuai hati nurani sendiri,” ujar Alwani, 24 
tahun, seorang guru di Gontor. Pada pilpres 20 September 2004, di Desa 
Gontor, SBY meraih 8496 (1.690 suara), sedangkan Megawati mendapat 
16X (333 suara). 

Gontor juga tidak pernah terlibat aktif dalam partai politik 
ataupun organisasi kemasyarakatan tertentu. “Sikap kami dari dulu tetap 
sama: netral!” KH Imam Badri menegaskan. “Godaan politik tentu saja 
ada, namun kami tak mau merusak citra yang sudah kami bangun puluhan 
tahun,” ia menambahkan. 

Berdiri sejak 1926, Gontor punya prinsip: “Berdiri di atas dan 
untuk semua golongan”. Artinya, dalam konteks sosial-politik-agama, 
Gontor tak mau terkotak-kotak pada satu mazhab, aliran, dalam Islam 
ataupun partai tertentu. “Di sini tak ada pemisahan Muhammadiyah, NU, 
atau yang lain. Apalagi partai tertentu,” ujar Imam Badri. 
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Akibatnya, bukan hal yang mengejutkan jika dalam pelaksanaan 
Pemilu 2004, situasi pondok yang telah melahirkan tokoh-tokoh penting 
negeri ini —sebut saja KH Idham Cholid, Nurcholish Madjid, Hasyim 
Muzadi, Emha Ainun Nadjib, Hidayat Nur Wahid, Abu Bakar Ba'asyir, dan 
Din Syamsuddin—ini berlangsung biasa-biasa saja. “Seperti nggak ada 
apa-apa,” kata Alwani, bujang asal Lampung itu. 

Sikap “berdiri di atas dan untuk semua golongan” pula yang 
menyebabkan Gontor sering dikunjungi tokoh-tokoh politik nasional. Tak 
terhitung berapa banyak. Tapi bisa dikatakan, hampir semua Presiden RI 
dan capres-capres pada Pemilu 2004 pernah datang ke Gontor. Syaratnya 
satu, ujar Imam Badri, yang bersangkutan harus melepas atribut politik 
partai atau organisasinya. 

Harmoko, mantan Menteri Penerangan RI, hampir pernah dila- 
rang masuk Gontor pada 1992 karena mengenakan baju batik bermotif 
lambang Golkar. Ketika sampai Ponorogo, Harmoko diinformasikan men- 
genakan baju Golkar kebesarannya. Pimpinan pondok yang tahu hal itu 
segera menghubungi pihak Harmoko, dan memberikan pilihan: melepas 
baju Golkar atau membatalkan saja kunjungan ke Gontor? Harmoko pun 
akhirnya mengganti baju “Golkar” kebesarannya. 
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Konsolidasi Demokrasi 
Muslim Indonesia 


Azyumardi Azra 


Guru besar dan Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 


Ba Da 


PEMILIHAN umum yang panjang dan melelahkan di 
Tanah Air sepanjang tujuh bulan pada 2004 berakhir sudah. 
Banyak pihak, baik di dalam maupun luar negeri, terkesima melihat 
pemilu yang berlangsung aman, damai, dan lancar. Tanpa setetes 
darah pun tertumpah. Pemilihan presiden putaran pertama dan 
kedua sangat istimewa karena merupakan pemilihan presiden lang- 
sung pertama di negara ini. Selain berlangsung aman-damai dan 
menghasilkan kepemimpinan nasional baru, Susilo Bambang 
Yudhoyono dan Jusuf Kalla, masih terdapat sejumlah perkem- 
bangan transformatif yang patut mendapat perhatian. 

Pengalaman Indonesia dengan demokrasi yang lebih ge- 
nuine dan otentik bisa dipastikan telah memasuki tahapan baru: 
tahap konsolidasi yang lebih menjanjikan. Sejak 1998, bibit 
demokrasi telah berkecambah sangat cepat di Tanah Air. Sebagian 
orang menyebutnya “kebablasan”. Bahkan banyak yang mence- 
maskan munculnya gejala mobokrasi dan oligarki politik. Ternyata 
kecemasan itu tidak terbukti. Sebaliknya, melalui Pemilu 2004 — 
baik pemilihan legislatif maupun presiden— demokrasi kelihatan 
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lebih terkonsolidasi sehingga hampir menjadi “the only game in town”, 
“satu-satunya mainan di negeri ini”. 


Kekeliruan Jebakan Demokrasi 

SELESAINYA pemilu dan terbentuknya pemerintahan baru men- 
gantarkan Indonesia pada transisi menuju demokrasi yang lebih genuine 
dan otentik. Tahun 1998, negara ini masih negara otokratis di bawah 
Presiden Soeharto. Ketika liberalisasi politik dan sistem multipartai diperke- 
nalkan Presiden B.J. Habibie, pengganti Soeharto sejak Mei 1998, harapan 
bagi transisi damai menuju demokrasi sempat memudar ketika usai Pemilu 
1999 fragmentasi dan konflik elite politik terus berlanjut. Situasi politik 
penuh gejolak. Puncaknya pada pemecatan Presiden Abdurrahman Wahid 
(2001), yang digantikan Presiden Megawati Soekarnoputri. Meski pemerin- 
tahannya banyak dikritik, sukses Pemilu 2004 merupakan prestasi terbesar 
Megawati dalam konsolidasi demokrasi. 

Pemilu lancar, aman, dan damai menunjukkan bahwa Indonesia 
—sebagai negeri muslim terbesar di dunia— merupakan negara di mana 
Islam sungguh-sungguh kompatibel dengan demokrasi. Indonesia bukan- 
lah negara Islam: dan Islam bukan agama resmi negara. Sejak merdeka 
tahun 1945, Indonesia telah mengadopsi demokrasi. Tetapi yang berlaku 
adalah semacam “guasi-demokrasi”: Demokrasi Terpimpin masa Presiden 
Soekarno dan Demokrasi Pancasila masa Presiden Soeharto. Karena itu, 
warga Indonesia memiliki pengetahuan dan pengalaman terbatas menge- 
nai demokrasi yang genuine dan otentik. 

Itulah sebabnya, dalam pengalaman Indonesia berdemokrasi 
pada masa reformasi, muncul berbagai tanda yang seolah-olah mencer- 
minkan breakdown of democracy. Bahkan sebagian masyarakat berang- 
gapan, yang berkembang bukanlah demokrasi, melainkan “demo-crazy” 
alias demokrasi kebablasan yang sering berujung konflik, kekerasan, dan 
anarki. Karena itu, “mengetahui” dan “mengalami” demokrasi yang 
sesungguhnya menjadi sangat penting agar ekses-ekses yang mengaki- 
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batkan breakdown of democracy dapat dicegah. 

Keberhasilan Indonesia dalam pemilu telah membungkam mere- 
ka yang skeptis, yang keliru menganggap bahwa demokrasi tidak bisa tum- 
buh dan berakar kuat di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim. 
Sekarang jelas, pandangan yang merupakan sweeping generalization 
tersebut keliru dan menyesatkan. Indonesia menunjukkan kompatibilitas 
Islam dengan demokrasi. Seperti pernah disimpulkan Freedom House 
(2002), Islam tidaklah secara inheren tidak sesuai (incompatible) dengan 
demokrasi. Adanya kesan ketidaksesuaian antara Islam dan demokrasi 
muncul tidak lain karena pemahaman literal atas ayat-ayat tertentu Al- 
Ouran atau karena hanya mengambil aspek tertentu Islam dan 
mengabaikan yang lain. 

Lagi pula, kegagalan sementara negara-negara muslim dalam 
pengalaman demokrasi disebabkan sejumlah faktor internal dan eksternal 
yang menghambat pertumbuhan demokrasi. Di antara faktor terpenting 
adalah: tradisi politik otokratik, kondisi ekonomi yang buruk, keterbe- 
lakangan pendidikan, kurangnya modal sosial, dan tidak kurang penting 
adalah dukungan sementara negara Barat atas rezim-rezim otokratik, 
otoriter, dan diktatorial. Yang terakhir ini menimbulkan alineasi dan keti- 
dakpercayaan masyarakat muslim terhadap demokrasi. 

Lebih jauh, pengalaman demokrasi di Indonesia menunjukkan 
kekeliruan teori “jebakan demokrasi” yang dipegangi sejumlah ahli politik 
Barat. Menurut teori ini, pembukaan demokrasi di negeri-negeri muslim 
hanya akan menghasilkan kemunculan kekuasaan kaum Islamis —jika tidak 
fundamentalis. Demokrasi menjadi sarana bagi kekuasaan kaum Islamis. 
Dalam kerangka ini, rezim Aljazair yang didukung negara-negara Barat ter- 
tentu membatalkan hasil pemilu ketika partai Islam (FIS) kelihatan akan 
menang. Tindakan ini, sekali lagi, membuat para pendukung demokrasi di 
negara-negara muslim teralienasi. Sikap standar ganda kalangan Barat 
seperti ini menimbulkan kekecewaan mendalam di kalangan muslim yang 
ingin menyaksikan demokrasi sebagai the only game in town. 
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Teori “jebakan demokrasi” terbukti keliru dalam pengalaman 
Indonesia. Sejak liberalisasi politik 1998, parpol-parpol yang berasaskan 
Islam bebas berdiri dan ikut dalam pemilu (1999 dan 2004). Mereka 
ramai-ramai tidak mengadopsi Pancasila yang sempat menjadi satu-satun- 
ya asas pada masa Soeharto. Tetapi parpol-parpol Islam tersebut gagal 
meraih suara terbanyak dalam kedua pemilu, yang menang secara 
bergantian adalah parpol non-religious oriented seperti PDI Perjuangan 
dan Golkar, yang dipandang banyak pendukungnya —termasuk sebagian 
besar di antaranya adalah kaum muslim— cukup representatif dan 
“Islamic enough”. 


Transformasi Politik Islam 

Sejauh menyangkut Islam, Pemilu 2004 memunculkan berbagai 
perkembangan politik transformatif yang menarik. Transformasi politik 
itu, pada hemat saya, memiliki dampak signifikan bagi perkembangan 
politik umumnya di Tanah Air, masa kini dan mendatang. 

Contohnya, Islam dan isu-isu keislaman seperti penegakan syari- 
ah tidak lagi menjadi isu sentral sepanjang pemilu. Memang masih ada 
soal gender —bahwa perempuan tidak boleh menjadi presiden— yang sem- 
pat mencuat, tetapi isu ini gagal menjadi wacana publik yang menentukan 
jalannya politik dan pemilu. Juga ada rumor berbau agama yang 
mendiskreditkan SBY. Tetapi isu agama juga tidak mampu mempengaruhi 
sikap para pemilih. Sebagian besar pemilih tetap memberikan suaranya 
kepada pasangan SBY-JK. 

Sebaliknya, isu yang muncul lebih banyak berkenaan dengan, 
misalnya, perbaikan ekonomi, pemberantasan KKN, penciptaan pemerin- 
tahan yang baik, penguatan kembali negara-bangsa Indonesia, dan penan- 
ganan dekadensi moral. Tema-tema inilah yang menjadi salah satu faktor 
penting keberhasilan Partai Keadilan Sejahtera dalam meningkatkan per- 
olehan suaranya secara signifikan dalam pemilu legislatif 2004, dan secara 
sangat simbolik berhasil menjadi peraih suara terbanyak di wilayah ibu 


HAJATAN DEMOKRASI 119 


FTERER 
Kan &) 


See Ken) KOLOM 


kota negara, DKI Jakarta. 

Lebih jauh, pemilihan presiden langsung secara substansial juga 
telah mentransformasikan politik Indonesia. Di antara yang terpenting, 
pertama, adalah merosotnya otoritas parpol atas para anggotanya, apalagi 
massa rakyat untuk memilih pasangan jagoan presiden atau wakilnya yang 
mereka dukung. Bahkan “Koalisi Kebangsaan”, yang didukung partai 
pemenang pemilu seperti Golkar, PDI Perjuangan, PPP, PDS, dan PBR, 
gagal membendung momentum pasangan SBY-JK yang mengandalkan 
“Koalisi Kerakyatan”. 

Kedua, memudarnya otoritas dan karisma ulama. Ini terlihat 
dalam kasus KH Hasyim Muzadi, calon wakil presiden pilihan Megawati, 
yang tidak berhasil banyak dalam menggaet massa NU maupun PKB untuk 
memilih pasangan mereka. Massa NU, yang selama ini dipandang sangat 
taklid dan sami'na wa atha'na saja kepada kiainya, kini memilih sesuai 
kemauan mereka sendiri. Ledakan informasi —khususnya melalui TV— 
dan urbanisasi, pada hemat saya, merupakan faktor-faktor terpenting 
perubahan sikap para pemilih di lingkungan nahdliyyin. 

Ketiga, semakin memudarnya “politik aliran”. Pemilihan SBY-JK 
oleh “Koalisi Kerakyatan” yang lintas agama dan lintas aliran menun- 
jukkan semakin merosotnya pembelahan politik Indonesia berdasarkan 
aliran “santri” dan “abangan” sebagaimana pertama kali dirumuskan 
antropolog Amerika, Clifford Geertz, dalam buku klasiknya, Religion of 
Java. Kemerosotan “politik aliran” tentu saja tidak sepenuhnya baru kare- 
na sudah terlihat tanda-tandanya sejak dasawarsa terakhir pemerintahan 
Soeharto. Terpilihnya SBY-JK merupakan titik puncak pelumeran batas- 
batas politik berdasarkan aliran atau kategori keagamaan. 


Penguatan Moderat 

Pemilihan presiden putaran kedua berlangsung di bawah bayang- 
bayang dampak pengeboman 9 September 2004 di depan Kedutaan Besar 
Australia, Kuningan, Jakarta. Aksi itu sempat diasumsikan akan meng- 
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ganggu pemilihan umum. Tapi kekhawatiran itu tidak terbukti. Situasi 
pasca-bom Kuningan justru memperkuat keteguhan hati kaum moderat 
muslim Indonesia menghadapi radikalisme dan terorisme. Sikap defensif 
dan apologetik sudah ditinggalkan. Kutukan makin keras ditujukan pada 
pelaku pengeboman. 

Penyelidikan polisi yang menyebut actor intellectualis pengebo- 
man adalah Dr. Azahari dan Noor Din Mohd. Top, warga Malaysia, lebih 
menunjukkan gejala imported terrorism daripada home-grown terrorism. 
Terorisme yang dibawa orang asing ini mendapatkan mangsa dalam diri 
anak-anak muda yang mengalami cuci otak untuk disesatkan dan diindok- 
trinasi. Kenyataan ini mencerminkan bahwa muslimin Indonesia umum- 
nya tetap moderat dan toleran. 

Mencermati perkembangan tersebut, terdapat alasan cukup kuat 
bagi masyarakat Indonesia untuk lebih optimistis menyongsong 
kepemimpinan nasional baru. Optimisme yang disertai banyak ekspektasi 
kepada duet SBY-JK sepatutnyalah direspons keduanya sebaik-baiknya 
dengan membentuk good governance. Jika hal itu diwujudkan, keduanya 
berarti mampu memelihara amanah rakyat menuju Indonesia yang lebih 
baik dan jaya. Wallahu a'lam bish-shawab. 
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Kontra-Presiden Perempuan IE 


PASURUAN: BESUK DAN SIDOGIRI 


Panutan Penunjuk Suara 


Kholis Bahtiar Bakri, 


dan Taufan Luko Bahana (Surabaya) 


Sikap politik dua pesantren terkemuka di Pasuruan ditunjukkan secara 


berbeda. Kiai tak pernah mengintervensi pilihan santri. 


Ba Dg 


KOPIAH dan sarung mewarnai suasana pemilihan umum presi- 
den pada 20 September 2004 di kompleks Pesantren Sidogiri, Pasuruan, 
Jawa Timur. Kegiatan belajar diliburkan, karena sebagian santri terlibat 
dalam panitia pemungutan suara. Mulai pagi, mereka tumpah ruah di tem- 
pat pemungutan suara (TPS). Tak terlihat wajah bingung untuk menen- 
tukan siapa calon presiden yang akan dipilih. “Pokoknya, laki-laki,” kata 
Abdul Aziz, yang sudah empat tahun nyantri. 

Sikap ini ternyata merupakan pendirian sebagian besar santri dan 
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warga sekitar pondok. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla 
(SBY-Kalla) menang telak di 20 TPS, mengantongi 4.924 suara. Mega- 
Hasyim cuma mendapat 380 suara. “Tidak ada tausiah dari pengasuh pon- 
dok,” ujar Abdul Aziz. Yang dimaksud adalah KH Abdul Alim, 60 tahun, 
rais majelis keluarga, lembaga pengelola Sidogiri. 

Kiai sepuh ini memilih diam, tak mau berkomentar soal politik. 
Berbeda dengan KH A. Nawawie Abdul Djalil dan KH Abdul Karim 
Thoyyib, yang terang-terangan mendukung Mega-Hasyim. Kedua ulama 
ini termasuk dalam tujuh anggota majelis keluarga. Dalam peringatan Isra 
Mi'raj, 18 September 2004, meski tak secara tegas berkampanye dan 
menyatakan dukungan, Kiai Nawawie membagi-bagikan almanak dan 
kaus bergambar Mega-Hasyim. 

Langkah mereka tak membuat Kiai Alim ikut-ikutan. Ia tak per- 
nah mengarahkan santri berpihak ke salah satu calon presiden. Sikap diam 
ini kemudian ditafsirkan Abdul Aziz dan sebagian besar santri sebagai 
kebebasan. “Tidak ada larangan memilih SBY-Kalla,” kata santri asal 
Madura itu. 

Sejak awal, Kiai Alim bersikap netral. Beberapa calon presiden 
dan wakil presiden yang pernah sowan ke Sidogiri tak pernah disambut di 
lingkungan dalam pondok. “Para santri dilarang ikut terlibat,” ujar KH 
Asykuri Darusman, sekretaris umum pondok. Sesuai aturan, santri hanya 
diperbolehkan keluar pondok saat pagi hari untuk berbelanja di pasar 
hingga pukul 10.00 WIB. 

Sekitar 12 kilometer dari Sidogiri, di Besuk, berdiri Pesantren 
Raudhatul Ulum. Pesantren ini, dalam hal politik, memilih untuk bersikap 
terbuka. Ini bisa dilihat pada peristiwa awal Juni 2004. Saat itu, puluhan kiai 
berkumpul memberikan tausiah yang mengharamkan presiden wanita. 
Acara bertajuk “Bahtsul Masail” ini, menurut KH Muhammad Subadar (lahir 
1941), pengasuh Pondok Besuk, diikuti utusan 25 pondok pesantren se-Jawa 
Timur, kebanyakan ustad. Yang punya gawe adalah Rabithah Maahid al- 
Islamiy (RMI) dan pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Pasuruan. 
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Namun acara tingkat kabupaten itu bergaung luas. Sebab acara 
itu juga dihadiri para kiai sepuh, antara lain KH Abdullah Fagih (Langitan, 
Tuban), KH Chotib Umar (Jember), KH Anwar Iskandar (Lirboyo, Kediri), 
KH Sholeh Kosim (Sidoarjo), KH Lutfi Abdul Hadi (Malang), dan KH 
Hamid Abdul Manan (Madura). 

Hajat itu sepertinya sengaja diatur, menjelang pemilihan umum 
tahap pertama. Maklum, KH Subadar adalah pendukung setia pasangan 
Wiranto-Salahudin Wahid. Diamini pula oleh banyak kiai terkemuka. Gus 
Solah —begitu sebutan populer Salahudin Wahid— dipilih ketimbang KH 
Hasyim Muzadi, meski sama-sama pengurus PBNU. 

Tapi, menurut Subadar, kegiatan itu tak ada kaitan dengan poli- 
tik. “Ini murni soal hukum agama,” katanya. Tentu saja Megawati, calon 
presiden dari PDI Perjuangan, dirugikan. Suara untuk Mega jeblok, 
khususnya di Jawa Timur, meski sudah bergandengan dengan KH Hasyim 
Muzadi, Ketua Umum PBNU. 

Acara yang dimulai pukul 09.00 WIB itu berlangsung maraton 
dan langsung menelurkan keputusan di penghujung acara, sore harinya. 
“Tapi keputusan ini hanya seruan moral,” ujar Subadar. Sebab, jika rakyat 
Indonesia ternyata memilih presiden perempuan, para kiai tak ikut 
menanggung dosa. 

Tak hanya fatwa, para kiai itu mengumumkan dukungannya ter- 
hadap Wiranto-Gus Solah. Juga menelurkan rekomendasi yang dibacakan 
KH Anwar Iskandar. Isinya, antara lain, seruan itu harus dipatuhi oleh 
jajaran pengurus PKB dan anggotanya. 

Untuk menggodok keputusan, mereka menghadirkan puluhan 
kitab kuning sebagai rujukan. Antara lain Ahkamul Gur'an karya Ibnu 
Arabi. Tak ada perdebatan. Kecuali untuk kasus wanita menjadi hakim. 
Forum memutuskan haram, dengan pengecualian pendapat Imam Hanafi 
dan At-Thabarani yang membolehkan wanita menjadi hakim. Untuk presi- 
den atau khalifah, sepakat diharamkan. Para ulama besar seperti Hanafi, 
Syafi'i, Maliki, dan Hambali tak berselisih paham. Ada yang menghalalkan, 
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dari khawarij —kelompok yang dianggap sudah keluar dari Islam. 

Menurut Subadar, dalil hukum dalam fatwa itu adalah hadis 
riwayat Imam Bukhari “Lan yufliha gaumun, wallau amrahum imraatan 
(Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada 
perempuan)”. Dipertegas dalam Al-Ouran, “arrijaalu gawwamuuna alan- 
nisa (laki-laki lebih kuat daripada wanita)”. 

Tapi, menurut KH Nawawie, koleganya dari Sidogiri yang pen- 
dukung Mega-Hasyim tadi, dalil itu tak tepat dipakai. “Cocok untuk pemil- 
ihan pemimpin negara Islam,” katanya. Indonesia, meskipun berpen- 
duduk mayoritas muslim, tak menganut sistem hukum Islam. Selain itu, 
kata Nawawie, presiden tak bertugas membuat undang-undang, cuma 
menjalankannya. Ada DPR yang merumuskan dan menetapkanya. Jadi, 
presiden tidak harus laki-laki. 

Perbedaan pendapat itu bisa jadi berkah. Begitulah yang dianut KH 
Nawawie, meskipun harus berseberangan dengan rais majelis keluarga, KH 
Abdul Alim. Mereka tetap kompak untuk urusan pondok. Majelis keluarga 
yang berjumlah tujuh kiai tak pecah karena urusan politik. Rupanya pondok 
menganut sebagaimana khitah NU, tak mau terlibat politik praktis. 

Sikap netral sudah ditegaskan sejak Pemilihan Umum 1982. Tak 
mengherankan, pernah dituding sebagai faksi golput. Sebelumnya sempat 
bergabung dengan Partai NU pada 1972. Pada pemilu lima tahun berikut- 
nya beralih ke partai Ka'bah, simbol Partai Persatuan Pembangunan 
(PPP). Sejak itulah, menurut KH Mahmud Ali Zain, pengurus harian pon- 
dok, pemerintah tak pernah memberikan bantuan. Terakhir, sebanyak Rp 
144 juta, diberikan KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur saat menjabat 
sebagai presiden. “Untuk beasiswa santri,” kata Mahmud. 

Keberpihakan pondok baru terlihat hanya saat KH Mahmud Ali 
Zain dicalonkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Jawa 
Timur untuk periode 2004-2009. Surat dukungan diteken tujuh kiai 
anggota majelis keluarga. “Dua kali pondok mengeluarkan tausiah untuk 
mendukung saya,” tutur Mahmud. Tak hanya untuk santri, juga wali 
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santri, alumni, dan masyarakat sekitar. Tak mengherankan, ia mengan- 
tongi 2 juta pemilih. Rekor suara terbanyak. Namun netralitas tetap dijaga 
untuk partai politik dan calon presiden. 

Kematangan pondok ini, antara lain, karena faktor usia dan para 
pengelolanya. Pondok ini didirikan oleh seorang pemuda perantau dari 
Cirebon, Jawa Barat, 226 tahun silam. Ia pertama kali menginjakkan kaki 
di tanah Sidogiri. Namanya Sulaiman, keturunan Syarif Hidayatullah alias 
Sunan Gunung Jati dari garis ibu. 

Alkisah, selama 40 hari Sayyid Sulaiman bertarung melawan jin 
dan setan yang menunggui kawasan itu. Ditemani seorang santrinya, 
Aminulloh, asal Pulau Bawean, Sulaiman menaklukkan makhluk gaib itu. 
Kemudian mereka mendirikan sebuah pondok bernama Sidogiri. 

Ada dua versi tentang tahun sejarah berdirinya. Dalam suatu catatan 
yang ditulis oleh KH Noerhasan Nawawie, KH Cholil Nawawie, dan KH 
Sa'doelah Nawawie, tertanggal 29 Oktober 1963, Sidogiri berdiri pada 1718 
alias berusia 286 tahun saat ini. Tapi dalam surat KH Sa'doelah Nawawie 
pada 1971 disebutkan, saat itu pondok sudah berusia 226 tahun. Artinya, 
Sidogiri didirikan pada 1745. Versi terakhir itulah yang hingga kini dipakai. 

Kepemimpinan pondok saat ini dipegang oleh tujuh cucu KH 
Nawawie bin Noerhasan. Mereka diwadahi dalam majelis keluarga yang 
merupakan kekuasaan tertinggi. Ketuanya adalah KH Abdul Alim bin Abd. 
Djalil, keturunan ke-11 Mbah Sayyid Sulaiman. 

Di bawah majelis keluarga, ada pengurus harian yang melak- 
sanakan tugas-tugas harian pesantren. Merekalah yang mengurus sekitar 
5.000 santri putra dan 3.500 putri. Jabatan ini ditunjuk majelis keluarga 
dan tiap tahun memberikan laporan pertanggungjawaban. Pengelola 
pesantren semuanya punya pertalian keluarga. “Tapi kami tetap profesio- 
nal dan mementingkan musyawarah,” kata Mahmud Ali Zain. 

Kepemimpinan kolektif tak dianut Pesantren Raudhatul Ulum, 
Besuk. Saat ini, pondok dipimpin oleh KH Muhammad Subadar, 63 tahun. 
Generasi kelima sejak didirikan oleh KH Ali Murthadho pada 1881. 
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Kawasan Besuk mulanya hutan belantara. Setelah KH Ali mangkat, pada 
1921 digantikan oleh menantunya, KH Subadar —ayah KH Muhammad 
Subadar— hingga 1942. 

Pesantren mulai berubah sejak 1960, setelah didirikan madrasah 
ibtidaiyah. Materi pelajaran bertambah. Tak hanya ilmu agama yang diajarkan, 
juga ilmu alam. Kemudian berkembang dengan didirikan sekolah mw'alimin 
setara dengan SMP dan SMU. Jumlah santrinya, 840 putra dan 1.130 putri. 

Ketokohan Subadar dalam politik nasional mencuat ketika 
Presiden Gus Dur dilengserkan dalam Sidang Istimewa MPR. Ia termasuk 
kiai yang menggagas soal bughat. Dalam literatur Islam, bughat berarti 
tindakan melawan pemerintahan yang sah. Tindakan MPR itu dinilai seba- 
gai bughat. Tapi, ketika Megawati menggantikan Gus Dur sebagai presi- 
den, ia pun melarang untuk menjatuhkan Mega. “Saya bukan plin-plan, 
hanya menyerukan kebenaran, “ ujar ayah delapan anak itu. 

Langkah politiknya kembali diperbincangkan saat ia jadi pengga- 
gas pertemuan para kiai yang akhirnya memunculkan fatwa haramnya 
presiden perempuan. Menurut Mas'uddin, santri asal Tulungagung yang 
jadi kepala tata usaha pondok, fatwa itu jadi perbincangan hangat di kalan- 
gan santri. Tapi mereka tahu hanya dari koran dan televisi. “Kami tak per- 
nah mendapat tausiah langsung dari Kiai Subadar,” kata santri yang sudah 
delapan tahun mondok itu. 

Pilihan politik santri tak pernah dicampuri para pengurus pon- 
dok. “Kami tahu artinya demokrasi,” ujar Subadar. Dalam kehidupan 
sehari-hari, praktek demokrasi kecil-kecilan sudah diterapkan, misalnya 
dalam pemilihan ketua kelas dan organisasi intra-madrasah. 

Tapi sikap kiai tentu dijadikan rujukan. Tak hanya santri, juga 
warga sekitarnya. Contohnya, bagi Sofyan, tukang becak yang biasa mangkal 
di dekat pondok, apa yang dikatakan kiai adalah ilmu dan wajib ditaati. 
“Masak kiai ngajak kepada kemungkaran,” katanya. Dan, dari santri yang 
berjumlah 1.870 orang, cuma 20 orang yang memilih Mega-Hasyim dalam 
pemilu putaran terakhir. Inilah bukti bahwa restu kiai begitu mujarab. 
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LANGITAN TUBAN 


Suara Langit 
Tutupi Mega 


Kholis Bahtiar Bakri, dan Mujib Rahman (Surabaya) 


Pesantren Langitan termasuk basis penentang perempuan jadi presiden. 
Perseteruan para kiai Nahdlatul Ulama makin runcing. SBY-Kalla mendapat 


limpahan suara. 


Ba Dg 


SAKIT tak menghalangi KH Abdullah Fagih untuk menunaikan hak 
politiknya pada pemilihan umum September 2004. Dengan berkursi roda, 


didorong seorang pembantunya, pengasuh Pesantren Langitan, Tuban, Jawa 
Timur, itu pagi-pagi sudah keluar dari rumah menuju tempat pemungutan 
suara (TPS) O1, sekitar 50 meter dari kediamannya. Ia beranjak dari kursi 
roda dan berjalan sendiri dengan bantuan tongkat menuju bilik suara. 

Tak sepatah kata pun terucap dari Kiai Fagih. Usai mencoblos, ia 
langsung kembali ke rumahnya. Namun para santri sudah mafhum siapa 
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yang dipilihnya. Sikap politik kiai sudah tersiar jauh-jauh hari. Hasilnya pun 
bisa ditebak. Suara untuk pasangan Mega-Hasyim jeblok di sekitar pesantren. 

Dari 13 TPS di kompleks Pesantren Langitan, suara untuk Susilo 
Bambang Yudhoyono mencapai 2.626. Mega cuma kebagian 109 suara. 
Pada pemilu sebelumnya, pasangan Wiranto-Gus Solah yang unggul. 
Calon lain cuma meraih tiga suara. Malah, untuk pasangan Amien- 
Siswono, tak ada satu pun yang nyoblos. 

Sikap politik Kiai Fagih ini memang dinanti. Pilihannya akan di- 
ikuti oleh sebagian warga Nahdlatul Ulama (NU). Tak mengherankan, men- 
jelang pemilihan umum presiden tahap pertama, Juli 2004, para kandidat 
sibuk menyambangi rumah Kiai Fagih. Wiranto dan Amien Rais datang ke 
rumah. Ketika ia terbaring sakit di Rumah Sakit Umum Dokter Soetomo, 
Surabaya, Megawati dan Akbar Tandjung pun sempat menengoknya. 

Restu Kiai Fagih begitu diperebutkan. Ulama karismatik yang dike- 
nal sebagai kiai khos ini selalu jadi rujukan, bukan hanya urusan agama, juga 
politik. Ketika KH Abdurrahman Wahid berniat mencalonkan diri sebagai 
presiden pada 1999, restu Kiai Fagih yang pertama kali diminta. 
Keputusannya sering disebut Gus Dur —begitu Ketua Dewan Syuro Partai 
Kebangkitan Bangsa (PKB) ini biasa dipanggil— sebagai suara dari langit. 

Pada saat menggelar jumpa pers di kantor PBNU, Jalan Kramat 
Raya, Jakarta Pusat, Oktober 1999, Gus Dur mengaku sudah direstui Kiai 
Fagih. “Kiai Fagih mengatakan, kalau saya jadi calon persiden, beliau akan 
mendukung dengan doa-doa,” ungkapnya, kala itu. 

Mulanya Kiai Fagih dan beberapa kiai kondang di Jawa Timur tak 
begitu setuju dengan keinginan Gus Dur. Namun para kiai yang tergabung 
dalam Forum Langitan tak bisa lepas tangan. Lewat forum inilah, mereka 
sering memberi masukan dan nasihat kepada presiden. 

Selain KH Abdullah Fagih, yang sering terlibat dalam forum ini, 
antara lain, KH Mas Subadar (Pasuruan), KH Abdullah Abbas (Cirebon), KH 
Zainal Abidin (Yogyakarta), KH Fachruddin Masturo (Sukabumi), KH Abdur- 
rahman Chudori (Magelang), dan sesekali KH Azis Masyhuri (Jombang), 
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yang juga Ketua Roabithoh Ma'ahid Islamy (Persatuan Pondok Pesantren). 

Berbagai kebijakan Gus Dur yang sering dianggap nyeleneh per- 
nah diingatkan Forum Langitan. Kata mereka, Gus Dur harus mengubah 
pola dan cara memimpin negara. Jangan disamakan seperti ketika menja- 
bat sebagai Ketua Umum PBNU. Lebih baik dikomunikasikan dengan 
Ketua MPR dan Ketua DPR. Contoh lain soal pembukaan hubungan 
dagang RI dengan Israel dan rencana penunjukan Lee Kuan Yew jadi 
penasihat ekonomi presiden. 

Pertemuan pada kiai NU seringkali dilakukan, meski tak menggu- 
nakan wadah Forum Langitan. Misalnya, mereka bersua dalam acara 
“Bahtsul Masail Syuriah NU Kabupaten Pasuruan” di Pesantren Raudlatul 
Ulum, awal Juni 2004. Acara ini sebenarnya cuma diskusi para ustad 
pesantren lokal. Namun, karena dihadiri para kiai sepuh, termasuk KH 
Abdullah Fagih, hasilnya jadi bergema keras. 

Dalam pertemuan tersebut diputuskan soal haramnya presiden 
perempun. Munculnya tausiah ini tentu membuat suhu politik kian panas. 
Kiai Fagih dituding ikut cawe-cawe dalam politik dengan menjegal 
Megawati, calon presiden dari PDI Perjuangan. Sejak awal, sikap politik 
kiai ini jelas, mendukung Wiranto yang berpasangan dengan Salahudin 
Wahid, adik kandung Gus Dur. 

Kubu Mega-Hasyim kebakaran jenggot. KH Hasyim Muzadi, yang 
saat itu tengah ber-istighotsah di Palembang, langsung berkomentar. 
“Fatwa itu tidak konsisten, kenapa tidak diputuskan dari dulu,” katanya. 
Soalnya, keputusan itu bertentangan dengan hasil Musyawarah Nasional 
Alim Ulama NU pada 1997 di Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan 
Muktamar NU 1999, yang tidak lagi mempersoalkan presiden perempuan. 
Karena itu, kata Hasyim, mestinya bantuan yang diberikan Megawati ke 
berbagai pondok juga dinyatakan haram. 

Ungkapan keras pun dinyatakan berbagai kalangan, seperti Ketua 
Komisi Pemilihan Umum Nazaruddin Syamsuddin. Tapi tak pernah 
ditanggapi langsung oleh KH Abdullah Fagih. Seperti biasa, ia irit bicara. 
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Dalam klarifikasi tertulis yang disampaikan ke sebuah koran di Jawa 
Timur disebutkan bahwa ia hanya menjawab pertanyaan wartawan. 

KH Anwar Iskandar, Ketua Dewan Syuro DPW PKB Jawa Timur, 
yang juga hadir dalam pertemuan tersebut, memperjelas duduk 
perkaranya. Menurut dia, dalam acara itu tak ada agenda untuk mengelu- 
arkan fatwa. Tapi, di sela-sela perbincangan, beberapa kiai membuka-buka 
kitab dan mengemukakan bahwa haramnya presiden perempuan bukan 
khilafiah, melainkan sudah ijma (kesepakatan final). 

Namun pernyataan itu dengan telak disanggah oleh tuan rumah 
pertemuan tersebut, KH Muhammad Subadar, pimpinan Pondok 
Pesantren Raudhatul Ulum, Besuk, Pasuruan. “Kami memang memfat- 
wakan presiden perempuan haram,” katanya. Keputusan lain adalah men- 
dukung Wiranto-Gus Solah, yang disebarluaskan sebagai rekomendasi 
untuk para pengurus PKB. 

Sikap Kiai Fagih tentang presiden perempuan sebenarnya sudah 
jelas. Ia mengharamkannya. “Untuk urusan agama, sikap Kiai tak pernah 
berubah,” ungkap KH Ubaidillah Fagih, putra tertua KH Abdullah Fagih. 
Namun pendapat itu tak ada kaitannya dengan motif politik. 

Ketika Wiranto-Gus Solah kalah, kemudian beralih mendukung 
SBY-Kalla, pun tak pernah diiming-imingi kepentingan politik. “Setiap 
putusan selalu didasari istikharah,” kata Gus Ubaid (lahir 1959) — 
demikian Ubaidillah Fagih biasa dipanggil. 

Kiai Fagih tak pernah bicara langsung ke publik. Sikapnya biasa di- 
sampaikan oleh Gus Ubaid. Ia jadi juru bicara pribadi sekaligus pesantren. 
Langitan termasuk salah satu pondok tertua di Indonesia, berdiri pada 1852. 
Cikal bakalnya berupa sebuah surau kecil yang didirikan oleh KH 
Muhammad Nur pada masa penjajahan Belanda. Di masa kepemimpinan 
Abdullah Fagih —generasi kelima— banyak terjadi perubahan fisik. 

Namun surau peninggalan KH Muhammad Nur masih diperta- 
hankan keasliannya. Pesantren Langitan terletak di Dusun Mandungan, 
Desa Widang, Kecamatan Widang, Tuban, Jawa Timur. Lokasinya tepat di 
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sisi daerah aliran Sungai Bengawan Solo. Luasnya 7 hektare, termasuk 
rumah kiai. Posisinya 30 kilometer sebelah selatan ibu kota Kabupaten 
Tuban, dilewati jalur utama pantai utara (pantura) Semarang-Surabaya. 

Dusun Mandungan, Desa Widang, merupakan kota kecamatan yang 
ramai karena menjadi persimpangan Bojonegoro, Jombang, dan Surabaya. 
Meski terletak di desa, nama Langitan lebih dikenal ketimbang Widang. 
Langitan merupakan nama kuno daerah ini yang diambil dari kata plangitan 
atau plang wetan, yang berarti “papan timur”. Langitan merupakan batas pal- 
ing timur Kabupaten Tuban, berbatasan dengan Kabupaten Lamongan. 

Santrinya berjumlah sekitar 5.500 orang dari berbagai daerah, 
bahkan ada yang dari Malaysia. Sebagai pesantren salafiyah, Langitan 
lebih mengedepankan karya-karya ulama Timur Tengah tradisionalis — 
dikenal pula dengan kitab kuning, seperti kitab Al-jurumiyah, Al-fiyah, 
dan Hadits Arbainnawawiyah. Sistemnya hafalan. Namun tetap 
mengikuti perkembangan dengan menyerap sistem Departemen Agama, 
mulai taman pendidikan Al-Guran, madrasah ibtidaiyah, madrasah 
tsanawiyah, hingga madrasah aliyah. 

Sistem campuran klasik dan modern sudah lama diterapkan. 
Selain sistem kelas, metode mengaji kuno dengan cara bandongan dan 
sorogan tetap dipertahankan. Bandongan adalah cara mengaji dengan 
mendengarkan penjelasan guru. Sedangkan pada sorogan, siswa memba- 
ca kitab kuning, lalu dikoreksi oleh guru. Yang telah menamatkan semua 
tingkatan berhak masuk kelompok kelas musyawirin. Ia memperdalam 
penguasaan kitab kuning, langsung dibimbing oleh kiai. 

Pendalaman ditempuh pula dengan diskusi, yang dikenal sebagai 
bahtsul masail. Para santri membentuk formasi melingkar di aula untuk 
membahas suatu masalah hukum. Mereka berdebat dengan membawa 
rujukan kitab kuning yang telah dipelajari. Ini kegiatan rutin setiap 
malam, kecuali malam Rabu dan Jumat. 

Kehidupan santri punya warna budaya sendiri. Bila menemui kiai, 
santri merundukkan badan dan mencium tangan kiai. Tak boleh meman- 
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dang wajahnya. Etika itu masih dipraktekkan santri hingga kini. “Ini meru- 
pakan cara kami menghormati kiai,” kata Nurul Hidayat (lahir 1977), 
Ketua Pondok Pesantren Langitan. Dengan begitu, santri berharap bisa 
mendapat berkah dari ilmu dan kesalehannya. 

Selama pengajian, para santri harus duduk bersila dan tak boleh 
mengajukan pertanyaan kepada gurunya. Sungkan. Malah santri tak 
berani melintas di depan rumah kiai, lebih baik melalui jalur lain. “Ada 
kesepakatan tak tertulis sebagai wujud penghormatan,” ujar Hidayat. 

Meskipun berwajah pesantren tradisional, Langitan juga mem- 
praktekkan cara-cara demokrasi modern. Khususnya untuk pemilihan 
jabatan di kalangan santri. Misalnya, untuk bursa pemilihan ketua pondok 
dijaring dari perwakilan kamar atau disebut anwab. Setiap anwab —yang 
terdiri dari sekitar 40 santri— mengirim satu utusan. Ada 10 anwab. 
Utusan itu menjadi bagian dari Majelis Perwakilan Santri. Ini merupakan 
majelis tertinggi di kalangan santri. 

Majelis bersidang untuk memeras calon dari anwab hingga 
mengerucut jadi empat orang. Melalui voting, ketua pondok dipilih. 
“Inilah pesta demokrasi santri yang digelar tiga tahun sekali,” ujar 
Hidayat. Tak ubahnya parlemen, majelis ini menggodok berbagai aturan 
pondok. Tapi hasilnya bisa dianulir oleh kiai. 

Laiknya sebuah negara modern, dibentuk pula lembaga eksekutif, 
disebut “majelis idarotil am”. Sedangkan lembaga yudikatif disebut “majelis 
amnilam” dan hakim-hakimnya disebut “majelis tahkim”. Untuk menjem- 
batani kepentingan antara santri dan kiai, dibentuk “majelis a'wan” —seba- 
gai pembantu kiai, yang berjumlah 12 orang dari anggota keluarga. 

Pondok Pesantren Langitan tidak dinaungi oleh sebuah yayasan 
berbadan hukum resmi. Cukup dengan nama Pesantren Langitan. Ada tiga 
bagian besar yang menjalankan roda pesantren, yaitu pengasuh pondok 
atau kiai yang disebut hadlaratus syaikh, kepala madrasah, dan departe- 
man perekonomian yang mengurusi perluasan pondok serta aset-asetnya. 
Semuanya tunduk pada KH Abdullah Fagih sebagai hadlaratus syaikh. 
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AL-HIDAYAH PANDEGLANG 


Npaji 
Bukan Berpolitik 


Khudori 


KH Bustomi punya pengaruh luas. Meskipun menolak terlibat politik, 


ia penyokong utama PPP, Juga menolak presiden perempuan. 


Ba — Du 


LIMA pria berkopiah kongko-kongko di warung. Memakai sarung 


sembari nyeruput kopi panas, mereka “cuci mata” di pinggir jalan. Tidak 
telihat tanda-tanda ada pondok pesantren. Maklum, papan nama kosong. 
Warga sekitar pun memakai “seragam” serupa. Tapi, siapa sangka, di 
Kampung Cisantri yang dihuni 160 kepala keluarga itu ada Pondok 
Pesantren Al-Hidayah pimpinan KH Bustomi. “Aroma” pondok baru terci- 
um saat masuk ke tengah kampung di Kecamatan Cimanuk, Pandeglang, 
Banten, itu. 
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Para wanitanya berjilbab, sementara lelaki berbaju koko dan 
memakai kopiah. Mereka tampak hilir mudik. Sulit menemukan gadis di 
luar rumah berjins ketat dengan rambut terbuka. Menutup aurat adalah 
wajib. Di salah satu sudut jalan ada tulisan: “Kawasan Wajib Kopiah”. 
Tidak seperti pesantren lain yang bangunannya menyatu, 400 santri laki- 
laki Al-Hidayah menghuni sembilan kobong (pondok) yang terpisah. Tak 
ada sekat pembatas. Di sela-sela kobong berdiri rumah-rumah penduduk. 

Seperti umumnya pondok salaf, di pesantren yang berdiri pada 
1962 ini santri banyak bergulat dengan kitab kuning. Seperti Nahwu, 
Sharaf, Jurumiyah, Amil, atau tafsir Jalalain. Di bawah bimbingan KH 
Bustomi, pendiri dan pimpinan pesantren, atau santri-santri senior, kitab 
berhuruf Arab gundul itu dipelajari setiap usai salat subuh, sore, dan 
malam hari. 

Santri bagai diisolasi. Mereka tidak boleh bersentuhan dengan 
televisi, radio, atau komputer. Jangankan berpacaran, menonton atau 
memiliki alat-alat musik atau hiburan saja dilarang. Mereka dilarang 
bergaul dengan pemuda kampung sekitar. “Agar tidak terkontaminasi oleh 
perilaku yang tidak baik lalu malas ngaji,” kata Amin Murodi, anak KH 
Bustomi. Berbagai pantangan dan kewajiban itu ditulis dalam bahasa Arab 
dan Latin, kemudian ditempel di pojok-pojok bangunan. Al-Hidayah tegas 
menegakkan aturan-aturan ini. 

Banyak santri mbeling yang dikeluarkan, terutama yang kepergok 
berpacaran dengan gadis-gadis setempat. Sanksi dijatuhkan oleh lurah 
kobong. Tugas utama lurah adalah menegakkan aturan Abuya. Lurah di- 
pilih secara musyawarah. Jika peringatan lurah tidak mempan, santri dila- 
porkan ke amna, orang yang ditunjuk Abuya menjadi pemimpin pondok 
dan mengajar santri. Jumlah amna ada enam orang, terdiri dari putra KH 
Bustomi dan santri senior. Kasus yang berat dikonsultasikan ke kiai. 

Ketatnya aturan ini bisa dipahami. Maklum, jauh-jauh hari mereka 
digembleng: aktivitas sehari-hari adalah mengaji. “Di sini kami cuma ngaji,” 
kata KH Bustomi. Yang unik, tak ada santri yang sekolah sembari mondok. 
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“Jangankan dinomorduakan, mondok sambil sekolah pun tidak boleh,” ujar 
Amin Murodi, anak kelima KH Bustomi. Ia cuma sampai kelas V SD. 

Ketentuan itu merupakan bagian dari kebiasaan keluarga KH 
Bustomi. Sang kiai bahkan “setengah melarang” ketujuh anaknya —tuga 
putra, empat putri— atau anggota keluarganya bersekolah. Tidak ada 
anggota keluarga KH Bustomi yang tamat SMP. Mereka mahir baca-tulis 
Arab gundul, tapi agak kagok menulis Latin. Menurut Amin, ayahnya 
selalu menekankan bahwa sekolah umum itu hanya membuat mereka 
makin jauh dari ajaran Islam. 

Meskipun kolot, Al-Hidayah menerima demokrasi lewat pemilu. 
Sepanjang pemilu Orde Baru, pesantren ini tak pernah absen nyoblos alias 
tak pernah menyeru golput. Memang KH Bustomi tak pernah cawe-cawe 
di partai politik. Malah dia cenderung apolitis. Tapi PPP selalu menjadi 
pemenang di Kampung Cisantri. Karena luasnya pengaruh KH Bustomi, 
PPP juga memenangkan suara di likungan sekitar. “Kiai selalu jadi 
rujukan,” kata Mansyur, warga Cisantri. Akhirnya wilayah ini dikenal seba- 
gai basis tradisional PPP. 

KH Bustomi tak hanya menjadi rujukan dalam agama, juga jadi 
tempat “keluh kesah” masyarakat sekitar. Maklum, kiai kelahiran 1934 itu 
diyakini punya ilmu linuwih. Setiap hari rumahnya tidak pernah sepi tamu 
dari berbagai daerah untuk berbagai keperluan. Ada yang minta didoakan 
agar usahanya sukses, ingin cepat mendapat jodoh, minta lekas naik 
pangkat, hingga agar perkaranya menang di pengadilan. Banyak dari 
mereka kembali membawa “oleh-oleh” karena cita-citanya terkabul. 

Al-Hidayah-PPP memang “dekat”. “Ya, karena ada kesamaan 
prinsip. PPP, kan, partai yang berasaskan Islam,” kata Amin Murodi. 
Meskipun tidak pernah mempengaruhi langsung, masyarakat Cisantri 
yang masih kuat ikatan religiusnya dengan pondok lantas memilih partai 
berlambang Ka'bah itu. Apalagi, para petinggi PPP rajin sowan. Di 
antaranya Ketua Umum DPP PPP Hamzah Haz. Menjelang pemilu, 
Hamzah bahkan tiga kali ke sana. Salahudin Wahid, pasangan capres 
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Wiranto, pun tak ketinggalan. 

Agum Gumelar, yang berpasangan dengan Hamzah dalam pemilu 
putaran pertama, pernah pula ke Al-Hidayah. Politisi lokal pun tak kalah 
rajin, seperti Dimyati Natakusumah dan Djoko Munandar. Mereka tokoh 
PPP Provinsi Banten yang kini menjadi Bupati Pandeglang dan Gubernur 
Banten. Mereka ke sana, kata Amin, hanya untuk silaturahmi. Tapi ia buta 
tujuan mereka sesungguhnya. “Kami tidak mau terlibat politik praktis,” 
tuturnya. 

Kedekatan itulah yang membuat PPP menangguk suara besar. 
Pada pemilu legislatif 5 April 2004, di Cisantri PPP meraih 176 dari 300 
suara yang sah. Partai lain hanya kebagian di bawah 20 suara. Caleg-caleg 
PPP kebanjiran suara. Perolehan suara PPP berlanjut pada pemilu presi- 
den pertama, 5 Juli 2004. Menurut data panitia pemungutan suara (PPS) 
setempat, pasangan Hamzah-Agum mendapat 427 suara, disusul pasang- 
an SBY-JK (93), Mega-Hasyim (39), Wiranto-Wahid (34), dan terakhir 
Amien-Siswono (14). 

Menurut Amin, pada pemilu putaran pertama, keluarganya cen- 
derung memilih Hamzah-Agum. Meskipun tidak diungkapkan secara ter- 
buka, KH Bustomi tampak “merestui” pasangan ini. “Karena pasangan 
Hamzah-Agum yang paling mendekati Islam,” kata Amin. Ketika pada 
pemilu putaran kedua, 20 September 2004, Hamzah-Agum tereliminasi, 
keluarganya mulai kebingungan. Dua pasangan yang tersisa, SBY-JK dan 
Mega-Hasyim, dinilai jauh dari kriteria Islam. “Tapi, daripada memilih 
Mega, kami milih SBY,” ujar Amin. 

Inilah yang membuat pasangan SBY-JK menangguk suara 257 
dari 561 pemilih. Sementara pasangan Mega-Hasyim hanya meraih 68 
suara, jauh lebih kecil ketimbang jumlah mereka yang tidak nyoblos (236). 
Meskipun elite DPP PPP saat itu merapat ke pasangan Mega-Hasyim de- 
ngan membentuk Koalisi Kebangsaan, pemilih tidak bisa ditarik-tarik 
memilih pasangan tertentu. Pemilih justru merujuk omongan KH 
Bustomi. Soal banyaknya pemilih yang tak nyoblos, ketua PPS setempat, 
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Warjio, tak yakin mereka golput. “Santri banyak yang pulang kampung,” 
katanya. 

Menurut Inung M. Noor, tokoh masyarakat Cisantri, pengajian 
sepekan sekali yang digelar KH Bustomi tidak pernah membahas soal-soal 
politik, termasuk calon presiden berikut partainya. Namun ia pernah 
mendengar, KH Bustomi mengharamkan seorang presiden perempuan. 
“Masyarakat di sini sudah tahu sikap kiai,” ujar Hadi Mulyana, politisi asal 
Pandeglang. “Dari kitab-kitab yang saya baca, jelas wanita tidak diper- 
bolehkan menjadi pemimpin laki-laki,” Amin menguatkan. 

Saat ditanya hal ini, KH Bustomi menampiknya. “Mungkin saja 
saya ngomong itu, tapi saya tidak mau bicara masalah politik,” kata KH 
Bustomi kepada Ahmad Arifudin dari Gatra. Ia mengaku tak pernah mem- 
pengaruhi masyarakat, termasuk soal presiden. Sebaliknya, di lingkungan 
pondok, KH Bustomi justru rajin menjelaskan kepada para santrinya 
bahwa Islam melarang perempuan menjadi pemimpin laki-laki. Dasarnya, 
Al-Ouran surat An-Nisa ayat 34, “... laki-laki adalah pemimpin kaum 
perempuan...” “Juga ada dalil hadis dan kitab-kitab kuning,” tutur Jamal, 
santri senior di sana. 

KH Bustomi tampaknya tak ingin membuka sikapnya itu secara 
vulgar seperti sejumlah kiai di Jawa Timur. Menurut Amin, pihaknya tak 
mau berpolemik soal ini. Soalnya, para kiai, ulama besar, dan tokoh Islam 
berbeda sikap ihwal kepemimpinan perempuan. Ada yang setuju, ada yang 
mengharamkan. “Padahal, kitab yang dibaca sama,” kata Amin. Makanya, 
KH Bustomi melarang keluarganya terjun dalam politik praktis. Politik 
dinilai sebagai dunia yang kotor, penuh tipu dan kemunafikan. “Kita tahu 
sendiri, kehidupan politik jauh dari prinsip ajaran Islam,” ujar Amin. 
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DARUL HuDA ACEH UTARA 


Suara Abu Cukup Didengar 


Erwin Y Salim, dan Ibrahim Pase (Banda Aceh) 


Lembaga pendidikan Islam yang dipimpin ulama karismatik ini 
memilih apolitis. Tapi pada pemilu lalu menyeru tak mendukung 


presiden perempuan. 


Ba Da 


BERMULA dari keinginan keras masyarakat setempat untuk 
mendirikan sebuah lembaga pendidikan Islam. Tergeraklah hati lima 
tokoh Tanah Jambo Aye, Aceh Utara, untuk mewakafkan tanah mereka 
sebagai tempat berdirinya pesantren itu. Mereka adalah Tgk. Abdul Manan 
Pantonlabu, Tgk. Wahab Ck Doi Samakurok, Taleb Abbas Lhok Beuringen, 
Mukim Diman Paya Tukai, dan Badullah Ishak. 

Keinginan itu berubah menjadi tekad yang diwujudkan dalam 
aksi gotong royong. Sebagian warga menyumbangkan kayu miliknya, lain- 
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nya memberi bambu dan rumbia untuk atap. Mereka yang tak punya apa- 
apa cukup menyumbangkan tenaga untuk membantu mendirikan bangun- 
an sederhana di atas tanah wakaf itu. Jadilah bangunan darurat Pesantren 
Darul Huda Lueng Angen. 

Peristiwa tahun 1972 itu masih erat melekat di benak para tetua 
Jambo Aye. Betapa tidak. Hanya dalam waktu tiga dekade, wajah bangu- 
nan darurat yang hanya dapat menampung 25 santri itu sudah berubah 
total. Sebuah bangunan berlantai tiga menggantikan bangunan kayu itu. 
Dan, di bangunan mentereng itulah kini sekitar 1.800 santri mem- 
perdalam ilmu-ilmu Islam. “Kami bangga, ini semua merupakan swadaya 
masyarakat,” ujar Tgk. Muhammad Daud Ahmady, pemimpin pesantren 
tersebut. 

Lelaki kelahiran tahun 1949 yang akrab disapa Abu Daud itu sejak 
awal memang sudah mengasuh pesantren itu. Setelah bangunan darurat 
untuk pesantren itu berdiri pada 1972, ia dijemput oleh tokoh-tokoh 
masyarakat Tanah Jambo Aye dari Pesantren Samalanga di Kabupaten 
Bireun. Kala itu, ia diminta mengelola pesantren baru di Tanah Jambo Aye 
ini. Lalu ia pun memutuskan meninggalkan tanah Bireun. 

Abu Daud pantas bangga, memang. Bukan saja karena turut me- 
rintis pendidikan di sana, juga bila mengingat perkembangan yang dicapai 
para lulusannya. Sejumlah anak asuhnya berhasil mendirikan 12 pesantren 
cabang di wilayah Aceh Utara. Sejumlah lainnya membangun sekitar 17 
pesantren cabang di wilayah Aceh Timur. “Ada lagi yang membina di 
wilayah Bireun,” katanya. 

Lebih jauh lagi, ia bersama masyarakat setempat pun berhasil 
mempertahankan independensi pesantren swadaya tersebut. Sejak berdiri, 
katanya, pesantren ini tak pernah berafiliasi pada partai apa pun, termasuk 
Golkar semasa masih berkuasa dahulu. “Kami memang menjauhkan diri dari 
hiruk-pikuk politik praktis,” ujarnya. 

Independensi itu diperlihatkannya lewat pemilu. Untuk penye- 
lenggaraan pesta demokrasi rakyat itu, Abu Daud tidak memperkenankan 
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adanya TPS di dalam kompleks pesantrennya. Katanya, pesantren bukan- 
lah untuk panggung politik seperti itu. Ia menyerukan kepada santrinya 
yang punya hak pilih untuk mencoblos di beberapa TPS terdekat di Desa 
Pante Gaki Bale, yang hanya berjarak 400 meter di luar lingkungan 
pesantren. “Seperti saya, mereka juga mencoblos di sana,” katanya. 

Abu Daud punya alasan tersendiri. Ia menilai, politik praktis tidak 
cocok bagi kehidupan di lingkungan pesantren. Lembaga pendidikan ini, 
katanya, adalah tempat orang mempelajari ilmu agama Islam sebagai 
bekal untuk akhirat. “Biarlah orang-orang yang belajar di sekolah umum 
yang berpolitik,” tuturnya. 

Walau demikian, ia memberi kebebasan kepada para anak 
didiknya untuk mencoblos partai yang sesuai dengan aspirasinya. Tetapi, 
ketika pemilu presiden silam, ia hanya berpesan agar mereka tidak memi- 
lih calon perempuan. “Tidak suksesnya suatu bangsa apabila segala urusan 
diserahkan kepada seorang perempuan,” katanya. Ia menyitir salah satu 
hadis sahih yang penafsirannya masih mengundang perdebatan itu. 

Pemimpin pesantren yang disegani warga Tanah Jambo Aye ini 
punya sederet argumentasi untuk menolak perempuan sebagai pemimpin. 
Ia membeberkan tarikh Islam dan juga pengalaman sejarah Aceh sendiri. 
Ia mencontohkan, bagaimanapun pandainya dan eloknya Fatimah, putri 
Nabi Muhammad SAW, toh tidak pernah diangkat menjadi pemimpin. Ia 
hanya diberi gelar “Ummirul Mukminin”, ibu kaum mukmin. 

Selain itu, Aceh pernah punya pengalaman kelam dengan 
kepemimpinan perempuan. Sepeninggal Sultan Iskandar Muda, Aceh di- 
pimpin anak perempuan sang sultan, Ratu Safiatuddin. Selama 
kepemimpinan ratu itu, sejumlah daerah seperti Deli, Langkat, dan Riau 
memisahkan diri dari kesultanan. Padahal, sebelumnya daerah-daerah itu 
takluk di bawah kekuasaan Sultan Iskandar Muda. “Itu contoh kegagalan 
perempuan sebagai pemimpin,” katanya lagi. 

Sikapnya itu diamini oleh masyarakat beberapa desa di sekitar 
pesantren. Dalam pemilu presiden itu, banyak warga yang datang 
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kepadanya meminta nasihat. Sarannya tetap, pilih pemimpin yang mana 
saja asalkan jangan yang perempuan. “Walhasil, kami semua ikut kata Abu 
yang melarang memilih presiden perempuan,” ujar Kepala Mukim Jambu 
Aye Selatan, Tgk. Kamaluddin Basyir (lahir 1954). “Ulama merupakan 
pemberi pedoman hidup,” kata Kamaludin. 

Suara politik Abu Daud di lingkungan sekitar pesantren memang 
cukup didengar warga sekitar. Terbukti, dalam pemilu presiden pada 20 
September 2004, pasangan SBY-Kalla memperoleh suara jauh di atas Mega- 
Hasyim. Di kota Panton Labu saja, wilayah terdekat dengan pesantren, 
pasangan SBY-Kalla memperoleh 82,4 X (1.116 suara), sedangkan Mega- 
Hasyim meraih 17,696 (238 suara). Ini menggambarkan hasil perolehan di 
Kecamatan Tanah Jambo Aye secara keseluruhan: SBY-Kalla meraih 81,696 
(13.466 suara) dan Mega-Hasyim merebut 18,44 (3.037 suara). 

Ihwal politik, Abu Daud mengaku berkali-kali sudah didekati 
tokoh-tokoh partai. Malah dulu sempat ada pengajar di pesantren ini aktif 
di PPP karena mereka menganggap partai itu sesuai dengan aspirasi mere- 
ka. Tapi Abu Daud terus menolak secara halus ajakan untuk berafiliasi 
yang ditawarkan para tokoh itu. Ia ingin tetap independen. “Akhirnya 
mereka seperti bosan sendiri mendekati kami,” ujarnya. 

Lingkungan di dalam pesantren, di mata Abu, harus bersih dari 
politik. Tetapi ia tidak melarang santri dan 110 ustadnya berpolitik di luar. 
Begitu kembali ke pesantren, “baju politik” wajib ditanggalkan. “Di 
lingkungan pesantren hanya boleh bicara akidah dan ilmu Islam,” katanya. 

Abu Daud pun mengaku kerap “diganggu” oleh pemimpin kelom- 
pok Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Mereka datang ke Pesantren Darul 
Huda dan meminta kiai karismatis ini berceramah untuk anggota GAM 
ihwal ideologi mereka. Abu Daud menolak permintaan itu karena ia meni- 
lai, bila itu dilakukan, ia sudah memasuki wilayah politik praktis. Ia me- 
nyatakan kesanggupannya hanya berceramah agama, bukan ceramah poli- 
tik-ideologis. “Akhirnya mereka memahaminya. Mereka kembali ke hutan 
tanpa menaruh dendam kepada saya,” ungkapnya. 
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Persis 


Menjauh dari 
Politik Praktis 


Taufik Abriansyah dan Ekos Koswara (Bandung) 


Sikap politik Persis mengalami pasang-surut. Kadernya pernah jadi perdana 
menteri. Mendukung Amien Rais dan menolak presiden perempuan. 


Tapi Mega menang. 


Ba 


JALAN Pajagalan, Bandung, dikenal sebagai basis Persatuan 
Islam (Persis), organisasi massa Islam terbesar di Jawa Barat. Sehari-hari, 


jalanan yang terletak persis di pusat kota Bandung ini diwarnai aktivitas 
kegiatan santri menuntut ilmu. Saat Pemilihan Umum 2004 berlangsung, 
sebagian lokasi pesantren Persis di Pajagalan itu dijadikan tempat pemu- 
ngutan suara (TPS). 

Soliditas organisasi ini tidak diragukan lagi. Jauh sebelum kiai 
Nahdlatul Ulama (NU) mengeluarkan fatwa haram memilih presiden 
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wanita, menjelang pemilihan umum (pemilu) presiden 5 Juli 2004, Dewan 
Hisbah Pimpinan Pusat Persis telah mengeluarkan fatwa yang sama pada 
1998. Dalam risalah keputusan Sidang Dewan Hisbah tentang wanita jadi 
presiden/kepala negara yang dikeluarkan pada 18 November 1998 di 
Bandung, Persis memutuskan wanita tidak dibenarkan menjadi presiden 
atau kepala negara. Kaum muslimin haram memilih seorang wanita seba- 
gai presiden atau kepala negara. Keputusan itu didasarkan atas beberapa 
pertimbangan dalil Al-Guran dan sunah. 

Memasuki pemilu presiden 2004, Persis tetap konsisten dengan 
putusannya. Pasangan Mega-Hasyim sama sekali tak dilirik. Pasangan 
calon presiden-wakil presiden yang dijagokan adalah Amien Rais-Siswono 
Yudohusodo. Sesungguhnya tidaklah terlalu mengejutkan. Toh, Amien 
Rais juga berasal dari kalangan Islam. 

Namun dukungan kepada Amien-Siswono tidak dalam bentuk 
“cek kosong”. Melainkan dukungan yang bersifat kritis. Ada beberapa 
syarat yang diajukan. Antara lain, jika terpilih jadi presiden, Amien Rais 
diminta membentuk pemerintahan yang bersih dan jauh dari korupsi. 

Tapi hasil mengejutkan terjadi di beberapa TPS di Jalan Pajagalan 
saat berlangsung pemilu legislatif 5 April 2004. Dalam catatan Panitia 
Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Karanganyar, Kota Bandung, pero- 
lehan suara partai politik di lingkungan Pesantren Persis Pajagalan dime- 
nangkan oleh Partai Demokrat yang meraih 1.185 suara. Disusul PDI 
Perjuangan di urutan kedua dengan suara 815. Sedangkan PBB, PAN, dan 
PKS jauh di bawah kedua partai tersebut. PBB, yang selama ini dikenal 
dekat dengan Persis, malah hanya mendapat 25 suara. 

Kejutan juga terjadi pada pemilu presiden. Kendati Demokrat 
menang dalam pemilu legislatif, TPS-TPS di sekitar Persis malah dime- 
nangkan Megawati Soekarnoputri. “Secara umum, di kelurahan ini Mega 
memang menang,” kata Wawan Kurniawan, seorang anggota PPS 
Kelurahan Karanganyar. Pasangan Mega-Hasyim mengantongi 1.966 
suara. Sementara SBY-JK mendapat 1.528 suara. Pasangan capres lainnya 
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mendapat suara jauh di bawah dua pasangan tersebut. Dominasi Mega di 
sini terulang pada pemilu presiden putaran kedua. 

Kemenangan di kantong Persis ini tidak berarti Persis men- 
dukung Mega. Maklumlah, lokasi TPS di Jalan Pajagalan itu juga dipenuhi 
penduduk setempat. Warga Persis sendiri memilih di kediaman masing- 
masing. “Kami memang tidak mewajibkan santri mencoblos siapa. 
Terserah pada nurani masing-masing,” ujar Ketua Pondok Pesantren 
Persis Pajagalan, Muhamad Atang Agus Sayuki. 

Persis bahkan sempat berniat menjadi golput pada saat pemilu 
presiden putaran kedua. Alasannya, Persis sudah pasti tak akan memilih 
Mega karena dia perempuan. Sedangkan untuk langsung memutuskan 
mendukung SBY, Persis masih meragukan komitmen SBY terhadap masa 
depan kaum muslimin. SBY, misalnya, tak tegas menyatakan ingin mene- 
gakkan syariat Islam. “Di kalangan umat Islam ada perasaan trauma masa 
lalu, ketika penguasa tidak ramah terhadap gerakan dakwah,” kata Ketua 
Umum Pengurus Pusat Persis, KH Shidig Amien. 

Sebagai lembaga dakwah, kata Shidig Amien, Persis lebih me- 
nyoroti aspek keislaman dari calon pemimpin. Kalau pemimpin adil lalu 
peduli menjadikan bangsa dan masyarakat ini bertakwa dan beramal 
saleh, maka Allah menjamin akan membukakan pintu berkah, kesejahter- 
aan, dan kemakmuran. Sebaliknya, kalau penguasa berbuat zalim, ada ulti- 
matum dalam hadis Nabi bahwa akan kehilangan berkah. Berkah itu bisa 
diterjemahkan sekarang dengan kesejahteraan dan kemakmuran. 

Menurut Shidig Amien, kalau dihadapkan pada dua pilihan yang 
dua-duanya baik, bisa mengambil sikap tharigatul jami (me- 
ngompromikan), silakan pilih yang mana saja. Tapi, kalau dihadapkan 
pada pilihan sulit, lima calon presiden tapi tidak ada yang ideal, maka di- 
pilih, istilahnya di-tarjih, mana yang lebih bagus dan lebih sedikit 
mudaratnya. “Tapi, ketika dihadapkan pada pilihan yang dua-duanya sulit, 
dalam fikih ada yang disebut tawagguf, mendiamkan persoalan,” ujarnya. 

Shidig Amien mengaku agak risau juga melihat partai-partai 
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Islam selalu keok dalam pemilu. Padahal, mayoritas penduduk Indonesia 
adalah muslim. Menurut dia, cara yang dilakukan oleh partai Islam tak 
jauh beda dengan partai lainnya. Kondisi ini juga disebabkan partai politik 
tidak berpihak pada kepentingan rakyat. “Partai politik Islam hanya men- 
jadikan Islam sebagai simbol dan isu. Seharusnya Islam dijadikan dasar 
perjuangan politik,” katanya. 

Maka, ketika yang muncul pada pemilu putaran kedua adalah 
pasangan calon presiden yang bukan berasal partai Islam atau berbasis 
massa Islam, ini bisa dianggap mencerminkan kondisi masyarakat 
Indonesia pada umumnya. “Hadis Nabi riwayat Imam Hakim menye- 
butkan, “Kama takuunu yuwalla alaikum' (Sebagaimana keadaan kamu, 
begitulah pemimpin kamu diangkat),” kata Shidig. 

Shidig membagi perkembangan politik Islam di Indonesia dalam 
empat periode. Pertama, periode prakemerdekaan. Pada masa ini, menu- 
rut Shidig, seluruh kekuatan politik bersatu untuk merebut kemerdekaan. 
Periode kedua, pasca-kemerdekaan. Di masa ini, Soekarno sebagai presi- 
den banyak dipengaruhi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). “Sehingga 
yang terjadi adalah pertarungan ideologi antara Islam, komunis, dan 
nasionalis,” katanya. 

Persaingan itu berakhir ketika Soekarno, atas desakan PKI, mem- 
bubarkan Masyumi. Bahkan Konstituante dibubarkannya dengan tujuan 
memaksakan Nasakom (Nasionalis-Agama-Komunis). 

Periode ketiga adalah masa pemerintahan Orde Baru. Pada peri- 
ode ini, penguasa menerapkan asas tunggal Pancasila. Siapa saja yang 
menentang kehendak Soeharto ini bisa dianggap subversif. “Bahkan UUD 
45 diperlakukan seolah kitab suci,” kata Shidig Amien. 

Sedangkan periode keempat adalah masa reformasi. Pada periode 
ini, kekuatan Islam akan berhadapan dengan kekuatan politik global. Berat 
tantangannya. Ciri Islam ini adalah menolak keras segala bentuk perada- 
ban Barat sembari terus memperjuangkan penegakan syariat Islam. 

Sosok KH Shiddig Amien muncul memimpin Persis pada 1997, 
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menggantikan Ketua PP Persis KH Lathif Mukhtar yang wafat. Di bawah 
kepemimpinan Pak Ustad Shidig, begitu dia biasa dipanggil, organisasi 
Persis yang cabangnya banyak tersebar di Jawa Barat ini giat melakukan 
pembenahan struktural dan organisasi. Persis tak lagi tabu bicara politik. 
Organisasi yang telah melahirkan tokoh-tokoh Islam terkemuka sekelas M. 
Natsir, A. Hassan, dan Isa Anshari ini memang akrab dengan politik sejak 
bergabung dengan Masyumi. 

Persis berdiri pada 12 September 1923. Bermula dari sebuah 
kelompok tadarusan yang dipimpin Haji Zamzam dan Haji Muhammad 
Yunus. Kelompok tadarusan yang berjumlah 20 orang itu makin paham 
hakikat Islam yang sebenarnya. Mereka kemudian melakukan gerakan taj- 
did dan pemurnian ajaran Islam dari paham-paham yang sesat dan 
menyesatkan yang berkembang pada masa itu. Nama Persatuan Islam 
dimaksudkan untuk mengarahkan ruhul-ijtihad dan jihad. 

Persis berkembang menjadi salah satu ikon pembaruan pemiki- 
ran Islam di Indonesia. Dalam mengekspresikan visi dan misi tajdid-nya, 
Persis menggunakan dua bidang garapan utama, yaitu pendidikan dan 
dakwah. Pilihan itu membuat Persis bisa bertahan sampai kini. Ada 
masanya Persis juga hampir terjebak bergiat di politik praktis. Usulan ini 
muncul menjelang Muktamar Bangil 1960. Waktu itu, Persis sudah 
melepaskan diri dari Masyumi. Tapi, secara aklamasi, muktamirin meno- 
lak aspirasi untuk mengubah Persis menjadi partai politik. 

Pengalaman Persis dalam bidang politik tampak saat bergabung 
dalam Masyumi. Bergabungnya Persis sebagai anggota istimewa Masyumi 
tidak lepas dari “fatwa” para ulamanya. A. Hassan, M. Natsir, dan Isa 
Anshari menegaskan bahwa orang Islam wajib aktif dalam kegiatan politik 
sebagai salah satu kewajiban agama. 

Manifesto Persis tahun 1953 menyatakan bahwa pandangan 
Persis dalam masalah-masalah agama adalah revolusioner-radikalisme. 
Dengan dasar itu, hampir seluruh tokoh Persis memasuki Masyumi. 
Beberapa orang di antaranya menjadi pemimpin. Bahkan meraih jabatan 
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lebih tinggi dalam kenegaraan. Natsir, misalnya, selain menjadi Ketua 
Dewan Pimpinan Pusat Masyumi, juga sempat menjadi menteri dan kemu- 
dian perdana menteri. 

Aktivitas politik Persis meredup tatkala Masyumi dibubarkan 
Presiden Soekarno. Bahkan, pada zaman pemerintahan Orde Baru, Persis 
bisa dibilang bersikap pasif pada politik. 

Gerakan reformasi kemudian membuat arah politik Persis 
berubah lagi. Pada Pemilu 1999, Ketua Umum Persis KH Shidig Amien ter- 
pilih menjadi anggota MPR dari Fraksi Utusan Golongan. Tapi toh lima 
tahun menjadi anggota MPR, Shidig Amien terus terang mengaku tak 
banyak berbuat. Masalahnya, Fraksi Utusan Golongan berperan sangat 
minim. Bahkan bersidang pun hanya sekali setahun. 

Pada Pemilu 2004 ini, Shidig tercatat sebagai calon anggota 
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Jawa Barat. Tapi perolehan 
suaranya tak cukup untuk mengantarkannya ke Senayan. Gagal jadi 
anggota DPD tak membuatnya kecewa. Menurut Shidig, dia ikut berlaga 
pada pencalonan itu dalam rangka memanfaatkan peluang saja. “Nggak 
jadi pun nggak apa-apa. Saya akan bergiat lewat dakwah,” kata Shidig. 
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Penegak Syariat Islam 
Majelis Mujahidin Indonesia 
Eks Darul Islam HH 

Al-Zaytun HE 
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Penegak Syariat Islam IM 


MAJELIS MUJAHIDIN INDONESIA 


Syariat 
Tak Bisa Ditawar 


Herry Mohammad dan Sawariyanto 


Majelis Mujahidin Indonesia berdiri untuk mempromosikan syariat Islam 
berlaku di semua lapisan kehidupan. Menerima demokrasi asal syariat Islam 
bisa diberlakukan. 


Ba Dg 


SEJARAH itu dimulai di Gedung Mandala Bakti Wanitatama, 
Yogyakarta, 7 Agustus 2000. Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) lahir 
melalui persidangan yang dimulai dua hari sebelumnya. Kongres pertama 
itu sempat merisaukan aparat keamanan. Mereka khawatir karena para 
peserta kongres yang berjumlah 1.800 orang sebagian besar datang dari 
aktivis Islam garis keras. Sejumlah gereja resah. Syukurlah, kekhawatiran 
itu tak terbukti. Tak ada onar hingga kongres usai. Dalam kongres ini, Irfan 
Suryahadi Awwas terpilih sebagai Ketua Lajnah Tanfidziyah MMI I. 


HAJATAN DEMOKRASI 163 


5 Se 2 DEMOKRASI DENGAN OPSI 


Kongres pertama itu menelurkan keputusan penting, antara lain 
terbentuknya institusi “Majelis Mujahidin Indonesia” yang bersifat tansig 
(aliansi). Misi utamanya, menegakkan syariat Islam di lembaga negara 
melalui jalan dakwah dan jihad. Dakwah artinya usaha untuk menjelaskan 
hakikat agama Islam: membenarkan yang benar dan menyalahkan yang 
salah (ihgagul hal wa ibthalul bathil). Acuannya, Kitabullah dan sunah 
Rasulullah. Adapun jihad fi sabilillah adalah perjuangan dengan kese- 
diaan mengorbankan harta dan jiwa untuk melindungi dakwah serta men- 
gawal tegaknya syariat Islam. 

Dalam struktur organisasi MMI, yang paling tinggi adalah 
Kongres Mujahidin, diikuti Amir Mujahidin yang memimpin lembaga ting- 
gi Ahlul Halli wal Agdi —kumpulan orang terpilih untuk mengambil kepu- 
tusan. Dalam kongres pertama, yang dipilih sebagai Ahlul Halli wal 'Agdi, 
antara lain, Prof. Dr. Deliar Noer (Jakarta), Prof. Dr. Abdurrahman 
Basalamah (Ketua Yayasan Universitas Muslim Indonesia, Makassar), Ir. 
R.H.A. Sahirul Alim, MSc (UGM), Dr. Fuad Amsyari (Universitas 
Airlangga, Surabaya), KH Mawardi Noer, KH Abdul Kadir Baraja', Drs. 
Muhammad Thalib, dan Ustad Abu Bakar Ba'asyir. 

Melalui proses musyawarah, Abu Bakar Ba'asyir dipilih sebagai 
ketua lembaga pengambil keputusan itu, sekaligus menjadi Amir Majelis 
Mujahidin. Ahlul Halli wal “Agdi bertugas menetapkan keputusan yang 
bersifat umum untuk dilaksanakan oleh Lajnah Tanfidziyah. 

Lajnah adalah ujung tombak organisasi yang mengampanyekan 
penerapan syariat Islam dalam kehidupan bernegara. MMI, yang berpusat di 
Jalan Veteran, Yogyakarta, kini punya sembilan Lajnah Perwakilan Wilayah 
(LPW) setingkat provinsi. Sedangkan untuk daerah tingkat II, MMI sudah 
memiliki 42 Lajnah Perwakilan Daerah (LPD) di seluruh Indonesia. 

MMI menganggap umat Islam, apa pun identitasnya, sebagai 
saudara. “Sepanjang mereka setuju dengan syariat Islam,” katan Irfan. 
Bisa saja simpatisan MMI itu berasal dari Muhammadiyah, NU, atau 
organisasi Islam lainnya. Itu sebabnya, MMI tidak membentuk komunitas 
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yang terikat. Karena itu, MMI bukan diisi oleh orang-orang yang hidup 
matinya untuk organisasi. “Kami diisi orang yang hidup matinya untuk 
Islam,” katanya. 

Dalam pandangan Irfan, hanya ada dua jenis manusia yang meno- 
lak syariat Islam: mereka yang belum paham atau memang memusuhi. 
“Yang mau dibangun MMI adalah kesadaran berpikir dan amaliah,” 
ujarnya. Pada akhirnya, semua itu untuk penegakan syariat Islam di lem- 
baga negara, serta menjadi konstitusi dalam institusi negara. Karena 
keinginan itulah, MMI merasa perlu menyampaikan pemikirannya kepada 
organisasi-organisasi Islam lainya. 

“Kami mendukung demokrasi jika orang menyetujui syariat 
Islam,” kata Irfan. Sayangnya, tak satu pun dari dua kandidat yang masuk 
di putaran final pemilihan presiden (20 September 2004) memenuhi kri- 
teria Majelis Mujahidin Indonesia. Hal itu diputuskan dalam Mudzakarah 
Pimpinan Nasional Majelis Mujahidin di Yogyakarta pada 16 Agustus 
2004. MMI mengambil kesimpulan bahwa kedua calon presiden, Susilo 
Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati Soekarnoputri, tak pernah 
membela umat Islam yang dizalimi. Mereka tak membela Abu Bakar 
Ba'asyir, serta membiarkan pembantaian umat Islam di Irak dan 
Afghanistan. 

Mereka juga tak ada yang menyetujui syariat Islam. Atas dasar 
itulah, MMI tidak merekomendasikan untuk mencoblos salah satu dari 
calon presiden itu. “Apalagi keduanya condong kepada skenario orang 
kafir, dalam hal ini negara Barat,” katanya. Untuk Megawati, masih ada 
alasan lain: pemimpin wanita itu haram hukumnya. 

Irfan punya catatan tersendiri terhadap kepemimpinan Megawati 
sepanjang 2001-2004. “Dia sama sekali tak pernah memberi peluang 
untuk sosialisasi bagi pemikiran-pemikiran Islam, untuk pemberlakuan 
syariat Islam secara menyeluruh di Indonesia,” tuturnya. Mega lebih 
menganggap pemikiran-pemikiran semacam itu sebagai ancaman. 
Indikasi sikap Megawati tersebut bisa dilihat saat presiden berbicara di 
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depan rapat kerja Departemen Agama. “Ia menyatakan, pengajaran agama 
selama ini terbukti telah menjadikan insan-insan fanatik,” kata Irfan. 
Perasaan fanatik itu terjadi karena menganggap ajaran agamanyalah yang 
paling benar. 

Irfan punya pandangan sebaliknya. Selama ini, menurut dia, 
keyakinan umat Islam bahwa agamanya adalah yang paling benar terbuk- 
ti tidak pernah menjadi pemicu konflik. “Yang jadi biang kerok justru 
komentar yang mendiskreditkan ajaran agama,” ia menjelaskan. Hal-hal 
semacam inilah yang dianggap Irfan sebagai sifat Megawati yang tak mau 
bersahabat dengan kelompok Islam garis keras. “Inilah yang kami anggap 
sebagai ancaman jika Mega berkuasa lagi,” ujarnya. Mega diyakini akan 
melakukan pendekatan sama terhadap kelompok garis keras. 

Bagaimana dengan SBY? “Sikapnya sama, gayanya beda,” kata 
Irfan. Pemerintahan SBY, menurut Irfan, akan mengembalikan suasana 
seperti era Orde Baru. “SBY dan Soeharto sama-sama berlatar militer,” ia 
menyimpulkan. 

Sejak putaran pertama pemilihan presiden, MMI menilai tak ada 
satu pun yang layak dipilih. Tak satu pun calon presiden menyetujui syari- 
at Islam diterapkan di Indonesia. “Bahkan kalau Hidayat Nur Wahid dari 
PKS mencalonkan diri sebagai presiden, kami tak akan mendukungnya 
bila dia tak setuju syariat Islam,” katanya. 

Sepanjang tak ada calon yang mendukung penerapan syariat 
Islam, sikap MMI tak akan berubah: golput. Sikap ini pula yang tampak 
pada Fauzan Al Anshari, salah satu Ketua MMI. Berkali-kali pemilihan 
umum dilaksanakan, ayah 18 anak dari empat istri ini belum sekali pun ke 
bilik suara. “Kami tak bisa menerima demokrasi, sementara syariat Islam 
dipinggirkan,” tuturnya. 

Maka, kini MMI akan terus berdakwah, membina kelompok demi 
kelompok yang masing-masing anggotanya sekitar 15 orang. Temanya 
jelas: mengampanyekan penerapan syariat Islam. 
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Adu Argumen, Bukan Jumlah 


Herry Mohammad dan Mukhlison S. Widodo 


Ba Dg 


PONDOK Pesantren Al-Mukmin Ngruki, Sukoharjo, Jawa Tengah, tak bisa lepas 
dari figur dua pendirinya, Abdullah Sungkar (almarhum) dan Abu Bakar Ba'asyir. Karena 
mereka menolak asas tunggal Pancasila, Sungkar dan Ba'asyir sempat hijrah ke Malaysia, 
dari 1985 sampai 1999. Sungkar meninggal pada 24 Oktober 1999, tak lama setelah 
pulang dari Malaysia. Jenazahnya dikebumikan di Dukuh Beku, Kecamatan 
Karanganom, Klaten, Jawa Tengah. Sedangkan Ba'asyir disangka menjadi otak berbagai 
aksi terorisme yang terjadi di Tanah Air. 

Beberapa orang yang terlibat aksi terorisme, seperti Fathur Rahman Al-Ghozi 
dan Ali Gufron alias Mukhlas, pernah nyantri di sini. Al-Ghozi dituduh terlibat penge- 
boman di Metro Manila yang menewaskan 22 orang. Pada 12 Oktober 2003, Al-Ghozi 


ditembak mati oleh militer di Pingkawayan, Cota Bato, Filipina Selatan. Sedangkan 
Mukhlas adalah salah satu terpidana mati dalam kasus bom Bali yang menewaskan 202 
orang pada 2002. 

Keberadaan Ustad Sungkar, Ba'asyir, dan beberapa santrinya yang terlibat 


aksi-aksi terorisme membuat Al-Mukmin dijuluki sebagai pesantren yang mencetak 
teroris. Anggapan itu ditepis Pimpinan Yayasan Pendidikan Islam dan Asuhan Yatim Al- 
Mukmin (YPIA) —yayasan yang menaungi Pondok Pesantren Al-Mukmin— Drs. KH 
Farid Ma'ruf N.S. (lahir 1926). 

Menurut Farid, anggapan itu salah alamat. “Memang ada beberapa mantan 
santri Al-Mukmin yang menjadi tersangka teroris. Tapi mereka kebanyakan belajar di sini 
tidak tamat. Beberapa di antaranya setelah di sini belajar di tempat lain, ujar Farid. "Nah, 


kenapa kok yang disorot saat belajar di sini. Kenapa nggak saat belajar di tempat lain itu 
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yang diekspose?" tanyanya. 

Ada 1.800 santri yang kini belajar di Al-Mukmin. Yang membedakan dengan 
pesantren lainnya, pembelajaran di Al-Mukmin memberi tekanan lebih pada akidah. Itu 
sebabnya, ketika di era Orde Baru yang menerapkan asas tunggal, Al-Mukmin punya 
sikap lain. “Pada zaman Pak Harto, semua berasas Pancasila. Untuk bernegara bisa me- 
nerapkannya, tapi untuk kehidupan sehari-hari belum tentu, kata Farid.“Karena itu, kami 
menolak kalau seluruhnya diatur dengan Pancasila, katanya. 

Mereka juga tidak mau menghormat bendera Merah-Putih. Bagi Farid, dan 
juga komunitas Pondok Pesantren Al-Mukmin, menegakkan syariat Islam adalah wajib. 


Tapi mereka tetap menggunakan koridor yang ada. "Kami akan tetap berusaha dalam 


batasan yang memang itu diperbolehkan, ujar Farid. 
la menilai sistem demokrasi Indonesia belum sejalan dengan ajaran Islam. 
“Dalam Islam ada musyawarah yang berarti mengadu argumentasi atau dalil, bukan 


mengadu jumlah suara. Sehingga suara pencuri dan ulama sama” Farid menerangkan. 


"Yang dicari adalah siapa yang punya dalil terkuat, bukan pemilih terbanyak: 


Pesantren memberi kebebasan bagi warganya dalam Pemilihan Umum 2004. 


Dalam pemilihan presiden putaran kedua, 20 September 2004, para santri Al-Mukmin 
memberikan suara di tiga TPS, yakni TPS 48, 49, dan 50. Ketiganya berada di RT 01, 02, dan 
03 di RW 17 Kelurahan Cemani, Kecamatan Grogol, Sukoharjo. Rata-rata santri yang terdaf- 


tar di tiap TPS berjumlah sekitar 50 orang. 

Untuk pemilu presiden putaran kedua, di TPS 48 yang terdaftar sebagai pemilih 
sebanyak 300 orang. Sedangkan yang memberikan suara sebanyak 111 pemilih. Hasilnya, 
Megawati-Hasyim mendapat 18 suara, Susilo Bambang Yudhoyono-M. Jusuf Kalla 43 suara, 
dan 50 suara rusak. Di TPS 49, dari 300 pemilih, hanya 120 orang yang datang ke TPS. Dari 
jumlah itu, Mega-Hasyim memperoleh 18 suara, SBY-Kalla 40 suara, dengan 62 lembar 
suara rusak. Sedangkan di TPS 50, dari 298 yang terdaftar, hanya 172 yang datang. Dari jum- 
lah itu, Mega-Hasyim mendapat 29 suara, SBY-Kalla memperoleh 91 suara, sedangkan kartu 
suara rusak berjumlah 52 suara. 

Perolehan suara di tiga TPS itu mencerminkan sikap politik warga sekitar dan 


komunitas santri di Pondok Pesantren Al-Mukmin, Ngruki. 
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EKS DARUL ISLAM 


Dakwah Tidak Melulu Lidah 


Dani Hamdani, dan Wisnu Wage Pamungkas (Bandung) 


Cap Darul Islam yang melekat lama di zaman Orde Baru 
mempersulit gerak pesantren ini. Merasa dijajah bangsa sendiri. 


Pasca-reformasi, kembali berkibar. 
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SAAT pemungutan suara untuk pencoblosan presiden tahap kedua 
berlangsung di seluruh penjuru negeri, September 2004, Pondok Pesantren 
Miftahul Huda di Tasikmalaya, Jawa Barat, terasa sepi. Hari itu, meski 
pemerintah menetapkannya sebagai libur resmi, para santri tetap masuk 
sekolah. Bahkan, berbarengan dengan pesta rakyat itu, murid-murid 
Miftahul Huda tengah menempuh ujian. Para santri perempuan duduk rapi 
di karpet dengan badan setengah telungkup mengerjakan soal ujian. Setelah 
ujian selesai, barulah para santri yang telah memenuhi syarat bergerombol 
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menuju tempat pemungutan suara (TPS), tak jauh dari lokasi pondok. 

Pesantren itu tepatnya di Dusun Pasir Panjang, Desa 
Kalimanggis, sekitar 13 kilometer dari pusat kota Tasikmalaya. Jumlah 
gurunya 105 orang dengan 3.000 santri. Sebanyak 2.100 di antaranya pria. 
Di era Orde Baru, pesantren ini mengalami masa sulit: mendapat cap seba- 
gai bagian dari Darul Islam, pengikut Kartosuwiryo. Predikat itu membu- 
at mereka sulit bergerak. Namun, setelah rezim Orde Baru lengser, mere- 
ka bisa bernapas lega. Kini pemimpin pesantren itu adalah KH Asep A. 
Maoshul Affandy. Ia calon anggota DPR dari Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP). Tapi ia tak mempengaruhi murid-muridnya agar 
memilih partai Ka'bah. 

“Di sini mah demokratis. Terserah santrinya mau milih siapa,” 
katanya sambil mengepulkan asap rokok. Pagi itu, tatkala sebagian warga 
sudah ke TPS, Asep tampak berbincang santai dengan dua santrinya di 
beranda rumahnya. Agak siang sedikit, barulah Asep bersama istri perta- 
manya menaiki sedan biru menuju TPS. Hanya lima menit ia sudah tiba di 
halaman Sekolah Menengah Pertama Islam Plus Al-Ruz'han. Di situ ada 
delapan TPS yang jadi tempat sebagian besar santri mencoblos. 

Masyarakat berebut menyalami Asep. Ia menyambut sambil 
berlalu ke TPS nomor 3. Di sana panitia pun antusias menyalaminya. 
Tanpa harus menunggu, ia langsung menukarkan kartu dengan surat 
suara. Setelah mencoblos dan mencelupkan kelingking ke tinta, Asep 
berkeliling ke tiap-tiap TPS di sekitarnya. 

Suasana TPS begitu ramai. Layaknya orang manasik haji, halaman 
TPS penuh dengan kerudung putih yang dikenakan santri putri dan santri 
putra dengan pecinya. Mereka ikut antre di tiap-tiap TPS. Ketika perhitungan 
dilakukan, masyarakat dan santri masih tampak antusias. “Di TPS ini mah 
biasa suka serempak. Seperti pemilu putaran pertama, kebanyakan milih 
PPP,” kata Rd. F.X. Suradi, Ketua TPS 19, kepada Amiah dari Gatra. 

Tapi ternyata, siang itu suara tidak serempak. Di TPS 19 itu, dari 
186 suara yang masuk, 61 memilih pasangan Megawati-Hasyim, 80 ke 
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SBY-Kalla, dan 45 abstain. Sedangkan di TPS tempat Asep Maoshul men- 
coblos, dari 148 pemilih, Mega-Hasyim unggul dengan 73 suara dan SBY- 
Kalla 42. Dari delapan TPS yang berada di sekitar pesantren, perolehan 
suara juga berlangsung ketat. SBY-Kalla hanya menang tipis. Dari 1.328 
suara, SBY-Kalla hanya mengantongi 578, Mega-Hasyim 521, dan 229 
suara tidak sah. 

Di luar lingkungan pesantren, pasangan SBY-Kalla mendapat 
dukungan lebih besar. Di seluruh Desa Kalimanggis di Manonjaya itu, ter- 
dapat 20 TPS. Dari 3.840 suara, SBY mendapat 2.162 suara, Mega 1.292, 
dan suara tidak sahnya 386. 

Hasil tersebut menunjukkan kebenaran ucapan Asep bahwa 
pesantrennya tidak mempengaruhi warga dalam urusan politik praktis. Itu 
diakui oleh Iim Rois'ammah, ketua santri putri. “Di sini demokrasi, bebas. 
Tidak ada paksaan dari siapa pun. Saya memilih sesuai hati nurani saya,” 
ucap Iim. “Saya sih sebagai orang kecil hanya menginginkan negara ini 
aman, tenteram, sejahtera, seperti yang dikatakan SBY,” kata Suratman, 
seorang pengayuh becak di Manonjaya. 


Kebijakan Politik Pesantren 

SEBAGAI pemimpin pondok pesantren, Asep A. Maoshul Affandy 
mengakui bahwa dirinya terlibat dalam politik praktis. Namun ia tidak 
memaksa para santri untuk mencoblosnya. “Buktinya, saya tidak lolos ke 
Senayan,” kata suami tiga istri ini. “Secara lembaga, tidak ada keharusan 
pesantren berafiliasi,” katanya. Ia mencontohkan, saat Pemilu 1999, 
beberapa tokoh partai politik dihadirkan ke pesantren. “Amien Rais 
masuk, Hamzah Haz masuk, Gus Dur masuk, silakan. Kami buka dialog 
sama-sama,” ujarnya. “Perkara saya milih siapa, itu kan urusan pribadi,” ia 
menambahkan. 

Pernyataan itu diperkuat Muhamad Sutisna, santri yang menjadi 
kepala keamanan di Miftahul Huda. “Meskipun Kiai di PPP, santri terserah 
saja milih siapa,” kata warga Subang ini. Dalam sejarahnya pun, walau sem- 
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pat ditekan oleh Orde Baru, pesantren ini tidak pernah melakukan peno- 
lakan pada pemilu. “Khubul wathon minnal iman, mencintai tanah air 
sebagian dari iman,” kata Asep. 

Apakah para santri tidak diberi pendidikan politik? “Secara pen- 
didikan nggak ada, alami saja,” ujar Asep. Namun, agar santrinya mema- 
hami berbagai masalah umat, diadakan acara diskusi (bahtsul masail). 
Juga dilakukan kajian terhadap berbagai paham keagamaan dari kalangan 
umat Islam. “Diharapkan ini mengurangi fanatisme santri terhadap go- 
longan atau paham tertentu,” kata Asep. 

Tapi bukan cuma di kelas ia mendidik santrinya. Ia kerap mem- 
bawa santrinya berdemonstrasi. “Dakwah itu tidak melulu lidah,” ujar Asep. 
Ia juga mendirikan LSM yang cukup “terpandang”, Tasikmalaya Solidarity 
of Moslem. Ini dibentuk saat konflik di Ambon tengah marak. “Banyak 
umat Islam dicincang. Sementara tidak ada yang berteriak membela,” kata 
penggemar fotografi itu. Maka, dikumpulkanlah ormas-ormas Islam untuk 
membentuk LSM. Ia mengaku sering mengkritik kebijakan pemerintah. 
“Saya ini biang demo. Tanya HMI, KAMMI, di Tasik saya biang demo,” 
ungkapnya. 

Apalagi posisinya sebagai Wakil Ketua Lajnah Tanfidziyah (pelak- 
sana harian) Majelis Mujahidin Indonesia, organisasi yang dipimpin Ustad 
Abu Bakar Ba'asyir. Kebencian terhadap Amerika tampak betul pada diri 
Asep. Santri-santrinya kerap mengikuti demo anti-Amerika. “Saya di 
belakang saja,” lanjutnya. Namun ia menolak bila pesantrennya disebut 
tergolong berhaluan keras. 

“Kami bisa keras, bisa lembut, tergantung kondisi,” kata pengge- 
mar musik klasik dan jazz itu. Tapi Asep jelas keras kalau membicarakan 
kasus Abu Bakar Ba'asyir. Ia menganggap semua yang dilakukan terhadap 
Abu Bakar Ba'asyir adalah rekayasa. “Masak orangnya di dalam penjara 
dituduh mengebom?” katanya. 

Lalu, bagaimana dengan urusan menegakkan syariat Islam? 
Menurut Asep, itu mutlak. Namun, lanjutnya, hal ini sering dikonotasikan 


174 HAJATAN DEMOKRASI 


Pa 


Penegak Syariat Islam IM | 


buruk oleh masyarakat. “Konotasinya selalu golok sama darah,” katanya. 
Padahal, menurut dia, syariat Islam itu luas. Bukan hanya soal zakat dan 
haji yang diatur. 

“Syariat Islam juga bukan berarti yang kafir dibabat!” ujarnya 
keras. Penegakan syariat dilakukan dengan cara moderat. Tapi, kalau ada 
nonmuslim merugikan muslim, ya, jelas (keras). “Jangan kira Islam nggak 
punya darah, nggak bisa mengangkat golok,” katanya. Tapi, lanjutnya, 
jihad dalam Islam itu sifatnya bukan ofensif, melainkan defensif. 


Orang Besar Mulai Sowan 


Ba Da 


SEMANGAT kerja keras terlihat di Pesantren Miftahul Huda, Kabupaten 
Tasikmalaya. Tatkala Gatra berkunjung ke pesantren itu, awal September 2004, para 
tukang berbaur dengan santri menyelesaikan tembok. Tiba-tiba, dari arah gerbang 
masuk, muncul Isuzu Elf berpelat nomor Z-8665-XX. Sesosok lelaki berkulit sawo 


matang keluar dari mobil yang masih mengilap tersebut. 
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la adalah KH Asep A. Maoshul Affandy, pemimpin umum pesantren. Pak Kiai 
baru saja membeli bahan bangunan di Pasar Manonjaya. la berbelanja sendiri. Maklum, 
semua orang bekerja. Mereka tengah menuntaskan beberapa bangunan. Ada gedung 
alumni, ruang guru, dan ruang kelas. Rumah Asep juga sedang direnovasi. Setelah pem- 
bangunan tahap sekarang rampung, Asep masih mau menambah ruang belajar 
sebanyak 6096 lagi. “Ruangan masih terbatas sehingga rumah kiai jadi kelas,” katanya. 

Saking banyaknya bangunan yang masih setengah jadi, Asep merasa hidup di 
antara bangunan. “Banyak yang belum selesai, eh, sudah bangun lagi yang baru, kata pria 
kelahiran 1958 ini. “Sepertinya semua bangunan jarang ada yang rampung, ujarnya sambil 
tertawa. Tentu ia cuma bergurau. Di tanah seluas 8 hektare itu, berdiri Masjid Miftahul Huda 
dua lantai ukuran 40 x 50 meter, 10 gedung asrama, aula, madrasah, ruang kelas, studio 
Rasimuda FM (Radio Siaran Miftahul Huda), kantor, penginapan bagi tamu, minimarket 
(warga pesantren menyebutnya sug shogir), dan pos kesehatan pesantren. 

Tak cuma itu aset Miftahul Huda. Lembaga pendidikan yang didirikan KH Choer 
Effendy (almarhum) itu kini memiliki 1.200 cabang pesantren yang tersebar di daerah Jawa 
sampai Kalimantan Barat. Asep adalah putra pertama KH Choer Effendy. Di pundaknya kini 
bergantung nasib Miftahul Huda. Dan jalan tampaknya terbuka lebar bagi Miftahul untuk 


tumbuh setelah lama digencet penguasa. 


Dijajah Bangsa Sendiri 

KH Choer Effendy merintis pesantren sejak 1942. Namun baru resmi berdiri 
pada 7 Agustus 1967. Pondok Pesantren Wanasuka namanya, di Kampung Cigugur, 
Ciamis. Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) dan Partai Komunis 
Indonesia membuat keluarga Choer Effendy cerai-berai. 

Oleh gurunya, KH Zaenal Mustofa, pahlawan nasional asal Sukamanah, 
Singaparna, Tasikmalaya, Choer disuruh memindahkan pesantren ke tempat lain. Choer 
mendirikan lagi Pondok Pesantren Gombongsari di Kampung Cisitukaler, Desa 
Pasirpanjang, Ciamis. Santrinya terus bertambah sehingga akhirnya pesantren dipindahkan 
ke Manonjaya dan namanya diubah menjadi Miftahul Huda. 


Namun upaya mengembangkan Miftahul terus menghadapi ganjalan. 


Datangnya dari luar pesantren. Saat itu, Orde Baru mencap Miftahul Huda sebagai 
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pesantren DI/TII dan pengikut Kartosuwiryo. “Kami benar-benar jadi korban," kata Asep. 


iftahul Huda harus menjalani kisah ini selama belasan tahun. “Itu fase terberat bagi 


an 


ami, tutur Ketua Badan Kerja Sama Pondok Pesantren Indonesia ini. Bahkan cari dana 


ewat jualan kalender juga tak boleh. “Petugas keamanan memerintahkan seluruh 
alender diturunkan, katanya. Eh, mau bikin bank syariah juga dipolitisasi. 


Aparat keamanan mengawasi tindak-tanduk mereka. Padahal, lanjut Asep, 


pesantrennya sama saja dengan yang lain. “Ngaji sama, tafsir sama, nggak beda”, ujar 
anggota Majelis Ulama Tasikmalaya ini, heran. Pengawasan itu membuat mereka tak bisa 
berbuat banyak di masyarakat. "Kami dijajah bangsa sendiri. Itu paling menyakitkan," 


atanya. Mereka mencoba bertahan dengan cara mandiri, tidak bergantung, dan tidak 


berafiliasi pada lembaga lain. 
isah pengekangan berakhir seiring kejatuhan rezim yang mengisolasi mereka. 


Asep, yang didaulat meneruskan kepemimpinan pesantren oleh ayahnya, bisa bernapas 


lega. Kini Miftahul Huda menjadi salah satu pesantren yang diperhitungkan di timur 
Tasikmalaya. 

Orang-orang besar mulai sowan. Dari pemimpin di daerah hingga politisi top 
dari Jakarta. Tak kurang dari mantan Presiden RI Abdurrahman Wahid, Wiranto, Amien 
Rais, Hamzah Haz, sampai Presiden RI saat ini, Susilo Bambang Yudhoyono, pernah 
bertandang ke Miftahul Huda. Di pesantren ini pula da'i kondang Abdullah Gymnastyar 
(Aa Gym) pernah berguru. 
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AL-ZAYTUN 


Zig-zag Merapat Penguasa 


Khudori 


Al-Zaytun pernah merapat ke Cendana dan mendukung Golkar. 
Pada pemilu 20 September 2004, SBY-JK jadi pemenang. Tak lagi bercita-cita 


mendirikan negara Islam? 


Ba Dg 


JAM baru menunjukkan pukul 07.00 WIB. Bagai iring-iringan 


semut keluar dari sarang, ribuan warga Pondok Pesantren Al-Zaytun kelu- 
ar dari kompleks pondok menuju satu titik: tanah lapang milik Perhutani. 
Di tanah itu telah dibangun 38 TPS —TPS 30 sampai 68. 

Suasana lapangan di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, 
Indramayu, Jawa Barat, itu cukup meriah. Mirip suasana Lebaran. Maklum, 
keluarga karyawan Al-Zaytun yang bermukim di luar pondok tumplek-blek di 
sana. Mengenakan baju baru laiknya merayakan Lebaran, mereka datang ke 
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lokasi sembari membawa anak-anak. 

Satu per satu mereka mengambil surat suara, lalu masuk ke bilik 
untuk mencoblos. Pimpinan Ma'had Al-Zaytun, Syekh A.S. Panji 
Gumilang, baru mendatangi lokasi TPS sekitar pukul 09.51 WIB setelah 
para siswa, santri, petugas, karyawan, dan eksponen pesantren selesai 
menggunakan hak pilihnya. Sore harinya, ketika suara dihitung, pasangan 
Susilo “SBY” Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (JK) meraih 4.193 suara, 
jauh meninggalkan perolehan pasangan Mega-Hasyim (161). Sisanya, 50 
suara tidak sah. 

Hajatan pemilu presiden putaran kedua, 20 September 2004, itu 
berlangsung tertib. Dugaan bahwa warga Al-Zaytun akan memboikot 
pemilu tidak terbukti. Namun kali ini angka warga yang mangkir ke bilik 
suara jumlahnya sangat besar, mencapai 7.096 dari 11.500 pemilih alias 
624. Golputkah warga Al-Zaytun? Anggota KPU Daerah Indramayu, Agung 
Murdiyanto, tidak setuju dengan sebutan itu. “Mereka bukan kelompok 
golput. Lebih tepat disebut sebagai pemilih yang tidak menggunakan hak 
pilihnya,” kata Agung. 

Sangkaan bahwa warga Al-Zaytun dilarang mencoblos dibantah 
Suherman Sururi. Pengajar ushul figih itu mengakui, di lingkungan ma'had 
memang ada pembahasan soal pemilu 20 September 2004. “Warga 
pesantren dipersilakan menggunakan haknya,” ujar pria asal Ciputat itu 
kepada Ajeng Ritzki Pitakasari dari Gatra. Ia membantah anggapan bahwa 
pimpinan ma'had, Syekh Panji Gumilang, menganjurkan warga memilih 
pasangan tertentu. 

Rekor warga Al-Zaytun tidak datang ke TPS diukir pada 25 Juli 
2004. Pada pemilu ulang itu, tidak satu pun dari 24.843 pemilih yang 
terdaftar di Al-Zaytun nongol ke 39 TPS yang dibangun di luar pondok. 
Sejumlah warga yang ditemui mengaku sengaja tidak datang ke tempat 
coblosan. “Kan, kemarin sudah dilaksanakan pada 5 Juli 2004, dan itu 
sudah dinyatakan sah oleh KPU,” kata seorang warga yang tak mau dise- 
but jati dirinya. 


180 HAJATAN DEMOKRASI 


(PER 
7 


Penegak Syariat Islam IM maa 


Pemilu ulang ini sebagai ganti pemilu presiden putaran pertama, 5 
Juli 2004. Menurut Panji Gumilang, pihaknya menganggap pemilu presiden 
putaran pertama itu sudah selesai. “Panitia bekerja rapi. Dan hak kami sudah 
kami berikan 5 Juli 2004,” kata Panji. 

Tapi tidak bagi KPU. Rapat pleno KPU pada 15 Juli 2004 
menyimpulkan adanya pelanggaran administratif dalam pendaftaran 
calon pemilih tambahan di pesantren terbesar di Asia Tenggara itu. 
Resminya, jumlah pemilih yang tercatat di sana hanya 11.565 orang. Tapi, 
pada saat coblosan, 5 Juli 2004, tercatat sebanyak 24.843 pemilih yang 
terdaftar di 83 TPS. Inilah yang membuat banyak pihak curiga. Ditengarai, 
pihak Al-Zaytun sengaja memobilisasi massa dari berbagai daerah. Yang 
lebih mencengangkan, hasil coblosan di dalam pondok itu, 24.794 suara 
(98,896) memilih pasangan Wiranto-Salahudin Wahid. 

Suatu ketika, Panji Gumilang bercerita soal ini. Meskipun pasan- 
gan lain hanya kebagian remah-remah, ia tampak bangga dengan pero- 
lehan pasangan Mega-Hasyim. “Moncong putih di sini mendapat enam 
suara,” ujar Panji. Ada wartawan yang menanyakan jumlah anaknya. “Saya 
katakan empat. Jadi, enam dengan anak dan istri,” kata Panji. Sang 
wartawan langsung berteriak, “Yang enam itu pasti Syekh dan keluar- 
ganya.” Panji tidak mengiyakan dan tidak menolak. “Tapi, meski hanya 
enam, lambang dasi saya toh tetap banteng untuk mengangkat nasib peter- 
nakan di Indonesia,” Panji terkekeh-kekeh. 

Tak urung kasus Al-Zaytun jadi isu nasional. Bukan hanya 
Panwaslu dan KPU setempat, Panwaslu pusat pun turun tangan. KPU 
pusat, yang semula mengesahkan perolehan suara, belakangan justru 
menganulir, lantas digelar pemilu ulang itu. Menurut Panji Gumilang, 
pihaknya sama sekali tidak memobilisasi massa. Mereka yang mencoblos 
di sana yang disebut dimobilisasi itu, kata Panji, adalah wali santri dan 
simpatisan yang pekerjaannya “kontraktor” (selalu ngontrak dan berpin- 
dah-pindah tempat). Mereka mau berkumpul dengan warga Al-Zaytun 
lainnya untuk mengusir penat dan bersilaturahmi pada pilpres. 
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Toh, bukan kali ini saja Al-Zaytun bermain zig-zag. Pada pemilu 
legislatif 5 April 2004, di sana terjadi pembengkakan pemilih, dari 4.962 
menjadi 11.563 jiwa di 39 TPS. Hasilnya, Golkar mencatat kemenangan 
mencolok di tingkat kabupaten dan provinsi. Pada Pemilu 1999, partai 
berlambang beringin rimbun itu menjadi pemenang di sana. 

Al-Zaytun tampaknya dilahirkan untuk sebuah kontroversi. 
Pesantren modern yang mulai dibangun pada 13 Agustus 1996 ini disebut- 
sebut sebagai tempat menggodok kader-kader militan Negara Islam 
Indonesia (NII). Tudingan ini tak lepas dari sosok Panji Gumilang. Pria 
kelahiran Gresik, Jawa Timur, 30 Juli 1946 itu, selain jadi pimpinan 
Ma'had Al-Zaytun, juga jadi Komandan Wilayah IX. Jabatan ini setingkat 
presiden di sebuah negara. Sampai sekarang, ia masih tercatat sebagai 
warga negara Indonesia. 

Tudingan seram itu, antara lain, dilontarkan oleh Al Chaidar. 
Aktivis Islam yang penulis buku sejarah DI/TII Kartosuwiryo ini mengaku 
sempat jadi bagian NII pimpinan Panji, NII KW (Komandemen Wilayah) 
IX. Sebagai komandan di Bekasi, ia bertugas merekrut anggota dan dana 
sebanyak mungkin. Selama lima tahun (1991-1995), Al Chaidar mengaku 
berhasil menggaet 2.000 anggota dan mengumpulkan uang Rp 2 milyar. 
Cara pengumpulan dana dilakukan dengan menghalalkan segala cara, 
seperti menipu. 

Doktrin NII, kata Al Chaidar, semua yang berada di luar kelom- 
poknya dianggap kafir. Halal darah dan hartanya. Untuk jadi anggota NII 
harus menyatakan diri “hijrah” —pindah kewarganegaraan. Sebagai buk- 
tinya, mereka harus membayar sedekah Rp 0,5 juta-Rp 5 juta 

Selain berjubelnya pungutan, semua anggota tak terikat dengan 
kewajiban syariat Islam, seperti salat dan puasa. Alasannya, sebelum 
negara Islam tegak, ibadah tidak wajib. Yang utama adalah aktivitas 
merekrut anggota dan mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya. Nah, 
dana itu kabarnya dipakai untuk membangun Ma'had Al-Zaytun. 

Terhadap berbagai tudingan itu, Panji tidak pernah menang- 
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gapinya. Termasuk kaitan dirinya dengan NII. Yang terang, dari hari ke 
hari, tokoh bernama lengkap Abdul Salam Panji Gumilang itu makin akrab 
dengan penguasa di negeri ini. Ia akrab dengan Ketua Umum Partai Golkar 
Akbar Tandjung, bos Metro TV Surya Paloh, Kepala Badan Intelijen 
Negara A.M. Hendropriyono, dan mantan Ketua Umum ICMI Adi Sasono. 

Jauh sebelum itu, persisnya tahun 1994, dia tercium merapat ke 
keluarga Soeharto di Cendana. Bahkan ia disebut-sebut mendapat kucuran 
dana dari Cendana sehingga bisa membangun pesantren seluas 1.200 hek- 
tare yang kini dihuni 7.600 santri itu. 

Di pesantren inilah, kata Panji Gumilang, pihaknya mengajarkan, 
antara lain, demokrasi. Salah satu bentuknya, ya, mengikuti pemilu. “Al- 
Zaytun sangat favourable untuk menerapkan demokrasi progresif,” kata 
Panji. Bagi Panji, dimensi demokrasi amat luas. Orang yang menghormati 
sesamanya, orang yang meninggikan derajat sahabatnya, dan orang yang 
tidak memaksakan kehendaknya adalah wujud demokrasi. 

Ia sendiri tidak mempersoalkan presiden perempuan asal sang 
presiden dipilih rakyat. “Sama-sama makhluk Tuhan. Kecuali kalau dia 
bukan makhluk Tuhan. Tanpa perempuan, kita susah hidup. Begitu seba- 
liknya,” tutur Panji. Soal fatwa haram memilih presiden perempuan, tidak 
perlu ditanggapi. Apalagi dipertentangkan. Biar rakyat yang memilih. Jadi, 
Anda sudah tidak ingin membentuk negara Islam lagi? “Demokrasi tidak 
boleh tekan-menekan,” katanya. Biar 200 juta rakyatlah yang menen- 
tukan. 
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SyiAH BANDUNG 


Rendang untuk SBY 


Taufik Abriansyah dan Dadan Firmansyah (Bandung) 


Komunitas Syiah terbesar di Bandung memilih SBY. Tak keberatan presiden 


perempuan. Hati-hati dengan syariat Islam. 


Ba Da 


LAGU Indonesia Raya membahana dari tempat pemungutan 
suara (TPS) 29 di Jalan Kebaktian II, Kiaracondong, Bandung, menjelang 
sore Senin 20 September 2004. Seluruh hadirin yang ada di tempat itu 


larut dalam keharuan dengan menyanyikan lagu kebangsaan selepas 
menunaikan hajat demokrasi paling akbar: memilih presiden. 
TPS 29 itu adalah salah satu dari empat TPS yang berada di seki- 
tar Yayasan Muthahhari, yang dianggap sebagai basis Syiah di Indonesia. 
Di TPS itulah Jalaluddin Rakhmat, ikon penting Syiah di Indonesia, 
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nyoblos. Hari itu, Kang Jalal —begitu Jalaluddin Rakhmat akrab dipanggil— 
memboyong seluruh anggota keluarganya, termasuk cucunya yang masih bali- 
ta, untuk memberikan suara. “Pemilu ini sudah mengeluarkan banyak uang, 
dan uang itu uang rakyat. Sayang, kan, kalau kita tidak ikut,” kata Kang Jalal. 

Seperti di banyak tempat di Indonesia, warga di sekitar Yayasan 
Muthahhari terlihat antusias menyambut pesta demokrasi ini. Mereka menge- 
nakan pakaian terbaik bak menyambut Lebaran. “Kalau nanti SBY menang, 
kami ramai-ramai akan membuat gulai rendang,” kata Nyonya Umi, seorang 
warga di situ, setelah pencoblosan. Janji itu dilaksanakan setelah pasangan SBY- 
Kalla dinyatakan KPU sebagai pemenang pemilu, 4 Oktober lalu. 

Pada pemilu presiden putaran pertama, Amien Rais mendapat 
suara terbanyak di TPS-TPS sekitar Muthahhari. Ini tak mengejutkan. 
Yayasan Muthahhari memang punya kedekatan emosional dengan Amien 
Rais. Adalah Amien Rais yang meresmikan pembangunan yayasan terse- 
but. Sayang, Amien Rais tak lolos ke putaran kedua. 

Dari empat TPS yang ada di sekitar Yayasan Muthahhari, pada pemilu 
presiden putaran pertama 5 Juli 2004 tercatat SBY-Jusuf Kalla berada pada 
posisi pertama dengan jumlah suara 452. Disusul di tempat kedua, Amien Rais- 
Siswono Yudosodo dengan 443 suara. Lalu berturut-turut Megawati-Hasyim 
Muzadi 108 suara, Wiranto-Salahudin Wahid dengan 118 suara, dan yang ter- 
akhir Hamzah Haz-Agum Gumelar yang hanya memperoleh tujuh suara. 

Di putaran kedua, 20 September 2004, SBY kembali tak terben- 
dung. Dari 1.372 pemilih di empat TPS itu, SBY mendapat 898 suara dan 
Mega 210 suara. Sisanya tidak sah dan tak datang ke lokasi TPS. 

Faktor Kang Jalal tidak bisa dilepaskan dari perolehan suara bagi SBY 
ini. Saat menggelar pengajian di masjid samping rumahnya, sehari sebelum hari 
pencoblosan, Kang Jalal mengingatkan pilihan-pilihan yang akan diambil 
jamaahnya. “Anda mau status guo pilih Megawati. Jika Anda ingin perubahan, 
pilih SBY. Atau Anda ingin lepas dari tanggung jawab, pilih golput,” katanya. 

Harapan pada perubahan itulah yang mendasari kemenangan SBY 
di basis Syiah ini. “Saya berharap, pemimpin yang akan datang bisa membu- 
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at keadaan menjadi lebih baik ketimbang sekarang ini,” tutur Sukiyo, seorang 
warga di situ. Alhasil, Mega tergelincir bukan karena penolakan terhadap 
presiden perempuan seperti dikampanyekan sebagian ulama NU. 
“Pemimpin perempuan boleh-boleh saja,” kata Kang Jalal. Ia 
merujuk pada salah satu kitab tokoh Syiah, Ayatullah Syamsyudin, yang 
berjudul Perempuan berhak untuk menjadi presiden atau tokoh politik. 
Menurut Kang Jalal. beberapa negara yang mayoritas penduduknya mus- 
lim bahkan sudah lebih dulu memelopori kiprah pemimpin perempuan. 
Di Iran, perempuan menjadi wakil presiden. Pakistan penah di- 
pimpin perdana menteri wanita Benazir Butho. Di Indonesia ada Presiden 
Megawati. Malaysia punya istri Anwar Ibrahim yang memimpin partai 
politik. Anehnya, negara-negara Barat yang mengaku demokratis 
sekalipun, seperti Amerika, belum pernah dipimpin perempuan. 
Kalangan Syiah juga tak keberatan dipimpin nonmuslim. Jika di 
kalangan Sunni ada dalil “lebih baik diperintah seorang muslim walaupun 
zalim ketimbang diperintah kafir walaupun adil”, mereka berpendapat 
sebaliknya. “Kita lebih nyaman tinggal di tempat yang dipimpin orang 
kafir tapi mereka adil dan menyejahterakan rakyatnya ketimbang 
pemimpin muslim yang zalim dan menyengsarakan rakyat,” ujar Kang 
Jalal, yang mendikan Yayasan Muthahhari pada 1992. 
Yayasan ini sehari-hari mengelola sekolah menengah umum. 
Sejak awal berdirinya, Muthahhari dicurigai sebagai pelopor gerakan Syiah 
di Indonesia. Maklum, nama itu adalah nama salah seorang tokoh Syiah 
terkemuka. Tudingan ini dibantah Kang Jalal, yang menyebutnya sebagai 
tuduhan tidak berdasar. Kurikulum Muthahhari mengajarkan pemikiran 
seluruh mazhab. Yakni Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi. “Saya tidak 
mengajak orang masuk Syiah. Di sini kami mengajarkan keterbukaan 
untuk menghargai perbedaan di antara berbagai mazhab,” kata Jalal. 
Muthahhari dipakai, menurut Jalal, bukan karena pertimbangan 
kesyiahannya. Lebih karena bobot intelektual tokoh tersebut yang nonsek- 
tarian. Ia sangat apresiatif terhadap pemikiran Sunni. Muthahhari adalah 
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orang yang dibesarkan dalam sistem pendidikan Islam tradisional. Tetapi 
ia cukup terbuka menerima khazanah pemikiran Barat. Ia menjembatani 
dikotomi antara intelektual dan ulama. “Nah, itu salah satu misi yayasan 
ini, menjadi jembatan itu,” ungkap Kang Jalal. 

Kang Jalal menegaskan, sejak awal pendiriannya, Muthahhari 
adalah lembaga yang sepenuhnya nonsektarian dan nonpartisan. 
Bertumpu pada dua misi yang diembannya. Yakni melakukan pencerahan 
pemikiran dan memberdayakan kelompok tertindas. Jalal mencontohkan, 
di kalangan Syiah ada sekelompok orang yang sangat berorientasi pada 
fikih. Sehingga kesalehan diukur dari kesetiaan terhadap fikih. 
“Sedangkan di Muthahhari, konsepnya, dahulukan akhlak (moralitas dan 
integritas kepribadian) di atas fikih,” kata Kang Jalal. 


Al-Jawad Tak Berkecil Hati 


Taufik Abriansyah dan Dadan Firmansyah (Bandung) 


Ba —- Dg 


JALAN Gegerkalong, Bandung, lebih dikenal sebagai lokasi Pesantren Daarut 
Tauhiid yang dipimpin Abdullah Gymnastiar alias Aa Gym. Padahal, sekitar 500 meter 
dari situ, ada sebuah bangunan bercat biru yang menjadi pusat Yayasan Al-Jawad, salah 
satu basis Syiah di Bandung. Di gedung dua lantai itu, ada toko buku, kantin, tempat 


sewa komputer, dan ruang pertemuan. 
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Sampai kini, AlJawad masih kena stigma sebagai kumpulan orang penganut 
Islam sesat. Setidaknya bagi beberapa tukang ojek yang mengantar Gatra ke tempat itu. 
“Oh, pesantren anu nyimpang tea," kata seorang tukang ojek. 
AlJawad berdiri sejak 1991. Tapi jamaahnya hanya sekitar 30 orang tiap kali 
pengajian digelar. Materi-materi yang diangkat di pengajian Al-Jawad lebih bersifat 


praktis. Misalnya soal logika Islam, filsafat, tasawuf, dan soal politik Islam. “Kami memba- 


hasnya secara teoretis. Kami tak ingin terlibat dalam politik praktis” kata Husein al-Kaff, 
Ketua Dewan Pembina Yayasan Al-Jawad. 

Dalam hal politik praktis semacam pemilu presiden, AlJawad mengambil 
sikap untuk netral. Maka, jamaah Al-Jawad tidak diarahkan untuk memilih pasangan ter- 
tentu. "Kami lebih menekankan pada pilihan rasional. Kami tidak pernah mendoktrinkan 
sesuatu soal pemilu ini” kata Husein. 

Menurut dia, komunitasnya tak punya keinginan muluk, misalnya terciptanya 
negara Islam. Baginya, yang penting adalah misi dan visi Islam, seperti keadilan, diprak- 
tekkan. Seperti halnya Kang Jalal, Husein pun mengaku tak keberatan jika harus dip- 
impin oleh perempuan. Bahkan pemimpin nonmuslim sekalipun. “Pemimpin bukan 
soal idelogi atau agama, yang penting adalah menegakkan keadilan dan melindungi 
segenap warganya, ujar Husein. 

Husein mengaku tak berkecil hati Al-Jawad kalah populer dibandingkan de- 
ngan pesantren tetangganya, Daarut Tauhiid. Menurut dia, Al-Jawad tidak bisa berkem- 
bang sekencang Daarut Tauhiid karena tumbuh di tempat yang bukan habitatnya. 
“Bahkan banyak masyarakat yang tidak tahu masih sering salah paham pada kami, 


katanya. 
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RUFAOA 


Warna-Warni Bandar Rufaga 


Lugman Hakim Arifin 


“Apakah tidak ada lagi di dunia ini kebenaran dan kemuliaan sehingga 
manusia terpaksa bergelimang dengan najis dan kejahatan demokrasi?" 


Abuya Syekh Imam Ashaari Muhammad At-Tamimi, 
pimpinan spiritual tertinggi Rufaga. 


Ba 


RUFAOA merintis sebuah “bandar” (komunitas) di kawasan Bukit 
Sentul sejak Februari 2004. Mereka kurang lebih meliputi 24 keluarga 


yang mukim terpencar-pencar di cluster Victoria, Udayana, Bukit Golf, 
dan Amsterdam di kawasan Bukit Sentul. Jumlah itu tersebar dalam 18 
rumah dengan penghuni sekitar 100 orang. 

Mereka kebanyakan bermukim di rumah tipe 36. Sebagian mem- 
beli langsung, sebagian lagi menyewa seharga Rp 4,5 juta-Rp 5 juta 
setahun. Dua ruko baru milik Rufaga di cluster Victoria buka pagi hingga 
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petang. Ruko pertama dipakai untuk jual-beli perlengkapan ibadah — 
dulunya rumah makan— satunya lagi tempat menjual keperluan rumah 
tangga. Lokasi Bandar Rufaga masuk ke Desa Babakan Madang, Sentul, 
Bogor, Jawa Barat. 

Meski sudah hampir sembilan bulan, penduduk sekitar masih 
asing dengan Bandar Rufaga. “Apa itu Rufaga? Saya nggak tahu itu orga- 
nisasi apa?” kata A. Chatib Sarbini (lahir 1954) kepada Gatra, pertengahan 
Oktober 2004. “Seharusnya, kalau benar ada di sini, ada laporannya,” staf 
Urusan Pemerintahan Desa Babakan Madang, Sentul, itu menambahkan. 

Pak Ukho' —demikian pria itu disapa— mengaku sering main ke 
daerah cluster Victoria, tapi tidak pernah tahu keberadaan organisasi berna- 
ma Rufaga'. “Mana sih tempatnya?” katanya penasaran. 

Rufaga merupakan metamorfosis Darul Argam, organisasi yang di- 
nyatakan terlarang oleh Pemerintah Malaysia pada 1994. Abuya Syekh Imam 
Ashaari Muhammad at-Tamimi, pimpinan tertinggi spiritual Darul Argam, 
dipaksa bertobat di depan Dewan Fatwa Malaysia. Nama Al-Argam pun harus 
ditanggalkan. Organisasi ini, termasuk yang di Indonesia, pun bubar. 

Meski Al-Argam harus tutup buku, spirit anggotanya tetap 
menyala. Pada 1997, Abuya membangun komunitas baru dengan nama 
Rufaga. Seperti Darul Argam, Rufaga tetap memelihara konsep Imam 
Mahdi. Di Indonesia, komunitas ini muncul dengan nama Hawariyun. 
Tahun 2000, Hawariyun di Indonesia dan Rufaga Malaysia bergabung 
menjadi Zumala Group International. Dua tahun kemudian, 2002, 
berubah menjadi Rufaga International. 

Dulu anggota Darul Argam sangat mudah dikenali. Laki-lakinya 
berjubah hitam dan berserban hijau. Sedangkan perempuannya bercadar, 
juga dengan jubah hitam. Kostum ini tak diteruskan oleh Rufaga. Mereka kini 
tak berpakaian khusus. Barangkali, karena itulah, Rufaga tak mudah dikenali. 

Yang juga berubah adalah perlakuan pada demokrasi. Darul 
Argam, setidaknya terbaca pada tulisan Abuya Syekh Imam Ashaari 
Muhammad At-Tamimi dalam Meninjau Sistem Pemerintahan Islam, 
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terang-terangan mengharamkan demokrasi seperti kutipan di atas. Buku 
itu pertama kali di-launching pada 1994 dan dicetak ulang tahun 2004. 

Rufaga Indonesia sama sekali tak menampik pemilu sebagai urat 
nadi demokrasi. Abu Jabir, seorang aktivis Rufaga Semarang, mengatakan 
tidak ada penolakan saat diadakannya pemilihan umum, baik ketika 
pemilu legislatif maupun presiden. “Pada prinsipnya, kami ikut apa yang 
diprogramkan pemerintah saja. Apa yang digariskan pemerintah, kami 
nggak ingin melanggarnya,” ujar Abu Jabir (lahir 1972). 

Ia menyebutkan, anggota Rufaga dibebaskan memilih. “Tidak ada 
perintah untuk nyoblos salah satu kandidat presiden. Jika ada yang mau 
golput, itu pun diperbolehkan. Ikut atau tidak ikut pemilu, diserahkan 
kepada masing-masing individu.” kata Abu Jibril kepada Mukhlison S. 
Widodo dari Gatra. Meski begitu, menurut dia, Rufaga diharuskan ikut 
aturan pemerintah. 

“Kalau pemerintah menyarankan menyukseskan pemilu, kita juga 
harus mengikuti pemilu,” Abu Jabir menambahkan. Di Semarang, komu- 
nitas Rufaga beranggotakan sekitar 10 keluarga. Mengenai pilihannya saat 
pemilihan presiden kemarin, Abu tidak mau menjawabnya. “Itu kan raha- 
sia, jadi tidak boleh dikatakan,” Abu menegaskan. 

Di Sentul, yang jadi pusat kegiatan Rufaga Indonesia, pada 
putaran pertama disebut-sebut pilihan jatuh pada Wiranto, yang kabarnya 
difavoritkan Abuya. Jamaah Rufaga yang sempat dihubungi Gatra membe- 
narkan hal itu. Berhubung Wiranto tak lolos, tak sedikit yang jadi golput. 
Salah satunya, Doktor Abdurrahman R. Effendy, Direktur Rufaga 
Indonesia. “Saya masih di Malaysia ketika pencoblosan kedua,” katanya. 

Pada putaran kedua di TPS 8, cluster Victoria yang jadi tempat 
memilih sebagian komunitas Rufaga, SBY menang telak. Ia meraih 218 
suara, sedangkan Mega hanya mendapat 63 suara. Apakah mereka memi- 
lih SBY? Wallahualam. 

Yang pasti, SBY bukan sosok asing bagi Rufaga Indonesia. Ia, mis- 
alnya, sempat memberi pengatar pada buku Jejak Sang Dutta yang 
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menceritakan kiprah Halilintar Muhammad Jundullah, yang sempat jadi 
orang nomor satu di komunitas tersebut, sebelum digantikan Doktor 
Abdurrahman R. Effendi.Harimi Abdullah, Asisten Direktur Rufaga 
Sumatera Selatan, menyebutkan bahwa SBY cukup dekat dengan Rufaga. 
Kedekatan ini, menurut dia, dibangun ketika SBY menjadi Pangdam 
II/Sriwijaya, 1996-1997. Rufaga di Sumatera Selatan berdiri pada 1989 
dengan nama Argam. 

Karena kedekatan itulah, menurut Harimi, Rufaga sempat mem- 
berikan masukan kepada SBY sebelum maju dalam bursa pilpres. “Jika 
berniat baik, maju terus. Kalau akan membawa kepada keadaan yang lebih 
buruk, tak perlu dilakukan,” kata Harimi, mengutip pesan yang disam- 
paikan kepada SBY. 

Sikap aneka warna Rufaga dalam pemilu sangat bertolak 
belakang dengan “fatwa” Abuya Syekh Imam Ashaari Muhammad at- 
Tamimi. Bagi Abuya, sistem pemerintahan Islam jauh lebih bijaksana dan 
adil daripada berbagai sistem politik, ideologi, dan isme buatan akal 
manusia, termasuk demokrasi. “Islam memiliki tafsiran dan bentuk yang 
khusus dan istimewa tentang pemerintahan,” Abuya menambahkan. 

Demokrasi, menurut Abuya, menyimpan banyak kelemahan. 
Dalam memilih pemimpin, misalnya, demokrasi dianggap Abuya mencip- 
takan kenyataan semu dalam bangunan sebuah pemerintahan. Ambil con- 
toh, tiga calon bertanding di kawasan yang pemilihnya 10.000 orang. Hasil 
perhitungan suara: A mendapatkan 3.300 suara, B memperoleh 3.300 
suara, dan C meraup 3.400 suara. 

Artinya, C menang dengan pendukung 3.400 suara, sedangkan 
penentangnya, kalau ditambahkan antara dua calon lain, adalah 6.600 suara. 
“Secara demokrasi, bagaimana dapat dipastikan bahwa dia (C) naik atas 
dukungan mayoritas? Karena penentangnya lebih banyak dari pendukung- 
nya?” tulis Abuya dalam buku Membangun Sistem Pemerintahan Islam. 

Kelemahan lain pemilihan secara demokratis, menurut Abuya, 
adalah lebarnya kemungkinan untuk mendapatkan pemimpin yang keliru 


196 HAJATAN DEMOKRASI 


(PER 
29 


Mesianis IE maa 


dan jahat yang naik karena suara mayoritas. Asumsi Abuya, rakyat tidak 
semuanya pandai dan tahu tentang orang atau partai yang dipilih. 
“Pemerintah bukan wakil rakyat, tapi wakil Allah (khalifatullah) untuk 
menjalankan pemerintahan menurut cara yang ditentukan Allah,” ia 
menegaskan. 

Seorang pemimpin, menurut Abuya, dipilih bukan dengan cara 
kampanye dan sejenisnya, melainkan dengan pemilihan oleh ahlul halli 
wal “agdi. Yaitu orang-orang yang dibenarkan untuk memilih seorang 
pemimpin. Ketika pemilihan Abu Bakar as-Shiddig sebagai amirul muk- 
min, ahlul halli wal “agdi-nya adalah orang-orang seperti Umar bin 
Khattab, Ustman bin Affan, Abdur Rahman bin Auf, Abu Ubaidah, dan 
Sa'ad bin AbiWaggas. 

Ahlul halli wal'agdi adalah kaidah yang ditunjuk dalam Al-Guran 
untuk memilih seorang pemimpin. Orang-orangnya, antara lain, adalah 
pemimpin-pemimpin yang kata-katanya didengar oleh rakyat, meski 
bukan pemimpin resmi. Syaratnya: memiliki ilmu pengetahuan Islam yang 
cukup dan punya pengaruh dalam masyarakat. 

Sayangnya, tidak dijelaskan oleh Abuya bagaimana memilih 
orang-orang yang disebut ahlull halli wal 'agdi itu sendiri. Apakah perlu 
ada pemilihan dari rakyat atau ditunjuk lagi? Kalau ditunjuk, siapa yang 
menunjuk? 

Tentang syarat menjadi pemimpin, Abuya mencantumkan enam 
syarat: harus beragama Islam, lelaki, “perempuan tidak boleh menjadi 
pemimpin, cuma boleh menjadi wakil pemimpin”, balig, akil, yakni berakal 
cerdik, merdeka, dan sempurna anggota tubuhnya. 
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AHMADIYAH 


Pilihan Nurani Kaum Ahmadi 


Hidayat Tantan, Elmy Diah Larasati, 


dan Wisnu Wage Pamungkas 


Jemaat Ahmadiyah mengharamkan golput. 


SBY menjadi favorit. 


Ba Da 


ANTREAN yang tadinya lancar itu sejenak terhenti. Adu mulut 


terjadi. “Pemilihan pertama saya nyoblos di sini. Coba dilihat dulu, Pak,” 
kata Muhamad Kamal (lahir 1982). Petugas TPS 10 di Kampung Babakan, 
Parung, Bogor, Jawa Barat, bergeming. Ia tetap minta kartu pemilih. 
Kepada Gatra, Kamal mengaku kartu pemilihnya hilang setelah 
pemilihan putaran pertama. Sebetulnya dia sudah lapor ke ketua RT 
setempat dan dijanjikan mendapat pengganti minimal tiga hari sebelum 
pencoblosan. Eh, sampai hari-H tak juga nongol. Apa boleh buat, pemuda 
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asal Bakauheni, Lampung, itu hanya bisa termangu melihat teman-teman- 
nya masuk bilik suara. 

Kekecewaannya sedikit terobati ketika 20 September 2004, SBY, 
jagoannya, dinyatakan sebagai pemenang di TPS tersebut. Pasangan SBY- 
Kalla meraih 151 suara, jauh di atas Mega-Hasyim yang hanya mendapat 
67 suara. Dari 18 TPS di Desa Pondok Udik, Kemang, SBY-Kalla meraih 
2.739 suara. Adapun Mega-Hasym hanya 1.210. 

Kegembiraan Kamal makin meluap setelah 4 Oktober 2004, 
Komisi Pemilihan Umum mengesahkan SBY-Kalla sebagai presiden dan 
wakil presiden terpilih. Bagi dia, mantan Menko Polkam itu adalah sosok 
berwibawa. “Dia bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik,” 
katanya. Meski memuja SBY, ketika kampanye Kamal tak ikut-ikutan 
turun ke jalan. “Jadwal belajar padat, tak ada waktu,” katanya. 

Kamal adalah satu dari 60 calon mubalig yang lagi digodok di 
“kawah candradimuka” Jemaat Ahmadiyah di Kampus Mubarak, Jalan 
Raya Parung, Bogor. Tempat ini sekaligus jadi kantor pusat Jemaat 
Ahmadiyah Indonesia. Mereka mengklaim punya 500.000 pengikut, terse- 
bar di 300 cabang di berbagai wilayah Indonesia. 

Dari delapan hektare, baru 3,5 hektare yang terpakai, yakni untuk 
gedung pertemuan, kelas, masjid, laboratorium bahasa dan komputer, 
plus klinik untuk umum. Kampus ini mulai dibangun pada 1983 dan resmi 
beroperasi tahun 1986. Tiap hari para calon mubalig, termasuk Kamal, 
diajari Al-Ouran, hadis, teologi, fikih, perbandingan agama, dan bahasa 
Arab. 

Meski suhu politik sedang naik, mereka tak tergoda untuk 
menyentuhnya. Kalaupun ada, paling-paling hanya obrolan antarpribadi 
di sela waktu istirahat makan atau menjelang tidur. Toh, saat pemilihan, 
mereka berbondong-bondong pergi ke TPS. “Ahmadi dilarang golput,” 
tutur Kamal. Ahmadi ini sebutan untuk anggota Jemaat Ahmadiyah. 

Di Parung, ada 3oo-an Ahmadi. Yang punya hak pilih 170-an. 
Mereka tersebar di tiga TPS. Selain TPS 10, juga di TPS 5 dan TPS 8. SBY 
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menjadi favorit kaum Ahmadi. Hanya satu-dua yang ngefans ke Megawati. 
“Kami memilih sesuai hati nurani. Tak ada arahan dari amir,” kata Maya, 
seorang Jemaat Ahmadiyah. Meski tak menolak presiden perempuan, ia 
mengaku lebih sreg kalau RI-1 itu seorang laki-laki. “Menurut agama, 
perempuan hanya bisa memimpin perempuan,” ujar ibu dua anak itu. 

Tentu itu bukan sikap resmi Jemaat Ahmadiyah. Abdul Basit, 
Amir Nasional Jemaat Ahmadiyah Indonesia, mengatakan bahwa jemaat- 
nya tidak anti-presiden perempuan. “Laki-laki atau perempuan, muslim 
atau nonmuslim, bukan hal mutlak dalam menentukan pilihan,” katanya. 
Menurut dia, siapa pun yang punya kemampuan untuk memimpin wajib 
didukung. 

Lalu, bagaimana soal pernyataan bahwa perempuan hanya bisa 
memimpin perempuan? “Itu hanya berlaku dalam organisasi agama. 
Untuk memimpin negara atau organisasi sosial nggak masalah,” kata Uun 
Syarifatunisa (lahir 1942), Ketua Lajnah Imailah Jemaat Ahmadiyah 
Indonesia. 

Meski tak bisa “memimpin” kaum laki-laki, bukan berarti suara 
perempuan jadi minoritas. Beberapa kebijakan yang diputuskan Majelis 
Syura, sebagai lembaga tertinggi Jemaat Ahmadiyah, berasal dari sodoran 
Uun. Salah satunya, keputusan untuk melarang perokok jadi pengurus 
Jemaat Ahmadiyah di semua tingkat kepengurusan. 

Sesuai ketentuan di organisasi tersebut, ketua cabang dipilih lang- 
sung oleh anggota cabang yang bersangkutan. Adapun amir nasional dip- 
ilih Majelis Syura, yang terdiri dari pemimpin cabang dan wakil daerah. 
Sedangkan khalifah dipilih Badan Pemilihan Khalifah, yang berang- 
gotakan amir nasional dan ketua mubalig tiap negara. 

Berbeda dengan pengurus nasional yang beganti tiga tahun sekali, 
jabatan khalifah ditetapkan seumur hidup. Seorang khalifah —sebutan 
untuk pemimpin Jemaaat Ahmadiyah di seluruh dunia— dan amir nasion- 
al diberi hak istimewa untuk mengambil keputusan apa saja demi 
kepentingan umat. Seorang amir, misalnya, bisa tidak mengesahkan seo- 
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rang pimpinan cabang, meski meraih suara terbanyak dalam pemilihan. 

Karena alasan “kemaslahatan umat “ pula, Jemaat Ahmadiyah 
mengharamkan kaum Ahmadi golput. Sebagai amir, menurut Abdul Basit, 
ia pernah mengirimkan edaran kepada seluruh pemimpin cabang agar 
memilih sesuai dengan hati nurani. 

Pilihan golput, menurut dia, sangat tidak bertanggung jawab. “Itu 
tindakan munafik,” katanya. Alasannya, siapa pun wajib menaati kebi- 
jakan pemerintah atau ulil amri sepanjang tidak bertentangan dengan 
syariat Islam. Pilihan tidak berpolitik, menurut Abdul Basit, bukan tanpa 
alasan. 

“Dengan tidak berpolitik, jemaat akan lebih mudah menyebarkan 
nilai-nilai Islam kepada masyarakat,” katanya. Pilihan ini, menurut Abdul 
Basit, dilakukan tak hanya sekarang. Dulu, ketika Orde Baru berkuasa, 
Jemaat Ahmadiyah membebaskan pengikutnya memilih parpol yang dike- 
hendaki. 

Ia menyebutkan bahwa lembaganya tidak berpolitik. “Nabi hanya 
menyuruh kita hidup rukun berdasarkan nilai Islam,” ujarnya. Kata dia, 
tak penting mempersoalkan sistem apa yang dipakai dalam pemerintahan 
sebuah negara. “Yang penting, bagaimana pemimpin mengimplemen- 
tasikan sistem tersebut untuk kemaslahatan rakyat,” kata Abdul Basit. 

Ia menegaskan, Ahmadiyah tidak pernah berkeinginan memben- 
tuk negara sendiri. “Khalifah hanya sebagai pemimpin agama, bukan 
negara,” katanya. Khalifah ke-5 Ahmadiyah, Hazrat Mirza Masroor Ahmad 
asal Pakistan, mengharuskan kaum Ahmadi tunduk pada pemerintahan 
yang sah. 

Sampai sekarang, menurut Abdul Basit, tak satu pun partai poli- 
tik ataupun tokohnya pernah mampir ke markas Jemaat Ahmadiyah. 
Secara resmi, pada 1980, Majelis Ulama Indonesia melarang Ahmadiyah 
karena dinilai bertentangan dengan Islam. Enam tahun sebelumnya, 1974, 
pertemuan ulama 124 negara di Mekkah mencap kaum Ahmadi sebagai 
mungkar, kafir, dan murtad. 
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Ahmadiyah pecah menjadi dua aliran: Ahmadiyah @adian, ber- 
pusat di London, dan Ahmadiyah Lahore, markasnya di Pakistan. Di 
Indonesia, Ahmadiyah OGadian menyebut diri Jemaat Ahmadiyah 
Indonesia. Adapun yang kedua menamakan diri Gerakan Ahmadiyah 
Indonesia, pusatnya di Yogyakarta. 

Sama dengan Jemaat Ahmadiyah, Gerakan Ahmadiyah juga 
membebaskan pengikutnya dalam menyalurkan aspirasi politik. “Kami 
bebaskan saja anggota memilih sesuai suara nurani,” kata Faturochman 
Ahmadi Djajasugita, Ketua Gerakan Ahmadiyah Indonesia. Ia menye- 
butkan, anggotanya sekarang 3.000 orang. 

Secara pribadi, ia memilih SBY-JK. “Pemilu presiden putaran per- 
tama, saya lupa milih siapa,” katanya. Sebelumnya ia sempat bimbang 
memilih SBY-JK atau Mega-Hasyim. Tapi berubah saat PDI Perjuangan 
dan Golkar membentuk Koalisi Kebangsaan. “Saya lantas jadi cenderung 
ke SBY agar ada upaya melakukan perubahan,” tuturnya. 
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LDII 


Beragam di Generasi Lima 


Erwin Y. Salim dan Mujib Rahman 


Dulu menjadi bagian dari Golkar. 
Kini Pesantren Burengan menjadi apolitis seiring berembusnya 


angin reformasi. Santri bebas memilih afiliasi politik. 


Ba Dg 


AREAL seluas kurang lebih 2 hektare itu dikelilingi pagar tembok 
setinggi 2,5 meter. Pada dua pintu masuknya, di sisi utara dan selatan ter- 
dapat pos yang dikawal beberapa penjaga keamanan. Di pos itu beberapa 
santri piket berpenampilan ramah siap mengantar tamu ke beranda. Tiada 
gambaran sikap eksklusif di areal pesantren yang memiliki bangunan ber- 
tingkat dua dan tiga itu. Yang tersisa hanyalah kesan megah, terutama bila 
melihat menara yang menjulang setinggi kurang lebih 20 meter di tengah- 
tengah kompleks. 
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Pesantren Burengan di Kelurahan Banjaran, Kediri, terletak sekitar 
100 meter dari Stadion Brawijaya. Ia pernah menyimpan stigma masa silam. 
Dari pesantren berdaya tampung 1.600 santri inilah muasalnya Darul Hadis, 
yang pada 1971 dinyatakan sebagai aliran terlarang di negeri ini. Pesantren ini 
juga pernah menjadi kaki tangan Golkar (lihat: Bukan Organisasi Karate). 

Padepokan ilmu agama itu kini dipimpin H. Kuncoro Kaseno. Pria 
kelahiran 1946 ini bersyukur, pesantrennya sekarang mandiri. Cap sebagai ali- 
ran sesat sudah berlalu. Dalam hal politik, kata Kuncoro, Lembaga Dakwah 
Islamiyah Indonesia (LDII), lembaga yang memayungi Pesantren Burengan, 
memilih bersikap apolitis. Sejak angin reformasi berembus di negeri ini, 
hubungan organisasi dengan Golkar mengendur. Maka, ayah enam anak itu 
tak perlu memberi arahan kepada para santrinya dalam Pemilu 2004. 

Hal senada diungkapkan H. Chriswanto (lahir 1962), Ketua LDII 
Jawa Timur. Organisasi ini terus berusaha melepaskan diri dari belitan 
kepentingan politik praktis. LDII, katanya, menyadari benar bahwa 
pemaksaan ke arah satu aliansi politik sangat berat dan menimbulkan 
banyak friksi. Itu sebabnya, pengurus organisasi ini kemudian membe- 
baskan para anggotanya menyalurkan aspirasi politik ke mana pun mere- 
ka suka. “Sekarang ini aspirasi politik kami jadi sedemikian plural,” ujar 
master bidang kelautan dari University of New Castle, Inggris, itu. 

Lelaki kelahiran Kediri, 9 April 1962, itu menyebutkan betapa 
beragamnya aliran politik anggota LDII. H. Sungkono, misalnya, menjadi 
anggota DPRD Sidoardjo dari PAN. Ada lagi H. Iswanto yang menjadi 
Ketua PDI Perjuangan Kabupaten Mojokerto. “Kalau ada yang bergabung 
ke PKS, PAN, PDI Perjuangan, atau Golkar, silakan saja, tapi tidak bisa 
disebut kecenderungan kelembagaan,” katanya. 

Lelaki yang kini bekerja di PT PAL, Surabaya, itu menuturkan bah- 
wa sikap apolitis tersebut ditegaskan dalam rapat pimpinan LDII pada 26-27 
Mei 2004. Hasilnya tampak pada hasil Pemilu 2004. Dalam pemilu legislatif, 
menurut Chriswanto, perolehan suara Golkar dan PDI Perjuangan di berba- 
gai pesantren LDII berimbang. Demikian pula dalam babak final pemilihan 
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presiden, 20 September 2004. “Di Pesantren Gayungan, Surabaya, SBY- 
Kalla meraih 8096. Di empat tempat pencoblosan di Pesantren Burengan, 
suara untuk Mega-Hasyim hampir 9056,” kata Chriswanto, yang juga Kepala 
Biro Cendekiawan dan LSM Golkar Jawa Timur. 

Hasil pemilu presiden di Pesantren Burengan itu senada dengan sikap 
politik pengurusnya. Kuncoro mengaku terus terang, pengurus pesantren me- 
mang cenderung mendukung pasangan Mega-Hasyim. Salah satu alasannya, 
Guruh Soekarnoputra pernah mondok di Burengan. Selain itu, beberapa waktu 
sebelum pemilu presiden putaran terakhir, Guntur Soekarnoputra sempat ber- 
kunjung ke pesantren yang setiap tahun melahirkan 200-300 juru dakwah itu. 

LDII, baik organisasi maupun pesantrennya, kini menyebar di 30 
provinsi, 245 kabupaten, dan 1.462 kecamatan di seluruh Indonesia. 
Cabangnya menjangkau mancanegara, seperti Singapura, Australia, Amerika 
Serikat, bahkan sampai Arab Saudi. Anggotanya diperkirakan 13 juta. 

Lembaga pendidikannya pun tak lagi terpusat di Burengan. Setiap 
anggota di seluruh Tanah Air, menurut Kuncoro, berhak mengelola dan mer- 
ancang strategi dakwah lewat pesantren kecil di berbagai daerahnya. Setiap 
pesantren didirikan oleh anggota perorangan, dan tempatnya diatur dengan 
sistem pinjam pakai yang disahkan notaris. “Tetapi jaringan yang sudah 
meluas di seluruh pulau ini tetap di bawah koordinasi LDII,” katanya. 

Kepengurusan Pesantren Burengan kini sudah di tangan generasi 
kelima. Setelah Madigol, sang pendiri, wafat pada 1977, pucuk pimpinan 
pesantren dipegang Bachroni Hartanto hingga 1980. Selanjutnya, H. Abdul 
Rachman mengendalikan pesantren itu hingga 1995. Kuncoro sendiri baru 
pada 1999 menjadi pemimpin pesantren ini menggantikan Abdul Hamid 
Mansyur. “Jadi, tak benar isu yang menyatakan bahwa pengelolaan 
pesantren ini diserahkan kepada putra-putra Nur Hasan,” ujarnya. 

Kehadiran LDII dan Pesantren Burengan telah ikut mewarnai 
kehidupan demokrasi di negeri ini, sekecil apa pun perannya. Setelah 
melalui berbagai pergulatan peristiwa, organisasi ini merasa lebih nyaman 
dengan memilih sikap tak berafiliasi ke partai apa pun. 
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PESANTREN Burengan berawal dari sebuah kelompok pengajian yang dibikin 
Nur Hasan Ubaidah pada 1952. Dengan kepiawaiannya, Nur Hasan, yang juga berjuluk 
Madigol, berhasil mengembangkan pengajian ini menjadi sebuah organisasi besar 
bernama Darul Hadis. Lewat pengajian itu, ia berniat memurnikan ajaran Islam di 
Indonesia dengan inti ajaran kembali ke Al-Ouran dan hadis. Karena cukup lama 
bermukim di Mekkah, Nur Hasan pun menanamkan militansi mirip kaum Wahabi di 
Arab Saudi. 

Seiring perkembangan pesat pengajiannya, Nur Hasan memperdalam kon- 
sep imamah dan jamaah yang belakangan menjadi kontroversial. Sejak awal 1960-an, ia 
menerapkan konsep itu dalam ajaran tentang baiat, keamiran, jamaah, dan ketaatan 
pada imam. Ia juga menekankan sistem mangul —penularan ilmu langsung dari imam, 
tidak boleh dari orang lain— dalam pengajian ini. 

Saking militannya, gerak-gerik Darul Hadis makin tampak sebagai jelmaan paham 
Alkhawarij, yang sangat eksklusif dan cenderung mengafirkan golongan lain. Hal itu banyak 
menimbulkan keresahan dan reaksi keras masyarakat tempat ia berkembang. Tokoh-tokoh 
agama mencapnya sebagai aliran sesat. Gerakan Darul Hadis pun diberangus di berbagai 
daerah pada 1967-1971, antara lain di Jawa Timur dan Jakarta. 

Sejak itu, ajaran Madigol dikembangkan dengan nama beragam. Ada yang 
menyebut kelompoknya Islam Jamaah, ada pula yang menggunakan nama Jamaah Ouran 
Hadis. Ternyata keresahan masyarakat terhadap kehadiran kelompok-kelompok ini kian me- 
ningkat. Kejaksaan Agung lalu menyatakan Darul Hadis, dengan semua bentuk kelompok 


lainnya, sebagai ajaran terlarang pada 29 Oktober 1971. 
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Larangan kejaksaan tak menghapuskan keberadaan Madigol dan Pesantren 
Burengan. Hanya selang tiga bulan setelah pengharaman itu, Madigol bersama 
pengikutnya mendirikan Lembaga Karyawan Dakwah Islam (Lemkari). Mereka dirangkul 
organisasi politik terbesar ketika itu, Golkar. Pada 1990, dalam musyawarah besar II di 
Jakarta, Lemkari mengubah namanya menjadi Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia 
(LDII). 

“Perubahan nama ini atas anjuran Menteri Dalam Negeri waktu itu, Rudini. 
Supaya tidak sama dengan nama organisasi karate, ujar H. Kuncoro Kaseno, pemimpin 
Pesantren Burengan. Yang dimaksud adalah Lembaga Karatedo Indonesia, singkatannya 
juga Lemkari. Kebetulan Rudini adalah Ketua Federasi Olahraga Karate Indonesia, induk 


semua aliran karate, ketika itu. 
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Komunitas Dakwah 
Kantong PKS HF 

Jamaah Tabligh 

Daarut Tauhiid IE 
Hidayatullah HP 
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KANTONG PKS 


Senandung Demokrasi 


Kalangan Tarbiyah 


Bambang Sulistiyo dan Alfian 


Memandang demokrasi sebagai kebutuhan. Dulu semua yang ikut kampanye 


berjilbab. Belakangan dari segala kalangan. 
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SEBELUM tumbuh menjadi masjid pada 1975, musala itu pernah 


tertimpa pohon cempedak. Ketika itu, kawasan Pela Mampang, Jakarta 
Selatan, tempat masjid itu berdiri, tak ubahnya area blank spot, tak ada satu 
kiai pun di sana. Namun hari ini, Yayasan Pendidikan dan Masjid Al-Hikmah 
menjelma menjadi pusat aktivitas gerakan dakwah yang intelek dan moderat. 

Kamis malam pekan kedua September 2004, sekitar 300 jamaah 
memenuhi Masjid Al-Hikmah di Jalan Bangka II, Kelurahan Pela Mampang, 
itu. Mereka khusyuk mengikuti Kajian Tafsir Ibnu Katsir yang dipimpin KH 
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Abdul Hasib Hasan, Lc. Setelah membahas lima-enam ayat, kajian tafsir itu 
dilanjutkan dengan taujih (arahan) politik. 

Acara rutin setiap Selasa subuh dan Kamis selepas isya ini dipandu 
oleh Utbah Romin Suhaili, Ketua DPC Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 
Mampang Prapatan. Malam itu, selaku pembicara, Hasib Hasan yang juga 
anggota Majelis Syuro PKS menyosialisasikan dukungan PKS terhadap 
pasangan calon presiden SBY-Kalla, menjelang pemilu presiden tahap kedua. 

Reaksi jamaah beragam menanggapi tema itu. Seorang jamaah 
mempertanyakan konsistensi PKS. Ia berpendapat, sebaiknya PKS netral 
saja dalam pemilu presiden putaran terakhir. Hal itu penting untuk menjaga 
konsistensi dukungan PKS terhadap Amien Rais dalam pemilu presiden 
putaran pertama. 

Abdul Hasib Hasan menjawab bahwa dukungan PKS terhadap 
Amien bukan dukungan terhadap individu, melainkan untuk memper- 
juangkan agenda dakwah. Dukungan terhadap SBY diberikan setelah ia 
menandatangani kontrak politik yang pada hakikatnya adalah kontrak dak- 
wah. “Ini berarti kita konsisten dengan agenda dakwah,” kata ustad berwa- 
jah teduh itu. 

Berbagai tanggapan lain dilontarkan jamaah yang hadir. Setelah 
satu jam, Utbah Romin Suhaili pun menutup diskusi. Utbah mengajak 
jamaah tetap bersemangat menjalani agenda dakwah demi mengharap 
pahala Allah. Ia juga mengingatkan. “Ini kesempatan belajar untuk meme- 
nangkan presiden yang kita calonkan sendiri ke depan,” katanya. Takbir pun 
menggema! 

Hasil taujih itu terlihat pada saat pemungutan suara pemilihan 
presiden tahap kedua berlangsung. Dari 129 TPS di Pela Mampang, tidak ada 
yang memberi kemenangan untuk Megawati. Total perolehan suara SBY 
20.697, sementara Megawati hanya meraih 7.095 suara dengan 650 suara 
tidak sah. 

Kader dan simpatisan PKS punya beragam alasan memilih pasan- 
gan SBY-Kalla. Mardani (lahir 1971) tadinya berniat golput dalam putaran 
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kedua pemilu presiden. Tetapi simpatisan PKS ini jadi pikir-pikir lagi setelah 
PKS mengumumkan dukungan kepada SBY-Kalla. Sebelum akhirnya nyob- 
los untuk pasangan itu, Mardani bertanya kepada banyak ustad. 

Hairus Soleh (lahir 1975) lain lagi. Ia memilih SBY bukan karena 
patuh pada putusan partai. Menurut dia, ada harapan akan perubahan pada 
pemerintahan SBY. Juga untuk, “Menghindari khilafiah (perbedaan penda- 
pat) tentang pemimpin perempuan,” ujarnya. 

Alasan lebih sederhana dikemukakan Dalimin (lahir 1970). 
Simpatisan PKS ini mengaku tidak tahu secara mendalam kajian dan alasan 
agama dalam memilih kandidat SBY-Kalla. Hanya saja, dia percaya pada pil- 
ihan ustad-ustad di Al-Hikmah. “Mereka tawadu,” kata Dalimin. 

Sejarah lahirnya komunitas PKS di Pela Mampang memang tak bisa 
dilepaskan dari keberadaan Masjid dan Yayasan Al-Hikmah. Awalnya Masjid 
Al-Hikmah hanyalah musala kecil bernama Langgar Haji Hasan. Dinamai 
begitu lantaran didirikan oleh Haji Hasan, ayah Abdul Hasib Hasan. 

Musala ini terletak bersisian dengan Madrasah Ibtidaiyah Al- 
Hikmah, sebuah lembaga pendidikan agama yang juga didirikan Haji Hasan 
pada 1969. Baru pada 1975, langgar ini menjelma menjadi Masjid Al-Hikmah. 

Tapi sejarah lebih baru lembaga pendidikan Al-Hikmah dimulai 
pada akhir 1985. Seiring kepulangan Abdul Hasib Hasan dari menuntut ilmu 
tafsir Ouran di Universitas Muhammad Ibnu Saud, Arab Saudi. Bersama 
rekan-rekannya, Hasib Hasan mulai mengembangkan lembaga pendidikan 
yang sebelumnya dikelola secara tradisional itu. 

Pengelolaan Madrasah Al-Hikmah pun dibenahi. Kegiatan makin 
marak bersama lahirnya Yayasan Al-Hikmah. Yayasan ini mulai memban- 
gun tsanawiyah, lalu aliyah dan Lembaga Tahfizd Ouran. Pelan tapi pasti, 
gerak dakwah yayasan ini mulai terlihat. 

Yayasan ini juga membuka Lembaga Dakwah dan Studi Islam. 
Lembaga ini memberikan pelayanan kuliah materi-materi keagamaan den- 
gan sasaran mahasiswa. Dalam perkembangannya, lembaga ini menjadi 
tempat interaksi banyak aktivis kampus. 
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Penetrasi Al-Hikmah di bidang pendidikan kian lengkap dengan 
dibukanya Program Kuliah Dirosat Islamiyah Alhikmah. Program berbahasa 
Arab ini diadakan khusus untuk mempersiapkan para muslimah yang bisa 
berperan aktif sebagai pendakwah. 

Dengan sekian banyak aktivitas keislaman itu, Al-Hikmah memikat 
perhatian masyarakat setempat karena dianggap mampu menularkan 
suasana keislaman. Kajian tafsir setiap Selasa subuh dan Kamis malam tidak 
pernah sepi jamaah. Kegiatan Ramadan pun selalu marak. 

Ada banyak hafidz (penghafal Al-OGuran) yang lahir dari Al- 
Hikmah. Lewat buku Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 Tahun 
Gerakan Tarbiyah di Indonesia, Ali Said Damanik mengemukakan bahwa 
para hafidz itu kerap diundang oleh para aktivis dakwah kampus untuk 
mengisi acara giyaamullail (salat malam atau tahajud berjamaah). 

Ketika reformasi bergulir pada 1998, ustad-ustad Al-Hikmah, ter- 
masuk Abdul Hasib Hasan, turut membidani lahirnya Partai Keadilan (PK). 
Banyak pihak menyebut langkah itu sebagai bentuk penerimaan Al-Hikmah 
terhadap demokrasi. Hasib Hasan sendiri menempatkan demokrasi sebagai 
sarana berdakwah untuk memperjuangkan cita-cita secara konstitusional. 

Menurut Hasib Hasan, selama tidak ada larangan eksplisit, hal itu 
(demokrasi) diperbolehkan dalam ajaran Islam. “Malah, kalau dilihat dari 
tingkat urgensinya, bukan sekadar boleh, tetapi bisa menjadi suatu kebu- 
tuhan,” ujar Ketua Umum Yayasan Al-Hikmah itu. 

Toh, pada Pemilu 1999, untuk kursi DPR-RI, PK hanya unggul di 
tiga TPS dari total 61 TPS di Pela Mampang. Tiga TPS tersebut adalah yang 
terdekat dengan Masjid Al-Hikmah. Total PK meraih 2.423 suara untuk 
kursi DPR-RI, dan hanya mampu menempati posisi keempat. Posisi puncak 
dipegang PDI Perjuangan dengan 10.233 suara. 

PK saat itu memang masih seumur jagung. “Kami tidak dikenal 
sebagai politikus,” ujar Utbah Romin Suhaili. Pemilih PK hanya kadernya 
plus sedikit simpatisan. Terlalu dini bagi masyarakat Pela Mampang untuk 
mengenali orientasi politik tokoh-tokoh Al-Hikmah yang sebelumnya lebih 
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dikenal sebagai pendidik. 

Pada Pemilu 2004, ketika PK berganti nama menjadi PKS, simpati- 
san PKS di Pela Mampang membesar. Bendera dan atribut PKS muncul di 
hampir setiap rumah. Ada aturan tak tertulis bahwa Pela Mampang adalah 
wilayah basis PKS. Pendukung partai lain bukannya tidak ada. Hanya tidak 
ada yang secara mencolok memamerkan atribut partainya. “Mungkin 
sungkan sama ustadnya,” kata Hasib Hasan separuh berkelakar. 

Di Mampang, struktur PKS terhitung rapi. Jaringannya mengakar 
sampai koordinator tingkat RT. Kader-kadernya pun giat berkampanye. 
Tidak hanya memanfaatkan lapangan luas, mereka pun door to door 
melakukan direct selling program. “Kami tidak menjanjikan apa-apa kecuali 
anak-anak mereka bisa ngaji gratis dengan kami,” tutur Utbah Romin 
Suhaili sembari tersenyum. 

Jalan-jalan di sekitar Pela Mampang sepi ketika PKS memusatkan 
kampanye di Senayan. Warga setempat diangkut dengan 40 bus untuk kam- 
panye terbuka itu. Massa PKS pada Pemilu 2004 juga berbeda dengan massa 
pada kampanye 1999. “Dulu (wanita) yang kampanye berjilbab semua, 
sekarang dari mana-mana bergabung,” ujar Utbah. 

Hasilnya, pada pemilu legislatif 2004, PKS meraih posisi puncak 
dengan 9.506 suara untuk kursi DPR-RI. Posisi teratas juga diraih PKS 
untuk kursi DPRD tingkat I. Jumlah suaranya 8.274. “Itu melebihi target,” 
kata Utbah, terharu. 

Dukungan sebesar itu memang di luar dugaan. Berdasarkan 
catatan, jumlah kader PKS di Kelurahan Pela Mampang mencapai 900 
orang, 500 di antaranya tinggal di RW o3, lokasi Masjid Al-Hikmah. Artinya, 
rata-rata satu kader PKS mampu memboyong 10 suara simpatisan. Bukan 
angka yang remeh di tengah persaingan ketat 24 partai politik kontestan 
Pemilu 2004. 

Para simpatisan PKS memang menilai proses pemilihan 
pemimpin sebagai bagian penting dalam demokrasi seperti dicontohkan di 
zaman Rasulullah SAW. “Kalau kita tidak ikut (pemilu —Red.), bisa jadi 
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orang-orang yang memperburuk keadaan akan muncul,” Utbah Romin 
Suhaili mewanti-wanti. 

Toh, simpatisan PKS cukup toleran terhadap perbedaan. 
Contohnya perdebatan klasik mengenai presiden perempuan. Simpatisan 
PKS bernama Mardani tegas menolak perempuan sebagai kepala pemerin- 
tahan. Ia merujuk pada hadis riwayat Imam Bukhari, “Tidak akan beruntung 
kaum yang menyerahkan urusan (pemerintahan) mereka kepada seorang 
wanita.” 

Namun KH Abdul Hasib Hasan justru memberi celah untuk 
kepemimpinan perempuan. Salah seorang dari 52 pendiri Partai Keadilan ini 
bersandar pada alasan kapasitas seseorang sebagai pemimpin. “Kalau 
memang dari kondisi yang ada, ada wanita yang mumpuni, ya, masih ada 
peluang,” ujar Abdul Hasib Hasan. 


Muda, Terdidik, dan Islam 

AL-HIKMAH bukanlah fenomena khas yang berdiri sendiri. Ia 
bagian dari gerakan besar Tarbiyah, gerakan dakwah kampus yang 
melakukan kajian dalam bingkai keislaman. Beberapa pusat pertumbuhan 
mirip Al-Hikmah juga tumbuh di banyak tempat di Jakarta serta provinsi 
lainnya. 

Beberapa literatur menempatkan gerakan Tarbiyah ini sebagai hasil 
adopsi dari sistem pendidikan dan kaderisasi jamaah Ikhwanul Muslimin, 
yang didirikan oleh Hasan Al-Banna pada 1928 di Mesir. 

Dalam pengantar buku Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 
20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia, Bachtiar Effendi menyebut orien- 
tasi ala Ikhwanul Muslimin pada 1980 dan 199o-an melahirkan varian baru 
aktivis dakwah kampus. “Mereka terlembagakan dalam lingkungan usrah- 
usrah yang akrab dengan pemikiran Ikhwanul Muslimin,” tulis Bachtiar. 

Kelak, menurut Bachtiar, gerakan dakwah kampus ini menjadi 
bagian penting dalam dialektika politik Islam di Indonesia. Itu seiring de- 
ngan transformasi gerakan ini menjadi Partai Keadilan. Melalui partai poli- 
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tik, para aktivis dakwah kampus bereksperimen menempatkan urusan poli- 
tik sebagai bagian dari kegiatan dakwah. 

Sementara itu, Ali Said Damanik dalam buku Fenomena Partai 
Keadilan yang ditulisnya mengemukakan dua hal penting yang dapat 
dijadikan pijakan dalam mengidentifikasi kelahiran gerakan dakwah kampus. 

Pertama, berkenaan dengan munculnya kelompok muda yang 
bersemangat tinggi mempelajari dan mengamalkan Islam sebagai respons 
atas tekanan politik yang dilakukan Orde Baru terhadap umat Islam. Kedua, 
adanya ruang publik yang relatif lapang bernama masjid atau musala kam- 
pus, tempat idealisme kaum muda Islam mengalami persemaian dan berke- 
cambah secara ideal dan cepat. 

Masjid Salman di kampus ITB, menurut Ali Said, adalah lembaga 
yang pertama kali membuat kelompok kecil berciri Islam. Pada 1974, Ir. 
Imaduddin Abdul Rahim, MSc, menggagas Latihan Mujahid Dakwah (LMD) 
yang merupakan tonggak penting kelahiran gerakan dakwah kampus. 

LMD pada prinsipnya mengajarkan totalitas pandangan keislaman 
yang tidak memisahkan antara yang sakral dan yang sekuler, yang 
transendental dan yang temporal. Sebaliknya, dengan pandangan yang 
holistik dan cenderung puritan, Imaduddin mengajak para mahasiswa yang 
dikadernya mewujudkan Islam secara nyata dalam kehidupan. 

Hampir bersamaan dengan sosialisasi LMD, Imaduddin juga 
mengembangkan bentuk kajian keagamaan dalam kelompok-kelompok 
kecil, yang kemudian dikenal sebagai usrah (keluarga). Kelompok dalam 
usrah terdiri dari 5-20 orang, dipimpin oleh seorang ustad yang biasanya 
mahasiswa paling senior dalam kumpulan itu. 

Metode LMD dan usrah gaya Salman ini kemudian berkembang 
menjadi konsep pengkajian keislaman di seluruh masjid kampus di 
Indonesia, seperti UI, IPB, UGM, Universitas Sumatera Utara, Universitas 
Hasanuddin, dan Universitas Cenderawasih. 

Dalam periode selanjutnya, alumni Timur Tengah memperke- 
nalkan manhaj (metode) dakwah Ikhwanul Muslimin pada kelompok usrah 
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ini. Persentuhan yang bersifat informal dan tanpa bentuk itu melahirkan 
entitas “baru” gerakan dakwah kampus yang dikenal sebagai gerakan 
Tarbiyah (yang secara harfiah berarti pendidikan). 

Meski substansi gerakannya tidak jauh berbeda dengan usrah, pen- 
dekatan Tarbiyah dinilai lebih beragam dengan sistem kaderisasi yang for- 
mal. Sistematika materi standar Tarbiyah tertata rapi dan disampaikan den- 
gan pendekatan yang skematik, yaitu mengajarkan nilai Islam dengan 
sebuah model rangkaian yang dihubungkan dengan anak-anak panah. 

Dalam bukunya, Ali Said Damanik mengemukakan bahwa transisi 
gerakan usrah menuju Tarbiyah terjadi pada 1983-1984. Saat itu, kelompok- 
kelompok usrah dianggap sudah menemukan sandaran yang jelas, yaitu ge- 
rakan jamaah Ikhwanul Muslimin di Mesir. 

Gerakan Tarbiyah pun kemudian tumbuh subur tidak saja di 
lingkungan kampus, melainkan juga menjangkau kelompok masyarakat 
lebih luas. Akhirnya, sepanjang 1990-an, muncul kebutuhan untuk lebih 
mengaktualisasikan gerakan Tarbiyah di depan umum. 

Maka, lahirlah bentuk-bentuk aktivitas yang menjangkau publik 
lebih luas. Berdirilah lembaga bimbingan belajar Nurul Fikri, penerbitan 
majalah Islam Sabili, lembaga dakwah Khairu Ummah, Al-Hikmah, SIDIK 
(Studi dan Informasi Dunia Islam Kontemporer), hingga semarak nasyid 
(senandung) sebagai aktivitas kesenian alternatif. 

Dari rahim gerakan yang sama juga muncul KAMMI (Kesatuan 
Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) sebagai kekuatan politik mahasiswa 
Islam di tengah momentum reformasi. Selanjutnya, menurut Ali Said 
Damanik, bentuk transformasi terakhir yang dijalani gerakan Tarbiyah ini 
adalah partai politik yang diberi nama Partai Keadilan. 

“Inilah —barangkali— bentuk transformasi paling fenomenal yang 
pernah dilakukan gerakan dakwah ini selama hampir dua dasawarsa kehadi- 
rannya,” tulis Ali Said. Keputusan mendirikan partai politik itu tidak pernah 
diduga sebelumnya, bahkan oleh kader-kader gerakan ini. 

Di kalangan kader Tarbiyah, sempat muncul suara-suara menen- 
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tang. Menurut Hidayat Nur Wahid, kader yang tidak setuju tidaklah meng- 
haramkan partai dan parlemen. Tapi mereka menilai terlalu dini apabila 
aktivis yang biasa mengelola LSM, yayasan, atau organisasi lokal harus lang- 
sung mengelola partai politik berskala nasional. 

“Lompatannya terlalu jauh,” kata pria yang berperan sebagai Ketua 
Dewan Pendiri PK itu. Nama-nama seperti Anis Matta, Nur Mahmudi 
Isma'il, dan Hidayat Nur Wahid sendiri termasuk yang berpendapat bahwa 
gerakan dakwah itu sebaiknya bertransformasi dalam bentuk ormas terlebih 
dulu. Akhirnya 6.000 kuesioner disebar. 

Dari jumlah itu, 5.800 kuesioner bisa dijaring. Hasilnya mencen- 
gangkan, 6846 lebih responden menginginkan berdirinya partai politik. 
Sementara gagasan mendirikan ormas hanya didukung oleh 279 responden. 
Konsekuensinya, mereka yang berbeda pendapat langsung bergabung tanpa 
ada penolakan. “Begitulah etika syuro (musyawarah),” tutur Hidayat. 

Partai Keadilan dideklarasikan pada 19 Agustus 1998 di lapangan 
Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ketika itu, 52 orang 
dewan pendiri partai berbaris di panggung, di depan 50.000 kader dan sim- 
patisan. Hidayat Nur Wahid selaku ketua dewan pendiri membacakan 
piagam deklarasi. 

Dalam dokumen resmi pimpinan pusat PK, karakteristik partai ini 
—juga setelah berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera pada pemilu 
berikutnya— terdiri dari tujuh nilai penting, yakni: moralis, profesional, 
patriotik, moderat, demokrat, reformis, dan independen. 

Dua puluh tahun bukanlah rentang yang pendek untuk mentrans- 
formasikan sebuah gerakan keagamaan menjadi gerakan politik. Namun, di 
hadapan upaya dakwah yang tidak mengenal akhir, 20 tahun belum berarti 
apa-apa. “Demokrasi bukan halangan untuk melaksanakan ajaran Allah,” 
kata Hidayat Nur Wahid. 
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JAMAAH TABLIGH 


Dakwah Tanpa Siyasah 


Rohmat Haryadi dan Deni Muliya Barus 


Konsepnya, meluangkan waktu sepenuhnya dalam suasana agamis di masjid. 


Menghindari pembicaraan politik dan khilafiah. 


Ba Da 


MEREKA mengenakan gamis hingga lutut. Celananya menggan- 
tung hingga atas mata kaki, berserban, berdahi hitam, serta berjenggot. 
Ketika makan, mereka “berjamaah”. Empat hingga lima orang duduk 
mengelilingi nampan berisi lauk-pauk, badannya tegak, kaki kiri dilipat 
melintang dengan telapak untuk dudukan. Kaki kanan ditekuk dengan posisi 
tegak bertumpu pada telapak. Mereka makan tak menggunakan sendok. Tiga 
suap pertama dengan tiga jari. Itulah sedikit contoh yang dilakukan Jamaah 
Tabligh dalam mengamalkan sunah Nabi Muhammad SAW. 
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Para karkun —sebutan aktivis Jamaah Tabligh dalam bahasa 
India— meyakini bahwa dengan keikhlasan, kesan asing itu akan lenyap. 
Pemandangan itu pula yang terjadi di Masjid Kebon Jeruk, Jalan Hayam 
Wuruk, Jakarta. Hampir setiap hari, masjid berusia dua abad lebih itu di- 
sesaki ratusan jamaah berjenggot. Dari tubuhnya menebar harum minyak 
cendana. 

Jamaah secara etimologi berarti rombongan. Sedangkan tabligh 
bermakna dakwah. Karkun memang sering melakukan perjalanan dakwah 
secara berombongan, lima hingga 10 orang. Mereka berpindah dari satu 
masjid ke masjid lainnya. Dakwah mereka sederhana tapi efektif, yaitu melu- 
angkan waktu sepenuhnya dalam atmosfer agama di masjid dalam waktu 
tertentu. Targetnya, agar manusia paham tujuan penciptaan dirinya. 

Sasaran lainnya, memindahkan suasana agama dari masjid ke 
lingkungan sekitar, terutama ke rumah. Setiap orang disarankan melu- 
angkan waktu setidaknya dua jam sehari untuk membaca hadis, mengaji, 
dan berpikir tentang syiar Islam. Mereka juga diminta ber-jaulah, berke- 
liling ke rumah-rumah umat Islam di sekitar masjid, setidaknya seminggu 
sekali. Lebih jauh lagi, keluar di jalan Allah setidaknya menyisihkan tiga 
hari dalam sebulan. Atau 40 hari dalam setahun dan empat bulan dalam 
seumur hidup. 

Rutinitas itulah yang dilakukan Muhammad Basri Yuwono (lahir 
1979), yang bergabung dalam Jamaah Tabligh sejak tahun 2000. Dia 
mengikuti program khuruj (keluar) berdakwah sesuai perintah Allah dan 
rasul-Nya. “Sekali sebulan,” katanya. Yaitu akhir pekan ketiga tiap bulan, 
Sabtu-Minggu. Dia memilih hari libur karena sebagai mahasiswa tidak 
mungkin bolos. 

Perjalanan khuruj para karkun bisa lintas provinsi, bahkan negara. 
Wajar jika di Masjid Kebon Jeruk, karkun datang dari berbagai negara. 
Setelah salat magrib berjamaah, para karkun tekun menyimak ceramah seo- 
rang ustad. Pesan utama bayan (ceramah) biasanya berisi enam hal standar: 
keutamaan Laa ilaha illallaah Muhammadan rasulullah (kalimah thayy- 
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ibah), membesarkan nama Allah dengan salat yang khusyuk, ilmu dan zikir, 
ikram (memuliakan) sesama muslimin, ikhlaskan niat, serta pentingnya 
setiap individu muslim melakukan dakwah dan tabligh. 

Penampilan karkun yang rendah hati, dan menjauhkan diri dari 
khilafiah (beda pendapat) dan siyasah (politik praktis), ampuh mengatasi 
berbagai ketidakharmonisan hubungan antarumat. Sikap itu pula yang 
membikin mereka mudah diterima masyarakat. “Di sini tidak bicara poli- 
tik,” kata seorang jamaah, sebut saja Fulan. Jamaah juga pantang 
ngomong hal khilafiah, aib orang (ghibah), dan tidak menerima sumban- 
gan. Jika tidak bicara politik, bagaimana karkun memilih pemimpin? 

Kepemimpinan di lingkungan karkun dipilih melalui 
musyawarah mufakat. Sehingga saat berdakwah berpindah-pindah, koor- 
dinatornya bisa berganti-ganti. Kepemimpinannya bagi mereka seperti 
salat berjamaah, di mana imam bisa berganti. Asal memenuhi syarat 
mampu melafalkan bacaan-bacaan salat. Jika ada dua calon, dipilih yang 
lebih tua. Jika usianya sama, dipilih yang lebih ahli. Jika sama-sama 
ahlinya, dipilih yang telah beristri. 

Rombongan karkun dalam berdakwah laki-laki semua. Wanita 
dalam berdakwah harus ditemani suami atau muhrimnya. “Sebaik-baik 
wanita adalah salat di rumah,” tutur jamaah dari Cianjur, Jawa Barat, itu. 
Dia menjelaskan, wanita itu bisa memimpin dalam rumahnya atau men- 
didik anak-anak. Tidak ada seorang wanita menjadi pemimpin di 
masyarakat atau negara. 

Meskipun telah menyenggol wanita sebagai pemimpin, toh mere- 
ka emoh mengomentari masalah kepemimpinan wanita. “Pertanyaan itu 
berbau politik,” katanya. Mereka menyilakan untuk menanyakan hal itu 
kepada jumhur ulama, dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia. 

Meski menolak berbincang tentang politik, bukan berarti karkun 
tidak ber-siyasah. “Kami menggunakan cara Rasulullah,” katanya. 
Contohnya, jika seorang bimbang memilih calon pemimpin, Islam menga- 
jarkan untuk salat istikharah. 
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Mereka juga ikut mencoblos dalam pemilihan umum. Alasannya, 
ini merupakan kewajiban bagi warga negara Indonesia. Diharapkan, 
kepemimpinan baru nanti membawa kebaikan bagi negara. Namun semua 
itu tergantung ketaatan umat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. “Jika taat, 
Allah akan memberikan pemimpin yang saleh dan taat,” katanya. 

Basri Yuwono termasuk yang ikut pemilu. Dalam pemilihan pre- 
siden putaran pertama, ia balik dari Solo ke kampungnya di Banjarnegara. 
Ia memilih gambar Amien Rais-Siswono. Di putaran kedua, ia juga balik 
kampung lagi untuk datang ke TPS. Sesampai di dalam kotak pencoblosan, 
ia tak melubangi salah satu gambar calon presiden. “Saya datang ke TPS 
biar bisa mencelupkan jari saya ke tinta,” katanya. Ia merasa sungkan den- 
gan tetangganya bila tidak ikut pemilu. 


Dari Mewat Melawat Dunia 


Ba Da 


JAMAAH Tabligh didirikan Maulana Muhammad Ilyas Al-Kandahlawy pada 
1920-an di Utar Pradesh, India. Ilyas lahir dari pasangan Syekh Muhammad Ismail de- 
ngan Shafiyah Al-Hafidzah. Ismail adalah rohaniwan besar pengajar Al-Ouran dan ilmu- 
ilmu agama. Shafiyah adalah penghafal Al-Ouran. Ilyas belajar agama pada kakeknya, 
Syekh Muhammad Yahya. 

Kemudian dia berguru pada Syekh Rasyid Ahmad Al-Gangohi di Desa 
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Gangoh, Utar Pradesh. Dia menamatkan belajar Hadis Syarif, Jami'at Tirmidzi, Sahih 
Bukhari, dan Kutubus Sittah. Kemudian dia berguru pada Syekh Khalid Ahmad As- 
Sharanpuri, penulis kitab Bajhul Majhud Fi Hilli Alfazhi Abi Dawud. 

Ketika Ilyas berkesempatan memimpin madrasah warisan keluarga di 
Nizamuddin, dia mendapati madrasah warisan ayahnya melompong. Dia membuka 
kembali madrasah itu. Namun kondisi masyarakat agraris menyebabkan masyarakatnya 
apatis. Mereka lebih menyukai anak-anaknya pergi ke kebun atau sawah daripada seko- 
lah. Keadaan itu merisaukan Ilyas. 

Pada 1931, dia menunaikan ibadah haji yang ketiga. Kesempatan itu digu- 
nakan untuk menemui tokoh-tokoh India di Arab guna mengenalkan usaha dakwah. 
Selama di Mekkah, dari pagi hingga petang ia terus-menerus mengajak orang taat 
epada Allah. Menurut Ilyas, dakwah merupakan kewajiban umat Nabi SAW. Prinsipnya, 
setiap pengikut ajaran Nabi SAW memiliki kewajiban mendakwahkan ajaran agar selalu 
aat kepada Allah dengan cara yang telah dicontohkan Rasulullah. 

Sepulang berhaji, Ilyas mengadakan dua kunjungan ke Mewat, 50 kilometer di luar 
ew Delhi, masing-masing disertai jamaah sekitar 100 orang. Dalam kunjungan itu, dia Mmem- 


bentuk jamaah yang dikirim ke kampung-kampung untuk ber-jaulah untuk menyampaikan 


pentingnya agama. Dia yakin bahwa kebodohan, kelalaian, dan hilangnya semangat beraga- 
ma dan jiwa keislaman menjadi sumber kerusakan. 

Dari Mewat, secara berangsur-angsur usaha tabligh meluas ke seluruh India. 
Aktivitas dakwahnya menjangkau hampir seluruh dunia. Sebagian besar pengikut ter- 
dapat di India, Pakistan, dan Bangladesh. Sejak awal 1980-an, gerakan ini melakukan 
dakwah ke Timur Tengah (Mekkah dan Madinah), ASEAN, Eropa, Australia, bahkan sam- 
pai Amerika Latin. Tidak ketinggalan ke Indonesia, yang saat ini banyak memiliki markas 


Jamaah Tabligh untuk menghidupkan kerja dakwah. 
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DAARUT TAUHIID 


Jembatan Netral Berbagai Mazhab 


Hidayat Gunadi 


Membuat jarak yang sama dengan semua partai politik. Gerakannya lebih 


pada penjaga moral bangsa. Efektif sebagai kelompok penekan. 


Ba Da 


DI partai politik mana pun jangan harap ada nama KH Abdullah 
Gymnastiar nongol sebagai pengurus. Bahkan sebagai anggota biasa pun 
tidak. Tapi, ketika bursa calon presiden dibuka, dan kala pemburu 


kekuasaan mencari tumpangan partai politik guna pencalonan dirinya, 
justru banyak kalangan yang mendorong Aa Gym —begitu kiai muda ini 
biasa disapa— masuk gelanggang perebutan kursi RI-1. 

Sokongan pada dirinya tak main-main. Buktinya, nama Aa Gym 
kerap bertengger di papan atas calon presiden dambaan para responden 
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jajak pendapat yang diselenggarakan berbagai lembaga survei. Masuk akal 
kalau tokoh sekaliber Amien Rais pernah menimang-nimang Aa Gym 
untuk menjadi satu dari sederet calon pendampingnya dalam pemilihan 
presiden. 

Tapi tawaran dan dukungan itu ditanggapi Aa Gym dengan di- 
ngin. “Biarlah Aa ini cukup jadi begini saja,” ujar da'i yang tak pernah lepas 
dari kafiyeh merahnya ini, ketika didesak menanggapi angin politik yang 
mengembus deras ke arahnya. Pilihan Aa Gym tegas dan jelas. Menolak 
masuk ke kancah politik. Ia tetap memilih sebagai da'i, yang berjuang di 
jalur dakwah. Ia ingin dirinya tetap berada dan diterima semua kalangan, 
tidak terjebak jadi milik satu partai politik atau kelompok. 

Namun sikap itu tak lantas membuat Aa Gym alergi berbicara soal 
politik. Pucuk pimpinan Pesantren Daarut Tauhiid, Bandung, ini justru 
muncul sebagai sosok da'i muda yang modern. Ia bisa bicara perkara 
demokrasi, misalnya, sama fasihnya dengan ngomong soal budi pekerti 
dan akhlak mulia. Itu pula yang membuat Aa Gym tak kehilangan peran 
ketika negeri ini terlanda euforia pesta demokrasi pemilihan presiden 
langsung. 

Peran itu dimainkan Aa Gym, antara lain, lewat dialog interaktif 
tentang pemilu di salah satu stasiun televisi partikelir. Hampir semua kan- 
didat presiden silih berganti jadi narasumber. Atau setidaknya meng- 
hadirkan tim sukses bila ada seorang calon presiden tak bisa hadir. Dengan 
gaya bicara yang ceplas-ceplos, Aa Gym berhasil mengarahkan perbin- 
cangan politik itu jadi santai tapi tak kehilangan bobot. 

Sikap politik Aa Gym ini tercermin pula pada sikap politik 
pesantrennya, Daarut Tauhiid di Gegerkalong, Bandung. Boleh dibilang, 
Daarut Tauhiid tak bisa lepas dari sosoknya. Maka, ketika Aa Gym mem- 
buka diri dari semua partai politik, Daarut Tauhiid pun dengan tangan ter- 
buka menerima kedatangan elite politik “yang ingin bersilaturahmi”. 

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Amien Rais, misalnya, ter- 
catat sebagai calon presiden yang bertandang ke Daarut Tauhiid, beberapa 
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saat sebelum pemilu. Sepertinya, dua kandidat ini berlomba “mencuri” 
simpati dari pondok pesantren yang kini tercatat punya 10.000 santri itu. 
Belum lagi simpatisan Aa Gym yang tak terhitung jumlahnya, yang selalu 
berjubel bila Aa Gym menggelar pengajian. 

Ketika hari pencoblosan tiba, kedua calon presiden ini menuai 
hasilnya. Pada pilpres putaran pertama, Amien Rais unggul di tempat 
pemungutan suara (TPS) sekitar Daarut Tauhiid. Pada pilpres putaran 
kedua, giliran SBY yang mendulang suara. Di TPS 22, yang terletak di 
lingkungan pesantren, misalnya, SBY mengumpulkan 216 pendukung, 
meninggalkan Megawati yang hanya kebagian 46 suara. Sedangkan di TPS 
27, tempat Aa Gym mencoblos, SBY mengoleksi 174 suara. Mega cuma 40 
suara. 

Apakah kemenangan SBY —juga Amien pada putaran pertama— 
berkat campur tangan Aa Gym? Secara langsung mungkin tidak. Beberapa 
santri maupun warga yang berdomisili di sekitar pesantren mengaku tak 
pernah diberi “petunjuk” oleh Aa Gym. Tokoh berpengaruh ini memberi 
kebebasan untuk memilih. “Pilihan saya tetap karena saya percaya pada 
pilihan saya,” kata Marwan Romli, yang satu TPS dengan Aa Gym. 

Namun, dalam beberapa kesempatan, menurut Marwan, Aa Gym 
memberi sinyal bahwa ia menginginkan perubahan. “Tak disebutkan pun 
(namanya) kita tahu ke mana suaranya diberikan,” kata seorang ibu 
berkerudung menimpali pendapat Marwan kepada Ekos Koswara dari 
Gatra. Itu berarti suara Aa Gym ke SBY? Wallahualam. Saat dapat giliran 
mencoblos, Aa Gym hanya berujar, “Ini rahasia.” 

Sikap netral memang sejak awal diajarkan Aa Gym. Begitu pula 
pada Daarut Tauhiid yang tidak mengarah pada satu mazhab. Mengutip 
ucapan Aa Gym, Komarudin Chalil, Kepala Diklat Daarut Tauhiid, meng- 
ungkapkan, “Kita harus menjembatani hal itu (berbagai mazhab) agar 
tetap netral. Prinsipnya, yang tidak menimbulkan konflik.” Nah, prinsip 
itu diterapkan kepada partai politik. “Semua orang pun paham bahwa 
posisi Aa Gym netral,” Komarudin menambahkan. 
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Sebetulnya wajar jika Daarut Tauhiid membuat jarak yang sama 
dengan semua partai politik serta elite-elitenya. Simak saja kelahiran 
pesantren ini. Yaitu, selain untuk tujuan dakwah, bobot kegiatan Daarut 
Tauhiid lebih kepada kegiatan ekonomi umat. Boleh dibilang, kelahiran 
Daarut Tauhiid terilhami oleh gerakan Al-Argam di Malaysia, yang sukses 
memenuhi kebutuhan sehari-hari anggotanya secara Islami. Hanya saja, 
yang membedakan keduanya, Daarut Tauhiid bersifat terbuka untuk 
semua orang dan golongan, sedangkan Argam lebih eksklusif. 

Daarut Tauhiid —berarti perkampungan bagi orang-orang yang 
mengabdi pada keesaan Allah SWT— lahir dari rahim Kelompok 
Mahasiswa Islam Wiraswasta (KMIW). Perkumpulan yang didirikan Aa 
Gym beserta kawan-kawannya pada 1987 ini bergerak dalam usaha kecil. 
Misalnya membuat stiker dan kaus yang ditulisi pesan-pesan religius. 
Sebagian dari hasil usaha itu disisihkan untuk biaya pengajian rutin yang 
diikuti oleh remaja dan umum. 

Barulah pada 4 September 1990, Daarut Tauhiid berdiri dengan 
menempati dua kamar di rumah kontrakan di Jalan Gegerkalong Girang 
Nomor 38. Lambat tapi pasti, Daarut Tauhiid terus berkembang hingga 
akhirnya berhasil mendirikan Koperasi Pondok Pesantren Daarut Tauhiid 
pada 1994. Setahun kemudian, koperasi yang masih “hijau” ini mendapat 
pinjaman dari PT Astra Mitra Ventura, sehingga bisa membangun gedung 
berlantai tiga. Dari gedung inilah kegiatan ekonomi Daarut Tauhiid terus 
menggeliat. Satu per satu “anak perusahaan” koperasi berlahiran. Dari 
super-minimarket hingga yang terakhir MO TV. 

Di bidang dakwah, nama Aa Gym pun meroket. Jamaah yang 
hadir ke pengajiannya terus bertambah, terutama dari kalangan remaja 
dan mahasiswa. Dari pengajian inilah lambat laun pria kelahiran Bandung, 
29 Januari 1962, itu “menghimpun” pengikut, yang jumlahnya merangkak 
mulai puluhan, ratusan, ribuan, bahkan mungkin kini bisa disebut jutaan 
orang. 

Bersama pengikutnya inilah, di penghujung tahun 199o-an Aa 
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Gym tak sekadar berdakwah secara lisan. Ia menjadi semacam kelompok 
penekan yang “mengoreksi” moral masyarakat. Satu di antaranya, Aa Gym 
berhasil menggerakkan ribuan simpatisannya dalam aksi damai menen- 
tang perjudian di Bandung. 

Layar kaca mulai dirambahnya lewat TVRI Stasiun Bandung, 
masih pada 1990. Lantas wajah penuh senyum ini mulai nongol secara 
nasional pada Oktober 2000, kala Aa Gym meneken nota perjanjian kerja 
sama (MoU) dengan RCTI untuk mengisi acara "Hikmah Fajar”. Sejak itu, 
Aa Gym mulai booming. Semua stasiun televisi berlomba menampilkan- 
nya. Di sepanjang bulan Ramadan, dan di semua stasiun televisi, boleh 
dibilang tak ada hari tanpa wajah Aa Gym. 

Demam Aa Gym pun merambah. Topik ceramah masalah sehari- 
hari yang dikemas dengan pilihan kata sederhana jadi daya tarik dakwah- 
nya. Saking lenturnya pesan yang disampaikan, sampai-sampai kaum non- 
muslim pun banyak yang menyimak. Ketika Poso, Sulawesi Tengah, 
diharu-birukan oleh kerusahan berbau SARA, misalnya, Aa Gym men- 
catatkan diri sebagai da'i yang bisa diterima gereja di sana, dan sekaligus 
bicara kepada jemaatnya. Ia menekankan gerakan moral sebagai penawar 
gesekan politik. 

Aa Gym beserta Daarut Tauhiid-nya makin kondang, dan bahkan 
menembus batas negara. Surat kabar sekaliber The New York Times men- 
gulas aktivitasnya. Bahkan majalah Time sampai menyediakan empat 
halaman guna mengupas sosok bapak enam anak itu. Pemunculan di 
media massa Barat ini merupakan bukti bahwa Aa Gym adalah tokoh 
informal yang berpengaruh. 

Sebuah penilaian yang tak berlebihan. Beberapa kali Aa Gym 
beserta santri Daarut Tauhiid efektif menjalankan fungsi gerakan 
“"penekannya”. Terhadap isu politik luar negeri yang mengesampingkan 
rasa keadilan, misalnya, Aa Gym menjadi bagian kelompok penentang 
keras pendudukan Irak oleh Amerika Serikat yang menyerang dengan 
bekal kebohongan. 
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Untuk melunakkan Aa Gym, Duta Besar Amerika Serikat Ralph L. 
Boyce sampai meluangkan waktu berkunjung ke Daarut Tauhiid. Namun, 
sekalipun diiming-imingi bantuan duit, Aa Gym tetap pada pendiriannya. 
Begitu pula kala Presiden Amerika George W. Bush berkunjung ke Bali dan 
mengundang para tokoh agama untuk berdialog, hanya Aa Gym yang ogah 
memenuhinya. 

Memang sikap keras mantan Komandan Resimen Mahasiswa Uni- 
versitas Ahmad Yani itu tak cukup membuat Amerika angkat kaki dari Irak. 
Namun apa yang dilakukan Aa Gym sudah cukup menjadi sinyal buat Pre- 
siden Bush bahwa tidak semua orang bisa menerima kebohongan Amerika. 

Di dalam negeri, “tekanan” Aa Gym berhasil meralat kebijakan 
Lembaga Sensor Film terhadap peredaran film Buruan Cium Gue (BCG). 
Di mata Aa Gym, film produksi Multi Vision ini bisa merusak moral rema- 
ja. Walau protes Aa Gym ini menimbulkan pro dan kontra, toh akhirnya 
film BCG ditarik dari peredaran. 

Gerakan moral Aa Gym serta Daarut Tauhiid terus menggulir. 
Pada 12 April 2004, ia memproklamasikan Gerakan Membangun Nurani 
Bangsa (Gema Nusa) di Lapangan Monumen Bandung Lautan Api. Dari 
“kota kembang” ini, gerakan dengan klaim sejuta sukarelawan itu 
dideklarasikan di beberapa daerah, seperti Yogyakarta dan Semarang. 

Di Jakarta, Gema Nusa baru dicetuskan pada 10 Oktober 2004 di 
Silang Monas. Sebelum acara digelar —dihadiri ribuan simpatisan— SBY, 
presiden terpilih, sempat bertanya pada Aa Gym seputar seluk-beluk ger- 
akan itu. Dijelaskan oleh Aa Gym, Gema Nusa lahir dari keprihatinan yang 
mendalam terhadap krisis multidimensional yang bermuara pada krisis 
moral. “Kalau politisi kurang bermoral, akan terjadi masalah,” ujarnya, 
mengingatkan.Krisis multidimensi memang belum berakhir. Korupsi, 
kolusi, kebohongan publik, kemunafikan, kekerasan, penindasan, dan keti- 
daknyamanan masih akrab di sekitar kita. Adakah Aa Gym sekadar penjaga 
moral dan hanya jadi penyejuk hati? Ataukah da'i berwajah teduh ini bakal 
terjun ke politik praktis? Putaran waktulah yang bakal menjawabnya. 
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HIDAYATULLAH 


Pilihan Ustad Jamiman Dakwah 


Kholis Bahtiar Bakri (Balikpapan) 


Setelah Amien Rais kalah, Hidayatullah mendukung SBY-Kalla. 
Jusuf Kalla berjanji memperjuangkan kepentingan Islam. 


Presiden perempuan diharamkan. 


Ba Dg 


SIAPAKAH calon presiden yang bisa memperjuangkan kepentin- 
gan Islam? Itulah pertanyaan yang diangkat jadi bahasan utama dalam 
musyawarah pengurus Hidayatullah, Maret 2004, di kantor pusatnya, 
Jalan Cipinang Cempedak, Jakarta. Yang hadir tak hanya dari dewan syari- 
ah dan dewan pimpinan pusat, juga pengurus dewan pimpinan wilayah 
(DPW) se-Indonesia. 

Kriteria lainnya, menurut Bouwie M. Wibowo, Sekretaris Jenderal 
(Sekjen) Hidayatullah, si calon presiden harus pria. “Syariat Islam melarang 
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kalau presidennya wanita,” katanya. Ia juga harus bersih dari korupsi, kolusi, 
dan nepotisme —atau disebut KKN— serta bukan dari kalangan militer. 
Amien Rais klop dengan persyaratan yang diajukan organisasi dakwah ini. 
Amien Rais, yang mantan Ketua Umum Muhammadiyah, sudah lama dikenal 
sebagai mubalig. 

Megawati sejak awal sudah dinyatakan gugur, meski bergandengan 
dengan Hasyim Muzadi, Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama. Bagaimana de- 
ngan Hamzah Haz yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan? Meski 
satu-satunya calon yang mengaku dari partai Islam, dia tak masuk bursa. “Dia 
tak serius mencalonkan diri,” ujar Wibowo. Lain halnya dengan Wiranto dan 
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Mereka tak dipilih karena latar belakang 
militer. 

Meski mendukung penuh Amien Rais, menurut Wibowo, Hida- 
yatullah —yang sejak tahun 2000 berubah jadi ormas— tak mau bergan- 
dengan dengan Partai Amanat Nasional (PAN). “Kalau ada pengurus yang 
mau jadi calon legislatif, ia harus nonaktif dulu,” kata alumnus teknik 
perkapalan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Surabaya, itu. 

Sejak awal, organisasi kader dakwah ini menyatakan diri netral. Tak 
mau ikut-ikutan politik. Namun tak demikian untuk calon presiden. Dewan 
syariah, lembaga tertinggi organisasi, sudah menyatakan mendukung Amien. 
Putusan ini disebarluaskan ke 172 dewan pimpinan daerah dan 150 pesantren 
binaan Hidayatullah. Malah beberapa pengurus Hidayatullah ikut bergabung 
dalam tim sukses Amien. Ya, contohnya Sekjen Hidayatullah, Bouwie M. 
Wibowo. 

Mulanya, menurut Wibowo, Hidayatullah berusaha menggan- 
dengkan Amien Rais dengan Salahudin Wahid, Ketua PB Nahdlatul 
Ulama, sebelum resmi disandingkan dengan Wiranto, calon presiden dari 
Partai Golkar. Beberapa pengurus Hidayatullah dua kali menemui Gus 
Solah, begitu adik Gus Dur itu biasa disebut, di kediamannya, Jalan 
Tendean, Jakarta. Amien-Solah merupakan pencerminan massa 
Muhammadiyah dan NU. Tapi, kata Wibowo, Gus Solah selalu berkilah 
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bahwa pencalonan dirinya sebagai wakil presiden tergantung keputusan 
Partai Kebangkitan Bangsa. 

Usaha mengawinkan dua ormas Islam terbesar ini gagal. Namun 
sikap politik Hidayatullah tetap tak bergeser. Dukungan terhadap Amien Rais 
diperjelas lagi dalam majalah Suara Hidayatullah, edisi Maret 2004. Profil 
Amien Rais diulas lengkap. Padahal, majalah ini mulanya tak partisan dan 
ingin menembus semua kalangan. 

Kritik terus meluncur ke meja redaksi. Akhirnya, menurut 
Haryono, Pemimpin Umum Suara Hidayatullah, pihaknya sepakat tak 
menonjolkan lagi berita tentang Amien Rais. Malah iklan kampanye 
Amien Rais pun hanya diberi ruang di sampul belakang. Profil calon pres- 
iden lain juga diberi ruang yang sama. “Kami tak mau terjebak dukung- 
mendukung,” katanya kepada Gatra. 

Majalah Suara Hidayatullah berdiri pada 1987. Suaranya lain den- 
gan induk organisasinya. Tapi, menurut Haryono, tak pernah ada teguran. 
“Kami independen dalam pemberitaan,” ujar alumnus Fakultas Kedokteran 
Hewan Universitas Airlangga, Surabaya, ini. Dukungan Hidayatullah ter- 
hadap Amien, menurut dia, tak perlu lagi diwartakan. Dianggap cukup 
melalui mekanisme struktural organisasi. 

Amien Rais ternyata gagal masuk ke putaran kedua. Tinggallah 
Mega-Hasyim dan SBY-Kalla. Kriteria haramnya presiden perempuan tak 
bisa diganggu gugat. Tak ada pilihan lain kecuali SBY-Kalla. Berbagai isu 
miring tentang SBY membuat Hidayatullah cepat bertindak. Misalnya soal 
kampanye SBY didanai Amerika Serikat dan isu Kristenisasi. Beberapa kali 
pengurus Hidayatullah meminta klarifikasi dari tim sukses SBY-Kalla. 
Mereka menemui Jusuf Kalla di kediamannya, Jalan Brawijaya, Jakarta, 
Agustus 2004. 

Dalam pertemuan tersebut, Hidayatullah ingin memastikan pan- 
dangan dan sikap mantan Menko Kesra itu terhadap dakwah Islam. 
“Kebebasan dakwah dijamin sebagaimana kebebasan pers,” kata Jusuf 
Kalla, seperti dituturkan Wibowo. Pemilik Kelompok Usaha Kalla ini juga 
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menjanjikan bahwa kabinet yang akan dibentuk sebagian besar dari kalan- 
gan Islam. 

Karena itulah, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla diun- 
dang Hidayatullah dalam perayaan Isra” Mi'raj, 12 September 2004, di 
Lapangan KONI, Balikpapan. Saat itu, yang hadir cuma Jusuf Kalla. Usai 
acara, ia diajak menengok kompleks Pesantren Hidayatullah seluas 100 
hektare di kawasan Gunung Tembak, sekitar 40 kilometer dari kota 
Balikpapan. 

Kunjungan Jusuf Kalla mujarab. Dalam pemilihan presiden, 
September 2004, SBY-Kalla menang mutlak di tiga tempat pemungutan 
suara (TPS) di dalam kompleks pesantren. Pemilih yang terdaftar sekitar 
700 orang, hampir 10046 nyoblos SBY-Kalla. “Kami sudah mafhum, tak 
perlu ada instruksi,” kata Manshur Salbu, yang sejak 1980 menetap di pon- 
dok. Di putaran pertama, Amien Rais unggul. Sedangkan pada saat pemilu 
legislatif, suara terpecah. 

Pesantren memang membebaskan warganya memiliki aspirasi poli- 
tik masing-masing. Sikap netral itu adalah warisan pendiri Hidayatullah, 
Ustad Abdullah Said (almarhum). Tapi, pada masa Orde Baru, Hidayatullah 
terpaksa melimpahkan suaranya untuk Golkar. Soalnya, pada setiap pemilu, 
TPS sengaja ditempatkan di dalam kompleks pesantren. 

Pada 1980-an, Abdullah Said berkali-kali dirayu Golkar untuk terjun 
ke politik. Saat itu, Gubernur H.M. Ardan mengirim utusannya untuk mem- 
inta pemimpin Hidayatullah ini jadi anggota DPRD tingkat provinsi. Tapi 
ditolaknya. “Ini kan sama dengan membunuh saya pelan-pelan,” ujarnya keti- 
ka itu. Sambil bergurau, ia selalu bilang kepada utusan gubernur itu, “Saya 
cukup jadi ustad. Kayaknya ada jaminan masuk surga, tapi jadi anggota 
dewan belum tentu.” 

Tak berarti Hidayatullah menjauh dari pemerintah. Berkali-kali 
pejabat dari Jakarta menyambangi pesantren ini. Seperti Menristek B.J. 
Habibie, Menteri Penerangan Harmoko, dan Menteri Agama Tarmizi 
Taher. Berbagai sumbangan dari penguasa tak pernah ditampiknya. 
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Pondok yang bersatu dengan permukiman ini sudah lama adem- 
ayem. Tapi, akhir 2002, sempat direpotkan dengan pemberitaan New York 
Times dan majalah Time. Media asing ini mendapat bocoran dari dokumen 
CIA, lembaga intelijen Amerika Serikat, bahwa Hidayatullah menjadi salah 
satu simpul jaringan Al-Gaeda di Indonesia. Tudingan itu hingga kini tak 
pernah terbuktikan. 


Perintis Pondok Yatim 


Kholis Bahtiar Bakri, dan Taufan Luko Bahana (Surabaya) 


Ba Da 


UNTUK bertahan hidup, Mujahid bermodal beberapa eksemplar majalah 
Suara Hidayatullah bekas. Santri kelahiran tahun 1989 asal Makassar ini diutus ke Solo, 
Jawa Tengah. Kota ini baru pertama kali disinggahinya. Dari rumah ke rumah, ia 
menawarkan majalah bekas itu. Harganya cuma Rp 1.000. “Lumayan kalau terjual, bisa 


untuk tiga kali makan, ia mengenang. 
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Tugas utamanya sebetulnya bukan untuk berjualan. Mujahid mengemban 
misi untuk mendirikan cabang pesantren. Kepada setiap keluarga yang ditemuinya, ia 
menawarkan untuk ikut berwakaf sebidang tanah. Tentu banyak yang tersenyum tipis 
dengan niat anak kecil itu. 

Kisah itu terjadi tahun 1992. Mujahid bersama Ahmad Sunoto, aktivis 
Hidayatullah yang lebih senior, berusaha mewujudkan cita-cita itu. Setelah berpindah- 
pindah selama lima tahun, akhirnya mereka mampu mendirikan bangunan permanen 
di atas lahan 3.000 meter persegi. Santrinya mulai dari taman kanak-kanak hingga 
madrasah aliyah, berjumlah sekitar 100 orang. Sebagian besar dari kalangan tak punya 
dan anak yatim. Itulah yang jadi ciri khas Pesantren Hidayatullah. 

Tak hanya Mujahid yang ditugasi seperti itu. Sejak dini, pada diri seluruh santri 
Hidayatullah d 


berbagai pelosok selama beberapa bulan. Misinya, merintis cabang baru Hidayatullah. 


anamkan semangat untuk mendirikan pesantren. Mereka dikirim ke 


Model ini diyakini ampuh untuk mendidik santri jadi militan. 
Pendiri Pesantren Hidayatullah, Abdullah Said, punya pengalaman yang 
sama. Mulanya ia datang ke Balikpapan pada akhir 1969 karena pelarian. Said, yang 


bernama asli Muhsin Kahar, saat itu dikejar-kejar polisi karena menggalang pemuda 
Muhammadiyah untuk mengobrak-abrik tempat perjudian. Aksi itu meletus pada 28 
Agustus 1969. Puluhan aktivis ditahan polisi. Muhsin disuruh menghilang oleh para kiai. 

Setiba di Balikpapan, ia berganti nama jadi Abdullah Said. Ia kembali berdak- 
wah. Pada 1971, ia mengajukan ide mendirikan pondok dan perkampungan muslim 
kepada pengurus Muhammadiyah. Tapi dianggap sulit diwujudkan. Cita-cita Said tak 
padam. la merantau ke Pulau Jawa, mencari guru ngaji. la berhasil mengajak empat 
pemuda jebolan pesantren, yaitu Hasyim (Gontor, Ponorogo), Usman Palese (Persis 
Bangil), Hasan Ibrahim (Krapyak, Yogyakarta), dan A. Nazir Hasan (Majelis Tarjih 
Muhammadiyah Yogyakarta). 

Perintisan pesantren ini dimulai dengan pengajian kecil-kecilan dan berpin- 
dah-pindah. la sempat meminjam tempat jemuran padi berukuran 3 x 4 meter. Di 
sanalah dilakukan semua kegiatan, mulai makan, tidur, salat, sampai belajar. Kemudian 
ada yang meminjamkan emperan rumah. Santrinya tak lebih dari 10 orang. 


Kegiatan mereka sempat dituding beraliran paham sesat. Puncaknya, pada 
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1974, ada yang melaporkan ke polisi bahwa Abdullah Said adalah Muhsin Kahar yang 
terlibat dalam aksi menentang judi /otto di Makassar. Untunglah, ia cuma ditahan polisi 
selama seminggu. 

Tudingan sesat itu sampai di telinga Wali Kota Balikpapan, Asnawi Arbain. 
Karena tak mau dihasut, Asnawi langsung menemui para pemuda itu. Bukan larangan 
yang ia keluarkan. Ia malah mendukung. Asnawi lalu menunjuk daerah di Gunung 
Tembak, bekas HPH, yang mungkin bisa dijadikan pesantren. 

Pada 1976, Pesantren Hidayatullah diresmikan oleh Menteri Agama Mutti Ali. 
Dalam jangka lima bulan, hutan semak belukar dan rawa itu dapat dibenahi dan jadi 
permukiman yang artistik. Sarana pun memadai. Ada masjid, perpustakaan, asrama, dan 
ruang belajar. Kini arealnya mencapai sekitar 100 hektare. Di tengah kawasan ada danau 


buatan. Kawasan itu dihuni sekitar 1.600 warga, termasuk santri. 


Abdullah Said meninggal pada 4 Maret 1998 dalam usia 52 tahun. Namun 


Cita-citanya tetap tumbuh subur. Kini Pesantren Hidayatullah beranak-pinak jadi 150 


pesantren, tersebar di berbagai pelosok Tanah Air. Sepeninggalnya, kepemimpinan 
Hidayatullah dipegang Ustad Abdurahman Muhammad. 


Masuk Senayan 


Ba Dg 


HIDAYATULLAH menjaga jarak yang sama terhadap berbagai kekuatan politik. 
Namun, dalam pemilihan umum legislatif April 2004, organisasi ini punya jagoan yang 
diperjuangkan habis-habisan. Mereka adalah Nursyamsa Hadis dan Abdul Aziz Kahar 
Muzakar. Keduanya maju sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Nursyamsa 
mewakili Kalimantan Timur, sedangkan Abdul Aziz dari Sulawesi Selatan. Sukses. 


Keduanya kini berjuang di Senayan. 
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Keturunan Arab 


AL-IRSYAD 


Pemilu Boleh, 


Perempuan Jangan 


Heddy Lugito, dan Tri Prasetyo Angkoso (Semarang) 


Ulama Al-Irsyad berpendapat, Islam tidak mengajarkan demokrasi. Pemilu 


dinilai sebagai model demokrasi yang dipaksakan pada umat Islam. 


Ba Dg 


TEMBOK setinggi dua meter mengelilingi kawasan seluas empat 


hektare di Desa Butuh, Tengarang, Kabupaten Semarang. Dari dalam tem- 
bok terdengar alunan suara para santri membaca ayat-ayat suci Al-Ouran. 
Suaranya merdu menyejukkan suasana bulan puasa itu. Inilah suara santri 
Pesantren Al-Irsyad Al-Islamiyah. 

Pesantren tersebut merupakan pesantren pertama yang didirikan 
oleh Al-Irsyad Al-Islamiyah pada 1986. Sebenarnya Al-Irsyad sebagai lem- 
baga pendidikan dan dakwah berdiri sejak 1914. Kini Al-Irsyad memiliki 
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ratusan sekolah, mulai TK, SD, hingga SMU yang tersebar di pelbagai kota 
di Indonesia. 

Dalam urusan politik, para ulama Al-Irsyad masih memegang 
teguh syariat Islam. Mereka menolak presiden perempuan. Sikap mereka 
setidaknya tercermin dalam majalah bulanan Al-Irsyad, Gema, edisi Juli 
2004. Di sampul depan majalah itu tertulis: “Pastikan Presiden Pria dan 
Penegak Syariat Islam”. 

Bahkan sebagian ulama Al-Irsyad menyatakan, pemilu sebagai 
produk demokrasi tidak selaras dengan ajaran Islam. “Islam tidak menga- 
jarkan demokrasi. Dan pemilu merupakan konsep Barat yang dipaksakan 
pada umat Islam,” kata Farid Ahmad Okbah, Ketua Majelis Dakwah 
Pimpinan Pusat Al-Irsyad. 

Walau begitu, Al-Irsyad membolehkan umatnya ikut pemilu. 
“Kami ini idealis, dan juga realistis,” tutur Farid. Keputusan itu diambil, 
katanya, setelah melalui pertimbangan matang. Hal ini tak lepas dari 
adanya perbedaan pendapat di kalangan umat Islam maupun di internal 
Al-Irsyad dalam soal pemilu. 

Ada yang berpendapat boleh mengikuti pemilu dan meng- 
anjurkan membentuk partai politik Islam. Alasannya, ingin perbaikan 
kehidupan umat Islam lewat pemilu. “Tapi ada juga yang menolak pemilu 
dengan mengatakan bahwa pemilu hukumnya haram. Pemilu dianggap 
syirik, siapa pun yang terlibat di dalamnya dianggap syirik,” kata Farid. 
Sedangkan pendapat yang terakhir cenderung memilih jalan tengah. 

Mereka berpendapat, pemilu memang bukan bagian dari ajaran 
Islam. Tapi, kalau tidak mengikuti pemilu, bahaya yang akan dipukul umat 
Islam justru jauh lebih besar. Misalnya, kekuasaan nonmuslim akan 
menguasai mayoritas umat Islam Indonesia. “Dengan pertimbangan itu- 
lah, kami tidak melarang umat ikut pemilu,” Farid Ahmad menegaskan. 

Pendapat ini juga digarisbawahi oleh pimpinan Pesantren Al- 
Irsyad Semarang, Ali Saman Hassan. Ia menyatakan, kalau ada umat Al- 
Irsyad yang ikut pemilu, itu karena melaksanakan kewajibannya sebagai 
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warga negara Indonesia. Hanya saja, menurut Ali Saman, ajaran Islam 
melarang ikut terlibat langsung dalam proses demokrasi. 

“Kalau ada orang yang ikut nyemplung (larut) dalam demokrasi, 
kami haramkan,” ujar Ali Saman. Nyemplung dalam demokrasi yang 
dimaksudkan Ali adalah mereka yang aktif berkampanye, menjadi anggota 
partai politik, menjadi calon anggota legislatif, dan mengabdikan diri 
untuk kepentingan partai politik. 

Hanya ikut nyoblos, kata Ali Saman, masih bisa dibenarkan. 
Dengan alasan itu, Ali selaku pimpinan Pesantren Al-Irsyad tidak pernah 
menyerukan kepada santrinya untuk golput. Pada Pemilu 2004, Ali Saman 
beserta santrinya nyoblos di TPS og Desa Butuh, sekitar 100 meter dari 
Pesantren Al-Irsyad. 

Di TPS itu tercatat ada 243 orang pemilih. “Sekitar 759 di 
antaranya berasal dari Pesantren Al-Irsyad,” kata Rusmin Zuhdi, Ketua 
TPS og Desa Butuh. Dalam pemilu legislatif, Partai Keadilan Sejahtera 
berhasil meraih sekitar 759 suara. 

Pada pemilu presiden putaran pertama, pasangan calon presiden 
Amien Rais-Siswono Yudohusodo mendulang 804 suara dari TPS terse- 
but. Dalam pemilu presiden putaran kedua, pasangan Susilo Bambang 
“SBY” Yudhoyono-Jusuf Kalla menang telak di TPS ini, dengan peroleh 
suara 904 lebih. Sedangkan pasangan Megawati-Hasyim Muzadi cuma 
mendapatkan enam suara pemilih. 

Rupanya para santri Al-Irsyad sependapat dengan pimpinannya: 
menolak presiden perempuan. 
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"KAMI mendirikan pesantren untuk mencetak generasi muslim yang lebih 
berkualitas” kata Ali Saman Hasan, pimpinan Pesantren Al-Irsyad Semarang. Al-Irsyad 
juga punya pesantren di Bondowoso, Jawa Timur, dan Pesantren Putri di Pekalongan. 

Al-Irsyad didirikan Syekh Ahmad Sorkatty, ulama keturunan Arab kelahiran 
Sudan, pada 1874. Tujuannya, melenyapkan praktek khurafat, syirik, dan bid'ah yang 


mewarnai kehidupan sebagian umat Islam pada awal 1900-an. 


Al-Irsyad muncul menyusul kelahiran Jamiat Khair, organisasi yang didirikan 
warga keturunan Arab di Jakarta, bergerak di bidang pendidikan, pada 1905. Salah satu 
tokoh penting Jamiat Khair adalah Ahmad Sorkatty. Ia hafal Al-Ouran sejak masih belia. 

Sorkatty memperdalam ilmu agama di Universitas Al-Azhar, Mesir. Kemudian 
ia melanjutkan belajar di Mekkah, Arab Saudi. Pengembaraannya ke Indonesia bermula 
dari permintaan Jamiat Khair. Sorkatty diminta mengajar di sekolah Islam Jamiat Khair di 
Tanah Abang, Jakarta. 

Di sela-sela kesibukannya mengajar dan berdakwah, Sorkatty menjalin 
hubungan dengan sejumlah tokoh pergerakan Islam, seperti H.O.S. Tjokroaminoto dan 
KH Ahmad Dahlan. Sorkatty kali pertama berjumpa Ahmad Dahlan di kereta api dalam 
perjalanan dari Jakarta ke Solo, awal 1912. 

Pada waktu itu, Sorkatty hendak mengunjungi sahabatnya, Awad Sungkar al- 
Urmei, di Solo. Ahmad Sorkatty mendekati Ahmad Dahlan yang sedang asyik memba- 
ca majalah Al-Manar. la mengagumi tokoh pribumi itu karena kemampuannya berba- 
hasa Arab. 


Mereka menjadi akrab karena ada kesamaan dalam konsep pikiran Islam, 


erutama soal pemahaman dan pemurnian akidah. Sorkatty dan Ahmad Dahlan sama- 
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sama punya keinginan mendirikan organisasi Islam yang bertujuan memurnikan ajaran 
Islam. 

KH Ahmad Dahlan membentuk organisasi Islam pembaruan, 
Muhammadiyah, di Yogyakarta, pada 1912. Dua tahun kemudian, Sorkatty mendirikan 
Al-Irsyad Al-Islamiyah di Jakarta. Organisasi Islam pembaruan ini sebagian besar 
anggotanya keturunan Arab. 

Lima tahun setelah berdiri, Al-Irsyad membuka cabang yang pertama di 
Tegal, Jawa Tengah. Tahun berikutnya dibuka cabang di Cirebon, Pekalongan, dan 
Surabaya. Al-Irsyad berkembang pesat di pelbagai kota di Jawa. 

Bahkan pada 1931 telah tercatat bedirinya cabang-cabang Al-lrsyad di 
Lhokseumawe (Aceh), Menggala (Lampung), Sungeiliat (Bangka), Labuan Haji dan 
Taliwang (Nusa Tenggara Barat). Kini Al-Irsyad yang berkantor pusat di Jalan Kramat Raya 
omor 25, Jakarta Pusat, memiliki kantor cabang di pelbagai kota di seluruh wilayah 
provinsi Indonesia. 


Al-Irsyad bukan lagi organisasi eksklusif warga keturunan Arab. Banyak etnis 


ain menjadi pengelola lembaga dakwah ini. Pimpinan Pesantren Al-Irsyad Semarang, 
misalnya, adalah Ali Saman Hassan (lahir 1975), lelaki Jawa kelahiran Banyuwangi, Jawa 


Timur. Ia sarjana ilmu hadis lulusan Universitas Islam Madinah, Arab Saudi. 
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JAMIAT KHEIR 


Bumi Dipijak 
Demokrasi Dijunjung 


Taufik Alwie dan Deni Muliya Barus 


Gagal mengantarkan Amien-Siswono, lantas menjagokan SBY-Kalla. 
Prinsipnya, mendukung siapa pun presiden terpilih. 


Tetap berada di jalur dakwah dengan fokus pendidikan. 


Ba — Du 


KEKECEWAAN sempat dirasakan jamaah Jamiat Kheir pada 


pemilihan presiden putaran pertama, 5 Juli 2004. Pasalnya, jago mereka, 


pasangan Amien Rais-Siswono Yudohusodo, gagal melaju ke putaran 
kedua. Padahal, sebagian besar jamaah optimistis, Amien-Siswono akan 
lolos ke babak berikutnya. Nyatanya, jago mereka itu cuma menempati 


peringkat keempat. “Kami sempat kecewa,” kata H.A. Syaugi Algadri, Lc, 
Wakil Ketua Jamiat Kheir, kepada Gatra. 


Menurut Syaugi, sebagian besar jamaah yayasan pendidikan itu 
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menjagokan Amien-Siswono. Pertimbangannya, pasangan tersebut pen- 
didikannya bagus, agamanya juga bagus. Reputasinya pun bersih. 
Makanya, kendati secara institusi yayasan itu tidak mendoktrin jamaahnya 
untuk memilih pasangan calon presiden-wakil presiden tertentu, 
kebanyakan anggota mereka secara terbuka mengaku memilih Amien- 
Siswono. 

Meski jago mereka kalah, kekecewaan itu tidak sampai berlarut- 
larut. Apalagi sampai mengimbau anggotanya untuk tidak memilih lagi 
atawa golput. Menjelang pemilihan presiden putaran kedua, pilihan mere- 
ka pun jatuh pada pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf 
Kalla. Jamiat Kheir menimbang-nimbang, dibandingkan dengan pasangan 
Megawati-Hasyim Muzadi, pasangan SBY-Kalla masih lebih baik, teruta- 
ma dari segi pendidikan. 

Dan SBY-Kalla pun meraih kemenangan, termasuk di tempat 
pemungutan suara (TPS) terdekat dengan basis Jamiat Kheir di Kebon 
Kacang, Jakarta Pusat. Di TPS 29, RW VI, Kelurahan Kebon Kacang, mi- 
salnya, dari 227 suara sah —tercatat sembilan suara tak sah— SBY-Kalla 
memperoleh 154 suara, mengungguli Megawati-Hasyim yang mendapat 73 
suara. Pada pilpres pertama, SBY-Kalla cuma menduduki peringkat keem- 
pat. Atas kemenangan SBY-Kalla, jamaah Jamiat Kheir mengaku cukup 
senang. Tak lagi terlalu digalaukan oleh kekalahan Amien-Siswono. 

Sejatinya, Jamiat Kheir memang tak dipusingkan oleh politik 
praktis. Yayasan ini tidak pernah mengikuti secara struktural atau meng- 
arah pada partai politik tertentu. Ia masih konsisten dengan karakternya 
sejak dulu, yakni sebagai yayasan yang bergerak di bidang sosial, keaga- 
maan, dan pendidikan. 

Jamiat Kheir didirikan di Batavia (Jakarta) pada 1901. Berdirinya 
perguruan Islam ini tak lepas dari penindasan penjajah Belanda. 
Perkembangan Jakarta tempo dulu yang memasuki periode kota kolonial 
modern hanya dinikmati orang-orang Belanda. Masyarakat pribumi, ter- 
masuk orang-orang keturunan Arab, masih bergelut dalam kemiskinan 
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dan keterbelakangan. Terhadap keturunan Arab ini, Belanda malah meng- 
anggap mereka sangat berbahaya bagi politik kolonial yang anti-Islam. 

Pada waktu yang sama, semangat Pan-Islamisme tengah berkobar 
di Turki. Nama besar pejuang Islam dari Ahlul-Bayt, Sayyid Jamaluddin 
Al-Afghani, bergaung sampai ke Indonesia. Pan-Islamisme pun masuk ke 
Indonesia, dan oleh Belanda, kaum Alawiyyin (keturunan nabi) ini 
dituding sebagai pembawanya. Maka, Belanda jadi begitu benci pada Islam 
dan orang-orang keturunan Arab. Citra buruk Arab digambarkan secara 
kasar lewat buku pelajaran di sekolah Belanda. 

Dalam situasi tekanan kolonial itu, seorang tokoh ulama, Habib 
Abubakar bin Ali bin Abubakar bin Umar Shahab, mendirikan sebuah per- 
guruan Islam, Jamiat Kheir. Habib Abubakar adalah anak Ali bin 
Abubakar bin Umar Shahab, kelahiran Damun, Tarim, Hadramaut. 
Ibunya, Muznah binti Syekh Said Naum, adalah keturunan Arab yang 
mewakafkan tanahnya di kawasan Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta 
Pusat. 

Lembaga yang didirikan Habib Abubakar ini tak hanya menga- 
jarkan agama, juga memberikan pendidikan umum. Lantas bergabunglah 
sejumlah pemuda Alawiyyin yang punya kesamaan tekad memajukan 
Islam di Indonesia sekaligus melawan propaganda Belanda yang anti- 
Islam. Mereka antara lain Said Abdullah bin Hoesin Al-Idrus, Said Ali bin 
Abdurrahman Al-Habsyi, dan Said Aboebakar bin Mohamad Al-Habsyi. 
Juga ada nama-nama Said Aboebakar bin Abdullah Alatas, Said Al-Idrus 
bin Achmad bin Shahab, serta Sech Achmad bin Abdullah Basalama. 

Di tangan para ulama ini, Jamiat Kheir berkembang pesat. 
Namun sempat terjadi polemik mengenai sidah (gelar keturunan) antara 
sayyid dan masyaikh. Sayyid adalah warga keturunan Arab yang dekat sil- 
silahnya dengan Nabi Muhammad SAW dan berhak menyandang gelar 
habib. Masyaikh adalah orang Arab yang tidak ada kedekatan silsilah de- 
ngan Nabi sehingga tidak berhak menyandang gelar habib. 

Kubu masyaikh dimotori oleh Ahmad Soorkati dan kawan-kawan. 
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Sementara kubu sayyid adalah para pendiri Jamiat Kheir yang sayyid. 
Polemik ini kemudian menimbulkan perpecahan. Pada 1914, Ahmad 
Soorkati dan kawan-kawan akhirnya mendirikan pergerakan organisasi 
Islam, dikenal dengan nama Al-Irsyad. Tapi hubungan secara personal 
antara dua aliran ini tetap baik sampai kini. 

Meski timbul perpecahan, Jamiat Kheir tetap berkembang. 
Selang beberapa tahun, tepatnya pada 1919, organisasi ini dalam dakwah- 
nya memfokuskan ke bidang pendidikan. Akhirnya menjadi Yayasan 
Jamiat Kheir hingga kini. Pusat-pusat pendidikannya tersebar di Jakarta 
dan Depok. Namun, “Secara substansi dakwah, Jamiat Kheir sebagai 
organisasi Islam dengan Jamiat Kheir sebagai yayasan pendidikan itu tak 
jauh berbeda,” Syaugi menjelaskan. 

Dalam kiprahnya, Jamiat Kheir sampai kini tidak berpolitik prak- 
tis. Meski begitu, tidak sedikit anggotanya yang aktif di partai politik 
berhaluan Islam. Sebutlah PKB, PPP, PAN, PKS, PBR, dan sejumlah partai 
lain yang bernapaskan Islam. Walaupun berbeda partai, para pengurus 
yayasan yang dikelola pengusaha, pengajar, da'i, dan pengacara itu tak 
pernah berselisih. “Kalaupun ada pertentangan, masih sebatas guyonan,” 
kata Syaugi. 

Tidak sedikit pula personel Jamiat Kheir yang menjadi aktivis dan 
simpatisan partai politik. Tapi mereka tetap dilarang berkampanye secara 
dogmatik dan menyebarkan atribut partai politik di dalam tubuh yayasan. 
Karena, ujar Syaugi, itu hanya akan memecahkan dan menghilangkan 
komitmen yayasan. 

Dalam berdemokrasi, Jamiat Kheir bersikap menerima dan 
mengikuti keputusan suara terbanyak. Contohnya soal presiden perem- 
puan. Walaupun Jamiat Kheir berprinsip presiden harus laki-laki, toh keti- 
ka Megawati resmi menjadi presiden, mereka menerima putusan itu de- 
ngan lapang dada. Apalagi, katanya, Indonesia bukan negara Islam. 

Kata Syaugi pula, umat Islam di Indonesia secara umum, terma- 
suk Jamiat Kheir, tidak merecoki terpilihnya presiden perempuan. Tak ada 
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yang berontak. “Kesadaran umat Islam cukup tinggi. Pemimpin yang ter- 
pilih secara demokratis akan diikuti, walaupun secara pemahaman keaga- 
maan nggak cocok,” kata Syaugi. 

Pun dalam mewujudkan cita-cita, semisal menginginkan 
Indonesia kelak menjadi negara Islam, Jamiat Kheir tak mau frontal 
menabrak sana-sini. Namun kelak akan berupaya secara prosedural 
berlandaskan demokrasi. Seperti bermain di parlemen, mewarnainya, dan 
menggolkan cita-cita tersebut. Tentu dengan catatan: punya sumber daya 
manusia memadai. 

Syaugi mengatakan pula, rekan-rekan di yayasan kerap 
mendiskusikan nasib bangsa dan negara. Mereka menilai, meski telah 
berkali-kali terjadi pergantian pemimpin negara, hingga kini kemiskinan 
dan kebodohan masih merajalela di Bumi Pertiwi. “Berarti ada sistem yang 
salah. Kenapa tidak mencoba sistem-sistem lain yang bisa diterapkan di 
Indonesia?” katanya. 

Dan, bagi Jamiat Kheir, sistem dimaksud tadi bisa diadopsi dari 
mana saja. “Karena itu, dalam berdemokrasi di Indonesia harus terus 
digalakkan perbaikan-perbaikan, karena bangsa ini belum lama menganut 
dan menerapkan sistem demokrasi,” Syaugi menambahkan. 

Tadinya Jamiat Kheir menumpukan harapan perubahan dan per- 
baikan itu pada jago mereka, Amien-Siswono. Pasangan ini, seandainya 
terpilih, dinilai mampu mengadakan perbaikan dalam berdemokrasi, ter- 
masuk mengadopsi sistem-sistem yang dapat memerangi kemiskinan dan 
kebodohan seperti dimaksud Syaugi tadi. Karena Amien-Siswono gagal 
terpilih, harapan Jamiat Kheir itu kini ditumpukan pada SBY-Kalla. Bagi 
Jamiat Kheir, itu tak masalah. 
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FRONT PEMBELA ISLAM 


Wiranto Lewat, 
SBY Tak Apalah 


Taufik Alwie dan Muchamad Ghufron 


Awalnya menjagokan Wiranto-Gus Solah dan menentang SBY habis-habisan. 
Kini mulai menerima SBY. Sikap politik FPI cukup lentur. 


Bertekad tak mau anarkis lagi. 


Ba 


SEHARI-hari sikap mereka santun dengan kostum baju koko 
putih plus peci putih. Tapi jangan ragukan aksi kongkretnya. Mereka bisa 
sangat galak melabrak tempat-tempat yang mereka anggap sarang maksi- 


at. Itulah gaya laskar Front Pembela Islam, ngetop disingkat FPI. Tak ter- 
hitung lagi diskotek, kafe, dan gudang minuman keras yang mereka porak- 
porandakan. Di bulan Ramadan 2000 saja, sedikitnya 20 lokasi yang 
dianggap sebagai tempat maksiat mereka hancurkan. 

Tak mengherankan, keberanian aksi laskar FPI membuat organisasi 
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ini berkibar-kibar. Pada usia muda, gema FPI lebih nyaring ketimbang gerak- 
an Islam lain yang lebih senior. Berulang kali FPI menyita perhatian publik 
dan menghiasi pemberitaan media massa. Perkumpulan ini pun menyandang 
predikat khas: gerakan antimaksiat. Memang tidak sedikit pula yang mencap- 
nya sebagai kaum anarkis. 

FPI lahir pada 17 Agustus 1998 di tengah gelombang reformasi, 
dibidani Habib Muhammad Rizieg bin Hussein Shihab. Rizieg sendiri 
berasal dari Jamiat Kheir, organisasi tradisionalis di kalangan keturunan 
Arab-Indonesia. Ia sarjana pendidikan Islam dari Universitas Raja Saud, 
Riyadh, Arab Saudi. Rizieg memimpin Lembaga Pendidikan dan Dakwah 
Islam Darul Figh, di samping menjadi anggota Dewan Syariah Bank 
Perkreditan Rakyat Syariah At-Tagwa, Tangerang, Banten. 

Deklarasi FPI bertepatan dengan tablig akbar di Pesantren Al- 
Um, Kampung Utan, Ciputat, Jakarta Selatan. Ada anggapan, hadirnya FPI 
adalah bagian dari apa yang populer disebut “ledakan partisipasi” dalam 
era reformasi. Saat elemen masyarakat lain menyerukan refomasi politik, 
ekonomi, atau hukum, FPI mengumandangkan reformasi moral. “Krisis 
bangsa ini berpangkal pada krisis moral,” kata Habib Rizieg. Kongkretnya, 
FPI ingin menegakkan prinsip amar makruf nahi mungkar. 

Lantaran “aksi penertiban” ala FPI yang fenomenal, dalam tempo 
singkat organisasi ini populer dan berkembang demikian pesat. Menurut 
Hilmy Bakar Almascaty, Ketua Bidang Eksternal FPI, hingga kini organ- 
isasi itu tersebar di 22 dewan pimpinan daerah setingkat provinsi, dengan 
130 dewan pimpinan wilayah setingkat kabupaten/kota. Hilmy juga 
mengklaim, FPI memiliki 800.000 anggota resmi dan jutaan simpatisan. 

Organisasi ini terkenal tegas dan cenderung anarkis dalam me- 
nertibkan tempat-tempat yang dianggap maksiat. Namun dalam bersikap 
politik cukup lentur, disesuaikan dengan keadaan. FPI tetap memandang 
pemilu sebagai satu koridor kehidupan demokrasi, dan FPI menerima 
demokrasi dalam konteks temporer. Demokrasi dianggap sebagai satu hal 
yang boleh diambil hukum-hukumnya. “FPI tidak terlalu fundamentalis, 
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tapi juga tidak terlalu liberal,” ujar Hilmy. 

Pada pemilu legislatif April 2004, misalnya, Hilmy yang sempat 
aktif di Partai Bulan Bintang ini menegaskan bahwa FPI tetap independen, 
dalam arti tidak mendukung partai tertentu. Namun tetap memberikan 
suaranya pada partai-partai Islam dan partai berbasiskan Islam. 

Sikap non-golput ini diambil karena menurut pengalaman masa 
lalu, bila kantong-kantong Islam —termasuk FPI— golput, justru akan 
menguntungkan pihak lain. Waktu itu, FPI merekomendasikan dua partai 
berbasis Islam untuk dipilih. Yakni PKB dan PAN. Partai lain yang juga 
diperbolehkan untuk dipilih orang FPI adalah PBB, PPP, PNU, dan PKS. 

Pada pemilihan presiden putaran pertama, FPI aktif menilai 
pasangan mana yang layak dipilih. FPI punya dua kelompok pilihan: ide- 
alis dan strategis. Pilihan idealis diberikan pada pasangan Hamzah Haz- 
Agum Gumelar dan Amien Rais-Siswono. Hamzah memiliki basis partai 
Islam, sedangkan Amien merupakan pemimpin Islam. Jadi, ideal dipilih 
tapi belum tentu strategis. “Bolak-balik kami hitung, suara mereka ini 
kecil,” kata Hilmy. 

Karenanya, FPI menetapkan pilihan strategis pada pasangan 
Wiranto-Gus Solah. Dasar pertimbangannya, antara lain, Wiranto di mata 
FPI tidak pernah bohong, khususnya kepada FPI. Ia juga dinilai konsisten. 
“Utamanya pada penerapan syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam,” 
kata Hilmy lagi. 

Pilihan strategis ini juga tidak lepas dari pertimbangan bahwa 
pasangan itu memiliki potensi menang lebih besar dibandingkan dengan 
dua pasangan yang disebut sebelumnya. Pertimbangan lainnya, selama ini 
antara FPI dan Wiranto terjalin hubungan cukup dekat. 

Namun, dalam pemilihan, jago FPI itu kalah. Yang lolos justru 
dua pasangan yang sebelumnya sama sekali tidak dalam hitungan FPI, 
yakni pasangan Megawati-Hasyim dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)- 
Kalla. Lantas, bagaimana sikap FPI? Menyangkut Megawati, sikap FPI 
sudah jelas. FPI menentang keras presiden perempuan dan menganggap 
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Megawati telah gagal memerintah negara ini. 

FPI sempat menimbang-nimbang SBY. Pada pilpres pertama, FPI 
gencar menentang SBY karena ada indikasi banyak orang nonmuslim di 
sekitarnya. FPI sampai mengirimkan beberapa da'i yang disebar ke beber- 
apa daerah untuk mengampanyekan hal itu. 

Tapi, pada putaran kedua, FPI berubah haluan. Lebih memilih 
diam. Alasannya, SBY sudah lebih menampakkan keislamannya. “Ada 
beberapa indikasi, misalnya saja istrinya pakai jilbab, mendekat ke Aa 
Gym, pemilik pondok Pesantren Daarut Tauhiid di Bandung, dan juga ke 
kelompok ulama nashoro,” katanya. Toh, pada akhirnya FPI pun tetap 
menolak SBY. 

Sikap FPI ini dinyatakan Habib Rizieg dalam wawancara dengan 
majalah Sabili, Mei 2004. Secara umum, Habib meragukan komitmen SBY 
yang mundur di dua kabinet ketika dia dibutuhkan. “Dia itu jenis orang yang 
safety player. Begitu Gus Dur berkuasa, dia mendampingi. Tapi, begitu mau 
tumbang, dia mundur. Sama Mega juga begitu,” tuturnya. Selain itu, dalam 
pandangan Habib Rizieg, SBY adalah arsitek penangkapan ulama, habib, 
dan aktivis Islam. 

Diakui Habib Rizieg, dia tidak memiliki sentimen apa pun. 
Menurut dia, SBY itu orang yang cerdas dan selama masa pendidikan 
selalu berprestasi. Saat itu, SBY punya simpati besar dari rakyat. 
Walaupun demikian, secara institusi FPI memilih untuk tidak memilih, 
dengan alasan tidak berani mempertanggungjawabkannya di hadapan 
Allah. 

Secara perorangan, FPI mempersilakan masing-masing anggotanya 
memilih sesuai hati nurani. Faktanya, pada pilpres 20 September 2004, seba- 
gian besar anggota FPI tidak pergi ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. 
“Tapi saya dengar, Habib Rizieg datang ke TPS karena sungkan pada tetang- 
ga. Tapi siapa yang dicoblos, wallahualam. Mungkin dicoblos dua-duanya,” 
ujar Hilmy sembari terbahak. 

Di tiga TPS terdekat dengan kantor FPI di Petamburan, Jakarta 
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Pusat, terdapat suara tidak sah rata-rata 5,896 dari jumlah pemilih rata- 
rata 235 orang. Ada dugaan, laskar FPI menyumbang cukup banyak suara 
tidak sah itu. 

Namun, setelah SBY terpilih sebagai presiden, FPI mengambil 
sikap lain. FPI mulai menerima SBY, dengan catatan agar SBY membuk- 
tikan janji-janjinya dalam 100 hari pertama memerintah. “Kami akan 
menjadi pressure group-lah,” kata Hilmy. 

Pergeseran dalam sikap politik juga menyentuh pola operasi anti- 
maksiat FPI. Kalau selama ini main labrak, kini FPI akan menggunakan para- 
digma baru alias cara-cara yang lebih sopan dari sebelumnya. FPI, yang juga 
menaruh perhatian besar terhadap masalah korupsi, tidak akan lagi bergerak 
tanpa modus operandi yang jelas. 

“Kami akan pakai jalur sistemik,” ucap Hilmy. Artinya, FPI akan lebih 
memilih jalur hukum lewat institusi hukum yang ada. “Kami sudah tidak mau 
lagi asal main hakim sendiri,” Hilmy menambahkan. 
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ARUS deras demokratisasi sepanjang Pemilu 2004 sangat terasa 
sentuhannya. Rakyat di semua daerah mengikuti dengan tingkat partisi- 
pasi 706-804. Bila dibandingkan dengan Eropa atau Amerika, angka itu 
cukup tinggi, apalagi populasi penduduk Indonesia di atas 200 juta dengan 
peserta pemilu sekitar 150 juta. 

Di Eropa, tingkat partisipasinya 704-754, di Amerika hanya 504- 
60X. Bahkan Australia dengan penduduknya yang pada umumnya santai, 
pemilu diwajibkany bila tidak ikut serta, kena denda. 

Yang unik di Indonesia, kenyataan hasil pemilihan presiden dan 
DPR sangat berbeda, seolah keduanya tak berhubungan. Calon presiden 
dari fraksi besar di DPR gagal meluluskan calonnya. Calon presiden yang 
menang malah dari fraksi kecil di DPR. Ini berarti, rakyat tidak dapat 
digiring oleh partai untuk memenuhi keinginannya. Kalau sikap rakyat 
begini, rasanya perkembangan politik kita akan lebih demokratis di masa 
datang, suara rakyat dicerminkan oleh hasil pemilu itu sendiri. 

Tetapi ini tentu bergantung pula pada sistem pemilu itu sendiri, 
serta apakah anggota DPR bisa lebih mandiri atau mereka harus tunduk 
kepada pimpinan partai yang sebagian tidak pula menjadi anggota DPR. 
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Bila terus begini, akan senantiasa ada kesenjangan antara partai di luar 
DPR dan anggota DPR. 

Tetapi baik juga kita dari sekarang awas terhadap perkembangan 
demokrasi kita. Nilai demokrasi kita lebih sekadar mencerminkan angka. 
Padahal, ia harus dikaitkan dengan nilai kemanusiaan, berupa apa yang 
kita anggap baik atau buruk, adil atau tidak adil, bermanfaat atau tidak. 
Demokrasi bukan sekadar mencatat jumlah atau angka. Secara kasar dapat 
kita katakan bahwa demokrasi haruslah menegakkan hukum, memilih 
tokoh yang bersih, santun dan rela berkorban, tidak korup dan kasar, serta 
tidak sekadar ingin berkuasa. 

Kita perlu ingat bahwa power tends to corrupt, absolute power cor- 
rupts absolutely (kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan mutlak korup- 
nya pun mutlak pula). Oleh sebab itu, tokoh kita harus pula menegakkan 
nilai-nilai mulia, yang menghukum orang jahat dan korupsi, yang membawa 
rakyat ke arah manusia yang lebih berakhlak, yang juga tahu sopan santun. 

Kita bisa catat di negara-negara yang sudah “sangat maju”, terma- 
suk dalam berdemokrasi, nilai-nilai banyak dilanggar. Hal ini terutama 
berkaitan dengan nilai-nilai pergaulan yang diganti dengan kebebasan 
penuh. Maka, di Prancis (dan Singapura), kita baca bahwa anak-anak 
perempuan muslimah dilarang berjilbab ke sekolah negeri. Padahal, jilbab 
mengingatkan mereka agar selalu berpegang pada kesopanan. Bukan 
berarti orang yang tidak berjilbab tidak sopan, tetapi kebebasannya lebih 
terbuka dan mungkin akan menjatuhkannya. 

Ihwal perkawinan di Barat tidak lagi menjadi hubungan suci, akad 
tidak lagi disertai dengan keridhaan Tuhan atau Allah, yang diseleng- 
garakan di gereja, masjid, atau catatan sipil. Demokrasi yang kelewatan itu 
membenarkan atau menerima perkawinan tanpa tiga instansi tadi (gereja, 
masjid, catatan sipil). Syaratnya, asal mau sama mau (biasa disebut factu- 
al marriage, perkawinan menurut kenyataan). 

Belakangan berkembang pula pengakuan atas “perkawinan” 
antarsesama laki-laki dan sesama perempuan, hingga rumah tangga terdiri 
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dari satu jenis manusia saja. (Orang Islam tentu mengingat umat Nabi 
Luth dalam Ouran tentang hal ini). Maka, pergaulan bebas pun tercermin 
dalam kafe, restoran, tempat dansa, semua dengan perlindungan hukum. 

Sebagian mengatakan, ini masalah pribadi. Tetapi orang lupa 
pengaruh negatifnya pada kehidupan masyarakat karena tak semua yang 
dikategorikan pribadi bersifat positif bagi masyarakat. Celakanya, kehidu- 
pan pribadi mereka dengan segala tingkah yang negatif itu ada di bawah 
perlindungan polisi yang mestinya memberantasnya. 

Terpetik berita bahwa Gubernur Negara Bagian Florida, yang 
saudara Presiden George W. Bush, mengusahakan agar mereka (ini teruta- 
ma orang kulit hitam yang pro-Partai Demokrat) bisa terkena hukuman den- 
gan sanksi pelarangan ikut pemilu. Jumlahnya konon ratusan ribu orang. 
Tentu ini berlawanan dengan demokrasi yang diagungkan Amerika Serikat. 

Oleh sebab itu, perkembangan demokrasi di negeri kita perlu dija- 
ga agar tidak kebablasan. Batasnya, di samping soal hukum, juga soal nilai, 
etika, yang bisa berasal dari agama atau dari nenek moyang kita. Tentu di 
antara keduanya itu ada kesamaan menuju ke masa depan. Tingkah laku 
akan sangat menentukan hidup berdemokrasi. 


Islam Politik 

Bagi negeri kita, demokrasi yang penuh dengan nilai kemanusi- 
aan akan lebih terwujud bila Islam turut serta dalam kegiatannya. Kita 
sebut Islam karena ia merupakan agama yang terbanyak penganutnya di 
negeri ini, juga karena nasionalisme kita dahulu berkembang lebih mudah 
karena ajaran Islam yang dianut oleh sebagian besar rakyat. 

Di samping itu, dalam perkembangannya di Barat, tampaknya 
agama Kristen menunjukkan kemunduran. Banyak gereja dijual, kehidup- 
an masyarakatnya bagaikan kurang atau tidak terikat pada nilai-nilai 
agama Kristen. Di Eropa dan di Amerika tambah banyak saja jumlah 
pemeluk Islam. Dikatakan bahwa di Amerika Serikat ada 10.000 orang 
tiap hari masuk Islam, meskipun Islam sering dikaitkan dengan tindakan 
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terorisme oleh politik negara mereka. Syukurlah, di negeri kita, gereja 
turut menjaga nilai-nilai kemanusiaan itu. Tapi, bagaimana umat Islam 
sendiri dengan Islam politik kini? 

Dibandingkan dengan Pemilu 1955, Islam politik kita tahun 2004 
bisa dikatakan centang-perenang (kacau). Tahun 1955, Islam politik kita 
solid, dengan empat partai Islam (berdasar Islam), di Konstituante mem- 
bentuk satu fraksi sehingga kemauan mereka dapat diketahui dengan 
mudah. Pancasila tak mendapat persetujuan di Konstituante (jumlah dua 
pertiga suara tidak tercapai), tetapi persetujuan antara kalangan Islam dan 
nasionalis sudah merancang penerimaan Pancasila sebagai dasar negara. 

Sayang, kesempatan menyelesaikan kerja Konstituante ini tak 
diberikan oleh Presiden Soekarno. Tahun 1959, ia membubarkan 
Konstituante, menegakkan Demokrasi Terpimpin dengan Nasakom 
(Nasionalis, Agama, Komunis) harus bersatu. Padahal, kita memenangkan 
revolusi tahun 1945 tanpa komunisme karena mereka memberontak di 
Madiun (1948). 

Demokrasi Terpimpin ditegakkan dengan semua keputusan pada 
Soekarno, yang diangkat pula seumur hidup, yang membubarkan DPR 
hasil Pemilihan Umum 1955, dan menggantinya dengan DPR hasil pen- 
gangkatan. Sebagian kalangan ini terpengaruh juga, tetapi Masyumi dan 
PSI dibubarkan. Presiden kita terus melanjutkan suasana tegang di Tanah 
Air dengan perjuangan Irian Barat, lalu berlanjut konfrontasi dengan 
Malaysia. 

Pada zaman Soeharto (1967-1998), Indonesia berasas tunggal 
Pancasila —padahal revolusi kita menangkan tanpa asas tunggal. Hukum 
dilanggar oleh penguasa sendiri, KKN merajalela, tentara berdwifungsi, 
siapa yang tidak setuju disingkirkan. Pemilu memang terus diseleng- 
garakan, tetapi dengan jaminan bahwa Golkar tetap menang. Dua partai 
lain (PPP dan PDI) menjadi penghias belaka. Akhirnya, yang jahat 
memang tidak dibiarkan Allah untuk terus berkuasa. Soeharto terpaksa 
turun. 
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Mungkin karena pengalaman dua masa presiden yang melanggar 
UUD 1945 itu, rakyat juga menghadapi kesukaran sendiri dalam berbenah 
diri. Karena di tengah orang yang insaf dan ingin reformasi, ada saja bekas 
penegak kekuasaan Soeharto yang berpura-pura ingin turut menegakkan 
reformasi. Maka, bercampurlah cecunguk zaman tersebut dengan mereka 
yang bersungguh-sungguh bereformasi. Akibatnya: reformasi tidak penuh, 
malah bagai terombang-ambing dalam tarikan. 

Dalam rangka ini, Islam politik pun berkembang beragam. Ada 
yang ingin menegakkan syariat (seperti Majelis Mujahidin) tanpa memper- 
hatikan keadaan yang kurang kondusif karena banyak yang kurang memaha- 
mi ajaran syariat itu. Ada yang malah ingin mempersatukan negara-negara 
Islam dalam satu kesatuan politik. Ada yang berpolitik sekadarnya, seperti 
diperlihatkan oleh partai-partai Islam pada umumnya, tanpa menggalang 
persatuan. Di antara partai-partai itu, ada pula yang berdasar Pancasila 
(seperti PAN dan PKB), ada yang dengan Islam (PKS dan PPP). 

Ada pula orang-orang yang berasal dari ormas Islam yang tidak 
resmi berpolitik tetapi dengan partai-partai Islam tadi ingin menduduki 
jabatan politik (seperti NU). Muhammadiyah, yang dahulu, dalam tahun 
1945-1960, menjadi anggota istimewa Masyumi, kini bagai menghindari 
politik, walaupun orangnya banyak yang ikut PAN. Ketua Umum 
Muhammadiyah, Ahmad Syafi'i Ma'arif, diminta oleh PAN untuk turut 
serta aktif membantu, tetapi ia menolak dengan alasan Muhammadiyah 
bukan organisasi politik. 


Islam Politik Masa Depan 

Penulis melihat bahwa perkembangan kalangan Islam yang 
beragam itu merupakan cermin keadaan negeri kita yang belum stabil, 
belum berpijak tetap dan belum pula jelas hendak bergerak ke mana. Yang 
dimaksudkan di sini adalah keadaan yang kongkret, termasuk apa yang 
akan dilaksanakan. 

Bila, insya Allah, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla, 
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presiden dan wakil presiden kita nanti, berhasil dalam mendudukkan per- 
masalahan Indonesia seperti yang dikehendaki bersama, persaingan 
dalam politik pun akan dimainkan secara fair dan jujur. Masing-masing 
akan jelas pula apa yang diperjuangkannya. Demikian juga kalangan Islam 
politik. Mereka pun akan lebih jelas memantapkan pendirian dan 
kedudukannya. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Ketua MPR yang baru, Hidayat 
Nur Wahid, bukan mengganti Pasal 29 UUD yang penting, melainkan 
bagaimana dengan pasal itu kita menjalankan agama masing-masing. Ini 
berarti memperjuangkan cita-cita politik yang seharusnya merupakan 
tujuan bersama, dengan cita-cita yang sama tentang Indonesia satu, adil, 
damai, dan sejahtera sebagaimana diamanahkan Allah bagi bangsa kita. 

Karena pengikutnya yang besar di negeri ini, maka umat Islam di 
sini pun punya tanggung jawab lebih besar. Dan Islam politik masa depan 
harus dan perlu memperlihatkan tanggung jawab ini bersama saudara- 
saudara kita yang lain, nasionalis dan Kristen ataupun Hindu dan Buddha. 
Masa depan akan kita nikmati bersama: Indonesia yang dirahmati Allah. 
Mudah-mudahan. 
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EKS LASKAR JIHAD 


Syariat 
Tak Pernah Padam 


Herry Mohammad dan Sujoko 


Komunitas salafi menolak konsep demokrasi. Tak mau terlibat dalam urusan 
politik praktis dan mengharamkan pemilu. Berdakwah sambil memasarkan 


sistem syariah dalam menjalani kehidupan. 


Ba Da 


KETIKA pemilihan presiden putaran kedua digelar pada 20 


September 2004, Ustad Ja'far Umar Thalib (lahir 1961) sedang mengajar 
santri-santrinya di Pondok Pesantren Ihya “as Sunnah. Tak seorang pun 
penghuni pesantren yang berlokasi di Desa Degolan, Ngemplak, 
Kabupaten Sleman, Yogyakarta, itu keluar untuk memberikan suara pada 
calonnya. 

Menurut Ketua Kelompok Panitia Pemilihan Suara Degolan, 
Suwarno (lahir 1934), Ja'far tak pernah datang ke TPS meski semua 
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administrasi sudah beres. “Ini terjadi sejak pemilu tahun sebelumnya,” 
tutur Suwarno. Pesantren Ihya “as Sunnah memiliki lima ustad dengan 54 
santri. Total warganya 70 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 40 orang sudah 
punya hak suara. 

Di TPS 5 Degolan, tempat Ja'far mencoblos pada pemilu presiden 
putaran kedua, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono(SBY)-Muhammad 
Jusuf Kalla meraih 119 suara. Megawati-Hasyim Muzadi mendapat 104 
suara. Sebanyak 133 orang tak menggunakan hak suaranya, termasuk 
komunitas pondok pesantren tempat Ja'far menjadi pengasuhnya. Pada 
pemilu presiden putaran pertama, 5 Juli 2004, pasangan Mega-Hasyim 
menduduki urutan pertama, diikuti SBY-Kalla, Wiranto-Salahudin Wahid, 
Amien Rais-Siswono, dan paling bontot diduduki Hamzah-Agum. 

Ja'far memilih tak ikut mencoblos karena merasa tak bisa 
berharap banyak dari kandidat presiden yang ada. “Saya pesimistis dan tak 
bisa berharap banyak dari presiden terpilih untuk memberlakukan syariat 
Islam,” ujarnya memberi alasan. Kartu pemilihnya digeletakkan saja di 
atas almari pakaian. “Untuk apa nyoblos kalau ideologinya saja sudah 
haram,” kata Ja'far tegas. Baginya, pemilihan umum adalah bagian dari 
demokrasi buatan manusia. Padahal, masih kata Ja'far, ideologi selain 
Islam adalah haram. 

Dalam pandangan Ja'far, ideologi dan paham demokrasi yang 
sengaja diusung oleh Barat itu bertujuan melawan dan menghancurkan 
Islam. Demokrasi sendiri, menurut Ja'far, akan segera hancur dan digan- 
tikan dengan Islam. “Tunggu saja saat-saat kehancurannya. Tanda-tan- 
danya sudah mulai kelihatan. Tak ada negara di dunia yang abadi dengan 
demokrasi,” katanya mencoba menganalisis. Baginya, hanya Islam yang 
akan melanggengkan dunia dan negara dari kehancuran. Ia mencontohkan 
Arab Saudi, meski tak menerapkan Islam sepenuhnya, negaranya aman 
dan sejahtera serta bisa menjamin keadilan rakyatnya. 

Bagi mantan Panglima Laskar Jihad ini, paham selain Islam tak 
bisa diterima. Ia yakin dan masih punya obsesi suatu saat penerapan syari- 
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at Islam secara kaffah di Indonesia tercapai. “Saya akan tetap berjuang 
selama hayat masih dikandung badan dan tidak akan pernah menyerah,” 
katanya. Bagi Ja'far dan orang-orang yang sepaham dengannya, penera- 
pan syariat Islam di Indonesia adalah keharusan. 

Pasalnya, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Syariat 
Islam, lanjut Ja'far, memilih dan menempatkan keadilan secara sempurna. 
Meski tidak ada pemilihan presiden laiknya pemilihan umum, suara dan 
perwakilan umat Islam dan warga lainnya sudah diwakilkan pada ahlul 
halli wal agdi, yang terdiri dari kalangan ulama, orang-orang saleh, dan 
mereka yang ikhlas. 

Para ahlul halli wal agdi yang terpilih jelas bukan orang sem- 
barangan. Mereka tak hanya teruji secara kemampuan, melainkan juga 
secara moral dan agama. “Jika konsep ini digunakan, dapat menghindari 
salah pilih wakil dan pejabat yang bukan ahli dan kemampuannya,” 
ujarnya. Adapun umat di luar Islam, tambah Ja'far, tetap terlindungi kare- 
na hukumnya jelas. 

Mereka juga punya wakil di ahlul halli wal agdi. Baginya, tak ada 
istilah darurat untuk menunda penerapan syariat Islam. Pasalnya, darurat 
hanya diperbolehkan kalau situasi dan kondisinya yang alamiah, bukan 
buatan manusia. “Sementara ajakan berdemokrasi di Indonesia sengaja 
ada dan diadakan,” tuturnya. 

Lalu, bagaimana sikapnya terhadap sesama muslim yang 
berjuang di jalur demokrasi dan berpolitik dengan mendirikan partai? 
“Saya tetap menjalin hubungan baik dan silaturahmi dengan mereka. 
Namun saya juga selalu memberikan tausiah (pesan) bahwa demokrasi 
adalah akal-akalan manusia Barat saja,” katanya seraya menyunggingkan 
senyum. Sejauh ini, Ja'far pesimistis bahwa muslim yang berlaga di medan 
demokrasi bisa menegakkan syrariat Islam dengan kaffah. “Sulit mene- 
gakkan syariah kalau negaranya masih berdemokrasi. Meski tidak harus 
negara Islam, aturan negaranya harus syariah dulu atau, paling tidak, ada 
arah untuk menerapkan syariat Islam,” paparnya. 
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Ustad yang selalu berserban dan berbaju gamis ini mengaku, par- 
tai politik sebagai alat demokrasi hanya akan menjadi alat untuk 
melakukan politik praktis. Partai politik dan tokoh Islam yang sudah 
masuk partai dan terjun ke kancah demokrasi pasti akan terkontaminasi 
paham. “Akhirnya tidak akan pernah murni berjuang lagi menegakkan 
syariat Islam,” tuturnya. 

Kalau sudah demikian, sikap parpol dan orang Islam pasti akan 
oportunis. “Kalau toh kini belum oportunis, karena belum dapat jatah,” 
kata Ja'far. Kepada anak dan ketiga istrinya, ia melarang menggunakan 
hak pilihnya. Sedangkan para santri diberi kebebasan. Dalam prakteknya, 
tak satu pun santrinya yang keluar pondok untuk menyalurkan suara ke 
TPS terdekat. 

Meski tak setuju dengan demokrasi dan berjuang lewat politik 
praktis, silaturahmi dengan mereka yang memilih jalur ini tetap dilakukan. 
Ja'far menerapkan prinsip dakwah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW 
bahwa addinu-n-nasihah (agama itu nasihat). Ya, untuk beriman dan 
ikhlas untuk-Nya. Dengan prinsip dakwah seperti itu, pendekatan kepada 
tokoh-tokoh yang dipandang dapat membuat perubahan signifikan bagi 
kehidupan bangsa dan negara ini terus dilakukan. Adapun inti nasihatnya 
yang selalu ditekankan adalah untuk kembali pada Islam dan membangk- 
itkan semangat komitmen terhadap Islam. 

Ja'far berpandangan bahwa kaum muslimin harus menaati pen- 
guasa, siapa pun penguasa itu. Dan menaati itu dalam perkara yang 
makruf, yang baik. Kepada para pemimpin negeri, ia memberi nasihat agar 
jangan berlarut-larut dalam berbagai kejahatan dan kezaliman. “Itu yang 
terus-menerus kami dakwahkan,” kata ayah 10 putra-putri itu. 

Orang-orang yang berpaham seperti Ja'far Umar Thalib itu tidak 
sedikit. Di Indonesia, ada puluhan ribu umat Islam yang punya paham 
seperti Ja'far. Mantan pejuang di Afghanistan ini menyebut komunitas itu 
sebagai salafi. Aktivitas mereka berdakwah dengan pola-pola yang pernah 
diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. 
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Karena menolak demokrasi dengan segala perangkatnya, mereka 
jarang terdengar kiprahnya di masyarakat. Mereka bekerja seperti warga 
negara lainnya. Namun aktivitas dakwahnya lebih menonjol. Di mana pun 
berada, mereka membuat aktivitas dakwah di lingkungannya, baik berupa 
pesantren maupun lembaga-lembaga pendidikan yang memberantas buta 
huruf Al-Ouran. 

Tapi, ketika pada April 2000 Ja'far Umar Thalib memimpin 
Laskar Jihad ke Ambon, republik ini geger. Dengan memakai serban, baju 
gamis, celana di atas mata kaki, jenggot dipanjangkan, bersenjatakan 
pedang dan bedil seadanya, sekitar 2.000 anggota Laskar Jihad diter- 
junkan ke Ambon yang waktu itu sedang dilanda konflik horizontal. Tidak 
hanya itu, sedikitnya 700 personel Laskar Jihad juga diterjunkan ke Poso. 
Mereka terdiri dari beragam profesi dan latar belakang, dari ustad, maha- 
siswa, sampai pekerja kasar. 

Kehadiran mereka di medan laga itu memicu kontroversi 
berkepanjangan. Tapi Laskar Jihad yang merupakan sayap militer Forum 
Komunikasi Ahlu-Sunnah Wal-Jamaah (FKSWJ) itu punya argumen lain. 
“Sepanjang pemerintah tidak mampu melindungi umat Islam di wilayah 
konflik, kami terpanggil untuk membelanya,” begitu Ja'far Umar Thalib 
memberi pembenaran. Lalu mereka pun hadir di medan konflik tidak 
hanya untuk berperang, juga membangun masyarakat dengan cara-cara 
Islami. 

Komunitas Laskar Jihad di Ambon dan Poso mendirikan lemba- 
ga-lembaga pendidikan dan pelayanan kesehatan. Juga memberi pelajaran 
dan teladan bagaimana hidup secara Islam. Hal ini tampak, antara lain, tak 
lagi dibenarkannya membunuh musuh dengan cara-cara di luar kemanu- 
siaan, melindungi anak-anak, perempuan, dan para manula serta tidak 
mengganggu rumah ibadah umat lain. 

Syariat Islam pun diterapkan di Ambon. Di wilayah muslim 
Ambon, tak ada lagi peredaran minuman beralkohol, pelacuran diberan- 
tas, perjudian ditutup. Hukum rajam juga diberlakukan ketika anggota 
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laskar memerkosa seorang warga. Kecaman pun bertubi-tubi dialamatkan 
kepada kelompok ini. Ja'far sempat diperiksa dan ditahan polisi dengan 
berbagai macam tuduhan, dari memberlakukan hukum di luar hukum 
positif nasional sampai tuduhan mencemarkan nama baik presiden ketika 
berpidato di Ambon. Setelah diproses di pengadilan, Ja'far lolos dari je- 
ratan hukum. 

Munculnya Laskar Jihad yang tiba-tiba itu sempat membuat 
orang terkejut. Tapi, ketika pada 7 Oktober 2002 Ja'far mengumumkan 
dibubarkannya Laskar Jihad, masyarakat tak kalah terkejutnya. Ada apa 
gerangan? Kepada Gatra, Ja'far mengungkapkan bahwa mereka mendapat 
teguran keras dari Syekh Robi' bin Hadi al-Makdkhali, guru besar ilmu 
hadis di Universitas Islam Madinah, Arab Saudi. Menurut Ja'far, Syekh 
Robi' marah karena Laskar Jihad sudah dimanfaatkan oleh para tokoh 
politik Islam. 

Syekh Robi' menunjuk, misalnya, ketika FKSWJ mengadakan 
mukernas di Pondok Gede, Jakarta, 13 Mei 2000, tokoh-tokoh politik 
seperti Hamzah Haz (PPP), Hidayat Nur Wahid (PKS), dan Ahmad 
Sumargono (PBB) datang diundang dan berceramah. Juga tabloid Laskar 
Jihad yang menghadirkan orang-orang yang tak mengerti tentang manhaj 
salafi ikut mengisi dan menulis di sini. Upaya klarifikasi sudah dilakukan 
tapi tidak berhasil. Akhirnya Laskar Jihad dibubarkan. Para aktivisnya 
kembali ke kehidupan normal dan bekerja seperti sediakala. 

Tapi perjuangan dan keteguhan Ja'far memberlakukan syariat 
Islam memang tak pernah padam. Bahkan setelah Laskar Jihad 
dibubarkan, keyakinannya makin menjadi-jadi. “Islam sangat komplet 
mengatur dan mengontrol kehidupan manusia. Hukum buatan manusia 
tak akan pernah menyelamatkan manusia,” kata Ja'far, seakan mengajak 
untuk berpikir ulang tentang sistem kenegaraan yang kita pilih. 
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ISTILAH salafi dinisbahkan kepada gerakan yang berusaha menghidupkan 
kembali ajaran kaum salaf. Yakni suatu komunitas yang bercita-cita agar umat Islam 
kembali pada Al-Ouran dan sunah Nabi. Secara bahasa, salafiah berasal dari kata salafa, 
yaslufu, dan salafan yang punya arti sudah lewat atau terdahulu. 

Dalam khazanah keislaman, kita mengenal istilah as-salaf as-salih yang punya 
arti orang-orang saleh terdahulu. Lalu, siapa yang dimaksud dengan orang saleh ter- 
dahulu itu? Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadisnya pernah mengatakan, 
“Sebaik-baiknya abad adalah abadku, kemudian abad berikutnya, dan abad berikutnya: 
Dari sini bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud Nabi adalah abad ketika beliau hidup 
sampai abad ke-3 Hijriah. Mereka adalah para sahabat, tabiin, dan tabi' at-tabiin. 

Ada beberapa sifat kaum salaf yang tampak ke kepermukaan. Antara lain, 
mereka tidak mau melakukan perdebatan yang tak ada ujung pangkalnya, seperti 
masalah akidah, setia pada Rasulullah SAW, dan menghindari bid'ah. Mereka berusaha 
melaksanakan sunah-sunah Nabi secara optimal. Dari hal-hal yang tampak kecil sampai 
masalah dalam bersikap. Mereka umumnya tak mau difoto, menghindari nyanyian, 
celananya di atas mata kaki, mencukur kumis dan memelihara jambang, sampai meng- 
haramkan demokrasi dan presiden perempuan. 

Orang-orang salaf menilai demokrasi yang di dalamnya ada instrumen 
pemilu itu menjauhkan umat dari tuntutan Rasulullah SAW. Muhammad Umar As 
Sewed, seorang ustad aliran salaf yang mukim di Cirebon, Jawa Barat, menilai pemilu tak 
bisa disamakan dengan syura. Menurut dia, pemilu mengandung makna yang hak 


sekaligus batil. "Jika kaum muslimin yang menggunakan kata tersebut, yang dimaksud 
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adalah musyawarah, katanya. “Meskipun tetap mengandung makna yang batil,” ia 
menambahkan. 

Bila yang menggunakan kata itu adalah nonmuslim, menurut Muhammad, 
jelas keluar dari syariat. Ini karena pemilu yang berlangsung selama ini adalah mengambil 
suara dari seluruh rakyat yang sudah memenuhi syarat-syarat sebagai pemilih. Semua 
diambil suaranya, tak membedakan perempuan atau laki-laki, yang bermoral maupun ahli 
maksiat. Karena itu, Muhammad menyarankan agar umat Islam menghindari pemakaian 
kata-kata yang punya makna ganda tersebut. Baginya, demokrasi, ya, demokrasi, syura, ya, 
syura —tak bisa disamakan, baik secara istilah maupun substansinya. 

Adapun tokoh gerakan salaf ini adalah Ibnu Taimiyah, Ibnu Oayyim al-Jauziah, 
dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Nama terakhir adalah tokoh panutan penguasa 
Arab Saudi yang sekarang memerintah. Ibnu Taimiyah dikenal juga sebagai peletak 
dasar pembaruan dalam Islam. Dua istilah lain dilekatkan pada gerakan salaf ini, sebagai 
gerakan islah (perbaikan atau perdamaian) dan gerakan reformasi. 

Di Indonesia, ormas Islam yang dikenal sebagai gerakan pembaharu diwakili 
oleh Muhammadiyah, Al-Irsyad, dan Persis. Tapi ada perbedaan cukup menonjol antara 


gerakan salafi yang dibawa oleh ormas Islam dan gerakan salafi ala Laskar Jihad, yakni 


Laskar Jihad menolak demokrasi. Bagi komunitas Laskar Jihad, tak ada tawar-menawa 
dengan demokrasi. Tapi mereka selalu menaati siapa pun yang memerintah negeri ini. 


“Kita wajib taat sepanjang tidak keluar dari syariat, kata Ja'far Umar Thalib. 
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HiZBUT TAHRIR 


Pengusung Syariah 
di Jalur Tengah 


Alfian Idris Ahmad dan Rohmat Haryadi 


Demokrasi hukumnya haram. Parlemen dituding hanya untuk perebutan 


kekuasaan. Menolak presiden perempuan, tapi membolehkannya jadi direktur. 


Ba Da 


SEPULUH meter dari rumahnya, sebuah tempat pencoblosan 


berdiri. Namanya TPS 48 kompleks Kranggan Permai, Jatisampurna, 
Bekasi. Nyanyian heroik Hari Merdeka, lagu perjuangan karya komposer H. 
Mutahar, terdengar bersemangat, menembus dinding rumah Mohammad 
Abu Nabila, 20 September 2004. Namun lagu dengan irama orang berbaris 
itu tak mampu menggerakkan kaki Abu Nabila ke TPS. 

Abu Nabila mantap tidak nyoblos, meski kartu pemilih sudah di 
kantong dan undangan menusuk telah dia terima. Ia tidak apatis terhadap 
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hiruk-pikuk pesta demokrasi. Bahkan dia aktif mencermati berita-berita 
pemilu, termasuk menyimak paparan slogan para juru kampanye. Ia juga 
memperhatikan “jualan kecap” para kandidat presiden. Giliran memilih? 
Nanti dulu. “Mencoblos itu ada tanggung jawabnya di hadapan Allah,” 
katanya serius. 

Meski emoh menusuk, ayah tiga anak itu tidak mengharamkan 
pemilu. “Hukumnya mubah,” ujarnya. Maksudnya: ikut silakan, tidak oke 
juga. Abu Nabila menilai, tak ada calon anggota legislatif dan kandidat pres- 
iden yang bertekad menerapkan syariat Islam. “Kalau ada, saya akan pilih,” 
katanya bersemangat. 

Semula Abu Nabila aktivis Golkar. Tahun 1998, ia Ketua Pengurus 
Kelurahan Jatisampurna. Baru menjabat tiga bulan, ia pamit dari beringin. 
Hatinya lalu hinggap pada Hizbut Tahrir, atau Partai Pembebasan, yang 
menawan dirinya. “Ada satu yang harus dibangun dari akidah, yaitu syariah,” 
ujarnya. “Saya harus berjuang untuk menegakkan syariah,” pria yang senan- 
tiasa berjubah putih itu bertekad. 

Janji Abu Nabila bukan omong doang. Sejak di Hizbut Tahrir, dia 
rajin mendakwahkan ide-idenya ke masyarakat sekitar. Ia juga turun 
berdemonstrasi di bundaran Hotel Indonesia bersama 5.000-an massa 
Hizbut Tahrir, 11 September 2004, untuk menolak pemimpin sekuler. 

Ismail Yusanto, juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia, ikut dalam 
demo itu. Ia berkata, kepemimpinan sekuler telah meminggirkan syariah. 
Padahal, untuk bisa pulih dari krisis, Indonesia memerlukan sistem syariah. 
“Kita harus memilih presiden yang tunduk kepada syariah sebagai sistem 
yang baik,” kata insinyur geologi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 
itu. 

Muhammad Al-Khaththath, Ketua Umum Hizbut Tahrir Indonesia 
2004-2006, juga berorasi dalam demonstrasi itu. Tampil mengenakan jubah 
hitam, dia tampak bersemangat. “Tolak pemimpin sekuler! Tegakkan khi- 
lafah!” teriaknya. Takbir pun menggema dari tengah massa. Dia mengakhiri 
orasinya dengan mengajak mendatangi umat demi tegaknya khilafah Islamiah. 
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Hal itu diamalkan Khaththath, Jumat 17 September 2004, ketika 
tampil sebagai khatib salat Jumat di Wisma Dharmala Sakti, Jakarta. Dalam 
khotbahnya, ia mengajak mewaspadai isu terorisme yang cenderung 
menyudutkan umat Islam. Pada akhir khotbah, dia mengingatkan pent- 
ingnya penerapan syariat Islam. 

Usai salat Jumat, dia meluangkan waktu 30 menit untuk berdialog 
dengan jamaah. “Saya sepenuhnya bergiat di Hizbut Tahrir,” ujarnya. 
Alumnus Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor itu selalu mendak- 
wahkan pemikiran Hizbut Tahrir lewat khotbah, seminar, dan diskusi, 
bahkan lewat pesan singkat. “Satukan pikiran dan langkah, angkat kepala 
negara yang mau jadi khalifah terapkan syariah,” demikian pesan yang ia 
kirim via telepon seluler ke Gatra. 

Menegakkan khilafah Islamiah, menurut Hizbut Tahrir, adalah 
kewajiban. “Syariah tidak akan tegak tanpa khilafah,” ujarnya. Khilafah 
sendiri merupakan kepemimpinan umum bagi kaum muslimin di dunia 
untuk menegakkan hukum-hukum agama dan mengemban dakwah Islam ke 
segenap kolong jagat. 

Penegakan syariah itu tak bisa diterapkan melalui demokrasi. Bagi 
mereka, demokrasi bukan hanya musyawarah, perbedaan pendapat, dan 
pemilu. “Itu pemahaman yang sangat dangkal tentang demokrasi,” katanya. 
Demokrasi, paham dari era Yunani kuno dan muncul kembali pada zaman 
Renaisans, menurut dia, mengandung sejumlah fakta yang mengantarkan 
pada keharaman. 

Pertama, demokrasi bukan sistem pemerintahan berdasarkan 
wahyu Allah SWT, melainkan hanya berasal dari akal pikir manusia. Itu 
bertentangan dengan sistem Islam yang pasti berasal dari Allah SWT. 
“Terpuji dan tercelanya suatu perbuatan diputuskan Allah SWT,” kata 
Khaththath. 

Kedua, demokrasi berdasarkan akidah sekuler yang memisahkan 
agama dengan kehidupan. Sekularisme, menurut dia, bermula dari kompro- 
mi gereja dengan kaum intelektual yang menentang otoritas gereja di Eropa 
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pada Abad Pertengahan. Maka, sekularisme yang menjadi dasar demokrasi 
bertentangan dengan Islam. “Demokrasi itu akidahnya sekuler, sedangkan 
Islam akidahnya dua kalimat syahadat,” dia menjelaskan. 

Ketiga, demokrasi berdasar dua hal, yaitu kedaulatan di tangan 
rakyat dan rakyat sebagai sumber kekuasaan. Kedaulatan di tangan rakyat, 
menurut Hizbut Tahrir, memberi hak pada rakyat untuk membuat hukum. 
Rakyat juga berhak mencabut suatu hukum bila memang dikehendaki. 
“Dalam Islam, kedaulatan ada di tangan syara', bukan umat,” kata 
Khaththath. 

Keempat, yang membuat Hizbut Tahrir mengharamkan demokrasi, 
karena selalu menyandarkan pada keputusan mayoritas. Padahal dalam 
Islam, menurut Hizbut Tahrir, tidak semua urusan bisa diselesaikan lewat 
suara terbanyak. Masalah-masalah yang terkait dengan hukum tidak bersan- 
dar pada pendapat mayoritas, tapi berdasarkan nash-nash syara'. Masalah 
yang memerlukan keahlian juga tidak perlu pendapat mayoritas, cukup 
merujuk pada yang ahli. Contohnya, saat Perang Badar, Nabi Muhammad 
hanya merujuk pada pendapat Hubab bin Mundzir untuk menentukan tem- 
pat strategis bagi pasukan. 

Kelima, demokrasi berbeda dengan Islam dalam membahas kebe- 
basan individu berkaitan dengan kebebasan beragama, berpendapat, 
tingkah laku, dan kepemilikan. Demokrasi membebaskan orang memeluk 
agama apa pun dan bebas melepaskan agamanya kapan pun dia mau. 

Sedangkan Islam memang tidak memaksa nonmuslim masuk 
Islam. Tetapi, “Islam tidak membolehkan seorang muslim mengganti akidah 
dengan berpindah agama,” katanya. Pendapat ini merujuk pada hadis, 
“Siapa saja yang mengganti agamanya (Islam), maka jatuhkanlah hukuman 
mati atasnya.” 

Kebebasan berpendapat dan tingkah laku memberi peluang bagi 
siapa pun untuk berpendapat semaunya dengan cara apa pun. Juga memberi 
kebebasan individu bertingkah laku lepas dari segala macam nilai. “Setiap 
muslim wajib terikat perkataan dan perbuatannya dengan syariah,” ia mene- 
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gaskan. Menurut dia, kaum muslim tidak boleh mengemukakan sesuatu 
kecuali dihalalkan syariah. 

Dalam kepemilikan, demokrasi membebaskan memiliki harta atau 
modal, dan bebas mengembangkan dengan cara dan sarana apa pun. 
Sementara Islam menetapkan sebab-sebab kepemilikan dan mengatur 
bagaimana mengembangkan harta. “Islam mengharamkan riba,” katanya. 

Fakta itulah yang menyebabkan Hizbut Tahrir menentang 
demokrasi. Lantas, bagaimana hukumnya masuk parlemen? Ini tergantung 
apa yang dilakukan di parlemen. Jika untuk membikin undang-undang yang 
tidak sejalan dengan syariah, mengangkat kepala negara sekuler, dan 
mengontrol jalannya sistem sekuler, maka aktivitas di parlemen haram! 

Bila anggota parlemen menggunakan haknya untuk berbicara syari- 
at Islam dan mengangkat pemimpin yang menerapkan syariat Islam, Hizbut 
Tahrir mengizinkan anggotanya berkiprah di dalamnya. “Kami bisa meman- 
faatkannya sebagai mimbar dakwah untuk melakukan perubahan,” ujarnya 
bersemangat. 

Secara syariah, memilih wakil rakyat lewat pemilihan umum adalah 
akad wakalah —perwakilan. Hukumnya mubah. Namun bisa berubah 
haram ketika ada perkara yang mengantar pada keharaman. Misalnya, 
hanya memilih anggota parlemen yang membuat hukum manusia dan men- 
gangkat kepala negara yang melaksanakan perundangan manusia itu. 

Faktanya, demokrasi di Indonesia, yang sering mengatasnamakan 
kepentingan rakyat, tak ubahnya medan pertempuran kepentingan. Tak ada 
lagi hubungannya dengan visi dan misi. Contoh paling nyata adalah bertele- 
telenya sidang MPR, awal Oktober 2004. Hanya untuk menentukan kompo- 
sisi wakil pimpinannya, sidang harus ditunda berhari-hari. “Satu hari penun- 
daan harganya Rp 5 milyar. Berapa banyak sekolah dasar yang bisa diperbai- 
ki dengan duit sebanyak itu?” tanya Ismail Yusanto. 

Tak berarti Hizbut Tahrir mengharamkan pemungutan suara, prak- 
tek jamak dalam demokrasi. Untuk menentukan ketua umum, Hizbut Tahrir 
menggunakan pemilihan langsung. Masing-masing anggota berhak 
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mencalonkan atau dicalonkan. Kandidatnya adakalanya sampai 200. “Ini 
bukan demokratis, melainkan Islami,” kata Khaththath. Karena “pemilu” 
Hizbut Tahrir adalah untuk memilih pemimpin gerakan dakwah Islam. 

Dalam pemilu sungguhan, baik legislatif maupun presiden, Hizbut 
Tahrir tidak mewajibkan atau melarang anggotanya untuk memilih. “Mereka 
sudah dibekali dengan hukum syara. Mereka bisa menentukan sesuai de- 
ngan hukum,” ujar Khaththath. Bisa jadi, ada yang mencoblos, ada yang 
golput. Tapi, berdasarkan pengamatan Abu Nabila, beberapa tetangganya di 
kompleks Kranggan Permai, Jatisampurna, Bekasi, yang juga anggota 
Hizbut Tahrir, memilih absen. 

Mereka, bersama Abu, menjadi bagian dari sekitar 3096 warga 
Indonesia yang tak ikut pemilihan umum. 


Kisah Putri Kisra 
HIZBUT Tahrir tegas menolak presiden perempuan. Yang jadi acuan adalah 
hadis Bukhari tentang pengangkatan Bawran binti Syayruyah, Putri Kisra, sebagai 
penguasa baru Persia. Bunyinya, “Tidak akan sukses suatu kaum yang menyerahkan uru- 
san (kekuasaan pemerintahan) mereka kepada seorang wanita” 
Maka, wanita pun diharamkan memegang pucuk pemerintahan. Mereka 
boleh memegang jabatan lain, misalnya direktur. Namun mereka boleh menjadi 


anggota majelis umat yang bertugas mengevaluasi penguasa. Juga boleh aktif di par- 


tai politik Islam. 


290 HAJATAN DEMOKRASI 


Pejuang Khilafah IM | 


Menyebar Lewat Kampus 


Ba Dg 


HIZBUT Tahrir didirikan Syekh Tagiyuddin An-Nabhani, gadli (hakim) di 
Mahkamah Syar'iyyah di Palestina, 1953, di Al-Ouds, Yerusalem. Kemudian berkembang 


ke 30 negara, seperti Yordania, Lebanon, Yam 


Turki. Di Asia, Hizbut Tahrir merambah 
Malaysia, dan Indonesia. 


Di Indonesia, Hizbut Tahrir masu 


an, Irak, Suriah, Kuwait, Mesir, Sudan, dan 


Uzbekistan, Kirgistan, Tajikistan, Pakistan, 


k pada 1980-an. Yang mengusung adalah 


Syekh Abdullah bin Nuh, pimpinan Islamic Center Al-Ghazali, Bogor. Dia menggandeng 


Syekh Abdurrahman Al-Baghdadi, aktivis H 
Indonesia. Dari “kota hujan" itu, ide-ide Hizbu 


Lembaga Dakwah Kampus yang dibentuk p 


Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. 
Kini anggota anggota Hizbut Tah 
provinsi dan 120 kabupaten," kata Ismai 


izbut Tahrir Australia, untuk berdakwah di 
t Tahrir berkembang pesat melalui jaringan 
ada 1986. Hizbut Tahrir pun menyebar di 


ir mencapai ribuan. "Mereka tersebar di 30 


| Yusanto. Secara internal, Hizbut Tahrir 


melakukan pembinaan intensif pada 


menyerukan penegakan khilafah dan penera 
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PESANTREN GENTUR 


Tiga Generasi Tanpa Warna 


G.A. Guritno dan Sulhan Syafi'i 


Belum ada partai politik yang berhasil menembus kekukuhan Gentur. 


Mampu independen karena bisa menghidupi diri secara mandiri. 
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INI cerita golongan putih atawa golput sebuah pesantren. 
Namanya Pesantren Gentur. Letaknya di Desa Jambudipa, Kecamatan 
Warung Kondang, Cianjur, Jawa Barat. Pada hari pemungutan suara tahap 
akhir, 20 September 2004, sebagian besar warga Indonesia yang punya 
hak pilih berduyun-duyun datang ke tempat pencoblosan. Di Pesantren 
Gentur, hal itu sama sekali tak tampak. 


Para santri kelihatan sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. 
Ada yang membersihkan halaman pesantren. Ada yang sibuk memberi 
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pakan pada ayam dan ikan atau mengurus tanaman di ladang. Beberapa 
santri asyik berdiskusi di beranda depan rumah. Mereka seolah tak mau 
peduli dengan hajatan demokrasi yang tengah berlangsung. Kalaupun 
datang, banyak yang mencoblos dengan ngawur sehingga tidak sah. 

Di TPS 14, misalnya, dari 276 hak pilih terdaftar, yang datang 
cuma 195 orang. Hasilnya, Megawati-Hasyim mendapat 48, SBY-Kalla 76. 
Sedangkan 71 suara tak sah atau golput. Enang Suharman, Ketua TPS 14, 
tak heran. Tahun-tahun sebelumnya juga begitu. “Yang menggunakan hak 
suara adalah warga, bukan dari kalangan santri Gentur,” katanya. 

Kalaupun ada santri yang tetap datang, Enang menambahkan, 
mereka tak nyoblos. Kalaupun nusuk gambar, dua pasang dipilih semua. 
Hal sama muncul di TPS 15. Dari 236 hak pilih, hanya 134 yang dipakai. 
Mega mendapat 48 dan SBY 39. Suara tak sah ada 47. Beberapa santri tam- 
pak hadir, tapi banyak yang tak mencoblos. Surat suara tetap mulus tak 
ditusuk. “Sebenarnya para kiai pengasuh pesantren tak pernah melarang 
para santrinya,” ujar Haji Ningrat, satu dari tujuh pengasuh pondok. 

Menurut Ningrat, biasa dipanggil “walit” alias guru oleh para 
santri, golput sudah menjadi tradisi. Golput di Gentur memang diwariskan 
dari generasi pertama, yakni sejak awal berdiri sekitar tahun 1912 hingga 
kini di generasi ketiga. Gentur sejak semula tak mau masuk dalam kuban- 
gan politik. Pada zaman penjajahan Belanda, misalnya, pesantren ini 
melakukan perlawanan dengan tak membantu rezim kolonial. 

Untuk bisa bertahan dan tak bergantung pada penguasa, mereka 
berusaha memenuhi kebutuhan sendiri dengan bercocok tanam dan beter- 
nak. Pesantren juga membuat lampu Gentur, yang lumayan kondang. Para 
santri mengerjakannya bersama warga setempat. Lampu inilah yang 
menghidupi Gentur. Lampunya berbahan bakar minyak dengan kaca dan 
bingkai kuningan. Alat penerang ini dipakai untuk memenuhi kebutuhan 
pesantren dan warga sekitar. 

Tapi kualitas yang bagus menjadikan lampu ini makin tersohor. 
Kini lampu Gentur sudah diekspor ke Malaysia, Singapura, dan Timur 
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Tengah. Ada pula yang dibeli para broker dari Bali. Kemandirian itu makin 
menguatkan Gentur untuk independen. Pada zaman Orde Baru, Gentur juga 
tak ikut-ikutan politik. Tiga partai pada masa itu tak bisa menembus 
keteguhan hati para santri di sana. 

Pesantren Gentur juga tak merujuk pada mazhab apa pun. 
Mereka cukup mengacu pada Al-Ouran dan hadis yang sahih saja. Bila 
menggunakan mazhab, kemungkinan perbedaan ajaran bisa timbul. 
Untuk mengeliminasi perbedaan, mereka hanya berpatokan pada Ouran. 
Perbedaan dihindari oleh Gentur. Oleh sebab itu, mereka juga menghindar 
dari politik. Bagi mereka, praktek politik cuma akan membuat perpecahan. 

Dibandingkan dengan pesantren-pesantren lainnya, Gentur 
memang beda. Ada pemahaman lain yang mereka yakini sebagai sebuah 
keutamaan yang mesti dipegang teguh. Menurut Haji Ningrat, pilihan para 
santri itu merupakan buah pikiran sadar dan rasional. “Maka, kami memil- 
ih golput, bukan golongan hijau, merah, kuning, biru, dan lain-lain yang 
sering diasosiasikan dengan bendera partai,” katanya. 

Haji Ningrat (lahir 1964) menilai partai hanya salah satu unsur 
yang bisa memecah belah umat. “Pasalnya, satu kelompok atau golongan 
melakukan penghinaan terhadap yang lain,” ujarnya. Di dalam partai dan 
antarpartai, Haji Ningrat menambahkan, muncul persaingan tak sehat 
yang cenderung saling menjatuhkan. Misalnya saling menuduh, memfit- 
nah, dan membuka aib orang. “Di mata Islam, hal itu tidak boleh,” 
katanya. 

Pengelola pesantren itu mencontohkan Hasyim Muzadi yang ikut 
kompetisi pemilihan wakil presiden. Sebagai kiai, selamai ini Hasyim disegani 
umatnya. Namun, sejak ia terjun ke panggung politik, banyak yang tak meng- 
hormatinya lagi. Bahkan ada yang melecehkannya. Ini karena umat melihat 
posisi umara lebih rendah dari ulama. 

Selain itu, Haji Ningrat melihat posisi Hasyim sebagai politikus 
potensial untuk memecah belah umat. “Bisa saja karena satu kelompok tak 
suka dengan kepemimpinannya,” tuturnya. Tampaknya, di mata para kiai 
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dan santri Gentur, politik menyimpan benih-benih perusak. Saking anti 
patinya, sampai-sampai tak ada satu pun lambang, bendera, pamflet, 
poster, dan stiker kampanye partai terpampang. 

Dengan latar belakang pemikiran macam itulah, sejak Orde Baru 
sampai kini, pesantren itu menyatakan sikap untuk golput atawa tak terli- 
bat politik praktis. Prinsip ini dari generasi ke generasi dipegang teguh dan 
menjadi sumber kekuatan. Di sana tak ada santri apalagi kiai yang ikut- 
ikutan partai. Jangankan ikut partai, bahkan ada santri yang tak hafal 
beberapa nama partai baru yang di mata rakyat cukup populer. 

Ketertutupan pesantren seluas lima hektare itu terlihat dari sikap 
para kiainya. Mereka lebih senang mengajak orang berbuat baik ketimbang 
menghabiskan energi untuk politik praktis. “Kalau mau tahu lebih jauh, lebih 
baik ikut pengajian kami,” kata seorang pengasuh pesantren kepada 
wartawan Gatra yang menemuinya. 

Lekaki bertubuh kurus itu menyatakan, untuk menyelami hakikat 
kehidupan, para santri cukup mengkaji dan menyelami isi Al-Ouran serta 
hadis. Begitu masuk Gentur, mereka harus lebih mementingkan akhirat 
ketimbang hal-hal berbau duniawi. Oleh sebab itu, tetek-bengek urusan 
kebendaan dan kesenangan duniawi harus mereka tanggalkan terlebih dulu. 

Dengan spiritualitas semacam itu, alat-alat elektronik dan penun- 
jang kehidupan yang lain tak dibutuhkan sama sekali. Kehidupan mereka 
terlihat sangat tradisional. Meski secara sosial berhubungan dengan 
masyarakat dan dunia luar, mereka tetap teguh dalam tradisi dan sistem 
yang mereka bentuk sendiri: tak mau peduli dan pusing dengan proses 
demokrasi. 

Menurut H.M. Choirul Anam, pemimpin Pondok Pesantren Darul 
Fallah, yang berada satu desa dengan Pesantren Gentur, pendiri Gentur 
adalah KH Ahmad Syatibi. Ia berasal dari Tasikmalaya. “Gentur memang 
sudah terkenal karena menjadi rujukan untuk belajar syorof nahwu atawa 
cara memahami tata bahasa Al-Ouran,” katanya. Pesantren ini tersohor 
karena keahliah Syatibi. 
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Bahkan Gentur menjadi rujukan sejumlah pesantren di Banten 
dan Jawa Barat. Menurut Kiai Anam, almarhum Syatibi memiliki dua 
anak. An-Nuh-lah yang meneruskan Gentur. Dari An-Nuh yang dikaruniai 
belasan anak, kini ada tujuh orang yang meneruskan tradisi Gentur. 
Gentur, menurut Kiai Anam, sangat eksklusif. “Mereka jarang bersosial- 
isasi keluar dan sampai mungkin tak mengenal sekolah formal,” ujarnya. 

Menurut Anam, sejarah golput di Gentur berawal dari perpecahan 
politik ormas Islam. “Waktu itu ada Nahdlatul Ulama, Masyumi, dan 
Sarikat Islam,” katanya. Perpecahan itu berakibat bingungnya umat. 
Karena itu, Syatibi memutuskan untuk tak terlibat dalam politik, dan 
memilih netral. “Politik di mata beliau hanya membuat perpecahan umat,” 
kata Kiai Anam, yang juga anggota Komisi Pemilihan Umum Cianjur itu. 


Siaran Simbol Sufisme 


G.A. Guritno dan Sulhan Syafi'l 
DI Gentur, Warung Kondang, Cianjur, udara sejuk khas alam pedesaan nan asri 
sangat terasa. Tamu yang datang disambut gapura selebar 5 meter dengan pilar seting- 
gi 6 meter. Bagian atas pilar itu melengkung. Tepat di tengahnya ada gambar bulan dan 


tiga bintang. Sepintas mirip lambang Partai Bulan Bintang. Itulah gerbang Pesantren 


Gentur. 
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Ada tujuh kiai yang bersama-sama memimpin pesantren dan membimbing 
para santri. Mereka terbagi menjadi tujuh kelompok dengan nama sebutan yang unik 
berdasarkan ciri utama bangunan. Gunung Tujuh dipimpin Anjah, Talang Mas diketuai 
oleh Mang Ucu, Menara Lima dikepalai Ama, Saung Seng dikomandani oleh Angmah, 
Alahrom diurus Angcis, Al-Zajair dibimbing oleh Mang Yungnum, dan Haurseah dip- 
impin Ang Ningrat. 

Untuk menuju pelataran terbuka seluas dua kali lapangan basket, para tamu 
akan dituntun jajaran pohon palem menjulang tinggi. Di depan pelataran ada bangunan 
mirip gedung sekolah. Ada sekelompok santri sedang duduk santai. Ketika kami menya- 


pa, mereka membalas dengan senyum. Namun senyuman bukan berarti keterbukaan. 


Mereka menanyakan maksud kedatangan hingga alamat kami. Meski sikap 
mereka ramah, para santri tampak sangat hati-hati. Mereka cenderung enggan berceri- 
ta soal sosok pesantren di Gentur. Mereka pun menolak difoto. Menurut mereka, Gentur 
tak perlu diberitakan. “Kami tak perlu publikasi,” kata seorang santri berambut gondrong. 

Tampaknya pesantren tasawuf dengan 250-an santri ini lebih meng- 


agungkan relasi dengan Tuhan dibandingkan dengan hal-hal duniawi semacam politik. 


Menjelang salat lohor, obrolan terhenti ketika seorang bocah memukul beduk. Sebuah 
beduk dengan diameter lebih dari satu meter ditabuh kuat-kuat. Bertalu-talu. Tanda 
salat lohor tiba. 

Setiap hari, para santri harus bangun sebelum salat subuh. Usai menunaikan 
salat, mereka meneruskan dengan berzikir sampai pagi. Sekitar pukul tujuh pagi, baru 
mereka beraktivitas seperti memasak dan membersihkan rumah atawa kobong. Kobong 
ini dibagi-bagi menjadi tempat untuk tidur, berdoa, belajar, dan memasak. Ada kobong 
yang mirip tempat kos. Tiap kamar didiami tiga sampai empat orang. 

Kegiatan para santri baru berakhir sekitar pukul sepuluh malam. Namun 
sejumlah santri yang ingin melakukan tirakat langsung memisahkan diri. Mereka menai- 
ki sebuah saung setinggi tujuh meter yang sengaja ditenggerkan pada sebuah pohon 
besar. Luas saung sekitar 3 x 3 meter. Mereka berdoa hingga subuh. Dalam situasi terse- 
but, santri bisa lebih konsentrasi berkomunikasi dengan Allah. 

Gentur tergolong makmur. Mereka bisa mencukupi sendiri kebutuhannya. Di 


belakang kobong ada beberapa kandang bambu yang dipenuhi ayam kampung. 
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Mereka mengambil sumber protein dari sana. Selain itu, terdapat sawah luas yang dis- 
elingi kolom-kolam ikan. Ketika Gatra berkunjung, di sebuah kolam yang lebih kecil ter- 
lihat belasan anak dengan riang tengah menangkap ikan. 

Kegiatan seperti itu menjadi bagian kegembiraan tersendiri untuk anak-anak 
di sana. Maklum, hiburan bagi mereka adalah memelihara ayam, main kejar-kejaran, 
membersihkan kolam ikan, atawa sekadar berolahraga. Tak ada televisi. Jangankan 
tabung kaca bergambar, radio pun tak ada. Koran dan majalah juga tak ada. Ternyata 
semua benda itu dilarang masuk. 

Memang, pada sebuah kobong ada sebuah televisi 14 inci. Tapi jangan harap 
bisa nonton berita, apalagi sinetron. TV itu dilapisi tembok dari semen. Layar kacanya 
tampak kusam berdebu, pertanda tak pernah dinyalakan. Di atas, belakang, dan samp- 
ing kiri-kanan tertulis “no problem" Jadilah TV itu simbol penolakan pengaruh luar. 

Keputusan untuk menempuh hidup secara sufistik adalah pilihan. Bagi 
Gentur, sarana informasi seperti televisi, radio, koran, dan majalah dilihat lebih banyak 
sisi mudaratnya. Oleh sebab itu, mereka memutuskan untuk tak memanfaatkannya. 
“Benda-benda itu makin menjauhkan manusia dari Tuhan, maka kami larang," kata 
Ningrat. 

Gentur banyak dikunjungi tamu pada Jumat hingga Ahad malam. Mereka 
umumnya berziarah ke makam leluhur pendiri Gentur. Ada pengunjung yang sampai 
tiduran di sekitar makam. Umumnya ziarah ini dilakukan dalam rangka berdoa memo- 


hon anugerah Ilahi dan laku prihatin. 
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Islam Indonesia 
dan Demokrasi 


Ahmad Syafii Maarif 


Guru Besar Sejarah 


Ba Da 


SELAMA beberapa dasawarsa, Indonesia adalah bangsa muslim 
terbesar di muka bumi. Berdasar sensus penduduk tahun 2000, dari 200 
juta rakyat Indonesia, sejumlah 87,559 beragama Islam, secara kualitatif 
atau nominal-kuantitatif. Sebegitu jauh angka ini tidak mengalami 
perubahan berarti, sekalipun agama-agama lain diberi kebebasan menam- 
bah jumlah pengikutnya dengan syarat cara-cara yang digunakan tidak 
menyimpang dari konstitusi dan peraturan-peraturan negara lainnya. 

Bergandengan dengan tauhid, Islam juga mengemukakan prinsip 
kesatuan umat manusia. Prinsip ini hanya mungkin bertahan manakala 
budaya lapang dada dikembangkan, sekalipun terhadap lawan politik. 
Prinsip inilah yang kemudian dirumuskan dalam ungkapan: “bersaudara 
dalam perbedaan dan berbeda dalam persaudaraan”. Ungkapan mulia ini 
mudah diucapkan tetapi alangkah sulitnya dibawa turun pada realitas 
kongkret dalam pengalaman politik bangsa Indonesia. 

Ungkapan itu sebenarnya bagian dari sistem demokrasi yang hen- 
dak ditegakkan Islam di Indonesia, sekalipun ada sebagian orang Islam yang 
belum memahaminya. Bahkan ada segelintir umat Islam yang menolak 
demokrasi dan konsep negara-bangsa karena dinilai telah gagal, lalu 
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menawarkan sistem khilafah yang dalam praktek pasca-al-khulafa al- 
rasyidun (632-661 M) tidak lain dari sistem otoritarian, despotik, dan dinas- 
tik. Pandangan mereka yang ahistoris ini sebagai wacana kita hormati. 
Tetapi tawaran semacam ini tidak akan menolong keadaan umat Islam yang 
terombang-ambing dipermainkan oleh penguasa mereka yang anti- 
demokrasi, semata-mata karena syahwat kekuasaannya yang tidak boleh 
dikontrol. 

Mayoritas umat Islam Indonesia menerima demokrasi bukan 
karena latah meniru sistem politik Barat, melainkan mendasarkannya 
pada prinsip syura (saling berkonsultasi) yang terdapat dalam Al-Ouran 
(lihat surat 3: 159, surat 42:38). Muhammadiyah, misalnya, dalam 
anggaran dasar pertamanya 1912 telah berbicara tentang pemilihan 
pemimpin dengan suara sungguh terbanyak, padahal Ahmad Dahlan tidak 
pernah mengenyam sistem pendidikan Barat. Sesudah kita merdeka, salah 
satu partai Islam modern bernama Masyumi (1945-1960) telah menjadi 
martir di tangan sistem Demokrasi Terpimpin (1959-1966) yang otoritari- 
an justru karena pembelaannya yang sangat gigih pada demokrasi dan 
konstitusi. 

Pemilu 2004 yang terlaksana dengan aman dan damai adalah 
bukti otentik tentang betapa dalamnya komitmen bangsa muslim ini untuk 
melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi. Para pengamat dalam dan luar 
negeri telah banyak mengomentari tentang peristiwa ini. 

Dari luar, misalnya, kita catat kesaksian Jimmy Carter, mantan 
Presiden Amerika dan Ketua Carter Center yang berkunjung ke Indonesia 
sebagai pengamat pemilu bersama timnya. Hasil pengamatan yang opti- 
mistik tentang demokrasi di sebuah negeri muslim itu disimpulkan dalam 
apresiasi berikut: 

“Sekalipun terdapat perbedaan-perbedaan yang kuat di antara 
kandidat, disertai kampanye yang hebat di seantero kepulauan yang 
banyak itu, tidak ada contoh laporan tentang adanya kekerasan. 

“Ini berlaku pada pemilu ke-50 yang dipantau oleh Carter Center 
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pada berbagai bagian dunia, semuanya menyangkut bangsa-bangsa yang 
sedang menghadapi berjenis-jenis krisis atau masalah dalam proses 
pemilu —apakah itu dalam bentuk kediktatoran dalam rangka masa tran- 
sisi menuju demokrasi atau berupa demokrasi yang sudah mapan di bawah 
ancaman yang serius. 

“Sebuah tonggak sejarah bagi kita, pemilu (di Indonesia| ini juga 
merupakan sebuah langkah bermakna bagi demokrasi di seluruh dunia. 
Rakyat Indonesia sedang menyajikan sebuah contoh dramatis tentang 
perubahan damai, dan sekaligus menafikan klaim bahwa masyarakat- 
masyarakat muslim bersifat antidemokratik” (lihat “Surprisingly Fair 
Elections in Indonesia” dalam International Herald Tribune, 15 Juli 
2004). 

Apa yang disaksikan Carter dalam observasinya dalam proses 
pemilu di Indonesia adalah untuk menyangkal “kepercayaan bahwa umat 
Islam menentang sistem pemerintahan yang benar-benar demokratik”, 
sebagaimana banyak elite politik Amerika di Washington dan juga dalam 
laporan-laporan media yang masih saja tidak percaya bahwa Islam sejalan 
dengan demokrasi, kata Carter dalam artikel di atas. 

Lima hari sebelum munculnya artikel Carter itu, mingguan The 
Economist (10 Juli 2004, halaman 10) dengan cukup mencolok memuji 
pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang dikaitkan dengan Islam, semen- 
tara masih saja beredar anggapan di berbagai negara bahwa demokrasi 
berlawanan dengan Islam. “Demokrasi itu baik bagi Islam,” kata mingguan 
itu. Lalu, dibandingkan dengan Cina yang menolak demokrasi karena takut 
akan menimbulkan kekacauan, “Indonesia...” kata mingguan itu, “telah 
memberikan kepada dunia suatu contoh hebat sebaliknya” (a powerful 
counter-example). 

Dua kesimpulan berdasarkan pengamatan pihak luar itu 
barangkali sudah cukup bagi kita untuk dengan bangga mengatakan 
bahwa demokrasi sudah menyatu dengan Islam di Indonesia, sesuatu yang 
sungguh berbeda dengan sistem politik yang dipraktekkan di berbagai 
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negara Arab yang masih saja menghadapi kesulitan serius dalam masalah 
demokrasi, sebagaimana disinggung di atas. 

Pertanyaan kita tentu saja: apakah demokrasi yang mulai bersinar 
di Indonesia akan membuahkan keadilan dan kemakmuran bagi rakyat 
banyak, akan sangat bergantung pada keberhasilan atau kegagalan pemer- 
intah dan para elite politik Indonesia dalam mengawal dan melaksanakan 
demokrasi secara jujur dan bertanggung jawab. 
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Akar Toleransi 
dari Puing Konflik 


Asrori S. Karni (Mataram) 


Peran ulama amat kental dalam konstelasi politik lokal Pulau Lombok. 
Dominasi tokoh agama membawa wajah ganda: damai dan huru-hara. Trauma 


sengketa bisa diolah jadi sumber tenggang rasa. 


Ba 


KOTA Mataram dan Kabupaten Lombok Tengah mampu mengge- 


lar pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung, Juni 2005, secara damai. 
Tingkat partisipasi pemilih dan mutu toleransi politik dua daerah berte- 
tangga di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), itu juga terhitung 
baik. 

Capaian tersebut sebagian turut disumbang oleh kiprah politik 
para ulama —biasa disebut tuan guru—yang mengedepankan model kon- 
testasi politik bercorak non-kekerasan. Dinamika sosial politik pada 
masyarakat Lombok yang masih bercorak paternalistik memang amat 
dipengaruhi peran sentral para tuan guru. 
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Gapaian pilkada damai itu termasuk istimewa di tengah sejumlah 
daerah yang gagal mengelola titik rawan konflik pilkada, sehingga terje- 
rembap dalam kerusuhan sosial. Lebih istimewa lagi, karena Mataram dan 
Lombok Tengah sama-sama menyimpan pengalaman konflik bernuansa 
agama. Baik lintas agama maupun internal agama. 

Mataram pernah terperosok dalam kerusuhan lintas agama. 
Lombok Tengah pernah jadi tuan rumah “hajatan” yang jadi pangkal koflik 
internal agama. Yakni Muktamar Nahdlatul Wathan (NW) yang berujung 
konflik internal akut pada organisasi Islam terbesar di NTB itu. Bila penga- 
laman ini tidak dikelola dengan baik, bisa menjadi bom waktu. 

Selain itu, titik rawan lain yang menjadi potensi konflik di kota 
Mataram adalah terkonsentrasinya mahasiswa, komunitas berdaya kritis 
tinggi. Lalu kompisisi etnis yang lebih beragam: Sasak, Bima, Sumbawa, 
Dompu, Bali, dan sebagainya. Namun pilkada berhasil menghindari 
jebakan bahaya laten konflik itu. 

Pengalaman konflik (saat kerusuhan) dan damai (saat pilkada) 
itu, seperti akan dipaparkan nanti, menandaskan bahwa kuatnya patronasi 
ulama dalam kancah politik bisa menampilkan wajah ganda agama. Satu 
sisi, agama bisa menjadi pilar kohesi sosial. Sisi lain, agama juga bisa men- 
jadi alat provokasi konflik. Tergantung “ijtihad” elite agama dalam 
memandu basis massanya. 

Kerusuhan di Mataram bermula dari acara tablig akbar di lapa- 
ngan umum kota Mataram, 17 Januari 2001. Umat Islam dari berbagai 
pelosok pulau berpenduduk mayoritas muslim itu hendak menunjukkan 
solidaritasnya pada muslim Ambon yang diberitakan dibantai kaum 
Kristen. Sayangnya, sekelompok orang mengekspresikan solidaritasnya 
secara ekstrem. 

Saat tablig akbar masih berlangsung, sebagian orang beraksi mem- 
bakar dan merusak belasan gereja, sekolah, dan balai pengobatan milik umat 
Nasrani di Mataram. Sebagian menjarah beberapa toko dan rumah pribadi. 
Aksi anarki ini berkembang jadi bola liar dan berlanjut hingga tiga hari. 
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Ratusan warga keturunan Tionghoa dan penganut Nasrani mengungsi ke 
luar Pulau Lombok. Kerugian akibat kerusuhan yang kondang dengan sebu- 
tan tragedi “171” itu ditaksir mencapai Rp 22,6 milyar. 

Bila kerusuhan Mataram bernuansa sengketa antaragama, konflik 
yang berpangkal di Lombok Tengah bersifat internal muslim. Berawal dari 
Muktamar ke-10 NW di Praya, ibu kota Kabupaten Lombok Tengah. NW 
sendiri sebenarnya lahir, besar, dan memiliki basis utama di Kabupaten 
Lombok Timur. Tapi kemudian berkembang menjadi ormas Islam terbesar 
se-Pulau Lombok. Muktamar Praya itu dinilai bermasalah karena memilih 
Ketua Umum NW seorang perempuan: Siti Raihanun, putri pendiri NW, 
Tuan Guru Haji (TGH) Zainuddin Abdul Madjid. 

Ada faksi di NW yang menganut pandangan bahwa pemimpin 
perempuan terlarang. Mereka menolak keabsahan hasil muktamar, lalu 
membentuk NW Reformasi yang berpusat di Pancor, Lombok Timur 
—tempat kelahiran pendiri NW. 

Sedangkan NW hasil Muktamar Praya berpusat di Anjani, 
Lombok Timur —150-an kilometer sebelah utara Pancor. NW Pancor 
dipelopori Siti Rauhun yang juga kakak kandung Siti Raihanun, Ketua NW 
Anjani. NW Pancor diketuai oleh putra Rauhun: Tuan Guru Bajang (Muda) 
Zainul Majdi. Dus, ini juga perseteruan kakak-adik. 

Konflik elite agama di Lombok mudah menular ke akar rumput. 
Karena kadar kepatuhan dalam hubungan patron-klien antara umat dan 
ulama sangat kuat. Imbas ketegangan ke akar rumput makin kuat karena 
kedua kubu membentuk satgas. 

NW Pancor membikin Satgas Hamzanwadi (singkatan populer 
dari nama pendiri dan sekolah NW: “Haji Muhammad Zainuddin Abdul 
Madjid dan Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah”). Tak mau kalah, NW 
Anjani membentuk barisan Hizbullah. Kerap terjadi benturan antarmassa 
dari kedua kubu. Bahkan beberapa kali jatuh korban. 

Dalam kiprah politik praktis, afiliasi dua kubu ini juga terbelah. 
NW Anjani mendukung Partai Bintang Reformasi (PBR). Saat pilpres 
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menyokong Amien-Siswono. Pada putaran kedua belok ke Mega-Hasyim. 
Sementara NW Pancor mendukung Partai Bulan Bintang (PBB) -menapa- 
ki jejak TGH Zainuddin yang pernah aktif di Masyumi, sebelum men- 
dukung Golkar di awal Orde Baru. Dalam pilpres, NW Pancor menopang 
SBY-JK. 

Friksi semacam ini, sekali lagi, tidak hanya menimpa elite 
masyarakat, melainkan juga merembet pada basis massa masing-masing. 
Pada masyarakat muslim Lombok yang umumnya paternalistik, tuan guru 
menempati posisi sosial-politik amat berpengaruh. Kematangan 
kesadaran politik warga sangat dipengaruhi kedewasaan politik para tuan 
guru. Bila kalangan tuan guru terbelit dalam konflik politik, jajaran akar 
rumput juga terseret dalam ketegangan, seperti tampak pada kasus NW. 

Sebaliknya, bila elite tuan guru mampu menjaga dosis toleransi poli- 
tik dan menyikapi perbedaan dengan jalan damai, maka basis massa mereka 
relatif bisa dikendalikan. Inilah di antara gejala menonjol yang terlihat dalam 
pilkada di Mataram dan Lombok Tengah, Juni 2005. Tingkat partisipasi dan 
toleransi politik di dua daerah itu, sedikit banyak, dipengaruhi perilaku poli- 
tik para tuan guru. 


Pilkada Kota Mataram 

Warna kental peran tuan guru dalam proses pilkada di Mataram 
tidak hanya pada posisi kultural-informal mereka sebagai tokoh yang disegani 
masyarakat. Peran mereka juga bersifat formal. Ketua KPUD Mataram, mi- 
salnya, seorang tuan guru: TGH Mustiadi Abhar. Ia mursyid tarekat 
Oadiriyah-Nagsyabandiyah dan pengasuh Pesantren Darul Falah Kota 
Mataram. Ketua KPUD Provinsi NTB juga tuan guru: TGH Mahally Fikri, 
yang juga Wakil Ketua MUI NTB. 

Ketua DPRD Mataram yang kemudian terpilih sebagai wakil wali 
kota, H. Ahyar Abduh, adalah pengajar agama, putra almarhum THG Abduh 
Mahsun, seorang ulama kesohor di Dasan Agung, kelurahan di tengah kota 
Mataram. Popularitas Ahyar tak bisa dilepaskan dari nama besar ayahnya. 
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Beberapa tuan guru menjadi pimpinan DPRD, partai politik, dan 
kontestan pilkada. Sedangkan kalangan muda dari dua ormas Islam, NU 
dan Muhammadiyah, yang tergabung dalam Jaringan Pendidikan Pemilih 
untuk Rakyat (JPPR), melakukan pendidikan dan pemantauan pilkada. 

Dominasi tuan guru di berbagai lini itu, menurut anggota KPUD, 
Salman, turut mempengaruhi antusiasme partsipasi warga dalam pilkada. 
“Istilahnya tak perlu diserukan. Begitu melihat tokohnya menjadi calon, 
mereka tergerak untuk memilih,” katanya. “Kami tidak kesulitan sosial- 
isasi karena dibantu popularitas para calon ini.” Maka, KPUD menjadikan 
para tokoh agama sebagai mitra penting dalam menyukseskan pilkada. 

Animo masyarakat pada hajatan politik juga dipengaruhi oleh 
kedekatan kepentingan. Tingkat partisipasi politik dalam pilkada di 
Mataram lebih tinggi ketimbang pemilu presiden. Bahkan sulit mene- 
mukan angka golput, karena jumlah pemilih 12,949 lebih besar dari jumlah 
yang tercatat dalam daftar pemilih tetap (lihat tabel). 

Ini dimungkinkan karena mereka yang tak terdaftar dalam daftar 
pemilih tetap (DPT) bisa memilih dengan membawa KTP, tada pengenal, 
disertai saksi. Perhatian masyarakat relatif sama dengan suasana pemilu 
legislatif karena adanya tokoh lokal yang akan diusung jadi angota DPR, 
DPRD, atau DPD. Pemilu legislatif memiliki kemiripan muatan lokal de- 
ngan pilkada. 

“Saat pilpres, mereka tak terlalu intens karena calon presidennya 
ada di pusat. Kepentingan lokalnya kecil,” kata Salman. “ Beda denga 
pemilu legislatif dan pilkada karena muatan lokalnya langsung menyen- 
tuh. Bagaimanpun, mereka berkepentingan.” Kenapa masyarakat antusias, 
menurut Salman, karena terdorong oleh tokoh yang dekat dengan mereka. 
Lalu calon menggerakkan massa melalui tokoh agama. 

Namun, dalam pengamatan lapangan, tidak semua tempat pemu- 
ngutan suara (TPS) diwarnai antusiasme partisipasi pemilih. Sejumlah 
TPS yang kebetulan dipantau relawan JPPR tampak lebih sepi. “Banyak 
yang punya kartu pemilih tapi tidak mau memilih,” ujar Dahlia, 
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Koordinator JPPR Kota Mataram. “Bahkan sudah dipanggil-panggil lewat 
pengeras suara masjid bahwa dengan KTP saja bisa datang, ternyata tidak 
berangkat juga.” 

“Pilpres justru lebih ramai,” kata Wiwiek Adhawiyah, Koodinator 
JPPR Kecamatan Mataram. “Perhitungan suara pilpres sampai malam, 
kalau ini baru siang sudah selesai penghitungan.” Mengapa demikian? 
Bukankah pilkada ini melibatkan figur yang secara emosional dekat de- 
ngan warga dan karenanya semestinya warga lebih tergerak memilih? 
“Mungkin karena masyarakat merasa ini tak ada pengaruhnya bagi 
kehidupan mereka,” tutur Titien, Koodinator JPPR Kecamatan Ampenan. 
“Ada yang bilang, paling kondisi tak berubah.” 

Kembali ke faktor ketokohan agama dan kedekatan calon dengan 
arus bawah. Hal ini juga mewarnai kalkulasi kompetisi. Itu terlihat dalam 
penyusunan pasangan calon kepala daerah. Misalnya, calon dari Partai 
Golkar, Moh. Ruslan, wali kota lama, akhirnya harus menggandeng Ahyar 
Abduh, putra almarhum TGH Abduh Mahsun. Padahal, popularitas Ruslan 
sebagai pejabat incumbent sudah amat kuat di berbagai segmen pemilih. 
Namun ia masih menghitung pentingnya berduet dengan figur agamawan. 

Pilihan Ruslan itu —dalam pandangan para pemantau dari JPPR 
yang ditemui Gatra— dibaca sebagai strategi memecah kekuatan lawan. 
Khususnya Ridwan Hidayat yang kakak kandung Ahyar. Selain diusung 
gabungan Partai Demokrat, PKB, PPP, dan PAN, yang total kursinya di 
atas Golkar (pengusung Ruslan), Ridwan juga diduga akan mendapat 
untung dari nama besar bapaknya, TGH Abduh. 

“Tadinya Pak Ahyar nggak nyalon. Setelah Pak Ridwan nyalon, 
dan karena basis massanya besar, Pak Ruslan menggaet Pak Ahyar,” kata 
Titien. “Untuk memecah suara.” Hal serupa juga dilihat oleh Satriawan 
Sahak, pengamat politik dari Universitas Mataram. “Secara politis, ketika 
Ruslan menggandeng Ahyar, adalah untuk menggembosi suara Ridwan,” 
ujar Satriawan. Ini lagi-lagi menegaskan bahwa pengaruh tuan guru amat 
diperhitungkan. 
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Sengketa Pengadilan 

Meski pilkada berlangsung damai, tanpa aksi kekerasan, bukan 
berarti tak ada dinamika. Koreksi atas penyelenggaraan proses politik ini 
tetap berlangsung. Tapi masih dalam batas wajar perhelatan demokrasi. 
Sebelum pilkada dilaksanakan, muncul tuntutan agar pilkada ditunda. 

TGH Ahmad Muchlis, anggota Fraksi PKS DPRD Mataram, mem- 
persoalkan surat edaran dadakan KPUD bahwa warga bisa memilih meski 
tak punya kartu pemilih asal menunjukkan KTP. Surat gelap itu beredar 
sehari sebelum pilkada. Juga ditemukan sedikitnya 1.207 kartu pemilih tak 
bertuan. Ada lagi 200 kartu pemilih yang dipegang anggota TNI aktif. PKS 
menuntut agar pilkada ditunda, tapi gagal. Sebab, menurut undang- 
undang, pilkada bisa ditunda hanya bila terjadi kerusuhan atau bencana. 
Perhatikan, lagi-lagi tuan guru menjadi pionir. 

Setelah pilkada berlangsung, demo-demo menuntut pilkada ulang 
juga bermunculan. Hanya selang lima hari setelah pilkada, sedikitnya 500 
orang yang menamakan diri Koalisi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli 
Demokrasi mengepung kantor KPUD Mataram. Mereka minta pilkada 
ulang karena banyak kecurangan. Alasannya, banyak kartu pemilih 
siluman. Anak SMP diberi hak mencoblos, orang meninggal diberi kartu 
pemilih. Belum lagi 16.000-an kartu pemilih tidak jelas. 

Massa itu berasal dari pendukung tiga pasangan yang kalah: 
Ridwan-Willgo,Bakri-Ari, dan Joko-Prajendra. Sejak awal perhitungan, 
kemenangan sudah di pelupuk mata duet incumbent Ruslan-Ahyar yang 
unggul lebih dari 5096. Dinamika ini memuncak dengan adanya gugatan 
pasangan yang diusung PKS, Lalu Bakri-Arie Wiryawan, kepada KPUD. 
Tadinya ketiga pasangan yang kalah akan ramai-ramai menggugat, 
akhirnya tinggal pasangan PKS saja. 

Beberapa alasan gugatan adalah, pertama, KPUD Mataram 
dituding tidak mengumumkan daftar pemilih sementara sehingga 
masyarakat yang punya hak pilih tidak dapat mengecek apakah sudah 
terdaftar sebagai pemilih atau belum. Kedua, KPUD Mataram mencetak 
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kartu pemilih tidak berdasarkan jumlah DPT, karena kartu pemilih telah 
dicetak sebelum DPT ditetapkan. Akibatnya, terdapat kelebihan 16.593 
kartu. 

Ketiga, ada pendaftaran pemilih lebih dari satu kali sehingga 
mereka punya dua kartu pemilih. Ada pula pemilih yang diberi kartu 
pemilih tapi tidak terdaftar pada DPT sehingga tak bisa memilih. “Banyak 
di antara mereka yang diperkirakan akan memilih calon kami,” kata TGH 
Muchlis. Keempat, KPUD Mataram mengeluarkan kartu pemilih bagi 
pemilih yang telah meninggal dan mereka yang belum berusia 17 tahun. 

Akhirnya gugatan itu ditolak Pengadilan Tinggi (PT) NTB pada 29 
Juli 2005. Putusan ini bersifat final dan mengikat. Bersama itu, polemik 
keabsahan pilkada terhenti. Semua pihak mematuhi putusan. Dalam pan- 
tauan JPPR, saat pemungutan suara juga tidak ditemukan penyimpangan 
berarti. “Sejauh yang dipantau JPPR, tidak ada masalah krusial,” kata 
Dahlia. 

Penyelesaian sengketa di Mataram lebih mulus ketimbang sen- 
gketa pilkada Depok, Jawa Barat, yang meski sudah ada putusan PK 
Mahkamah Agung, aksi-reaksi di tengah masyarakat terus berlangsung, 
dan baru berakhir setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi. Pasangan 
Ruslah-Ahyar kemudian dilantik pada 8 Agustus 2005. Berikut hasil akhir 
pilkada Mataram yang diputuskan KPUD dan diperkuat PT NTB: 


Hasil Pilkada Kota Mataram - 27 Juni 2005 
Pasangan Calon 0g | Partai Pendukung 06 45 
Wali Kota — Wakil (Kursi di DPRD) kursi DPRD 
Ridwan Hidayat — Wilgo Zainar | 27.613 Demokrat (3), PPP (3), PAN (3), PKB (2),/ 
PBR (2), PBB (1 


Lalu Bakri - Arie Wiryawan 33.457 BNPB 0 3) PNBK (1 
Joko Supriyatno - IGP Prajendra | 18.18 
| 4 | Moh Ruslan - Ahyar Abduh 90.43 Ba ag —— 10) PKPI (1 


Total 169.684 
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Daftar Pemilih Tetap (DPT) | 153. ml 


Total Pencoblos 173.024 | 112,996 dari DPT. Lebih besar dari DPT, karena mereka yang 
tak masuk DPT boleh memilih dengan bekal KTP dan tanpa 
pengenal lainnya. 


Pencoblos tak masuk DPT 19.813 | 12,996 dari DPT 
169.684 | 98.0796 dari pencoblos 


| Suarasah ————— | 
Suara Tidak Sah 1.9396 dari pencoblos 
an Pa Samba KPUD Wara 


Komitmen Anti-Anarki 

Kunci segera redanya sengketa pilkada ini, antara lain, karena 
pihak penggugat memandang sengketa ini sebagai dinamika biasa. “Kita 
tak ingin sibuk terus dengan konflik pilkada,” kata Muchlis. “Ini per- 
mainan sesaat. Kalau sudah, ya, sudah. Terus-terusan buat apa? Yang kita 
inginkan bukan material, tapi bagaimana pilkada ini menghasilkan sosok 
pemimpin yang betul-betul memayungi,” imbuhnya. 

“Setelah permainan ini selesai, sudah terpilih wali kotanya, kita 
ingin mengajak masyarakat, mari kita ikut membangun. Kalau bengkok, 
mari kita luruskan,” ujar Muchlis. Ketua Komisi I DPRD Mataram ini 
menggambarkan, usai pilkada ia mendatangi TGH Mujiburrahman, wakil 
ketua DPRD dari Golkar, pilar pendukung Ruslan. Di sana, Muchlis juga 
berjumpa para tuan guru lain pendukung Ruslan. “Kami berangkulan 
biasa, ciuman, seperti tak terjadi apa-apa,” papar Muchlis. 

Begitu pun saat Ahyar menggelar acara pamitan dari ketua DPRD 
menjadi wakil wali kota. Ahyar minta TGH Muchlis, mantan pendukung rival- 
nya, memberi sambutan perpisahan. “Mungkin beliau lihat saya yang paling 
tua di luar Golkar,” kata Muchlis. “Waktu menyambut saya bilang, dear my for- 
mer enemy, duhai mantan musuh saya, sekarang telah menjadi orangtua saya.” 
Suasana pun jadi cair penuh tawa hangat. “Konflik itu kan api,” tutur Muchlis. 
“Kita mau di atas, di bawah, di tengah, kena api juga. Semua rugi.” 

Karena adanya komitmen para tuan guru di Mataram untuk 
mencegah anarki itulah, prahara konflik yang melanda organisasi NW 
tidak berimbas dalam relasi sosial-politik para tuan guru di Mataram. 
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“Kami tidak ingn masyarakat Mataram membabi buta. Pola kampanyenya 
juga sejuk, tidak menjelekkan, menghindari black campaign,” ujar 
Muchlis. “Adu mulut masih biasa, tapi tak ada setitik darah pun keluar.” 

Kalaupun selama ini Muchlis dan partainya melakukan demons- 
trasi, memprotes pelaksanaan pilkada, dan menggugat ke pengadilan, itu 
karena secara prosedur undang-undang memberi koridor untuk 
melakukan berbagai upaya itu. Secara substansi, hal itu juga berguna seba- 
gai proses pendidikan politik warga. 

“Kita sangat berharap, partai politik menjadi wahana pembelajaran 
masyarakat yang paternalistik dan oportunistik ini,” paparnya. “Sifat 
masyarakat seperti itu tidak bisa kita hilangkan sama sekali. Tapi, kalau 
sudah memilih pimpinan, kita ingin masyarakat memilih tanpa pamrih. 
Memilih karena yang dipilih mampu membawa kebaikan dunia dan akhirat.” 

Satriawan Sahak melihat potensi damai tak hanya terletak pada 
kematangan sikap para tuan guru, melainkan juga pada kedewasaan seba- 
gian masyarakat. Kalaupun warga patuh pada tuan guru, menurut 
Satriawan, kepatuhannya sekadar memilih tokoh yang dianjurkan tuan 
guru. “Masyarakat sendiri tanggung jawabnya sebatas memilih apa yang 
diminta oleh tuan guru,” katanya. “Pasal gugat-menggugat, masyarakat 
awam tak ada kepentingan. Siapa pun yang menang, mereka tak punya 
kepentingan. Yang penting aman bekerja, aman cari rezeki.” 


Ideologi Cair 

Selain terbuka menerima kemenangan lawan, komunitas politik 
TGH Muchlis juga mengembangkan keterbukaan lintas ideologi dalam 
kerja sama politik. PKS yang dicitrakan menganut pandangan keislaman 
eksklusif, pada pilkada ini, ternyata bisa bekerja sama dengan Partai 
Damai Sejahtera (PDS), yang dikesankan penganut Kristen fanatik. PKS 
dan PDS bergabung bersama delapan partai kecil lain mengusung Bakri- 
Arie. Ini dinamika menarik. Batas ideologi di komunitas yang paling 
“keras” pun telah mencair. 
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Langkah PKS itu menuai kritik dari banyak koleganya yang meng- 
anut Islam militan. “Waktu PDS masuk dalam koalisi kami, banyak yang 
menyerang kami,” kata Muchlis, “Mereka itu baru kenal Islam. Rasulullah 
saja membangun Madinah bersama Yahudi, Nasrani, Majusi, dan lain-lain.” 

Kalau mau membangun Mataram, menurut Muchlis, tak bisa 
sendiri. Yang terpenting adalah merumuskan kepentingan bersama: kea- 
manan, ketertiban, kemakmuran, dan kedamaian. “Ini yang harus kita 
patok ke depan, lalu kita lihat bekerja bersama. Jadi, agama mana pun bisa 
terlibat. PKS tidak bisa membangun semua ini sendirian.” 

Sikap demikian juga mewarnai pandangan PKS Mataram tentang 
formalisasi syariat Islam. Sebagai perbandingan, bila sejumlah simpul 
Islam di Sulawesi Selatan amat antusias mengusung tema itu, dan para 
kandidat kepala daerah menjadikannya tema kampanye, simpul-simpul 
Islam Mataram, termasuk PKS, menganut pandangan lebih substantif. 
Mereka tak tertarik dengan formalisasi. Keterlibatan para tuan guru pada 
umumnya dalam ranah politik Lombok juga bukan untuk menuntut pen- 
erapan syariat Islam. 

“Kita perlu mempersiapkan syariat Islam dari bawah, tidak dari 
atas, jangan kayak Pakistan,” kata Muchlis. “Membangun syariat atau apa 
saja mesti dimulai dari pembangunan kepribadian dulu, lalu keluarga, 
baru membangun masyarakatnya.” Muchlis merasa sudah cukup puas 
dengan komitmen religius masyarakat Mataram yang tercermin dalam 
moto “Mataram Kota Ibadah, Maju, dan Religius”. Bagi Muchlis, itu sudah 
merupakan cikal bakal positif. 


Kunci Damai 

Penuturan TGH Muchlis sama dengan penilaian Salman, anggota 
KPUD Mataram. “Antartuan guru saling pengertian. Setelah pilkada sele- 
sai, aman, tak ada konflik antartokoh,” papar Salman. “Peran elite amat 
menentukan. Kalau elitenya akur, massa juga bisa rukun,” mantan Ketua 
KNPI Mataram itu menambahkan. 
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Menurut Salman, yang membuat para tuan guru di Mataram lebih 
toleran ketimbang di kabupaten lain, karena mereka belajar banyak dari 
dampak buruk kerusuhan 171. “Kami di sana belajar, jangan sampai orang 
luar masuk, lalu ngacau, kami yang jadi korban,” katanya. Pengalama 
rusuh itu justru memberi imunisasi sehingga mereka lebih “kebal” mena- 
han ancaman koflik. 

Pengalaman konflik yang mampu melahirkan spirit damai itu 
juga ditandaskan Satriawan Sahak. “Masyarakat akhirnya sadar, emosi 
perlu kita redam, konflik tak membuat kita happy. Pengalaman chaos 
memberi pelajaran baik,” ujar Satriawan. 

Perebutan dukungan para tuan guru, menurut Salman, memang 
marak. Calon A memburu dukungan tuan guru A, calon B juga punya be- 
king tuan guru yang lain. “Itu fenomena wajar karena pengaruh para tuan 
guru memang kuat,” kata Salman. “Yang positif, dukungan tuan guru tidak 
membabi buta. Kalaupun pilih calon A, mereka tak larut, apalagi sampai 
menjelekkan kandidat lain.” 

Salman mencontohkan sikap TGH Hariri dari Selak Alas, 
Cakranegara, yang mendukung Ruslan-Ahyar. Meski ada calon lain 
berkampanye dekat pesantrennya, TGH Hariri tidak mempersoalkan se- 
panjang tidak menjelekkan calon yang dia dukung. “Jadi, toleransi poli- 
tiknya tinggi,” tutur Salman. 

Beruntung, para kandidat juga memiliki kedewasaan tenggang 
rasa. Salman menyebutkan hubungan kakak beradik Ridwan dan Ahyar. 
Keduanya punya irisan basis sama yang berpusat di kawasan Dasan Agung 
sebagai warisan nama besar ayah mereka: TGH Abduh. Konflik kakak 
beradik ala Rauhun-Raihanun di NW —atau antarsebagian kiai di Jawa 
Timur—tidak menimpa hubungan Ridwan-Ahyar. 

“Pak Ahyar memberikan kebebasan pada jamaahnya. Silakan 
memilih siapa pun, jangan terpecah gara-gara saya dan saudara saya 
mencalonkan diri,” papar Salman, menirukan Ahyar. Hubungan pribadi 
Ridwan-Ahyar juga masih baik pasca-pilkada. 
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Salman tahu itu karena pernah mempertemukan Ridwan-Ahyar di 
kantornya. “Kebetulan saya dekat sama beliau berdua,” ujarnya. Sikap para 
tuan guru yang memberi kebebasan memilih ini juga dibenarkan pantauan 
JPPR. “Posisi para tuan guru dalam pilkada, menyerahkan pada jamaah, 
netral, membebaskan sesuai hati nurani,” kata Titien, relawan JPPR. 

KPUD Mataram tak tinggal diam melihat posisi strategis tuan guru. 
Sebelum pilkada berlangsung, KPUD menggelar rapat koordinasi dengan 
berbagai tokoh masyarakat, pimpinan partai, pejabat daerah, dan tentu saja 
para tuan guru. Di forum itu, KPUD membangun komitmen bersama untuk 
mengembangkan kampanye simpatik guna mencegah anarki. 

“Kami sampaikan aturan main, Bapak boleh kampanyekan siapa 
pun dengan catatan tidak boleh menjelekkan calon lain,” kata Salman. Ada 
juga kesepakatan antarcalon untuk siap kalah siap menang. Para tuan guru, 
menurut Salman, dalam prakteknya secara kreatif memadukan panduan 
KPUD itu dengan etika agama yang juga melarang menjelekkan orang lain. 
Inilah di antara pangkal terciptanya relasi toleran antarkontestan. 


Pilkada Lombok Tengah 


Atur tiyang ujuk palungguh sami. Pilihlah nomor satu anak tiyang. 
Haji Muhammad Bushairi dan Haji Zihni Rifa'i. Insya Allah mudah-muda- 
han Lombok Tengah tanasiban si' Allah subhanahu wa ta'ala jari disa si' 
aman maknur, sulah, amin ya rabbal alamin. 

(Saya sampaikan pada Anda sekalian. Pilihlah nomor satu anak 
saya. Haji Muhammad Bushairi dan Haji Zihni Rifa'i. Insya Allah mudah- 
mudahan Lombok Tengah dinasibkan oleh Allah subhanahu wata'ala jadi 
daerah yang aman, makmur, dan sejahtera. Amin, ya, rabbal alamin). 


Kalimat berbahasa Sasak itu ditulis dengan huruf Arab, warna 


hitam, di bawahnya dibubuhkan sebuah tanda tangan. Di bawahnya lagi 
masih ada catatan: “Langsung dari TGH Nadjmuddin Makmun”. Sebelah 
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kiri teks Arab itu terdapat foto TGH Nadjamudin (lahir 1920). Pengasuh 
Pesantren Darul Muhajirin, Praya, Lombok Tengah itu terlihat tengah 
duduk di panggung acara. Spanduk hitam di belakangnya mencantumkan 
ayat tentang perbedaan orang berilmu dan tidak berilmu. 

Matanya terpejam. Sebuah mikrofon berdiri di depannya. Satu 
mikrofon lagi dipegang orang di sampingnya. Ia tampak sangat dihormati. 
Baju, sarung, dan kopiahnya serba putih. Serban yang melilit di kepala dan 
lehernya juga didominasi warna putih dengan gari-garis hitam. Raut 
wajahnya yang tampak uzur menunjukkan aura khusyuk dan tulus. 

Kombinasi teks Arab dan foto TGH Nadjmuddin itu tercetak 
dalam kertas seukuran kartu nama. Di balik foto ulama karismatik itu ter- 
pampang foto pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah: 
Drs. H. Bushairi Nadjmuddin dan Drs. H. Achmad Zihni Rifa'i. Dua nama 
itulah yang diserukan TGH Nadjmuddin agar dipilih. Bushairi —putra 
sulung Nadjmuddin—menjadikan “kartu nama” itu sebagai alat kampanye. 
Inilah salah satu cara bagaimana seorang tuan guru mendukung kandidat 
dalam pilkada Lombok Tengah, Juni 2005. 

Seruan TGH Nadjmuddin berdampak manjur. Bushairi memang 
tidak memenangkan pilkada. Tapi ia mampu menjadi runner-up, jauh di 
luar perkiraan sebelumnya. Awalnya kandidat usungan gabungan 11 partai 
kecil ini tidak diperhitungkan. Konsentrasi pengamat dan petaruh tertuju 
pada pertarungan antara bupati lama, Lalu Suhaimi (dicalonkan PPP dan 
PDIP), dan rival utamanya, Lalu Wiratmadja (dicalonkan Golkar, fraksi 
terbesar DPRD), tokoh adat-ningrat yang amat populer. 

Bushairi, meskipun putra ulama besar, selama ini belum meng- 
akar karena baru pulang kampung dua tahun sebelum pilkada 2005. 
Selama 22 tahun ia di Jakarta, menjadi anggota DPR Fraksi Golkar selama 
15 tahun (1982-1997). Pasangannya, Zihni, juga kurang mengakar karena 
sehari-hari bekerja sebagai wartawan di Jakarta. 

Semula Bushairi tak berminat maju. “Saya ingin istirahat dari 
dunia politik,” katanya. Ia pernah dipinang PBB, PDIP, dan PKS. Namun 
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PBB dan PDIP masih belum kompak di dalam. Bushairi baru menyanggupi 
setelah didekati 11 partai yang tak memiliki kursi di DPRD. Seperti 
Demokrat, PNI Marhainisme, PSI, Patriot Pancasila, Pelopor, PAN, PKPB, 
PNUI, PIB, dan PKPI. “Saya terima karena ini amanah. Menurut saya, kita 
menjalankan amanah pahalanya lebih besar daripada berdakwah ke sana 
kemari tapi yang mendengarkan tidur,” katanya. 

Dengan “doping” pengaruh ayahnya, dukungan pada Bushairi ter- 
dongkrak. Maklum, Pesantren Muhajirin yang berdiri membentang di pusat 
kota Praya memiliki pengaruh luas di Lombok Tengah. Muhajirin bukan hanya 
pusat pendidikan, melainkan juga pusat tarekat. TGH Nadjmuddin adalah 
pemimpin tarekat Nagshabandiyah yang memiliki jaringan pengikut fanatik. 

Tapi jaringan Muhajirin tidak sepenuhya diberdayakan untuk 
mendukung Bushairi. Karena adik Bushairi, M. Bajuri, adalah anggota 
DPRD Fraksi Golkar, sehingga harus mendukung Wiratmaja (yang kemu- 
dian terpilih sebagai bupati). Ke mana-mana, Bajuri mendampingi kampa- 
nye Wiratmaja. Sehingga basis Muhajirin harus berbagi. Dalam kondisi 
demikian, perolehan suara Bushairi sudah terbilang istimewa. 

Bahkan pada hari terakhir musim kampanye, menurut Bushairi, 
prediksi berbagai kalangan mulai berbalik. Bushairi sempat diperkirakan 
bakal memenangkan pertarungan. Dalam kampanye terakhir di Lapangan 
Muhajirin, pusat kota Praya, pendukung Bushairi melimpah. Lapangan 
penuh sesak. Sebagian berjejalan berdiri di atas truk. “Semua orang ketika 
itu memprediksi kemenangan di tangan saya, tapi ternyata tidak,” katanya. 
Faktor tokoh agama di Lombok Tengah memainkan peran berarti. 

Dalam peta politik Lombok Tengah, sentimen keagamaan 
memang bukan faktor tunggal yang mempengaruhi pengelompokan politik. 
Ada satu faktor lagi yang berpengaruh signifikan, yakni sentimen kebang- 
sawanan. Lalu Wiratmaja dikenal luas sebagai tokoh ningrat. “Lalu” adalah 
gelar bangsawan. Namun status bangsawan belakangan mengalami inflasi. 
Ia hanya efektif di segmen masyarakat bangsawan. Pada masyarakat non- 
bangsawan, status bangsawan mulai kontraproduktif. 
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Dominasi kaum “Lalu” dalam semua level kepemimpinan 
masyarakat dan pemerintahan menimbulkan resistensi dari kalngan non- 
”Lalu”. Apalagi, berkembang perasaan terdiskriminasi dari kalangan non- 
bangsawan. Jenjang karier seseorang yang tidak bergelar bangsawan cen- 
derung sulit. Untuk menjadi kepala desa, camat, kepala dinas, bupati, dan 
sebagainya seolah-olah ada syarat informal haruslah seorang “Lalu”. 
Maka, dalam pilkada Lombok Tengah 2005 beredar solidaritas bernama 
GAM (Gerakan Anti-Menak). Menak adalah bangsawan. Dari kelima 
pasangan calon di Lombok Tengah (lihat tabel), hanya duet Bushairi-Zihni 
yang bukan bangsawan. 


Hasil Pilkada Lombok Tengah - 27 Juni 2005 


Pasangan Calon (Y0) Suara Sah Partai Y6 Kursi 
Wali Kota — Wakil Pendukung DPRD 
(Kursi di DPRD) 


Bushairi Najamudin — A. Zihni Rifai | 92.731 23,244 
tanpa kursi 


L. Suhaemi — Jazuli Azhar 23,240 | PDIP (4),PPP (3) 
L. Wiratmaja — L. Suprayatno 32294 | Golkar (16) 
L. Puri — Gede Wirasakti 15,696 1 PBR (6), PKS (2 


L. Samsir — Marina Hardi 23.468 5,896 PBB (6), PKB (6), 
PDK (1) 


Total Suara Sah 399.822 


Daftar Pemilih Tetap (DPT) 535.258 


DPT yang Mencoblos 408.032 76,296 dari DPT 
DPT tak Mencoblos (Golput?) 127.226 23,846 dari DPT 


| SuaraSah | 399.822 9896 dari pencoblos 
Suara Tidak Sah 8.210 2Y6 dari pencoblos 
Sumber: KPUD Lombok Tengah 


Menyikapi arus balik anti-bangsawan ini, Wiratmaja tidak cukup 
hanya mengandalkan modal kebangsawanannya. Ia juga memerlukan 
topangan para tokoh agama. Padahal, Wiratmaja memiliki modal sosial- 
politik relatif komplet. Ia tokoh ningrat yang memiliki basis massa sendiri. 
Ia mewarisi garis keluarga penguasa. Bapaknya, Lalu Wirentanus, biasa 
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dipanggil Datu Tuan, pernah jadi Bupati Lombok Tengah pada 1950-an. 
Saudara laki-lakinya, Lalu Masud, pernah menjadi Wali Kota Mataram 
1994-1999. 

Wiratmaja juga mengakar dalam masyarakat tradisional. Ia dike- 
nal sebagai sesepuh Pam Swakarsa setempat bernama Bujak alias Buru 
Jejak. Kesatuan ini memiliki jaringan luas, merayap di akar rumput. Bujak 
kerap membantu masyarakat dengan kesigapannya menangkap pencuri. 
Melebihi kemampuan polisi. “Pam Swakarsa berperan memenangkan Pak 
Wiratmaja,” kata Bushairi. 

Tapi Wiratmaja masih harus mendekati jaringan keagamaan. 
Jaringan Pesantren Darul Muhajirin sebenarnya sudah lama menjadi pilar 
utama pengeruk suara Golkar, partai yang saat pilkada dipimpin 
Wiratmaja. Tarekat pimpinan TGH Nadjamudin berafiliasi pada Golkar. 
Namun, karena Bushairi bin Nadjmuddin mencalonkan diri dan didukung 
sang ayah, Wiratmaja tahu diri. Ia tidak secara frontal berebut suara di 
basis Muhajirin. 

“Mamik Ngoh tak bisa langsung masuk Pesantren Muhajirin. 
Karena tak ingin terjadi konflik, dia pakai idividu-individu saja, 
memainkan para tuan guru di bawah permukaan,” kata Satriawan Sahak. 
“Kalau TGH Nadjmuddin memberi kebebasan, terserah pilih siapa saja, 
selesai sudah bagi Mamik Ngoh.” Ia tetap berusaha mencuri suara 
Muhajirin karena sadar tak cukup hanya bermodal bangsawan. 

Dalam berbagai kampanye, Wiratmaja membawa-bawa Bajuri, 
putra TGH Nadjmuddin. Wiratmaja juga berusaha memelihara simpati 
warga jamaah Muhajirin. Ia kerap menyampaikan kampanye simpatik, 
“Kalau tak bersedia memilih saya, sebaiknya pilih nomor satu (Bushairi) 
saja.” Dengan bahasa demikian, ia minimal tidak mendapat tentangan dari 
pendukung Muhajirin. “Sisi lain, ia bisa memecah basis pendukung Lalu 
Suhaimi, bupati lama yang jadi rival utamanya,” ujar Bushairi. 

Sebenarnya hubungan bangsawan dan agamawan di Lombok 
Tengah tak sediametral santri-priayi di Jawa. “Yang keras di sini antara 
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bangsawan dan non-bangsawan,” kata sumber Gatra. Tokoh agama bisa 
berhubungan baik dengan kalangan bangsawan dan non-bangsawan. 

Banyak pula tuan guru yang berlatar belakang bangsawan. Di 
antaranya TGH Turmudzi asal Bago, Lombok Tengah, yang dikenal dekat 
dengan Gus Dur. Kalau hubungan antara tuan guru bangsawan dan tuan 
guru non-bangsawan baik, menurut Bushairi, tidak akan terjadi friksi. 
Agama dalam kasus ini merekatkan mereka. Kecuali pada kasus konflik 
internal NW. 

Bukti lain pentingnya dukungan ulama ditunjukkan Wiratmaja 
ketika memburu restu TGH Turmudzi Bago. Padahal, di hari yang sama, 
Wiratmaja dijadwalkan mengikuti debat kandidat yang diselenggarakan 
KPUD. Namun Wiratmaja hanya mengirim wakilnya yang juga menantun- 
ya, Lalu Suprayatno. Wiratmaja lebih memilih datang ke perhelatan di 
rumah TGH Turmudzi. 

Kunci kemenangan Wiratmaja, antara lain, karena mampu meng- 
gabungkan dua pilar itu (karisma agama dan kebangsawanan). Menurut 
Patria Utama, anggota KPUD Lombok Tengah, ada beberapa kawasan 
yang masyarakatnya lebih loyal pada tokoh adat-ningrat. Ada daerah lain 
yang lebih patuh pada tokoh agama. 

Tingkat partisipasi pemilih dalam pilkada di Lombok Tengah, 
sebagaimana di Mataram, lebih tinggi ketimbang pilpres atau pemilu leg- 
islatif. Menurut Patria Utama, hal itu karena kedekatan emosional antaran 
calon yang akan dipilih dan pemilih. 

Pasca-pilkada, para mantan kontestan memberi teladan menarik 
untuk menumbuhkan toleransi politik. Setelah bersaing, mereka bisa be- 
kerja sama. Misalnya, mereka bergabung dalam kepengurusan Masjid 
Agung Praya. Lalu Suhaimi bertindak sebagai ketua yayasan. Lalu Puri 
sebagai ketua panitia pembangunan masjid. Bushairi menjadi ketua peng- 
urus masjid. Lalu Syamsir sering datang berjamaah. “Ndak ada masalah. 
Ini bagi arus bawah positif,” kata Bushairi. 

Pada kesempatan lain, dalam sebuah acara perkawinan, Lalu Puri 
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menyambut atas nama keluarga. Lalu Suhaimi memberi nasihat pekawin- 
an. Bushairi memimpin doa. Hubungan Bushairi dengan bupati terpilih, 
Wiratmaja, juga masih terjaga baik. Bushairi menyanggupi permintaan 
bupati menjadi ketua panitia istighotsah untuk meredakan sengketa 
masyarakat atas rencana pembuatan Bandara Lombok Tengah. 

Rintisan toleransi politik di tingkat elite ini amat berarti karena 
titik-titik konflik juga mewarnai situasi Lombok Tengah. Perpecahan NW 
Anjani dan Pancor yang memang bermula dari Muktamar NW di Lombok 
Tengah juga berimbas ke kawasan ini. Basis NW Anjani mendukung PBR, 
pengikut NW Pancor menopang PBB. 

Kebetulan dua partai ini sama-sama memperoleh enam kursi 
DPRD. Kalau saja tidak pecah, NW bisa memainkan posisi tawar yang 
kokoh. Dalam pilkada ini, PBR mengusung tokoh lingkaran dalam NW 
Anjan, Gede Wirasakti, putra Siti Raihanun, Ketua NW Anjani. Tampilnya 
Wirasakti makin memperkeras friksi dengan pendukung NW Pancor. 

Belum lagi potensi konflik di internal partai yang juga melibatkan 
para tokoh agama. Di PBB yang berbasis NW Pancor terjadi friksi antara 
konstituen PBB unsur NW dan non-NW. Suara unsur NW Pancor pun bisa 
jadi terbelah karena kandidat usungan PPP dan PDIP, Lalu Suhaimi, 
berbesan dengan tokoh NW Pancor, Umi Siti Rauhun. Konstituen Golkar 
dan PKB juga diduga terbelah. 

Di tengah titik-titik rawan ini, citra rekonsiliatif yang ditunjukkan 
para elite tadi punya sumbangan positif. 
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Asrori S. Karni (Mataram) 
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KELURAHAN Dasan Agung, Kecamatan Mataram, memiliki arti khusus dalam 
konteks pilkada Kota Mataram. Dua putra terbaik kawasan itu maju dalam ajang perebu- 
tan paket pimpinan (wali kota dan wakil wali kota) Mataram. Keduanya kakak beradik: 
Ridwan Hidayat dan Ahyar Abduh. Keduanya diusung dua partai terbesar. Ridwan maju 
sebagai calon wali kota usungan Partai Demorat, runner-up pemilu DPRD Mataram 
2004. Ahyar maju sebagai calon wakil wali kota mendampingi wali kota incumbent, 
Moh. Ruslan, yang diajukan Golkar, partai terbesar. 

Tata letak Dasan Agung, seperti umumnya kelurahan di kota, berada di gang 
sempit bernama Jalan Gunung Sasak. Rumah warganya berdesakan. Sebagian besar 
penduduk bekerja sebagai buruh bangunan. Ada juga yang berdagang. Bukan hanya 
karena ada dua putra terbaik yang berkompetisi sehingga kelurahan di tengah kota 
Mataram ini penting ditilik. Masyarakat desa ini, seperti umumnya masyarakat Lombok, 
memiliki kepatuhan tinggi pada ulama. Mirip hubungan santri-kiai di Jawa. 

Di sana pernah hidup ulama karismatik yang jadi panutan bernama Tuan 
Guru Haji (THG) Mahsun. Nama besarnya dilanjutkan putranya, TGH Abduh Hanan. 
Keduanya kini telah meninggal. TGH Abduh adalah orangtua kakak-beradik Ridwan- 
Ahyar yang bertarung dalam pilkada tadi. 

Ahyar-lah yang kini melanjutkan wibawa ulama ayah dan kakeknya. Ahyar 
masih membina pengajian mingguan di rumah warisan TGH Abduh. Menurut warga 
yang ditemui Gatra usai salat Jumat, awal Desember 2005, di Masjid Al-Hidayah, Jalan 
Gunung Sasak, Dasan Agung, pada masa hidup TGH Mahsun dan TGH Abduh, Dasan 


Agung menjadi “kampung pesantren" 
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Banyak santri dari berbagai kawasan, termasuk Lombok Timur, yang tinggal 
menyewa rumah-rumah penduduk di Dasan Agung untuk mengikuti pengajian rutin 
para tuan guru. Dalam sepekan, seorang tuan guru menggelar pengajian sampai tiga 
kali.“Kampung pesantren" di sini, dengan demikian, tidak seperti Desa Kajen, Pati, Jawa 
Tengah, yang dijejali sejumlah pondok pesantren. Tapi benar-benar kampung yang 
berfungsi mirip pondok pesantren karena rumah-rumah penduduk di Dasan Agung 
betul-betul berubah menjadi pondokan (gotha'an -Jawa) tempat santri menginap. 

“Pak Harun Al Rasyid juga pernah menjadi santri di Dasan Agung ini, kata 
Slamet, 58 tahun, warga Dasan Agung yang masih berhubungan kerabat dengan TGH 
Abduh. Harun adalah tokoh asal Bima, pernah menjadi Gubernur NTB, dan pada Pemilu 
2004 terpilih jadi anggota Dewan Perwakilan Daerah. Putra Harun, Arie Wiryawan, pada 
pilkada 2005 itu maju sebagai calon wakil wali kota, mendampingi Lalu Bakri, yang 
diusung PKS, peraih kursi terbesar ketiga di DPRD Mataram. 

Pengaruh TGH Abduh tidak hanya berkutat pada warga sekelurahan, 


melainkan juga pada banyak santri yang kini tersebar di berbagai daerah. Jaringan santri 


TGH Abduh dan masyarakat Dasan Agung memiliki sikap politik yang cenderung 
monolitik: patuh nurut pada tuan guru. 

Soliditas sikap politik itu terbukti ketika pemilu legislatif 2004, warga berhasil 

memobilisasi dukungan untuk mendudukkan Ahyar sebagai anggota DPRD dari Partai 
Golkar. Ahyar yang tinggal di sebuah gang sempit di Dasan Agung kemudian bahkan 
terpilih sebagai ketua DPRD. Ini membuktikan kuatnya pengakuan atas ketokohan 
Ahyar yang tiap Minggu sore menggelar pengajian ibu-ibu dan mengajarkan kitab kun- 
ing pada bapak-bapak tiap Ahad malam. 
Karakter masyarakat Dasan Agung yang demikian itu jelas amat memikat 
pada pendulang suara. Karena mengelola masyarakat yang paternalistik lebih mudah. 
Cukup dengan menggaet patronnya, para klien akan tergeret. Itulah sebabnya, kawasan 
Dasan Agung amat diperhitungkan secara politik. 

Itu tampak ketika Ruslan, wali kota lama yang juga memiliki popularitas amat 
uat, kemudian merangkul Ahyar. Menurut para aktivis Jaringan Pendidikan Pemilih 


untuk Rakyat (JPPR) Mataram, upaya Ruslan merangkul Ahyar tidak didesain dari awal. 


Ruslan baru tergerak setelah menyaksikan Ridwan maju sebagai calon wali kota. Ridwan 
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tentu dikhawatirkan bisa menyedot loyalitas masyarakat Dasan Agung dan jaringan 
santri ayah-kakeknya. 

Meski putra ulama, kepiawaian Ridwan dalam birokrasi tak diragukan karena 
ia mantan Camat Ampenan, Mataram. Ia diusulkan gabungan Partai Demokrat, PPP, PKB, 
dan PAN yang total perolehan kursinya melebihi Golkar. Bisa dimengerti bila meleng- 
gangnya Ridwan dipandang sebagai ancaman serius oleh Ruslan. 

Maka, salah satu strategi Ruslan menghadapi Ridwan adalah dengan 
merangkul Ahyar. Ini bisa memecah basis pendukung Ridwan yang bisa jadi akan 
menggunakan sentimen karisma bapaknya. Kebetulan Ahyar-lah yang dipandang 
melanjutkan ketokohan dan keulamaan bapaknya. Manuver Ruslan tak sia-sia. Meski 
Ridwan mampu meraih suara signifikan di Dasan Agung, duet Ruslan-Ahyar tetap 
mampu unggul walau tipis. 

Bagaimana sikap warga Dasan yang harus memilih dua putra ulama mereka? 
"Ya, kami sempat bingung, Pak” kata Slamet. Sikap serupa dikemukakan Abdul Manan, 
60 tahun, warga Dasan yang lain. “Mau nggak milih Pak Ridwan salah, mau nggak milih 
Pak Ahyar salah, serba salah kita, kata Manan, dalam obrolan ringan dengan Gatra usai 
salat Jumat. "Akhirnya kami berpikir, siapa pun yang jadi sama saja, Slamet menimpali. 

Pikiran demikian ini bisa muncul karena Ridwan dan Ahyar tak pernah 
memaksa wara Dasan dalam memilih. Masing-masing memberi kebebasan pada warga. 
ni justru memberi kelegaan batin pada masyarakat. Selain itu, warga juga terhindar dari 
etegangan dan ancaman konflik yang tak perlu sebagaimana pada sejumlah kasus 
pilkada di tempat lain. 

Dengan sikap elite yang menjunjung kebebasan dan toleransi, warga akar rumput 


ebih enteng menyikapi perbedaan pilihan politik. “Kami tidak sampai membayangkan akan 


terseret dalam konflik akibat pilkada, tutur Slamet. Mereka sudah biasa hidup dalam harmoni 
dan ukhuwah. “Hubungan kami sangat kekeluargaan” Manan menambahkan. 
Itu juga tercermin dalam pengelolaan 10 masjid di kelurahan itu. Dari sepu- 


luh masjid itu, hanya enam yang dijadikan tempat salat Jumat secara tetap. Sisanya 


yang empat dipakai bergantian. Ini karena jarak masjid berdekatan. Tidak terjadi tarik- 
menarik jamaah masjid. Bebas mau Jumatan di mana. “Giliran tempat salat Jumat itu 


sudah disepakati sejak zaman nenek-kakek, kata Slamet. 
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Pasca-pilkada, semula Ridwan juga berencana ikut menggugat hasil pilkada 
bersama mantan kandidat yang lain. Namun kemudian dibatalkan. Bisa jadi, ini penga- 
ruh komitmen dan kebiasaan penyelesaian masalah secara damai di Dasan Agung. 
Pengamat politik dari Universitas Mataram, Satriawan Sahak, menilainya sebagai kon- 
sekuensi orientasi "menjaga keseimbangan" yang dipegang para tuan guru. Ia menye- 
but itu sebagai “peran semu" para tuan guru. 

Selain itu, secara politik, Satriawan juga menduga ada deal politik diam-diam 
antara Ridwan dan Ahyar. Karena pasangan Ahyar, Ruslan, sudah dua kali menjadi wali 
kota. Ahyar, menurut Satriawan, diduga akan memberi akses dan kesempatan pada 
Ridwan untuk memperkuat basis sebagai persiapan pilkada 2010. 

Kenapa bukan Ahyar saja yang mempersiapkan diri? Pertama, kalau Ahyar 
egois begitu, Ridwan dengan basis pendukungnya akan beroposisi. Ini tak diinginkan 
Ahyar karena cenderung merepotkan. Kedua, Ridwan sudah memiliki modal sebagai 
pemimpin pemerintahan daerah karena karier lamanya di birokrasi dan pernah menja- 
di Camat Ampenan. Satriawan menyebut Ridwan sebagai sosok “semut merah" alias 
pekerja keras. Ridwan dipersilakan mematangkan modal yang ada itu dengan mem- 
perkuat basis pendukung. 


Itu analisis Satriawan. Bisa pula yang terjadi sebaliknya. “Bagaimanapun, mere- 


a ini bermain ganda campuran. Siapa yang nyemes dan nyerven, tentunya melihat 
siapa yang berpeluang duluan, kata dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram itu. 
“Tentu ada komitmen moral yang dibangun bersama karena mereka satu akar rahim: 
Apa pun cara melihatnya, analisis pengamat dan laporan KPUD bahwa para 
tuan guru berperan mengembangkan toleransi politik dibenarkan warga Dasan Agung, 


kawasan yang nyata-nyata menjadi objek rebutan. 
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Cuaca Pekat Syariat 


Asrori S. Karni, dan Anthony Djafar (Makassar) 


Tema syariat Islam banyak diangkat jadi komoditas kampanye. Partisipasi poli- 


tik tinggi, tapi toleransi politik masih perlu banyak berbenah. 


Ba Da 


“Berkaitan dengan pilkada, diserukan kepada segenap muslim dan 
muslimah untuk memilih pemimpin yang memiliki keikatan (komitmen) kuat 


terhadap penegakan syariat Islam, dan track record yang baik —bersih dari 
KKN dan tidak pernah terlibat dalam pelanggaran HAM. Di samping itu 
memiliki perilaku shiddig Gujur), amanah, tabligh (transparan, komunikatif), 
dan fathanah (cerdas, terampil.” 

Bulukumba, 28 Maret 2005 


SERUAN itu telah dikumandangkan sejak tiga bulan sebelum 
pilkada (pemilihan kepala daerah) langsung digelar serentak di sepuluh 
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kabupaten se-Sulawesi Selatan (Sulsel) pada 27 Juni 2005. Itu bukan seru- 
an satu-dua orang. Melainkan hasil Kongres III Umat Islam Sulawesi 
Selatan di Bulukumba, 26-28 Maret 2005, yang diikuti 1.500-an orang. 
Acara ini dibuka Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dan mendapat restu 
Gubernur Sulsel Amin Syam — meski tak hadir dalam acara, ia menugasi 
wakil gubernur. Sejumlah bakal calon kontestan pilkada juga hadir. 

“Bulukumba sengaja dipilih sebagai tempat kongres,” kata Aswar 
Hasan, Sekjen Komite Penegakan Syariat Islam (KPSI) Sulsel, “Karena 
kabupaten ini memiliki program yang sejalan dengan upaya penegakan 
syariat Islam di Sulsel.” Antara lain berupa lahirnya empat peraturan daer- 
ah (perda) bernuansa Islami. Ada perda wajib zakat, infak, dan sedekah 
(No. 2/2003): perda larangan minuman keras (No. 3/2003): perda busana 
muslim/muslimah (No. 5/2003): dan perda baca tulis Al-Guran bagi siswa 
dan calon pengantin (No. 6/2003). 

Tema syariat Islam memang sangat mewarnai dinamika sosial 
politik Sulsel. Pembentukan sebuah komite yang bertugas menyiapkan 
penegakan syariat Islam —kini bernama KPSI— telah dilakukan sejak 
Kongres Umat Islam Sulsel I, 20 Oktober 2000. Semula bernama Komite 
Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI). Lalu, pada kongres kedua, 
Desember 2001, diubah jadi Komite Penegakan Syariat Islam, KPSI. 

Aspirasi syariat Islam di Sulsel memiliki akar kuat di berbagai lini. 
Di antara indikasinya, Ketua Tanfidziyah KPSI, Abdul Azis Gahar Muzakar 
(putra tokoh DI/TII Sulsel Gahar Muzakar), bisa terpilih jadi anggota DPD 
(Dewan Perwakilan Daerah) wakil Sulsel lewat pemilihan langsung, 5 April 
2004. Abdul Azis mampu menduduki peringkat kedua dari 44 kandidat, 
dengan dukungan 636.856 suara (15,296) dari 4.183.434 suara sah. Hanya 
terpaut 150-an suara dari peraih suara pertama, pengusaha Aksa Mahmud, 
yang meraup 790.375 suara (18,996). 

Penyiapan syariat Islam di Sulsel bukan hanya gerakan masyarakat, 
melainkan juga melibatkan unsur “penyelenggara negara”. Pada 23 April 
2001, DPRD Sulsel memberi rekomendasi soal tuntutan otonomi khusus 
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pemberlakuan syariat Islam di Sulsel. Pada 2 Oktober 2001, Gubernur Amin 
Syam menerbitkan SK No. 601/X/2001 tentang Tim Pengkajian Konsep 
Pemberlakuan Syariat Islam Sulsel. 

Kentalnya nuansa syariat Islam tidak hanya mewujud dalam pandu- 
an pilkada hasil Kongres III Umat Islam Sulsel yang dikutip di atas. Seluruh 
isi rekomendasi Kongres III itu juga menggambarkan kuatnya warna syariat 
di berbagai bidang. Di bidang sosial budaya, misalnya, ada anjuran pengem- 
bangan seni budaya Islam (kasidah, nasyid, tilawatil Ouran, kaligrafi, dan 
lain-lain), penghapusan seni budaya bermuatan kekerasan, mistik, pornografi 
dan pornoaksi, serta seruan mengenakan busana muslim/muslimah. 

Di bidang hukum, kongres mendesak eksekutif dan legislatif agar 
dalam menyusun hukum dan perundangan dijiwai syariat Islam. 
Penyusunan perda provinsi dan kabupaten/kota juga didesak senantiasa 
searah dengan syariat Islam. Kebijakan pemberantasan buta aksara Al- 
Ouran bagi pemeluk Islam disarankan dijadikan perda agar mengikat. 
Pemerintah RI didesak menindak para koruptor dengan mengadopsi syariat 
Islam yang beraspek represif dan preventif. 


Syariat Friendly 

DI tengah cuaca pekat syariat seperti itulah pilkada digelar. Maka 
tak aneh bila beberapa kandidat harus menunjukkan sikap “syariat friend- 
ly”. Demikianlah amatan JPPR (Jaringan Pendidikan Pemilih untuk 
Rakyat) Sulsel. “Tema syariat Islam jadi komoditas politik pada kandidat 
untuk meraup simpati warga,” kata Jamaluddin Khalid, penanggung jawab 
program JPPR setempat. 

Tema Islami itu lebih praktis jadi jualan kampanye. Selain populer 
dan mudah menarik simpati, kandidat juga tidak perlu banyak mengeluarkan 
dana. “Sederhana tetapi menyentuh semua lapisan masyarakat. Siapa pun 
akan mati-matian memilih figur tertentu manakala mampu menyentuh kalbu 
masyarakatnya,” kata Jamaluddin. 

Gejala itu terlihat sejak tahap pendaftaran. Misalnya ketika bakal 
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calon Bupati Bulukumba, duet Mappigau Samma-Andi Muttamar 
Mattotorang, mendaftar ke KPUD. Simbol-simbol “santri” tampak menon- 
jol saat pasangan yang dicalonkan Golkar (partai terbesar di Bulukumba) 
itu bergerak menuju KPUD, diantar tim sukses dan satgas pendukungnya 

Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, rombongan 
berangkat dari kediaman Andi Muttamar di Jalan Jambu ke KPUD di 
Jalan Sudirman. Sepanjang 800 meter itu, mereka diiringi lantunan lagu- 
lagu Islami plus rebana dan gendang. Bisa jadi, ini wujud komitmen awal 
mereka pada seni budaya Islami yang direkomendasikan Kongres III Umat 
Islam Sulsel. 

Pasangan itu mengenakan “kostum Islami” pula: peci warna 
putih, baju gamis putih, kain sarung di pinggang, serta serban melingkar di 
leher. Ratusan warga sepanjang jalan melambaikan tangan. Pasangan ini 
kemudian memang gagal menjadi pemenang. Tapi gaya tampilannya 
menunjukkan bahwa citra Islami dipandang penting dan dipercaya bisa 
mendongkrak suara, karena itu ditempuh sebagai jalan untuk membangun 
simpati. 

Pada tahap kampanye, janji-janji yang menunjukkan komitmen 
keislaman juga dikedepankan. Ini terlihat di Kabupaten Pangkep dalam 
aksi pasangan Syafruddin Nur-Kemal Burhanuddin. Duet usungan Golkar, 
PKS, PAN, dan PKB ini menjanjikan pemberian insentif bagi imam masjid. 
Dana itu akan digali dari infak 196 dari tiap pengusaha yang melaksanakan 
proyek pemerintah. Citra religius dibangun dengan mengadakan zikir 
akbar, menghadirkan ustad kondang dari luar daerah (Balikpapan). 

Manwver Syafruddin tak sia-sia. Ia meraih kemenangan mutlak de- 
ngan meraup 86 ribuan suara (57,696) dari perebutan 150 ribuan suara sah. 
Suara dua rivalnya, kalaupun digabungkan, tetap kalah. Pasangan Gaffar 
Pattappe-Effendy Kasim (PDK, PSI, PNUI, dan Partai Merdeka) meraih 41 
ribuan suara (27,996). Duet Taufik Fachruddin-lIlyas Mallongi yang diusung PPP 
hanya meraih 21 ribuan suara (14,54). Bila digabung, suara dua rival ini hanya 
62 ribuan, masih ada jarak 24 ribuan suara dengan pemenang pertama. 
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Penduduk Pangkep hampir 9996 beragama Islam. Pangkep jadi 
cikal bakal lahirnya ormas Islam terbesar di Sulsel, Darud Dakwah Wal 
Irsyad (DDI) yang sampai kini juga berpusat di sana. Loyalitas warga pada 
kandidat yang men-declare diri berkomitmen pada Islamisasi cukup kuat. 
Syafruddin secara diplomatis mengakui karakter pemilihnya. “Masyarakat 
tidak buta. Mereka sudah tahu siapa figur yang cocok membangun daerah- 
nya,” kata Syafruddin ketika terpilih jadi bupati. Kepada GATRA, 
Syafruddin mengakui tidak mudah meyakinkan masyarakat untuk memi- 
lihnya. “Kuncinya, jangan melukai hati rakyat, sekalipun pada rakyat yang 
tidak memilih saya,” katanya. 

Setelah terpilih, Syafruddin berusaha membuktikan janjinya. Ini 
sesuai motonya saat kampanye: “cepat untuk rakyat”. Di antara program 
yang langsung diwujudkan adalah pemberian bantuan pada guru mengaji 
melalui dana APBD dan Badan Amil Zakat. Juga suntikan dana bagi imam 
masjid dari infak 196 dari pengusaha yang mengerjakan proyek pemerin- 
tah. “Intinya, bagaimana menekan angka kemiskinan dan menyejahter- 
akan warga di Pangkep,” ujar Syafruddin. 

Bagi Syafruddin, kampanye dengan tema keislaman memberi efek 
mengikat lebih kuat pada dirinya. “Saya berusaha konsisten pada janji saya 
karena itu amanat yang tidak boleh dipermainkan. Ini menyangkut per- 
tanggungjawaban di hari akhirat, apalagi terkait dengan agama,” kata 
mantan Kepala Dinas Pekerjaaan Umum Pangkep itu. 

Namun dengan komitmen itu tidak berarti Syafruddin hendak men- 
uangkan syariat Islam dalam perda. Alasannya, justru untuk menghindari 
kesan seolah-olah perda lebih tinggi dari Al-Ouran. Ia bepandangan, cukup 
melalui pengertian dan imbauan pemerintah daerah, program keagamaan 
bisa berjalan. “Sepanjang masyarakat sepakat dan pemerintah daerah men- 
dukungnya,” katanya. 

Pendekatan keislaman juga mengental dalam kompetisi pilkada 
di Kabupaten Gowa. “Ini karena Gowa punya sejarah Islamisasi sejak abad 
ke-17,” ujar Ichsan Yasin Limpo, Bupati Gowa terpilih. Maka, Ichsan harus 
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memberi sentuhan yang menenteramkan sentimen Islam. Misalnya, 
sebelum dilantik, ia menyerahkan “kontrak poltik” kepada DPRD dan 
masyarakat. Salah satu butirnya yang menonjol adalah janji membangun 
sanggar pendidikan anak saleh. 

Ichsan yang diusung Golkar, Demokrat, dan PDK terpilih dengan 
meraup 98 ribuan suara (32,296) dari jumlah suara sah yang mencapai 305 
ribuan. Beda tipis dengan peraih runner-up, pasangan Andi Maddusila Andi 
Idjo-Usman Mahyuddin yang meraup 86 ribuan suara (28,3296). Peringkat 
ketiga diraih Sjahrir Sjafruddin dg Jarung-Abdul Jabbar Hijaz dg Sanre de- 
ngan 78 ribuan suara (25.654). Sedangkan suara terendah diperoleh 
Hasbullah Djabbar-Abdul Latif Hafid dengan 42 ribuan suara (13,844). 

Setelah Ichsan dinyatakan sebagai pemenang, simpatisan dan tim 
suksesnya menggelar zikir dan doa bersama yang ditempatkan di gedung 
DPD Golkar Gowa. Setelah terpilih, Ichsan berusaha membuktikan jan- 
jinya. Di antara prioritas programnya adalah memberi subsidi buku wajib 
bagi 26.846 siswa SD tak mampu, membuat sanggar pendidikan anak 
saleh di 36 desa/kelurahan, dan membangun puskesmas pembantu pada 
separuh dari seluruh desa/kelurahan di wilayahnya. 

“Saya juga mengembangkan taman kanak-kanak Al-Ouran dan 
taman pendidikan Al-Guran sebagai wujud pembinaan akhlak,” katanya. 
“Sekalipun terasa berat, saya siap mundur kalau program setahun 
kepemimpinan saya gagal.” 

Nuansa Islami juga mendorongnya untuk menggeser jadwal 
olahraga bagi pegawai pemda, dari semula hari Jumat ke Sabtu. “Karena, 
kalau hari Jumat dijadwalkan pegawai berolahraga, nantinya kalau 
kecapekan, tentu mereka akan terasa sulit menuju masjid untuk salat 
Jumat. Maka kami pilih hari Sabtu,” ujarnya. 

Majelis taklim bagi ibu-ibu Dharma Wanita juga jadi prioritas. Tapi 
Ichsan tak menyebut kebijakannya sebagai penjabaran program penerapan 
syariat Islam yang digulirkan KPSI. Ichsan hanya menyebut semua itu seba- 
gai langkah awalnya menjadikan masyarakat Gowa berakhlak. 
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Minim Toleransi 

NAMUN nuansa Islami yang dikembangkan selama proses pilka- 
da, dalam pandangan JPPR, hanya bersifat permukaan. “Kalau disebut 
bernuansa Islami, kok masih terjadi permainan money politics, kecuran- 
gan perolehan suara, dan sikap saling menjatuhkan?,” kata Jamaluddin. 

Gejala paling menonjol yang dipantau JPPR adalah maraknya kon- 
flik massa di berbagai lokasi pilkada. Di Pangkep dan Tana Toraja, misalnya, 
keributan terjadi saat pendaftaran calon kepala daerah. Calon yang diloloskan 
KPUD, dalam pandangan sebagian masyarakat, dinilai tidak memenuhi 
syarat atau dianggap pernah melakukan korupsi. Kantor KPUD Tana Toraja 
sampai diobrak-abrik massa dan sempat berkembang wacana memundurkan 
jadwal pilkada. 

Di Selayar, keributan berlangsung saat tahap perhitungan suara. 
Begitu pula di Gowa, ketegangan berkembang ketika perhitungan, di kala 
salah satu calon dituduh memanipulasi angka. Berkembanglah adu massa 
menuntut pengesahan dan pembatalan hasil pilkada. Kedua kubu massa 
bergiliran menduduki kantor KPUD dan menutup jalan utama. Di Luwu 
Timur dan Luwu Utara, masyarakat mendatangi kantor KPUD karena 
ribuan masyarakat tak memperoleh kartu pemilih. 

Catatan lain, pada tahap kampanye, kandidat pada umumnya 
tidak memberikan pendidikan politik yang mencerdaskan. Panggung kam- 
panye lebih banyak disulap menjadi ajang pesta dangdut ketimbang tem- 
pat penyampaian visi-misi dan program kerja. Ini terjadi hampir di semua 
kawasan pilkada. 

Di Kabupaten Soppeng dan Pangkep, para kandidatnya menolak 
tawaran tanda tangan kontrak politik yang diajukan sebagian masyarakat. 
Beruntung, ketika kampanye, kadar konflik tidak terlalu tinggi. Menurut 
JPPR, ini antara lain disebabkan adanya hubungan keluarga antar-para 
calon, seperti terjadi di Barru, Pangkep, dan Soppeng. 

Indikasi money politics juga ditemukan JPPR. Uniknya, bukan 
uang yang dibagikan, melainkan gula pasir. Ada pengalaman lucu. 
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Beberapa stok gula pasir disimpan sebagian tim sukses di satu tempat agar 
tidak terendus panitia pengawas. Pada suatu malam, tumpukan gula pasir 
itu hilang. Mungkin karena itu barang yang bisa mengundang perkara, 
maka penyimpannya tidak berani melaporkan kehilangan itu ke polisi. 

Hasil pantauan JPPR ini menunjukkan, tingginya partisipasi politik 
dalam pilkada di 10 kabupaten/kota se-Sulsel belum diimbangi dengan kadar 
toleransi politik yang memadai. Perbedaan dan konflik kepentingan masih 
banyak yang diselesaikan dengan cara kekerasan dan pemaksaan kehendak. 
Baik dengan cara tekanan demonstrasi anarki maupun dengan pendudukan 
gedung KPUD. 

Jamaluddin sangsi bahwa masyarakat memiliki persepsi tepat 
tentang syariat Islam yang dijanjikan. Ia menilai, masyarakat “sudah ter- 
bius” oleh kampanye bernuansa Islami yang dipolitisir. “Masyarakat awam 
yang tidak paham banyak soal syariat Islam disuguhi janji yang tidak 
menentu,” katanya. 

Komunitas muslim religius atau pesantren ketika disodori tema 
syariat Islam, menurut Jamaluddin, tentu menyambut dengan antusias. Bila 
masyarakat muslim ditanya apakah sepakat penerapan syariat Islam, secara 
spontan dan serentak mereka membenarkan. Mana ada pemeluk Islam yang 
menolak penerapan syariat Islam. 

Tetapi, ketika ditanya lagi bagaimana skema syariat Islam yang 
dimaksud, penjabarannya seperti apa, “Tentu mereka masih bertanya- 
tanya,” kata Jamaluddin. “Nilai jual syariat Islam yang ditawarkan kandi- 
dat memang sangat menyentuh sasaran pemilih, tetapi kurang bagus 
dalam membangun demokratisasi,” tutur Jamaluddin. Namun ia men- 
gakui kenyataan lapangan, justru sentimen keislaman seperti itulah yang 
turut mendorong partisipasi warga dalam pilkada. 


Partisipasi Tinggi 


SECARA umum, derajat partisipasi di sepuluh kabupaten ini 
cukup tinggi, rata-rata 80,196. Tingkat partisipasi paling tinggi di Selayar: 
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83,696. Uniknya, partisipasi yang tinggi di Selayar ini disertai dengan 
tingkat kompetisi yang cukup ketat. Pemenang pertama, kedua, dan ketiga 
hanya bertaut seribuan suara. Peta angka ini menunjukkan suasana yang 
dinamis di Selayar, pulau di selatan daratan Sulawesi. Sedangkan tingkat 
partisipasi paling rendah berlangsung di Maros: 755. 

Persentasi kemenangan tertinggi muncul di Pangkep, disabet 
pasangan Syafruddin Nur-Kemal B. (Golkar, PAN, PKS, PKB), yang 
menang telak dengan 56,796. Suaranya lebih dari dua kali lipat suara run- 
ner-up. Sedangkan persentasi kemenangan terendah ada di Bulukumba. 

Di daerah pionir penerapan syariat Islam itu, pasangan Syukri 
Sappewali-Paddasi (PDIP dan PBB) hanya menang dengan 27,946 suara, 
beda empat ribuan suara dengan runner-up. Total suara sah di Bulukumba 
terbagi secara hampir merata ke empat kandidat. Ini juga menunjukkan 
kompetisi yang ketat dan fragmentasi suara yang lebar. Lihat tabel di 
bawah: 
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Kabupaten/ Pasangan Suara Tingkat 
Kursi DPRD Partisipasi 
Soppeng 
(Golkar-17: | Andi Soetomo - Andi Sarimin (PBR) 52.934 82,20 
PKS-3, (40.596) Daftar 
PDK-2) Harta Sanjaya - Syarifuddin Rauf (Golkar) 45.386 Pemilu Tetap 

Munarfa - Rizal Mappaturu (PDIP: PKS) 20.804 (DPT) 

Bismirkin - Burhanuddin (non kursi) 11.641 159.109 

Total Suara Sah 130.765 
Selayar Syahrir Wahab - Nur Syamsina (PPP: PKB: PPP) 19.607 83,66 
(Golkar-7: (3096) dari DPT 
PAN-6 Ince Langke - Muh. Arsyad (Golkar) 18.107. (78.111) 
PDIP-5: Syamsu Alam - Usman Arsyad (PDIP) 17.097 
PKS-2 Chaeruddin - Irwan Umar (PAN) 5.952 

Total Suara Sah 65.352 
Luwu Timur | Hatta Marakarma - Saldy Mansyur (Golkar, PAN) 50.632 78,90 
(Golkar-16: (45,796) dari DPT 
PKS-6: Abd Majid Tahir - Soedarman Upa' (PDK: PBB) 28.498 
PDK-3) Nur Husain - Muchtar Wahid (PKS: PKPI) 26.403 

Arif Rachim - Palabiran Kanna (koalisi kebangsaan) | 5.135 

Total Suara Sah 110.668 
Gowa Ichsan Y. Limpo - Abd Razak (Golkar, PDK: PD) 98.336 81,3Yo 
(Golkar-19, (32,296) dari DPT 
PPP-6: Madijusila A. Idjo - Usman Mahyuddin (PPP: PBR) 86.494 (375.896) 
PAN-5: Sjachrir Sjafruddin - Abd Jabbar (PKS, non kursi) 78.348 
PDK-5: Hasbullah Djabbar - Abd Latif Hafid (PAN, P 
PKS-4) Merdeka) 42.260 

Total Suara Sah 305.438 
Maros Nadjamuddin Aminullah - Paharuddin (Golkar) 64.479 75Y6 
(Golkar-13: (44,490) dari DPT 
PAN-4 Anwar Baso Mapparessa - Hatta Rahman (193.624) | (193.624) 
PKS-3: | (PAN: PKS) 
PDK-3:) Irwansyah Kasim - Anwar Ismail (PKB:P Merdeka) | 44.845 

Bachtiar Mahmud - Syarifuddin Djamal (PPP: PPDK) | 6.826 

Total Suara Sah 145.256 
Bulukumba | Syukri Sappewali - Paddasi (PDIP: PBB) 56.135 79,346 
(Golkar-11: (27,994) dari DPT 
PDIP-4: Syafruddin Amjar - Abdul Kahar 52.700 (253.532) 
PPP-4, (PSI: PKPI: PNUI: PIB) 
PDK-4: Mappigau Samma - Andi Muttamar (Golkar) 43.453 
PAN-3) Andi Syahrir Sahib - Moh Arifin (PPP: PBR: PKB) 40.869 

Total Suara Sah 201.023 
Luwu Utara | Lutfi A. Mutti - Arifin Junaedi (PPDK: PKS: PDIP) 68.564 81,596 
(Golkar-10: (46,996) dari DPT 
PDK-5: Daud S. Laratu - A. Hasdullah (PKB: PPP) 81,590 (178.091) 
PKS-4: Arsyad Kasmar - Triyono (Golkar) 29.515 
PAN-4) Total Suara Sah 145.099 
Tana Toraja | Johanis A. Situru - Palino Popang (PKPI) 68.076 7799 
(Golkar-14, (3390) dari DPT 
PDIP-7: Deka Paranoan - Tandipayuk (PPDK: PAN) 58.305 (267.516) 
PDK-5: Yermia Sampe - Russel Rumpa (PDIP) 33.231 
PKPI-5) Markus Nari - Allorerung (Golkar) 24.114 

Ruben Tandirerung - Yusuf Gelong 11.987 

(PNI Marhaen, PPD: PDS) 

Petrus Pasulu - Daniel Bombing (non kursi) 9.539 

Total Suara Sah 206.052 
Pangkep Syafruddin Nur - Kemal B. (Golkar, PAN: PKS: PKB) 86.481 8190 
(Golkar-12: (57,690) dari DPT 
PDIP-4: Gaffar Patappe - Effendi Kasmin (PDK, PSI: PNUI, 41.821 (185.249) 
PPP-5: PMerdeka, Taufik Fachruddin - Ilyas Mangewa (PPP) | 21.777 
PBR-3) Total Suara Sah 150.079 
Barru Muh Roe,m - Kamrir Mallongi (Golkar, PPP: PD: PSI) | 45.196 
(Golkar-14, (51,996) 81AY 
PPP-2: Andi Anwar Aksa - Andi Hasan Syukur 21.836 dari DPT 
PPP-2) (PBR: PDIP: PBSD) (107.000) 

Basir Palu - Idris Bau Mange (PKS, PBB: PKB) 20.225 

Total Suara Sah 87.47 
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Selain tingginya tingkat partisipasi, gambaran lain yang bisa dia- 
mati dari tabel di atas adalah betapa perolehan suara partai tak selalu 
sebanding dengan capaian suara kandidat kepala daerah. Sepuluh daerah 
itu dimenangkan Golkar dalam pemilu legislatif 2005, tapi tak semua kan- 
didat Golkar memenangkan pilkada. Di Soppeng, Selayar, Bulukumba, 
Luwu Utara, dan Tana Toraja, jagoan Golkar kalah. Ini menunjukkan 
adanya dinamika. 

Yang juga unik, daerah-daerah yang dikenal marak dengan 
wacana dan praktek penerapan syariat Islam, semisal Bulukumba, 
Pangkep, dan Gowa, ternyata tidak dikuasi partai Islam. Bulukumba, daer- 
ah pinoir penerapan syariat Islam, malah dikuasai Golkar dan PDIP, dua 
partai yang selama ini tercitrakan nasionalis-sekuler. Bupati yang terpilih 
justru diajukan PDIP. Di tengah peta afiliasi politik masyarakat 
Bulukumba seperti itu, ternyata denyut syariat tetap berlanjut. Buktinya, 
enam bulanan setelah pilkada, Januari 2006, beberapa desa di sana 
melahirkan peraturan desa bernuansa syariat Islam. 

Kembali ke isu pilkada, dosen politik Islam UIN Alauddin, 
Makassar, Oasim Mathar, menyayangkan, pemanfaatan ikatan emosional 
warga pada syariat Islam hanya digiring pada dimensi syariat yang “per- 
mukaan”, “kulit”, dan ritual. Ini menimbulkan persepsi sempit tentang 
syariat. “Saya justru lebih sepakat kalau kandidat lebih concern pada 
bidang pendidikan dan bagaimana memajukan kehidupan sosial ekonomi. 
Kan, itu juga bagian syariat Islam. Tidak harus fokus pada ritual ibadah 
atau simbol keislaman,” katanya. 

Problem lain, menurut Gasim, juga muncul pada tahap imple- 
mentasi syariat. Para kepala daerah cenderung menjadikan agenda syariat 
ini sebagai “urusan birokrasi” pemerintahan. Hanya unsur eksekutif dan 
legislatif yang dilibatkan dalam pembicaraan. Sementara unsur ormas 
Islam dan beberapa LSM yang concern pada tema ini tak banyak diajak. 

Pola demikian akan mudah menjebak isu syariat Islam sekadar 
sebagai komoditas politik kepala daerah yang sedang berkuasa. “Kalau 
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cara begitu, saya pikir penegakan syariat Islam tidak akan bertahan lama. 
Hanya bertahan ketika pemimpinnya masih berkuasa. Kalau penguasanya 
berganti kebijakan, tentu akan berubah juga harapan itu,” ujarnya. 


Kesadaran Kritis 

DI tengah pekatnya cuaca syariat Islam di Sulsel, muncul juga 
upaya pengembangan kesadaran kritis di kalangan pemilih. Upaya ini jus- 
tru muncul dari simpul-simpul masyarakat sipil yang secara kultural dan 
struktural berafiliasi pada ormas Islam besar, seperti NU dan 
Muhammadiyah. Mereka inilah yang tergabung dalam jaringan JPPR. 
Selain unsur organ NU dan Muhammadiyah, juga ada unsur LSM dan 
komunitas lintas agama. 

Ada sepuluh lembaga di Sulsel yang tergabung dalam JPPR. Yakni 
LKPM (Lembaga Kajian Pengembangan Masyarakat dan Pesantren), 
LAPAR (Lembaga Advokasi dan Perlindungan Anak Rakyat), Pemuda 
Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyiah (pemudi Muhammadiyah), LPP 
(Lembaga Penelitian dan Pengembangan) Aisyiah (ibu-ibu 
Muhammadiyah), IRM (Ikatan Remaja Muhammadiyah), IMM (Ikatan 
Mahasiswa Muhammadiyah), Lakpesdam (Lembaga Kajian dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia) NU, Percik (Persemaian Cinta 
Kasih), dan Dikti (Pendidikan Tinggi) Muhammadiyah. 

Seperti tertuang dalam buku panduan pemantauan pilkada yang 
diterbitkan JPPR, jaringan ini mendorong masyarakat agar menjadikan pilka- 
da sebagai ajang pemilihan pemimpin yang aspiratif, bersih, serta berkomit- 
men pada kemajuan dan kemakmuran daerah. Masyarakat didorong membu- 
at pertimbangan cerdas dan bijak. 

Masyarakat dianjurkan mengenali jati diri pasangan calon, rekam 
jejak mereka, integritas moralnya, visi-misinya, dan program kerja mereka. 
Masyarakat diserukan memilih pemimpin yang jujur, tidak pernah 
melakukan korupsi, dan tidak pernah bertindak asusila. “Pilihlah secara 
mandiri berdasarkan hati nurani, jangan pilih yang gemar menyuap dan men- 
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janjikan politik uang,” tulis panduan itu. “Pilihlah berdasarkan program yang 
ditawarkan, bukan karena sentimen primordial, kesukuan, agama, etnis, 
kedaerahan, dan bahasa.” 

JPPR juga mendorong toleransi. “Bersikaplah toleran dan meng- 
hargai perbedaan pilihan orang lain. Hindari penggunaan kekerasan 
dalam bentuk apa pun.” Pendidikan rakyat dilakukan lewat pendidikan 
berjenjang jaringan pemantau. JPPR tingkat provinsi memberi pelatihan 
bagi para koordinator kabupaten. Para koordinator kabupaten menyeleng- 
garakan pelatihan buat koordinator kecamatan. Koordinator kecamatan 
memberi brifing ke tingkat desa. Koordinator desa kemudian merekrut 
tiga orang relawan mandiri. Struktur jaringan inilah yang melakukan pen- 
didikan pemilih pada masyarakat. 

Pada kasus Bulukumba, simpul penting penerapan syariat Islam, 
pengelompokan pemilih amat cair. Seperti tampak dalam tabel di atas, 
fragmentasi suara amat merata, tak ada “kultus” pada kandidat tertentu. 
Ini menunjukkan, animo tinggi pada syariat Islam tak selalu berujung 
fanatisme buta pada figur atau parpol tertentu. Kultus dan fanatisme buta 
ini biasanya tumbuh di tengah pemilih yang tidak berkesadaran rasional. 
Dengan kata lain, perilaku pemilih yang kritis dan rasional ternyata tetap 
bisa tumbuh di daerah yang cuaca syariatnya pekat, seperti Bulukumba. 
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Belantara Simbol Agama 


Asrori S. Karni, dan Rachmat Hidayat (Banjarmasin) 


Sentimen keislaman kuat mempengaruhi pertimbangan pemilih. Uniknya, for- 
malisasi syariat Islam bukan komoditas andalan. Ada upaya pendidikan politik 


rasional. Toleransi politik bukan masalah. Tapi tingkat partisipasi menurun. 


Ba Da 


TAK perlu visi-misi supercanggih bila ingin terpilih jadi pemimpin 


politik di Kalimantan Selatan (Kalsel). Cukup dengan kepiawaian 
memainkan simbol dan sentimen keislaman. “Sekali lagi simbol, bukan sub- 
stansi agama,” kata Mohammad Ramly, anggota KPUD Kalsel. Ada banyak 
cara. Bisa dengan mengaku anak angkat kiai karismatik, menobatkan diri 
sebagai keturunan ulama besar (syukur-syukur bisa mengklaim keturunan 
Nabi), rajin mengenakan baju koko atau kopiah putih. 

Tak usah menjanjikan penegakan syariat Islam. Malah jadi 
bumerang. Ringan-ringan saja. Asal kena sasaran. Tampil di pamflet de- 
ngan kopiah haji lebih menarik simpati ketimbang memamerkan gelar 
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guru besar perguruan tinggi Islam. Kiat itu terbukti cespleng mendulang 
suara dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kalsel, 30 Juni 2005. 
Baik dalam perebutan gubernur setempat, Wali Kota Banjarmasin, 
maupun Bupati Banjar. 

Tentu saja jualan simbol agama bukan faktor tunggal keme- 
nangan. Tapi hal itu menyumbang pengaruh kuat dalam memikat emosi 
rakyat. Cermati kunci kemenangan duet Rudy Arifin-Rosehan dalam 
merebut pos Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel. Pasangan usungan 
PPP-PKB ini meraup 469.000-an suara (32,496 dari 1,4 juta suara sah). 

Berbagai kalangan yang terlibat intensif dalam pilkada menilai 
faktor utamanya karena Rudy mendeklarasikan diri sebagai anak angkat 
dunia-akhirat Guru Ijai alias KH Zaini Abdul Ghani (1942-2005). Ulama 
karismatik asal Martapura —yang wafat dua bulan setelah pilkada— ini 
berpengaruh kuat ke seantero Kalsel. 

“Coba tanya visi-misinya Rudy Arifin, tidak banyak orang yang 
tahu,” ujar Hasanuddin, Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk 
Rakyat (JPPR) Kalsel. “Tapi, kalau Rudy anak angkat Guru Ijai, semua orang 
tahu.” Menjelang pilkada, Rudy bermanuver dengan meresmikan tiang pan- 
cang Masjid Al-Mukaromah di Martapura, ibu kota Kabupaten Banjar. Pada- 
hal, sampai enam bulan usai pilkada, cuma tiang pancangnya yang berdiri. 
“Ini soal kecantikan memainkan simbol Islam,” Hasanuddin menambahkan. 


Karisma Guru Ijai 

Status anak angkat cukup ampuh membentuk opini publik bahwa 
Guru Ijai memberi dukungan. Karena Guru Ijai hampir tidak pernah men- 
gungkapkan dukungan secara eksplisit. Paling-paling dengan isyarat. Itu pun 
untuk pilkada. Ketika pemilu berskala nasional seperti pilpres, Guru Ijai lebih 
sering memberi pernyataan netral. Tapi, dengan sikap netral itu, pengikutnya 
justru lebih simpatik dan bisa menebak ke mana arah sikap sang Guru. 

“Masyarakat lebih menghargai ulama yang netral,” kata 
Mohamad Effendi, anggota KPUD Kalsel. Bila ulama terlalu partisan me- 
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nunjuk figur tertentu, masyarakat akan curiga, ulama itu punya kepen- 
tingan pribadi. Ada seorang ulama yang ketika terbuka menyatakan masuk 
Golkar justru ditinggal massanya. “Bahasa netral Guru Ijai malah bagus 
dampaknya. Bahasa beliau sangat santun,” papar Effendi. “Ini pelajaran 
buat tokoh-tokoh agama untuk hati-hati menempatkan diri.” 

Rudy tentu paham, Guru Ijai tak akan bicara eksplisit. Maka, yang 
dilakukan mantan Bupati Banjar ini adalah membentuk persepsi publik 
bahwa ia amat dekat dan peduli pada Guru Ijai. Waktu Guru Jjai sakit, 
Rudy menanyakan kesehatan sang Guru. Peristiwa ini menjadi headline 
koran lokal: “Rudy Arifin Menanyakan Kondisi Abah”. Dia sering ke 
pengajian Guru Ijai di Musala Ar-Raudhah. Dalam satu kesempatan usai 
pengajian, Guru Ijai pernah mengatakan, “Pilih yang mau belajar.” 
Maksud belajar yang dipersespsi publik adalah mereka yang mau datang 
ke Guru Jjai. 

Dukungan Guru Ijai memiliki efek berantai. Hasanuddin men- 
catat, begitu Guru Ijai diyakini mendukung Rudy, sejumlah kiai apolitik 
dari pedalaman yang dikenal tak punya kepentingan ikut turun gunung 
menggalang dukungan publik pada Rudy di kampung-kampung. Gerakan 
para kiai apolitik itu tidak diminta dan tidak mengharapkan apa pun. “Ini 
fenomena luar biasa,” ujar Hasanuddin. “Orang kalau sudah bicara Guru 
Ijai, tidak ada pilihan lain. Yang lain pasti kalah,” Noorhalis Majid, Ketua 
KPUD Kota Banjarmasin, menimpali. 

Magnet Guru Ijai dan jaringan karismanya bersinergi dengan 
kerja politik yang digalang tim sukses Rudy-Rosehan. Posisi Rudy sebagai 
Wakil Ketua PPP Kalsel dan Rosehan sebagai Ketua PKB Kalsel turut 
memudahkan menggerakkan mesin partai. Duet dua partai berbasis massa 
NU ini bekerja efektif. “Masyarakat Banjar sebagian besar nahdliyyin,” 
kata Hasanuddin. Para kontestan, menurut Hasanuddin, persisnya tidak 
memainkan isu keislaman. Lebih rendah lagi, yaitu isu ke-NU-an dan ke- 
Muhammadiyah-an. “Islam tidak bisa dimainkan, wong semua calon 
Islam,” katanya. Maka, isu syariat Islam juga kurang diminati. 
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Ikon Kopiah Haji 

Indikasi lain efektivitas permainan simbol Islam adalah melesat- 
nya suara Ismet Ahmad (PAN)-Habib Aboe Bakar Al Habsyi (PKS) sebagai 
runner up. Ismet adalah mantan Sekda Provinsi Kalsel, Habib Aboe Bakar 
adalah anggota DPR-RI dari PKS. Pasangan ini merebut 404.000-an suara 
(27,94). Beda 65.000-an dari pemenang pilkada. 

Dari 13 kabupaten/kota se-Kalsel, duet ini unggul di lima tempat di 
kawasan utara yang dikenal sebagai kawasan Banjar Hulu, yaitu: Tapin, 
Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, 
dan Tabalong. Pasangan yang mengusung ikon “ulama-umara” (2U) itu 
awalnya tak diperhitungkan. Lalu mampu membuat pasangan lain jantun- 
gan karena pada hari pertama perhitungan suara, 2U unggul dengan 32,94 
suara. Koran lokal, Banjarmasin Post, sampai membuat headline: “Ismet di 
Atas Angin”. 

Uniknya, sosok Habib Aboe Bakar justru lebih populer. 
Diperkirakan, dialah daya tarik suara utama. “Ini anomali politik. Tidak 
lazim kandidat wakil gubernur lebih populer dari kandidat gubernurnya,” 
kata Mukhtar Sarman, pengamat politik dari Universitas Lambung 
Mangkurat. 

Status habib yang dipercaya keturunan Nabi, menurut Mukhtar 
Sarman, seolah memberi jaminan sebagai sosok terpercaya. Ditambah lagi, 
Habib Aboe Bakar jadi satu-satunya kandidat yang memakai kopiah putih 
dalam foto resmi surat suara dan pamflet. Tim suksesnya mengolah jadi ikon 
“jangan lupa pilih kopiah haji”. 

Citra “kopiah haji” kemudian jadi monopoli Habib Aboe Bakar. 
Padahal, semua kandidat juga sudah haji dan kopiah putih bukanlah sim- 
bol habib. Brand “kopiah haji”, dalam amatan Mukhtar Sarman, mampu 
menjadi bahan perbincangan luas dari kelas atas sampai warung kopi. 
Hampir sama dengan popularitas “moncong putih” sebagai ikon PDIP. 

Selain berkopiah putih, sang Habib juga mengenakan jubah dan 
serban yang memang jadi kostum kesehariannya. Menurut Mohammad 
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Ramly, anggota KPUD Kalsel, ketika berkampanye, Habib Aboe Bakar tak 
perlu menyerukan masyarakat memilih dia. “Dia cukup berceramah 
agama,” ujar Ramly. “Dengan bahasa lain, ia ingin mengatakan, saya ini 
ulama.” 

“Masyarakat memilih beliau (Habib Aboe Bakar) justru karena 
pakaiannya,” kata Muhammad Effendi, anggota KPUD Kalsel. “Meskipun 
kalah, dukungannya cukup tinggi.” Perbandingan kantong suara Ismet- 
Habib dan Rudy-Rosehan, bagi Hasanuddin, menegaskan perbedaan 
karakter keagamaan antara Banjar Hulu dan Banjar Kuala. Habib unggul 
di beberapa kawasan Banjar Hulu. Sedangkan Rudy menang di kawasan 
Banjar Kuala (Banjarmasin, Banjar Baru, Martapura). 

“Ini bisa jadi tolok ukur ke depan, kalau mau bermain, harus diper- 
hitungkan betul beda karakter antara masyarakat Banjar Hulu, Banjar Kuala, 
dan Batang Banjar,” tutur Hasanuddin. Secara umum, keunggulan masing- 
masing tidak terlalu telak. Rata-rata menang tipis. Persentasi kemenangan 
terbesar Ismet-Habib di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan 59,54 
suara, disusul Rudy-Rosehan dengan 17,896. Sedangkan kemenangan telak 
Rudy di Kabupaten Banjar (Martapura) dengan 48,796, disusul Habib den- 
gan 17,996. 

“Penggunaan simbol tusuklah kopiah haji lebih mengena di 
Rantau (Kabupaten Tapi) ke atas,” ujar Hasanuddin. “Hanya penduduknya 
kalah banyak. Banjarmasin lebih besar. Andaikan enam wilayah di utara 
lebih besar, bisa-bisa Habib yang menang.” Untuk menguasai suara, 
menurut Hasanuddin, memang harus dengan pendekatan yang tepat. 
“Hampir tidak ada yang memakai pendekatan rasional,” papar 
Hasanuddin. 

Perbedaan karakter antarkawasan itu, menurut Noryamin Aini, 
dosen sosiologi UIN Jakarta yang berasal dari Kalsel, juga dipengaruhi 
oleh makin banyaknya alumni Timur Tengah yang berpandangan Wahabi 
ke Banjar Hulu. Pusatnya di Pesantren Normal Islam Hulu Sungai Utara. 
Komunitas seperti ini efektif menopang kandidat yang diusung PKS. 
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Sementara di kawasan Banjar Kuala, banyak didominasi pesantren tradi- 
sional NU yang berpusat di Martapura. 


Incumbent Pun Jatuh 

Ampuhnya permainan simbol dan sentimen agama makin terbuk- 
ti dengan jebloknya suara mantan Gubernur Kalsel, Sjachriel Darham. 
Padahal, penguasa lama biasanya memiliki modal sosial-politik yang lebih 
ketimbang kandidat lain. Ia punya akses lebih dini untuk menebar pesona 
dan popularitas pada publik. Ia memiliki jaringan birokrasi dari atas sam- 
pai bawah. Tapi semua kelengkapan penguasa incumbent itu tak berkutik 
berhadapan dengan “anak angkat Guru Ijai” dan pemakai “kopiah haji”. 

Dari lima kandidat, perolehan suara mantan Gubernur Sjachriel 
selalu menempati urutan belakang di seluruh 13 kabupaten/kota. Ia bera- 
da di urutan kelima di dua kabupaten (Kotabaru dan Hulu Sungai Tengah). 
Lalu peringkat keempat di 10 kabupaten. Persentasi tertinggi pada posisi 
ketiga diperoleh Sjachriel hanya di satu kabupaten (Hulu Sungai Utara). 

“Kekalahan Sjachriel Darham karena hampir tidak ada tokoh 
agama yang dukung dia,” ujar Noorhalis Majid, Ketua KPUD Kota 
Banjarmasin. “Walupun dia paling populer, tokoh agama tidak men- 
dukung dia.” Sejak awal pencalonan, Sjachriel sudah kesulitan mencari 
kendaraan politik. Semula melamar Golkar dan PAN tapi ditolak. Akhirnya 
menggunakan koalisi PDIP dan PBR. Modal suara dua partai ini pun pas- 
pasan: hanya 15,596. Lebih sial lagi, menurut analis politik setempat, 
Mukhtar Sarman, PDIP dan PBR tidak optimal membantu Sjachriel. 
Ternyata modalnya sebagai bekas penguasa tidak efektif untuk meng- 
galang dukungan. 


Keturunan Syekh Arsyad Al-Banjari 

Tidak hanya di tingkat provinsi, pilkada tingkat kabupaten/kota 
juga diwarnai “eksploitasi” simbol keislaman. Itu bahkan bisa terjadi di 
Kota Banjarmasin yang kosmopolit. Berbagai kalangan menila keme- 
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nangan Yudhi Wahyuni (PAN)-Alwi Sahlan (PKS) sebagai Wali Kota 
Banjarmasin juga dipengaruhi aspek simbolik. Kemenangan Yudhi 
memang tidak telak. Ia meraup 66.000-an suara (27,396). Unggul tipis atas 
pasangan Edi Sukarno (PKB)-Rusdiansyah (PBB) yang meraih 51.000-an 
suara (214). 

“Yudhi memperkenalkan diri sebaga keturunan keenam Syekh 
Arsyad Al-Banjari,” kata Noorhalis Majid. Syekh Arsyad adalah ulama karis- 
matik di Kalsel yang hidup pada kurun 1712-1810 M. Syekh Arsyad juga 
merupakan kakek-buyut Guru Ijai. Jadi, bila calon gubernur Rudy Arifin 
menisbatkan diri pada Guru Ijai, calon wali kota Yudhi mencari sandaran 
lebih legendaris lagi: Syekh Arsyad. 

Dengan klaim itu, Yudhi bisa menggalang dukungan dua basis 
massa Islam terbesar di Banjarmasin sekaligus: NU dan Muhammadiyah. 
Basis Muhammadiyah sejak awal sudah di tangan, karena Yudhi adalah 
Ketua DPW PAN Kalsel yang berbasis kultur Muhammadiyah. Begitu pula 
pasangannya, Alwi Sahlan, yang Ketua DPW PKS Kalsel, memilik basis 
massa kalangan Islam modernis dan jaringan partai yang solid. Dengan 
mengaku keturunan Syekh Arsyad, Yudhi bisa mencuri suara dari basis NU 
karena Syekh Arsyad dikenal sebagai anutan kalangan NU. 

“Pada diri Yudhi tergabung tiga hal: sentimen Muhammadiyah, 
emosi orang NU, dan dukungan jaringan PKS. Ini fenomena menarik untuk 
Banjarmasin,” ujar Hasanuddin, Koordiantor JPPR. Sebagian pemilih memi- 
lih Yudhi karena wajah gantengnya. “Saya tanya pelajar SMA kenapa milih 
Yudhi, mereka jawab cakep fotonya,” kata Noorhalis. Ada lagi yang terpesona 
oleh suara indah Yudhi sebagai gari dan hafiz Guran. Yudhi mendemon- 
strasikan kemampuannya itu dengan cara sering menjadi imam salat. 

Dosen Universitas Lambung Mangkurat, Mukhtar Sarman, pernah 
bertanya kepada warga kelas menengah ke bawah. Ada tiga alasan mereka 
memilih Yudhi-Alwi. Pertama, karena wajah Yudhi paling cakep. Kedua, 
pasangan itu mampu jadi khatib dan imam salat. “Artinya, secara moral 
keagamaan pantas diikuti dan dimakmumi,” ujar Mukhtar. Ketiga, mereka 
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terobsesi mendapat wali kota yang tidak terkait dengan penguasa lama. 

Intinya, pemilih Kota Banjarmasin lebih banyak terpikat olah faktor- 
faktor permukaan, bukan substansi. Tapi ada sisi positif yang dilihat 
Hasanuddin. Yudhi terhitung sebagai kandidat dengan dana terkecil. Tapi ia 
unggul dengan memainkan sentimen primordial. “Kasus Yudhi memang 
tidak memberikan pendidikan politik secara rasional, tapi itu membuktikan 
masih ada nurani,” kata Hasanuddin, “Bahwa partisipasi politik masyarakat 
tidak melulu karena uang.” 


Diplomasi Baju Koko 

Pertarungan simbol juga mengemuka di Kabupaten Banjar, yang 
beribu kota Martapura dan berjuluk “Serambi Mekkah”. Pasangan Gusti 
Khairul Saleh dan KH Hatim Salman, yang diusung PPP-PKB, menang 
telak dengan 131.000-an suara (654). Terpaut jauh dengan runner up, 
duet Gusti Abdurrahman-Ardiansyah, usungan Golkar, dengan 54.000-an 
suara (254). “Sejak mencalonkan diri, Khairul Saleh pakai baju koko 
terus,” tutur Noorhalis Majid. Baju koko adalah simbol pakaian santri. 

Faktor lain, menurut Ahmad Faizal, anggota KPUD Banjar, kare- 
na Khairul mengolah sentimen kebangsawaman. Ia Ketua Yayasan Sultan 
Adam, seorang raja di Banjar yang juga leluhur Khairul. Makam Sultan 
Adam ada di Martapura. “Masyarakat mengenalnya sebagai keturunan 
raja. Jadi, banyak yang mendukung,” kata Faizal. Rival Khairul, Gusti 
Abdurrahman, juga mengedepankan status sebagai keturunan raja. 


, » 


“Makanya dikenal Pangeran Berebut Tahta',” Faizal menambahkan. 
Namun Khairul punya modal lebih karena juga mendapat du- 
kungan implisit dari Guru Ijai. Dalam sebuah kesempatan, sang Guru 
menyatakan bahwa biaya pengobatannya di Singapura ditanggung Khairul 
Saleh. “Statemen ini berdampak luas, akhirnya Khairul menang telak,” 
kata Noorhalis. Efek baju koko Khairul juga tidak berdiri sendiri. 
Pilihannya merangkul Hatim Salman pun memiliki keuntungan politik. 


Citra Hatim sebagai kiai dipercaya memiliki dampak pendulangan suara. 
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“Hatim Salman dikenal sebagai keturunan kai,” ujar Faizal. Di 
Martapura, pesantren tertua bernama Darussalam. Hatim adalah wakil 
pimpinan dan guru di pesantren itu. Alumninya menyebar di seluruh 
Banjar. “Orang menilai Hatim, oh itu guru saya,” papar Faizal. 


Pendidikan Politik 

Akibat kentalnya permainan simbol dan sentimen primordial, 
berbagai kalangan menilai pendidikan politik di Kalsel belum berjalan opti- 
mal. “Kalau ada pendidikan politik yang baik, seharusnya masyarakat 
diarahkan pada visi-misi dan program. Tapi ini justru diarahkan pada sim- 
bolisme Islam, seperti menusuk kopiah haji,” ujar Mukhtar Salman. “Ini tidak 
mendidik masyarakat untuk berpolitik secara sehat.” 

“Tidak ada upaya mengarahkan masyarakat menjadi pemilih rasion- 
al,” Noorhalis Majid menimpali. Anggota KPUD Kalsel, Mohamad Effendi, 
mengurai enam faktor yang berpengaruh dalam pendulangan suara. 
Anehnya, faktor visi-misi berpengaruh paling rendah. “Figur calonlah yang 
menjadi variabel penentu kemenangan,” kata Effendi. 

Keenam faktor itu adalah: pertama, figur kandidat. Kedua, hubun- 
gan emosional pemilih dan calon dengan parpol pendukung. Ketiga, publikasi 
hasil jajak pendapat dan komentar publik terhadap calon. Keempat, hasil 
kampanye. Kelima, penampilan foto calon. Keenam, visi-misi dan program. 

Dalam amatan Effendi, sebagian ulama tradisional justru berusaha 
mendominasi pandangan pengikutnya dan menanamkan loyalitas mutlak. Ini 
juga menyumbang sulitnya menumbuhkan pemilih yang rasional. Effendi 
juga tidak melihat peran ormas-ormas Islam yang berarti dalam pendewasaan 
pandangan politik warga. 

Namun berbagai ilustrasi pesimistis dan minor tentang realitas 
pemilih Kalsel itu tidak menggambarkan keseluruhan. Mampetnya pen- 
didikan politik rasional dan determinannya simbol keagamaan dalam meme- 
nangkan kandidat hanyalah menunjukkan kenyataan dominan. Itu bukan 
warna tunggal. Ada juga segmen masyarakat yang memilih secara rasional. 
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Ada pula sekelompok simpul masyarakat yang gencar memberi pendidikan 
politik rasional bagi warga. 

Wakil Wali Kota Banjarmasin, Alwi Sahlan, termasuk yang mengaku 
melakukan pencerahan pada warga. Alwi menyadari tak bisa sama sekali 
mengabaikan simbol dan sentimen keagamaan. “Masyarakat Banjarmasin 
amat religius. Tidak bisa dilepaskan dari itu,” katanya. Namun ia juga mem- 
beri pemahaman rasional mengapa warga harus berpartisipasi dalam pilkada. 

“Kami sampaikan bahwa pilkada bukan pesta hura-hura. Masya- 
rakat jangan tertipu. Tujuan kita memilih pemimpin,” kata Alwi. “Pemimpin 
itu penting bagi masyarakat. Ke mana akan dibawa kota ini tergantung 
pemimpinnya. Kalau salah pilih, masyarakat ikut bertanggung jawab.” 


JPPR, Pemantauan, dan Pendidikan Politik 

Selain pendidikan politik yang bersifat personal seperti dilakukan 
Alwi Sahlan selaku kontestan pilkada, aksi serupa dilakukan secara institu- 
sional oleh JPPR. Namanya saja “Jaringan Pendidikan Pemilih untuk 
Rakyat”. Uniknya, JPPR ini ditopang oleh simpul-simpul yang pada umum- 
nya elemen warga dua ormas Islam terbesar: NU dan Muhammadiyah. 
Mereka berangkat dari berbagai lembaga tapi secara kultural sebagian besar 
adalah kalangan masyarakat berkultur santri, baik tradisionalis (NU) maupun 
modernis (Muhammadiyah). 

Dengan demikian, JPPR menampakkan wajah lain dari ekspresi 
keislaman di Kalsel. Tidak semua pilar santri menopang politisasi simbol 
agama, tapi ada pula basis umat Islam yang bekerja membangun kesadaran 
politik rasional. JPPR Kalsel merupakan gabungan beberapa organisasi 
kemasyarakatan dan kepemudaan. Di antaranya LK-3 (Lembaga Kajian 
Keislaman dan Kemasyarakatan), Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Remaja 
Muhammadiyah, dan Lakpesdam (Lembaga Kajian dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia) NU. 

JPPR memadukan tiga peran sekaligus: pengawasan publik, partisi- 
pasi publik, dan pendidikan politik. Mereka menurunkan ratusan relawan 
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untuk memantau jalannya pilkada. Relawan pemantau sebuah TPS diambil 
dari warga yang berdomisili di sekitar TPS itu. Ini ditekankan untuk men- 
dorong partisipasi politik dalam mengawal pilkada agar berlangsung sesuai 
aturan main. Proses pemantauan ini merupakan bagian pendidikan politik. 

Di Kalsel, JPPR menurunkan 492 relawan untuk memantau 492 
desa yang tersebar di 31 kecamatan dari tujuh kabupaten/kota. Rincianya 
adalah Banjarmasin 40 relawan, Tanah Laut 75 relawan, Banjar Baru 12 
relawan, Kabupaten Banjar 144 relawan, Hulu Sungai Selatan 74 relawan, 
Hulu Sungai Tengah 82 relawan, dan Hulu Sungai Utara 65 relawan. Fungsi 
koordinator dilakukan oleh LK3 Banjarmasin. JPPR merupakan satu-satunya 
pemantau independen yang mendapat izin dari KPUD. 

Koordinator JPPR Kalsel, Hasanuddin, menyebut metode peman- 
tauannya sebagai pemantauan berbasis masyarakat. “Relawan diambil dari 
warga sekitar TPS sehingga lebih bertumpu pada tumbuhnya partisipasi poli- 
tik dari masyarakat,” katanya. “Dengan demikian, pemantauan” dan “sikap 
kritis” tumbuh secara alamiah bersama tumbuhnya budaya demokrasi di ten- 
gah masyarakat.” 

“Pelibatan masyarakat sebagai pemantau adalah bagian pendidikan 
politik,” papar Hasanuddin. “Tujuan pemantauan adalah memberikan daya 
kritis kepada masyarakat dalam menyikapi peristiwa politik di lingkungannya. 
Pemantauan ini diharapkan memberikan pendidikan politik secara riil kepada 
masyarakat,” Hasanuddin menambahkan. “Maka, yang diharapkan JPPR 
bukanlah hasil akhir pemantauan atau banyaknya temuan, melainkan proses 
intensif sehingga rakyat mendapatkan pendidikan politik secara langsung.” 

Dalam bertugas, relawan dibekali wawasan politik dan pilkada. 
Mereka diharapkan menyampaikan pengetahuannya pada masyarakat luas. 
Bagi JPPR, pendidikan politik tidak hanya konsunssi elite dan masyarakat 
menengah, tapi seluruh lapisan. “Karena, kalau pemahaman politik rendah, 
masyarakat mudah diperalat dan dimobilisasi untuk mendukung kepentin- 
gan kelompok tertentu,” kata Hasanuddin. 

Selain lewat konsolidasi relawan, pendidikan politik JPPR juga 
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dilakukan lewat pembentukan opini publik melalui media massa. JPPR sering 
menyampaikan sikap dan kritiknya melalui media cetak lokal. Dengan 
demikian, bisa dijadikan bahan bacaan oleh masyarakat untuk memperluas 
wawasan politik. Masyarakat tidak hanya disuguhi pandangan para penyeleng- 
gara pilkada, melainkan juga perspektif lain dari jaringan non-pemerintah. 

Misalnya di koran Barito Post, 20 Mei 2005, JPPR menuliskan kri- 
tiknya pada kinerja KPUD dengan judul “KPUD Kalsel Bukan Lembaga 
Yudikatif, Bukan Pula Lembaga Legislatif”. Berita ini juga dimuat di 
Kalimantan Post. JPPR pun mengingatkan KPUD agar menyiapkan logistik 
bagi penyandang cacat (Radar Banjarmasin, 30 Mei 2005). Peringatan ini 
mendapat respons positif dari KPUD, yang kemudian menyiapkan fasilitas 
penyandang cacat (Radar Banjarmasin, 3 Juni 2005). 

Peringatan agar PNS netral juga menjadi seruan JPPR (Barito Post, 
7 Juni 2005). Begitu pula warning agar tidak melakukan politik uang. Politik 
uang, bagi JPPR, bukan hanya pemberian uang. Iming-iming jabatan juga 
masuk kategori politik uang. Janji jabatan ini banyak dipakai untuk meng- 
galang dukungan dari para pejabat birokrasi pemda (Banjarmasin Post, 8 
Juni 2005). Suara-suara “lain” dari JPPR itu kerap mewarnai pemberitaan 
media sehingga dapat memperkaya pemahaman masyarakat. 


Partisipasi Politik 

Pendidikan politik yang dikembangkan Alwi, JPPR, dan pihak lain 
yang sevisi berhasil memberi kesadaran kritis pada segmen masyarakat ter- 
tentu. Namun secara umum tidak tampak berbanding lurus dengan partisi- 
pasi politik yang tinggi. Karena tingkat partisipasi pemilih pilkada Kalsel 
menurun dibandingkan dengan pemilu legislatif dan pilpres 2004. Di 
Kabupaten Banjar, salah satu lumbung suara di Kalsel, misalnya, pemilih 
yang tidak melaksanakan hak pilihnya mencapai 3156. 

Padahal, saat pemilu legislatif, 5 April 2004, golputnya hanya 205. 
Angka ini terus membengkak pada perhelatan berikutnya. Ketika pilpres 
putaran pertama, 5 Juli 2004, mencapai 2396. Pilpres putaran kedua, 20 
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September 2004, mencapai 2846. Karena itulah, anggota KPUD Banjar, 
Ahmad Faizal, memperkirakan, alasan membesarnya angka pemilih yang 
tidak memilih bukan karena kesadaran politik untuk protes. “Mungkin mere- 
ka bosan karena habis pemilu maraton tiga kali,” katanya. 

Lebih rinci, Faizal menyebut ada empat sebab golput: (1) bosan, (2) 
sibuk, (3) pilihan yang disajikan tidak menarik karena dinilai tidak membawa 
perubahan apa-apa, (4) mereka bertugas di luar daerah, tidak bisa pulang 
karena jadwal tidak tepat. “Tapi yang dominan karena mereka sibuk. Di sini 
banyak petani, sopir angkutan, ada penyadap karet,” ujarnya. Sementara 
orang yang sudah punya pilihan mantap cenderung akan datang. “Peran pili- 
han jadi penting.” 

Anggota KPUD Kalsel, Muhammad Effendi, menilai penurunan par- 
tisipasi itu karena pemilih tidak terlibat secara emosional dalam pilkada. “Ikut 
atau tidak ikut bagi mereka tidak ada pengaruhnya,” katanya. Untuk seluruh 
provinsi, dari pemilih terdaftar sekitar 2,2 juta, tingkat partisipasinya hanya 
674 (1,5 juta pemilih), jumlah golputnya 334 (760-an ribu orang). Angka 
golput terendah di Kabupaten Balangan dengan 1496. Sedangkan golput tert- 
inggi terjadi di Kota Banjarmasin, sebanyak 455. 

Pengamat politik lokal, Mukhtar Sarman, sampai menandaskan, 
pemenang pilkada sebenarnya adalah golput yang mencapai angka 760.139 
suara. Sementara suara kandidat terbesar, Rudy Arifin, hanya 469.362 suara, 
sekitar 3296 dari suara sah dan hanya 20,696 dari total pemilih terdaftar. 

Rendahnya tingkat partisipasi ini, bagi Mukhtar Sarman, menan- 
dakan dua hal. Pertama, kegagalan KPUD dalam sosialisasi. Kedua, rendah- 
nya akseptabilitas kandidat di mata pemilih. “Ini berkorelasi dengan rendah- 
nya tingkat penilaian masyarakat pada kapabilitas kandidat,” ujar Mukhtar. 
Hal itu merupakan isyarat agar gubernur terpilih bekerja keras membuktikan 
pada masyarakat bahwa mereka memang memiliki kapabilitas untuk 
memimpin Provinsi Kalsel. 

JPPR menilai rendahnya tingkat partisipasi masyarakat karena mereka 
beranggapan pilkada tidak membawa perubahan bagi kehidupan mereka. “Ke 
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depan diperlukan pendidikan politik yang menyentuh langsung akar rumput 
agar kesadaran politik dimiliki seluruh lapisan masyarakat,” kata Hasanuddin. 

JPPR sendiri mengakui, daya jangkau pendidikan politiknya masih 
terbatas. Dalam keterbatasan itu, mereka harus berhadapan dengan arus deras 
gerakan politik yang mengeksploitasi simbol agama, yang berakibat menyumbat 
kesadaran politik rasional. Masih diperlukan proses pencerahan politik ekstra 
keras untuk mewujudkan perilaku pemilih yang independen dan rasional di te- 
ngah belantara simbol agama yang lebat di Kalimantan Selatan. 
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PEROLEHAN SUARA KANDIDAT 
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JPPR: 
Kaukus Civil Society 


Kawal Demokrasi 


DI tengah larutnya sejumlah tokoh Islam dan aktivis santri dalam 
pusaran pilkada —menjadi kontestan, kandidat, tim sukses, vote getter, 
juru kampanye, atau loyalis seorang calon— terdapat sekelompok santri 
muda yang mengambil peran berbeda. Mereka lebih concern mendidik 
kesadaran kritis masyarakat dan memantau proses pemilu. Mereka ter- 
gabung dalam sebuah kaukus civil society bernama Jaringan Pendidikan 
Pemilih untuk Rakyat (JPPR). Sebagian besar merupakan kader dua ormas 
Islam terbesar: NU dan Muhammadiyah. 

Ada 30 lembaga yang terjalin dalam JPPR. Dari unsur NU ada 
Fatayat NU (kaum muda putri), Lakpesdam (Lembaga kajian dan 
Pengembangan Sumber daya Manusia) NU, dan LKK (Lembaga 
Kesejahteraan Keluarga) NU. Dari unsur Muhammadiyah ada IMM 
(Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah), IRM (Ikatan Remaja 
Muhammadiyah), Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyiah (pemudi 
Muhammadiyah), dan LPP (Lembaga Penelitian dan Pengembangan) 
Aisyiah (ibu-ibu Muhammadiyah). 

Tersebut pula beberapa LSM berbasis santri, seperti ISIS 
(Institute for Social Institution Studies) Jakarta, P3M (Perhimpunan 
Pengembangan Pesantren dan Masyarakat) Jakarta, Rahima Jakarta, 
Fahmina Cirebon, (keduanya concern pada isu Islam dan perempuan), 
LKPM (Lembaga Kajian Pengembangan Masyarakat dan Pesantren) 
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Makasar, LAPAR (Lembaga Advokasi dan Perlindungan Anak Rakyat) 
Makasar, dan LKiS (Lembaga Kajian islam dan Sosial) Yogyakarta. Selain 
itu, ada unsur perguruan tinggi, lembaga antar iman, dan kantor berita 
radio. 

Apakah pemantau ini bisa independen? Latar belakang primor- 
dial NU dan Muhammadiyah tidakkah menjadi sumber godaan untuk 
bersikap partisan, mengingat dua ormas besar itu memiliki afiliasi politik 
yang berbeda dan memiliki sejarah relasi konflik? Keragaman unsur 
pemantau pemilu ini, menurut aktivis perempuan Lies Marcoes-Natsir, 
justru berguna menciptakan mekanisme kontrol internal secara alamiah. 
“Para aktivis berlatar belakang NU dan Muhammdiyah, misalnya, bisa sal- 
ing mengontrol antar mereka, agar tidak tergoda menjadi partisan,” kata 
Lies. Sehingga independensi jaringan bisa dijaga. 

JPPR bekerja sejak pemilu 1999. Kala itu, JPPR melakukan pen- 
didikan pemilih dan pemantauan Pemilu dengan menerjunkan 117.000 
relawan. Mencetak dan membagikan lebih 23 juta buku, leaflet, dan poster 
pendidikan pemilih, serta memproduksi ribuan pengumuman layanan 
masyarakat di radio dan televisi. 

Pada Pemilu 2004, JPPR merekrut dan melatih 141.000 relawan 
pendidikan pemilih dan pemantauan Pemilu. Menyelenggarakan berbagai 
aktifitas pendidikan pemilih berupa training, poster, buku, leaflet, debat 
kandidat, voters guide, iklan layanan masyarakat di bus kota, radio, dan 
televisi. 

Dalam musim Pilkada langsung 2005-2006, JPPR terus men- 
didik dan memantau. Hingga Juli 2006, JPPR memantau di 9 Pilkada 
Gubernur, 200 Pilkada Bupati/Walikota, menggelar Ouick Count di 6 
Daerah (Depok-Jawa Barat, Binjai-Sumatera Utara, Sleman-Yogyakarta, 
Indramayu-Jawa Barat, Jembrana-Bali, Timor Tengah Utara-Nusa 
Tenggara Timur), serta training Ouick Count di 28 Provinsi. 

Langkah pendidikan pemilih yang ditempuh adalah menggelar 
Debat Kandidat di 16 Kabupaten/Kota, menyebar buku Voters Guide 
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sebanyak 91.800 eksemplar di 4 Kabupaten/Kota, serta menerbitkan 
1.600 buku Manual Debat Kandidat dan 1.200 buku Manual Voters Guide. 
Relawan yang direkrut pada periode pilkada ini sebanyak 66.200 orang, 
disebar ke 16.000 desa. 


Kesadaran Evaluasi 

Menurur Koordinator Nasional JPPR, Adung A. Rochman, di 
antara pelajaran politik penting dari pengalaman pilkada adalah, bahwa 
pilkada langsung bisa menjadi batu ujian bagi kepemimpinan kepala daer- 
ah incumbent. Pemimpin yang sedang menjabat belum tentu terpilih kem- 
bali. Penguasaan atas jaringan birokrasi, uang, dan aparatur, tidak men- 
jamin bisa mengendalikan pilihan pemilih. 

Malah kadang, pilkada menjadi ajang bagi masyarakat untuk 
memberikan punishment pada kepala daerah yang dinilai gagal dan 
mengecewakan. Di Depok, Jawa Barat, walikota incumbent kalah tipis. Di 
Kalimantan Selatan, Gubernur incumbent kalah telak. Begitu pula di 
Lombok Tengah, Nusa Tengggara Barat, dan Kabupaten Pekalongan, Jawa 
Tengah. Sebaliknya, Bupati incumbent Kebumen, Jawa Tengah, dan 
Jembrana, Bali, yang mampu menunjukkan kinerja terbaik, kembali 
meraih dukungan rakyatnya, dengan persentase kemenangan telak, di atas 
705. 

“Saat ini, seorang kepala daerah harus menunjukkan kinerja dan 
akuntabilitas yang baik jika ingin kembali mendapatkan dukungan rak- 
yat,” kata Adung. “Fenomena ini menggembirakan karena di tengah 
masyarakat telah tumbuh kesadaran untuk melakukan evaluasi terhadap 
kepala daerah dengan cara mendukung atau tidak mendukungnya dalam 
mekanisme demokratis seperti pilkada ini.” 

Hal lain yang jadi catatan penting JPPR adalah, bahwa kombinasi 
partai Islam dan nasionalis, secara empirik, terbukti meraup keuntungan 
besar. Partai Islam yang maju sendiri memperoleh dukungan rendah. Ini 
pararel dengan perolehan partai-partai Islam dalam pemilu nasional, yang 
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persentasenya terus menurun dibanding pemilu 1955. Berikut temuan 
JPPR tentang peta kemenangan pilkada di 224 daerah hingga Juni 2006: 


6 daerah 2,686 dimenangkan gabungan partai-partai Islam 

11 daerah 491 dimenangkan partai Islam (non-gabungan) 

51 daerah 2227 dimenangkan gabungan partai-partai nasionalis 

73 daerah 32,5996 dimenangkan partai nasionalis (non-gabungan) 

83 daerah 37,0596 dimenangkan gabungan partai nasionalis dan Islam 


Partisipasi Perempuan 

Dalam hal partisipasi perempuan di pilkada, JPPR menemukan, 
dari 232 daerah, hingga Juni 2006, hanya 63 daerah (27,1696) yang diiku- 
ti kandidat perempuan, baik sebagai kandidat “kepala daerah” maupun 
“wakil kepala daerah”. Selebihnya, 169 daerah (72,844) hanya diikuti kan- 
didat laki-laki. 

Dari 81 kandidat perempuan di 232 daerah, sebanyak 24 orang 
mencalonkan diri sebagai kandidat “kepala daerah”, dan hanya 6 orang 
(25X) yang terpilih sebagai kepala daerah. Sedangkan 57 orang 
mencalonkan diri sebagai “wakil kepala daerah”, dan hanya 13 orang 
(22,8196) yang terpilih sebagai wakil kepala daerah. 

Dari 6 kepala daerah perempuan terpilih, 3 diantaranya adalah 
incumbent dan meraih dukungan suara di atas 5096. Yaitu: 

- Dra. Hj. Rustriningsih, Kebumen (77,484) 

- Dra. Hj. Oomariyah, MA, Kab. Pekalongan (52,224) 

- Dra. Hj. Haeny Relawati Rini Widiastuti, MSi, Tuban (51,7696) 

Sedangkan dari 13 wakil kepala daerah perempuan yang terpilih, 
hanya satu wakil kepala daerah perempuan yang memperoleh dukungan 
suara di atas 5096, yaitu Hj Julianti Juhardi, wakil bupati terpilih untuk 
kabupaten Sambas. Sedangkan 12 lainnya hanya mendapatkan dukungan 
suara 50X atau lebih rendah. 
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Kalimantan Selatan maa 


Dalam proses pemantauan, JPPR juga masih menemukan pernak- 
pernik model pelanggaran aturan pilkada. Seperti politik uang, intimidasi, 
dan penyalahgunaan fasilitas publik. Berikut ini sebagian model-model 
temuan JPPR selama setahun pelaksaan Pilkada (Juni 2005 — Juni 2005): 


Pola Politik Uang 

Pemberian uang tunai atau via amplop, senilai Rp. 20.000 — Rp. 
50.000, terjadi di Sumenep, Muna, Asahan, Sidoarjo, dan Sukabumi. 

Pemberian Souvenirs, seperti kain, payung, dan gelas, terjadi di 
Toraja dan Gunung Kidul. 

Pemberian Sembako, Beras, kebutuhan pokok lain, terjadi di 
Bontang, Manado, dan Sumenep. 

Pemberian Kupon, Semen, kursi dan lain-lain, Pencoblosan de- 
ngan silet (mengambil bagian muka kertas suara) dijadikan kupon untuk 
ditukarkan dengan uang, di Kabupaten Muna, Pemberian 10-150 sak 
semen/RT di Boyolali 

Pemberian Atribut Agama (Sumbangan Mushollah, Jilbab,Kitab 
yassin), di Asahan, Kendal, dan Jember. 


Bentuk Intimidasi 

Penggunaan Kekuasaan/Birokrasi, ada intimidasi dan ancaman 
kepada KPPS untuk mendukung kandidat tertentu dan intimidasi kepala desa 
untuk mendukung kandidat tertentu, di Kota Bandar Lampung. 

Penggunaan Atribut Agama, memilih pasangan calon MD akan 
masuk neraka, kalau memilih R akan masuk surga, terjadi di Muna-Sultra 
dan Tasikmalaya-Jabar 

Cara-cara “preman”, di Dompu, tim sukses pasangan tertentu 
berdiri di depan TPS dan mengeluarkan kata-kata yang menekan agar memi- 
lih kandidatnya. Ada juga intimidasi di Kebumen oleh tim kandidat. 
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The AYAM Institute 


Seeding Plural and Peaceful Islam 


Di tengah paceklik-demokrasi di negara-negara muslim, 
Indonesia -- sebagai negeri muslim terbesar--justru menuai panen- 
raya-demokrasi. Dalam tempo enam tahun, transisi dari rezim otoriter 

dilewati secara mengesankan. Sepanjang 2004, rakyat Indonesia 
menjalani hajatan pemilu langsung nasional, sampai tiga kali. 
Melelahkan. Tapi dijalani dengan antusias, 
partisipasi tinggi, dan damai. 


Masuk 2005-2006, hajatan itu masih berlanjut dengan skala lokal. 
Lewat pemilihankepala daerah langsung di lebih 200 kabupaten, 
kota, dan provinsi. Puja puji dunia pun berhamburan. Indonesia 
dinobatkan sebagai negara demokrasi terbesar ketiga. 
Setelah India dan Amerika Serikat. Medio 2006, Freedom House 
meningkatkan rangking Indonesia dari partly-free menjadi free, 
dalam kualitas kebebasan sipil dan pengakuan hak politik. 


Indonesi pun jadi ikon kompatibilitas Islam dan demokrasi. 
Umat Islam jadi bagian utama proses politik itu. Pesta demokrasi 
berlangsung semarak di kantong-kantong muslim religius. Seperti 
pesantren, pusat tarekat, dan basis ormas Islam. Tak kalah semarak 
dengan peringatan hari besar Islam. 


Buku ini bermaksud mengukir prestasi praktek demokrasi itu 
dalam “dokumen jurnalistik”. Dengan gaya khas Majalah GATRA. Re- 
portase lapangan yang warna-warni, informatif, dan mendalam. Gaya 

penulisan yang renyah, inspiratif, dan jenaka. Reportase para wartawan 
GATRA ini memberi suguhan potret dan peta lapangan. Menyelami 
interaksi rumit antara spirit keislaman dengan derajat partisipasi 
dan toleransi politik di ruang publik. 
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